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ABSTRAK 

 
Penelitian ini memberikan tinjauan kritis terhadap literatur yang menguji dan 

menganalisis bagaimana Pencegahan Fraud sebagai mediasi Pengaruh Internal Audit, 

Risk Management, Whistle Blowing System dan Big Data Analytics terhadap Pencegahan 
Perilaku Financial Crime: systematic review. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah terbatasnya formulasi strategis dalam riks management, internal audit, 
whistleblowing system dan big data analytics untuk mendeteksi dini guna pencegahan 

fraud dan pencegahan perilaku financial crime di Indonesia terutama permasalahan 

kecurangan yang terjadi di Pemerintah Daerah Sumatera yakni pada Aceh, Sumatera 
Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera 

Barat, Bengkulu dan Lampung. Berbagai macam kajian ilmiah yang telah dilakukan 

memberikan petunjuk bahwa skills mismatch atas dampak terjadinya fraud dan perilaku 
financial crime, masih menjadi polemik mendasar yang akan terus menghambat 

produktifitas dan daya saing berbagai sektor ekonomi dan industri pada Pemerintah 
Daerah di Indonesia (BPS Indonesia, 2020; Gropello et al, 2011; Iryanti et al, 2014; 

McLaren et al, 2019; Naafs & White.B, 2012). Penelitian ini sangat penting untuk 

meligitimasi penekanan pada pengidentifikasian ukuran yang tepat dalam kontribusi 
literatur dengan memberikan informasi pemahaman tentang bagaimana aktivitas 

pencegahan fraud memediasi prediktor organisasi dengan besaran pengaruh (internal 

audit, risk management, whistleblowing system, dan big data analytics) dan prediktor 
individu dalam pengungkapan pencegahan perilaku (financial crime). Teknik analisa 

yang dipergunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan 
analisis SEM (structural equation model) dengan metode alternatif partial least square 

(PLS). Dalam analisis statistik akan dilihat sejauh mana tingkat signifikansi dari variabel-

variabel yang digunakan dalam penafsiran model. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara internal audit, whistleblowing system dan big data 

analytics terhadap pencegahan perilaku financial crime secara parsial. Hasil lain juga 

menunjukan bahwa variabel mediasi pencegahan fraud berperan sebagai variabel mediasi 
dalam menjelaskan hubungan internal audit, whistleblowing system, big data analytics 

dan pencegahan perilaku financial crime. Novelty dalam penelitian ini yakni (1) 
penggunaan variabel baru dalam penelitian organisasi pemerintah berupa risk 

management dan big data analytics, (2) pengembangan model prediksi, (3) teknik analisis 

data penelitian dan model penelitian yang berbeda , dan (4) indikator variabel penelitian 
risk management, big data analytics menggunakan meta analysis yang sama keilmuan 

akuntansi  

 
 

Kata Kunci: Pencegahan Fraud, Internal Audit, Risk Management, Whistle Blowing 
System ,Big Data Analytics, Pencegahan Perilaku Financial Crime. 
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ABSTRACT 

 

This study provides a critical review of the literature that examines and analyzes how 

Fraud Prevention as a mediation influences Internal Audit, Risk Management, Whistle 

Blowing Systems and Big Data Analytics on Prevention of Financial Crime Behavior: 

systematic review. The problem discussed in this study is the limited strategic formulation 

in risk management, internal audit, whistleblowing system and big data analytics for 

early detection for fraud prevention and prevention of financial crime behavior in 

Indonesia, especially fraud problems that occurred in the Regional Government of 

Sumatra, namely in Aceh, Sumatra. North, Riau, Riau Islands, South Sumatra, Bangka 

Belitung, Jambi, West Sumatra, Bengkulu and Lampung. Various kinds of scientific 

studies that have been carried out provide indications that the skills mismatch for the 

impact of fraud and financial crime behavior is still a fundamental polemic that will 

continue to hamper the productivity and competitiveness of various economic and 

industrial sectors in local governments in Indonesia (BPS Indonesia, 2020; Gropello et 

al, 2011; Iryanti et al, 2014; McLaren et al, 2019; Naafs & White.B, 2012). This research 

is critical to legitimizing the emphasis on identifying appropriate measures in the 

contribution of the literature by providing insight into how fraud prevention activities 

mediate organizational predictors with magnitude of influence (internal audit, risk 

management, whistleblowing systems, and big data analytics) and individual predictors 

of disclosure. behavioral prevention (financial crime). The analysis technique used to 

analyze the data in this study is SEM (structural equation model) analysis with an 

alternative partial least square (PLS) method. In statistical analysis, it will be seen to 

what extent the level of significance of the variables used in the interpretation of the 

model. The results of the study show that there is a positive and significant influence 

between internal audit, whistleblowing systems and big data analytics on the partial 

prevention of financial crime behavior. Other results also show that the mediating 

variable fraud prevention acts as a mediating variable in explaining the relationship 

between internal audit, whistleblowing systems, big data analytics and prevention of 

financial crime behavior. The novelty in this study is (1) the use of new variables in 

research on government organizations in the form of risk management and big data 

analytics, (2) development of prediction models, (3) research data analysis techniques 

and different research models, and (4) research variable indicators risk management, big 

data analytics using the same meta analysis of accounting knowledge 

Keywords: Fraud Prevention, Internal Audit, Risk Management, Whistle Blowing System, 

Big Data Analytics, Prevention of Financial Crime Behavior. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Fenomena yang terjadi di Era Digital dalam perkembangan ekonomi di 

Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-

lembaga publik, baik di Pusat maupun Daerah. Begitu juga dengan fenomena 

kasus kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan baik pimpinan 

maupun staf bukanlah hal yang baru terjadi. Penipuan akuntansi adalah masalah 

dunia yang apabila, jika tidak terdeteksi dan dicegah pada waktu yang tepat dapat 

menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para pemangku kepentingan 

(Gleason et al .,2008; DeFond, M. L. et al., 2015; Peltier-Rivest, D., 2018) 

 Perkembangan turbelensi aktivitas manusia menimbulkan perilaku 

kejahatan seperti tindakan kecurangan salah satunya dalam bentuk kejahatan 

keuangan yang mengalami transformasi (Rezaee et al., 2018; Poppy & Terzaghi, 

2017; Yossi & Handayani, 2018; Rusmana & Tanjung, 2019). Beberapa laporan 

dari berbagai lembaga dan organisasi dunia memberikan gambaran pergeseran 

yang telah terjadi (Chiu, T et al., 2018). Tindakan ini disebabkan karena setiap 

pelaku diwajibkan untuk menyampaikan informasi keuangan dengan akurat dan 

relevan. 

 Perihal tersebut menginformasikan bahwa kecurangan benar-benar telah 

menjadi permasalahan akut dan sistemik yang sangat membahayakan dan 

merugikan Negara maupun masyarakat, terlebih di Negara kecil dan berkembang 

seperti di Indonesia (Dimant, E., & Tosato, G. ,2018).  

 Isu tentang praktek kecurangan (fraud) di Indonesia menjadi salah satu 

permasalahan utama bangsa ini karena semakin marak terjadi praktek-praktek 

tindak pelanggaran. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

mengemukakan, dari 14 lembaga paling sering muncul praktek fraud, urutan 

pertama diduduki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan jumlah 246 

kasus, peringkat ke dua diduduki oleh kelembagaan dalam naungan Pemerintah 

Kota (Pemkot) yang memiliki 56 kasus, peringkat ke tiga yaitu lembaga di 
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Pemerintahan Provinsi (Pemprov) dengan jumlah 23 kasus dengan kerugian 

negara mencapai Rp. 88,1 miliar, dan urutan keempat diduduki oleh Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dengan 18 kasus korupsi yang dimiliki dengan kerugian 

mencapai Rp. 249,4 miliar, urutan ke lima yaitu KPU/KPUD dengan 14 kasus 

yang merugikan negara sebesar Rp. 26 miliar, keenam adalah Kementrian dengan 

13 kasus yang merugikan negara sebesar Rp. 56 milar, dan masih banyak urutan 

lainnya dari urutan ke 7 sampai ke empat belas diantaranya BUMD dengan 12 

kasus yang merugikan negara sebanyak Rp. 69 miliar, DPRD/DPR dengan 10 

kasus yang merugikan sebanyak Rp. 8 miliar, Badan sebanyak 8 kasus yang 

merugikan Rp. 15 miliar, Perguruan Tinggi dengan 7 kasus sebanyak Rp. 12 

miliar, Pengadilan dengan 4 kasus yang merugikan sebanyak Rp. 2 miliar, 

Kejaksaan dengan 4 kasus yang merugikan Rp. 0,8 miliar, LSM dengan 2 kasus 

sebanyak Rp. 24 miliar, dan Bank Indonesia dengan 1 kasus. 

 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari sektor 

publik yang selalu disoroti karena pengelolaan anggaran yang sering mengalami 

kebocoran. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah kasus penyalahgunaan 

anggaran. Pendapat tersebut dipertegash oleh Syurya et al., (2017) bahwa dampak 

ketergantungan Daerah pada Pusat antara lain tidak berkembangnya Desentralisasi 

Keuangan Daerah dan ketidakberdayaan masyarakat lokal untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri.  

 Hal ini menimbulkan terjadinya perpindahan dalam pendelegasian dari 

pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menstimulus 

potensi perpindahan kecurangan dari Pusat ke Daerah. Kebijakan otonomi daerah 

dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan Orde Baru belum dapat mengurangi 

ketimpangan vertikal dan horizontal yang ditunjukkan dengan tingginya derajat 

sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah serta wilayah (Uppal 

dan Suparmoko, 1986; Sjafrizal, 1997).  

 Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah 

sehingga memungkinkan daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam 

menentukan arah pembangunan di Daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan 

aspirasi yang berkembang di masyarakat (Syurya et al., 2020).  
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Informasi yang sama ditunjukkan melalui adanya peningkatan data pada 

kasus mengenai perilaku financial crime yang dihasilkan dari adanya transformasi 

pada sistem informasi pada Era Digital. Faktor-faktor seperti teknologi yang 

semakin kuat, mudah diakses, dan penurunan ekonomi global terus mendorong 

ancaman ke  arah baru, membuatnya mampu menimbulkan kerusakan yang serius. 

Hal tersebut sebagaimana teori pembingkaian (framing theory) yang dijelaskan 

Tversky, A., & Kahneman (1981) bahwa terdapat tendensi kognitif individu untuk 

merespon berbagai situasi berdasarkan konteks dan informasi yang tersedia 

sehingga menyebabkan potensi terjadinya bias kognitif.  

 Hal tersebut menginformasikan bahwa pada dasarnya tidak ada 

institusi/lembaga yang benar-benar bersih dan terbebas dari kemungkinan potensi 

terjadinya Tversky kecurangan. Para pelaku fraud dan perilaku financial crime 

juga ada disemua kalangan.   

 Pengelolaan keuangan yang baik akan dapat dilihat dari laporan keuangan 

yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam memonitor kinerja dan 

mengevaluasi, memberikan dasar untuk mengamati trend antarkurun waktu, 

pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan 

kinerja sebelumnya (Enggar Diah et al., 2018). Kriteria untuk menilai kualitas 

laporan keuangan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, 

andal dan dapat diperbandingkan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas 

laporan keuangan merupakan barometer ukuran mengenai seberapa jauh 

pendalaman informasi laporan keuangan yang disajikan dalam memberikan 

gambaran yang benar dan jujur (Sri Rahayu dan Freddie. L, 2016). 

 Berbagai macam kajian ilmiah yang telah dilakukan memberikan petunjuk 

bahwa skills mismatch atas dampak terjadinya fraud dan perilaku financial crime, 

masih menjadi polemik mendasar yang akan terus menghambat produktifitas dan 

daya saing berbagai sektor ekonomi dan industri pada Pemerintah Daerah di 

Indonesia (BPS Indonesia, 2020; Gropello et al., 2011; Iryanti et al, 2014; 

McLaren et al., 2019; Naafs & White.B, 2012). Perkembangan tersebut 
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menimbulkan beberapa anomaly terkait permasalahan dan penyimpangan yang 

timbul dari perubahan yang terjadi baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah. 

 Seiring dengan semakin berkembangnya tuntutan mengenai akuntabilitas 

pada Pemerintah Daerah di Indonesia, hal ini tentu menyebabkan masalah yang 

terjadi makin kompleks yang tentunya proses pengawasan dalam seluruh kegiatan 

akan semakin sulit dan potensi besar terjadinya kecurangan menjadi semakin 

besar. Permasalahan yang terjadi adalah indikasi bahwa terdapat beberapa fungsi 

didalam Pemerintah Daerah di Indonesia tidak terlaksana dengan taat dan 

konsisten, yang berdampak pada kegiatan struktural serta manajerial pada 

Pemerintah Daerah di Indonesia menjadi kurang sehat (Suginam, 2016) 

 Untuk itu peneliti merekomendasikan adanya gabungan pendekatan melalui 

analisis digital dan keterampilan audit sebagai bentuk usaha pencegahan fraud dan 

pencegahan perilaku financial crime dalam menghadapi dinamika perubahan serta 

perkembangan digital native, mobilitas cerdas, tatanan hidup sehat, keamanan 

sipil, dan teknologi di tempat kerja (Simeunovic, et al., 2016).  

Berbagai kajian serupa juga merekomendasikan upaya yang harus 

dipikirkan untuk memperkuat relevansi upaya dalam merespon polemik yang 

terjadi, tidak hanya mengenai aspek ekonomi, namun juga tantangan sosial 

budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang nantinya sebagai 

upaya membangun generasi economic citizen terdampak kasus fraud dan perilaku 

financial crime (Baytiyeh & Naja, 2012; Gillespie, A., & Graham. S.,2014; 

Landrum et al., 2010).  

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan perilaku financial 

crime peneliti berpendapat bahwa, terdapat dikotomi fenomena yang terjadi dari 

konsep hukum serta konsep ekonomi pada formulasi yang digunakan dalam 

pengungkapan pencegahan perilaku financial crime, yang menyebabkan proses 

pada penegakan hukum yang terjadi menjadi tidak terstruktur serta sistematis 

dalam frame yang terdapat teori sistem (Farkhani et al., 2018).  

Fenomena perkembangan hukum ke arah legal pressure dan spesialisasi 

cenderung mengabaikan teori sistem, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam 
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tataran implementasinya. Aspek hukum idealnya harus ditafsir dan dikaji secara 

komprehensif pada tatanan sistem yang dikenal dengan istilah sistem penegakan 

hukum (Isharyanto, 2016). Apabila penafsiran dilakukan secara terpisah, maka 

dapat menyebakan timbulnya ketimpangan dalam penyamaan persepsi serta tidak 

komprehensif yang nantinya dapat menimbulkan miscarriage of justice 

(kegagalan dalam mewujudkan keadilan) (Lawrence M. Friedman,1975; Chazawi, 

2010).  

 Semua fenomena dan permasalahan yang terjadi disebabkan karena 

minimnya pengawasan yang dilakukan pada instansi pada unit kerja. Oleh karena 

itu dibutuhkan tata kelola operasional yang baik pula pada suatu manajemen 

dalam suatu organisasi. Dengan adanya pengaturan tindak risiko yang muncul, 

whistleblowing system maupun dengan memperketat pengawas fungsi internal 

audit melalui pemanfaatan big data analytics, suatu tindakan yang mengarah ke 

tindak kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan kelangsungan dapat 

diminimalisir.  

 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah terbatasnya formulasi 

strategis dalam riks management, internal audit, whistleblowing system dan big 

data analytics untuk mendeteksi dini guna pencegahan fraud dan pencegahan 

perilaku financial crime di Indonesia terutama permasalahan kecurangan yang 

terjadi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera 

Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung.  

 Penelitian ini menekankan pada pengidentifikasian formulasi dan ukuran 

yang tepat dalam upaya pencegahan fraud dan pencegahan perilaku financial 

crime pada semua Provinsi Sumatera yang ada di Indonesia. Informasi tersebut 

tersaji melalui rekapitulasi data yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

Pemerintah RI mengenai permasalahan yang terjadi dari segi pengelolaan 

keuangan yang dilakukan instansi pemerintah. Hasil dari kegiatan pemeriksaan 

yang dilakukan oleh BPK RI atas laporan keuangan yang terjadi dari tahun 2021 

dapat ditunjukkan melalui penyajian data berikut ini: 
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Tabel 1.1. Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021 Berdasarkan 

Pengelola Anggaran 

 

Hasil temuan yang tersaji dalam result data Pemeriksaan BPK Semester I 

Tahun 2021 diketahui total permasalahan pengelolaan anggaran baik yang berasal 

dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN dan BUMD lainnya hasil 

menunjukkan secara keseluruhan sebanyak 14.501 yang telah menyebabkan 

kerugian negara Rp.8,3 Milliar. Nilai data yang tersaji merupakan kondisi historis 

permasalahan yang muncul dan menyebabkan kerugian Negara begitu besar. 

 
 

 
2%

 
Permasalahan 

 

 

52% 

 
Pemerintah 

Pusat 

 
Pemerintah 

Daerah 

 
BUMN & Badan 

Lainnya 

 

Total 

Jumlah 
Permasalahan 

Nilai (Rp 

Juta) 

Jumlah 
Permasalahan 

Nilai (Rp 

Juta) 

Jumlah Permasalahan 

Nilai (Rp Juta) 

Jumlah 
Permasala

han 

Nilai 

(Rp 

Juta) 

 

A 
Kelemahan SPI 1.049 5.369 199 6.617 

• Kelemahan SPI 1.049 5.369 199 6.617 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang- 
undangan 

1.102 

2.626.083,18 

6.303 

2.081.669,31 

107 

3.555.571,54 

7.512 

8.263.324,03 

 

• Kerugian 
439 

720.467,49 

2.650 

1.196.903,55 

 15 

21.004,20 

3.104 

1.938.375,24 

 

• Potensi Kerugian 
 57 

271.751,72 

550 

260.541,39 

 5 

244.162,68 

612 

776.455,79 

• Kekurangan Penerimaan 169 

1.633.863,97 

855 

624.224,37 

 34 

3.290.404,66 

1.058 

5.548.493,00 

Sub Total 
Berdampak Finansial 

665 

2.626.083,18 

4.055 

2.081.669,31 

 54 

3.555.571,54 

4.774 

8.263.324,03 

 
• Penyimpangan Administrasi 

437 

- 

2.248 

- 

 53 

- 

2.738 

- 

 

 

 

 

C 

Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan 
Ketidakefektifan 

 28 

- 

301 

- 

 43 

113.139,35 

372 

113.139,35 

 

• Ketidakhematan 
 1 

- 

 1 

- 

 8 

112.517,88 

 10 

112.517,88 

 

• Ketidakefisienan 
-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

 

• Ketidakefektifan 
 27 

- 

300 

- 

35 

621,47 

362 

621,47 

 
TOTAL A+B+C 

2.179 

2.626.083,18 

11.973 

2.081.669,31 

349 

3.668.710,89 

14.501 

8.376.463,38 

 Penyetoran uang/ 
penyerahan aset 

 

583.519,86 

 

310.621,23 

 

72.944,10 

 

967.085,19 

Sumber : IHPS BPK RI 2021 

 



7 

 

Permasalahan mendasar tersebut terkait aspek pengelolaan keuangan yakni belum 

tersajinya beberapa informasi keuangan yang handal dan rentan terjadinya 

kecurangan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, 

kelemahan SPI, maupun temuan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan 

ketidakefektifan sehingga sangat dibutuhkan beberapa langkah dan upaya 

pencegahan sebelum terjadinya kerugian Negara yang jauh lebih besar 

Disamping informasi yang tersaji peneliti juga meilihat adanya potensi 

kecurangan yang peneliti identifikasi melalui rekapitulasi data IHPS I yang 

dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2021 pada permasalahan 

terkait dengan pengelolaan keuangan di Indonesia (LHP).  

 Hasil dari IHPS kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI atas 

laporan keuangan yang terjadi dari tahun 2021 dapat ditunjukkan melalui 

penyajian data berikut ini: 

Tabel 1.2. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK 

Semester Tahun 2021 

Pengelola Anggaran/ Jenis 

Pemeriksaan 
Jumlah LHP 

Jumlah 

Temuan 

Jumlah 

Rekomendasi 

Pemerintah Pusat 133 1.163 3.114 

Pemeriksaan Keuangan 128 1.133 3.057 

Pemeriksaan Kinerja 4 24 41 

Pemeriksaan DTT-Kepatuhan 1 6 16 

Pemerintah Daerah 576 7.095 19.695 

Pemeriksaan Keuangan 541 6.809 18.922 

Pemeriksaan Kinerja 34 284 765 

BUMN dan Badan Lainnya 23 225 547 

Pemeriksaan Keuangan 4 31 81 

Pemeriksaan Kinerja 1 30 48 

Pemeriksaan DTT-Kepatuhan 18 164 418 

Total 732 8.483 23.356 

Pemeriksaan Keuangan 673 7.973 22.060 

Pemeriksaan Kinerja 39 338 854 

Pemeriksaan DTT-Kepatuhan 20 172 442 

 

Data yang tersaji pada Tabel 1.2. menunjukkan bahwa ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 masih banyak ditemukan beberapa 

potensi temuan terkait pengelolaan anggaran negara dengan total 732 Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 673 LHP keuangan (91,9%), 39 LHP 

Sumber: IHPS BPK RI Tahun 2021 
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kinerja (5,4%), dan 20 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (2,7%) sesuai 

dengan result data. Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) ini mempunyai fungsi 

seperti yang tercantum dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Lampiran VI 

butir 3 yakni untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala 

korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan kasus potensi 

kecurangan. 

Penjelasan lainnya terkait dengan data ikthisar hasil pemeriksaan keuangan 

pada pemerintah pusat merupakan ringkasan dari 128 laporan hasil pemeriksaan 

yang terdiri atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, 85 

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020, dan 1 Laporan 

Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020. Untuk mendukung 

pemeriksaan LKBUN Tahun 2020, BPK memeriksa 11 laporan keuangan Unit 

Akuntansi Pengelola Anggaran/Barang (UAKPA/B) Bagian Anggaran (BA) BUN 

pada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan tidak diberikan opini. Selain itu, BPK 

juga memeriksa 30 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 

(LKPHLN) Tahun 2020.  

Secara keseluruhan berdasarkan data yang tersaji dari IHPS I Tahun 2021 

diketahui ikhtisar atas 133 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri 

atas 128 hasil pemeriksaan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 1 hasil 

pemeriksaan DTT. Informasi yang tersaji tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintah harus bersikap positif dan terbuka kepada publik, tanpa membatasi 

banyaknya informasi yang mengungkap kinerja pemerintah. Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kasus 

penanganan potensi kecurangan karena melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

BPK inilah diketahui bahwa suatu instansi pemerintah teridentifikasi atau telah 

melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara 

atau tidak. Sebab publikasi laporan keuangan merupakan elemen utama yang 

dapat merepresentasikan akuntabilitas laporan keuangan (Adriana & Ritonga, 

2018; Sargiacomo & Gomes, 2011; Yusuf & Jordan, 2015; Waheduzzaman, 

2019). 
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 Perhitungan data LHP yang dihimpun memiliki integrasi dengan adanya 

beberapa dukungan data terkait dengan hasil pemeriksaan BPK mengenai 

permasalahan kecurangan yang terjadi sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021 

 Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Upaya Perbaikan Tata Kelola Keuangan 

Negara, Peningkatan Penerimaan, dan Pemulihan Kerugian mengungkapkan 

terdapat 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan sebesar Rp8,37 triliun, 

meliputi 6.617 (46%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) 

dan 7.512 (52%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang- undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp8,26 triliun, 

14.501 
Permasalahan 

Rp8,37 triliun 

Ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
Rp8,26 triliun 

 

Kelemahan 

sistem 

pengendalian 

internal 

Ketidakhematan, 
ketidakefisienan, dan 

ketidakefektifan Rp113,13 

miliar 

7.512 

(52%) 
6.617 

(46%) 

372 

(2%) 

2.738 

(36%) 

4.774 

(64%) 

10 

(3%) 

362 

(97%) 

3.104 

(65%) 

612 

(13%) 

1.058 

(22%) 

Penyimpangan 

administrasi 

Permasalahan 
ketidakpatuhan 

yang dapat 
mengakibatkan: 

Ketidakhematan 

Rp112,51 milliar 

  

Kerugian 
Rp1,94 triliun 

 Potensi kerugian 
Rp776,45 
milliar 

 

Kekurangan 
penerimaan 

Rp5,55 triliun 

 

Ketidakefektifan 

Rp621,47 Juta 

 

4.74 Rp776,45 
milliar 

 

Rekomendasi berupa 
penyetoran 
uang/penyerahan aset. 
Pada saat pemeriksaan 
entitas yang diperiksa telah 
menindaklanjuti dengan 
menyerahkan aset atau 
menyetor ke kas 
negara/daerah/perusahaan 
sebesar Rp967,08 miliar. 

*Jumlah tersebut tidak termasuk LHP atas 
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana 
bantuan keuangan partai politik serta LHP investigatif 

732* 
LHP 23.356 

Rekomendasi 

8.483 

Temuan 
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serta 372 (2%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan 

ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar. 

Dari permasalahan ketidakpatuhan diketahui terdapat 7.512 permasalahan, 

di antaranya sebanyak 4.774 (64%) sebesar 8,26 triliun merupakan permasalahan 

ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.104 (65%) 

permasalahan sebesar Rp1,94 triliun, Potensi kerugian sebanyak 612 (13%) 

permasalahan sebesar Rp776,45 miliar, serta Kekurangan penerimaan sebanyak 

1.058 (22%) permasalahan sebesar Rp5,55 triliun. Selain itu, terdapat 2.738 

(36%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan 

administrasi. Dari 372 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan 

ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar, terdapat 10 (3%) permasalahan 

ketidakhematan sebesar Rp112,51 miliar dan 362 (97%) permasalahan 

ketidakefektifan sebesar Rp621,47 juta.  

 Fakta lainnya juga ditunjukkan dari rekapitulasi akurasi informasi yang 

disajikan terkait dengan tindak pengungkapan kasus kecurangan berdasarkan 

profesi/jabatan yakni sebagai berikut: 

Tabel 1.3. Rekapitasi TPK berdasarkan Profesi/Jabatan 

JABATAN Total 20

20 

20

19 

20

18 

20

17 

20

16 

20

15 

20

14 

20

13 

20

12 

20

11 

 20

10 

 20

09 

 20

08 

 20

07 

 20

06 

 20

05 

 20

04 

JUML

AH 

Anggota DPR dan 

DPRD 

274 23 10 10

3 

20 23 19  9  8  16  5 27   8  7  2  0  0  0 257 

Kepala 

Lembaga/Kemente

rian 

28 4 2 1 0 2 3  9  4  1  0  2  1  1  0  1  1  0 28 

Duta Besar 4 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  1  0  1  2  0  0  0  4 

Komisioner 7 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  3  0 7 

Gubernur 21 0 1 2 1 1 3  3  2  0  0  1  2  1  1  2  0  1 21 

Walikota/Bupati 

dan Wakil 

122 10 18 30 13 9 4  12  3  3  3  4  5  6  6  3  0  0  119 

Eselon I / II / III 230 10 26 24 43 10 7  2  7  8  15  12  14  22  10  15  9  2  225 

Hakim 22 0 0 5 3 1 3  2  3  2  2  1  0  0  0  0  0  0  22 

Jaksa 10 0 3 0 1 3 0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  10 

Polisi 2 0 0 0 0 0 0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2 

Pengacara 12 0 1 4 0 1 2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  0  12 

Swasta 308 32 59 56 28 28 18  16  24  16  10  8  11  12  3  5  4  1  297 

Lainnya 157 31 33 31 13 21 3  8  8  2  1  8  4  3  2  1  4  0  142 

Korporasi 6 0 1 4 1 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6 

Jumlah 

Keseluruhan 

1262 11

0 

15

4 

26

0 

12

3 

99 62  61  60  49  38  65  45  55  27  29  23  4 1152 

Sumber: Data KPK, 2021 

 Hasil rekapitulasi informasi yang disajikan menunjukkan bahwa tingkat 

kecurangan yang banyak terjadi adalah dilakukan oleh profesi/jabatan di Kalangan 
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Anggota DPR/DPRD, Gubernur, Walikota/Bupati dan Wakil serta Pejabat Eselon 

I/II/III yang berasal dari Pemerintah Daerah. Ini berarti permasalahan yang terjadi 

di setiap Pemerintah Daerah merupakan permasalah akut dan sistemik yang butuh 

penanganan yang serius untuk segera dicegah sumber permasalahannya.  

 Untuk memperkuat fenomena permasalahan dalam penelitian ini, peneliti 

juga mencantumkan data terkait permasalahan utama dalam penelitian ini 

mengenai beberapa temuan permasalahan terkait pencegahan perilaku financial 

crime yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021 yang ditunjukkan pada data 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.4. Expectations of Financial Crime Imcrease in 2021-Indonesia 

No Kategori 
Bentuk Kasus 

yang terjadi 
Prosentase 

1 First party identity fraud Money Mule 68% 

Synthetic ID 55% 

Stolen ID 53% 

CEO Fraud 25% 

2 Social Engineering attack Phishing 38% 

Scam 35% 

Malware 30% 

Pretexting 28% 

3 Other Endpoint Threats Account 

Takeover 

37% 

Data Breach 35% 

4 AML Bot 22% 

Money 

Laundering 

18% 

  

 Dari fakta-fakta yang termuat dalam konvergensi data mengenai dinamika 

fenomena yang terjadi, menggambarkan bahwa fraud dan perilaku financial crime 

merupakan trending topics fenomena yang terus menjadi perbincangan hangat 

publik untuk terus dibahas dan dikaji secara mendalam.  

 Data yang dihimpun dari sumber tersebut di atas merupakan kondisi time 

series yang terjadi. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan krisis 

kecurangan perlu ditingkatkan serta diintensifkan dengan tahap menjunjung tinggi 

hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Perkembangan pemberantasan 

fraud dan perilaku financial crime yang saat ini terjadi memberikan gambaran 
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bahwa dari sisi kuantitas dan kualitas dapat diketahui bahwa perlu upaya melalui 

cara yang luar biasa dalam menangani hal tersebut (extra ordinary measure) 

menimbang dampak negatif yang besar dari efek kegiatan dilakukan. 

Banyaknya terjadi kasus fraud dan perilaku financial crime ini menurut 

peneliti merupakan indikasi bahwa tata kelola organisasi di Indonesia tidak 

berjalan optimal dikarenakan tidak adanya pengungkapan yang dilakukan oleh 

anggota organisasi melalui pemanfaatan whistleblowing system, Standar 

Operational Prosedure (SOP) sering dilanggar karena minimnya penggunaan 

crowdsourcing dari big data analytics yang tersedia, kurang diberdayakan fungsi 

internal audit maupun fungsi-fungsi satuan pengawasan internal dikerdilkan oleh 

pimpinan, serta kurangnya pemahaman individu mengenai Pedoman Penilaian 

Risiko (risk management). Dengan demikian, berkembangnya beragam informasi 

ialah potret pembingkaian responden dalam hal melakukan penilaian pada kasus 

fraud bahkan perilaku financial crime yang semakin berkembang hingga 

sekarang.  

Melihat kenyataan tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam 

pencegahan fraud dan pencegahan perilaku  financial crime dengan menggunakan 

alur pikir yang memerangi hal tersebut dengan jelas. Menurut Sudarmo et al., 

(2009) pencegahan kecurangan (fraud prevention) merupakan upaya terintegrasi 

dan sistematis yang dilakukan agar penyebab terjadinya kecurangan dapat di 

exclude lebih awal dengan bentuk kegiatan meminamilisir aktifitas yang 

menyebabkan potensi peluang (opportunity) dalam melakukan tindakan 

kecurangan, menurunkan tekanan (pressure) pada setiap organisasi agar mampu 

memenuhi kebutuhannya,  dan mengeliminasi munculnya rasa rasionalisasi yang 

memunculkan alasan pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan.  

 Masalah yang mengarah kepada fraud dan perilaku financial crime harus 

segera diselesaikan dan ditemukan permasalahan intinya, sehingga setiap kasus 

yang ada dapat diselesaikan satu per satu. Segala tindakan penyelewengan dan 

kekuasaan yang tidak bertanggung jawab harus dihindari, hal ini bertujuan untuk 

memajukan sektor pemerintahan yang fungsinya mensejahterakan dan memenuhi 

keinginan masyarakatnya. 
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 Langkah prosedural awal yang dapat dilakukan sebelum terjadi kecurangan 

yakni dengan melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan kecurangan (fraud 

preventif) dapat diartikan sebagai sistem dan prosedur yang didesign dan 

dikembangkan sebagai upaya dalam mencegah serta meminimalisir terjadinya 

potensi kecurangan dapat memberikan efek jera pada pelaku kecurangan agar 

tidak melakukan perbuatan. Pada lingkungan Pemerintahan Daerah di Indonesia 

mekanisme yang dilakukan dalam mencegah potensi terjadinya kecurangan 

melalui kontrol terhadap risiko yang muncul dari aktifitas kegiatan setelah 

dilakukan (Hepworth, N.,2018; Gottschalk, P.,2020). 

 Bentuk upaya nyata dalam meningkatkan berbagai cara pencegahan dan 

pemberantasan fraud dan perilaku financial crime dalam upaya melawan hukum 

dilakukan Pemerintah Indonesia yakni dengan menerbitkan regulasi melalui 

penerbitan beberapa peraturan, yakni Inpres No 5/2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025; 

,Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi tahun 2014. 

 Tindakan pencegahan fraud bahkan pencegahan perilaku financial crime 

ialah strategi yang peneliti usulkan dalam mengatasi permasalahan ini, yang jika 

dianalogikan sebagai sebuah penyakit maka tindakan pencegahan lebih baik 

daripada pengobatan dilakukan. Jika diibaratkan sama dengan permasalahan 

dalam penelitian yang terpaksa harus menunggu terlebih dahulu terjadinya 

kecurangan baru segera ditangani, ini berarti telah ada dampak kerugian yang 

ditimbulkan dan penikmatan hasil yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam 

melakukan aktivitas kecurangan. 

  Hal tersebut akan memiliki makna yang berbeda jika kita telah berhasil 

mencegah terlebih dahulu maka fokus kita akan beralih kepada pelaku yang 

melakukannya. Dan jika kecurangan benar-benar telah terjadi bisa dipastikan 

biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dalam upaya pemulihannya dibandingkan 

melakukan tindakan preventif lebih awal. 
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 Didalam pengungkapan pencegahan fraud dan pencegahan perilaku 

financial crime sulit untuk dideteksi. Bahkan, jika terdeteksi, kerusakan serius 

biasanya sudah dilakukan Dyck et al., (2010) dan Amiram, D. et al., (2018).  Oleh 

karena itu, metode yang efisien dan efektif untuk mendeteksi pencegahan fraud 

dan pencegahan perilaku   financial crime menurut peneliti melalui pemanfaatan 

fungsi internal audit yang benar, menggeneralisasi risk management yang timbul, 

penggunaan whistleblowing system dan big data analytics. 

 Ada literatur akuntansi yang cukup besar tentang faktor penentu pencegahan 

fraud dan perilaku financial crime (Entwistle, G., & Lindsay, D,1994; Beasley, 

M. S., 1996; Dechow et al., 1996; Beneish,1997; Summers and Sweeney,1998; 

Efendi et al., 2007; Brazel et al., 2009; Dechow et al., 2011; Schrand and 

Zechman, 2012). Tujuan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, 

peneliti berharap untuk mengembangkan model yang dapat secara akurat 

memprediksi pencegahan kecurangan akuntansi di Indonesia dari unit analisis 

yang tersedia.   

 Prosedur pertama yang peneliti usulkan yakni terkait dengan pemaanfaatan 

fungsi peran internal audit. Peneliti menduga bahwa hal yang dapat dilakukan 

dalam upaya mengurangi kecurangan organisasi pada Pemerintah Daerah di 

semua Provinsi di Sumatera yang ada di Indonesia jika mereka mampu 

memfokuskan upaya mereka pada internal control. Terjadinya permasalahan 

dalam kecurangan merupakan tindakan yang sering disengaja, yang mana bila 

kecurangan itu tidak terdeteksi dalam proses pengauditan maka dapat memberikan 

dampak kerugian besar bagi institusi yang menjalankan. Pendapat tersebut 

dipertegas oleh Enggar Diah dan Ilham (2020) yang berpendapat bahwa pelaporan 

keuangan yang mengandung kecurangan adalah suatu kondisi pelaporan terkait 

dengan menyajikan informasi keuangan yang mengandung salah saji untuk 

menipu pengguna laporan keuangan. Lebih lanjut, Gangolly dan Goel (2012) 

berpendapat bahwa pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan terjadi 

ketika pelaporan keuangan mengandung kesalahan penyajian atau penghilangan 

fakta material yang disengaja (angka, pengungkapan, atau bukti) untuk menipu 

pengguna.  
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 Beberapa penyimpangan yang sering terjadi saat ini terkait akuntabilitas 

keuangan pada Pemerintah Daerah di Semua Provinsi Sumatera yang ada di 

Indonesia merupakan tendensi terminologi mengenai keterlibatan beberapa unsur 

yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau 

penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis dapat dikurangi atau dicegah 

bila kegiatan internal audit intensif dilakukan. Dan juga fungsi internal auditor 

pada Pemerintah Daerah masih banyak bersifat korektif dan belum preventif, serta 

masih terdapat hasil pengawasan yang dibekukan. Menurut Sri Rahayu dan 

Freddie Lasmara (2016) menegaskan bahwa keadaan yang terjadi saat ini jelas 

mengindikasikan belum terlaksananya sistem pengendalian melalui implementatif 

fungsi akuntansi belum diterapkan secara proporsional. Perihal tersebut 

berdampak pada peran aparat pengawasan internal pemerintah daerah dapat 

dikatakan kurang efektif dalam memberikan informasi early warning jika potensi 

hal tersebut terjadi.  

Seiring dengan semakin berkembangnya tuntutan mengenai akuntabilitas 

pada Pemerintah Daerah di Indoenesia, hal ini menimbulkan semakin kompleks 

masalah yang akan dihadapi serta menyebabkan semakin sulitnya pengawasan 

yang dilakukan pada seluruh elemen kegiatan yang berpotensi semakin besar 

terjadinya tindak kecurangan (fraud) dan perilaku financial crime. Permasalahan 

fraud dan perilaku financial crime yang terjadi adalah indikasi pertanda bahwa 

terdapat beberapa fungsi yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah tidak 

dijalankan secara taat dan konsisten, hal ini menyebabkan kegiatan manajerial 

pada Pemerintah Daerah yang terjadi menjadi kurang sehat (Suginam, 2016).  

 Penelitian yang dilakukan Cattrysse (2011) menyatakan bahwa internal 

audit yang baik dapat mencegah kecurangan. Demikian halnya studi yang 

dilakukan oleh Gusnardi (2011) hasil penelitian menunjukkan bahwa semua 

komponen penilaian dalam keahlian internal audit memberikan pengaruh yang 

positif dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya fraud dan potensi kecurangan 

lainnya, penelitian serupa juga ditunjukkan melalui hasil penelitian yang telah 

dilakukan melalui research result oleh peneliti sebelumnya yakni Tulus Suryanto 

(2016), Novita (2019), Suginam (2016), Ida Bagus et al., (2017), Essa Dianca 
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(2018) yang juga telah berhasil membuktikan bahwa peran internal audit 

berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud yang menunjukkan bahwa 

semakin tinggi peran internal audit semakin besar pencegahan fraud. Hasil yang 

berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Y. A., & 

Bernawati, Y. (2020) yang menunjukan internal audit negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan. Selain itu Dewi et al., (2017) juga meneliti mengenai 

kecurangan yang menunjukan bahwa internal audit pengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan. 

 Selain pentingnya fungsi internal audit dalam organisasi, diperlukan juga 

ukuran prediktif fraud bahkan pencegahan perilaku financial crime dari risk 

management yang terjadi melalui penilaian risiko yang merupakan prosedur 

lanjutan yang peneliti usulkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 juga dinyatakan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah diharapkan untuk 

merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang 

diperlukan untuk memperkecil risiko. 

 BPKP juga telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-

1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk 

keseluruhan unsur dan sub unsur, termasuk sub-unsur identifikasi risiko dan 

analisis risiko. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman dan langkah-

langkah prosedural penanganan risiko di Pemerintah Daerah. 

 Penilaian Risiko harus mencakup pemahaman tentang asset, yang mencakup 

pegawai, property, peralatan, dan perangkat lunak. Memahami asset adalah 

langkah pertama dan paling kritis ketika menilai risiko karena asset tidak dapat 

dilindungi jika tidak diidentifikasi (Martin R, 2009; Well,2011). Karena risiko 

yang melekat terkait dengan mengklasifikasikan asset tetap, auditor harus 

meninjau dokumentasi dan memastikan bahwa yang dicatat adalah benar (Cohen 

et al., 2013). Auditor memiliki tanggungjawab untuk mendeteksi dan 

mengungkapkan segala jenis penipuan yang dapat berdampak materiil pada 

laporan keuangan (Kranacher et al.,2012). Cara yang efektif untuk menangulangi 
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hal ini dengan mengklasifikasikan risiko yang melekat dan dampak yang 

ditimbulkan cara ini dikenal dengan istilah risk management.  

 Risk management adalah suatu upaya penerapan kebijakan peraturan dan 

upaya-upaya praktis manajemen secara sistematis dalam menganalisa pemakaian 

dan pengontrolan risiko untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan 

(Jermias dan Freyke, 2011; Sepang et al., 2013; Umimper et al., 2015). Risk 

management mampu mengurangi kemungkinan kesempatan pegawai untuk 

melakukan fraud dan bahkan perilaku financial crime karena tindakan tersebut 

dapat mengidentifikasi dan menutup setiap celah dan kelemahan dalam struktur 

control internal (Kassem & Higson, 2012; McMahon, R.,et al., 2016) 

 Setelah berhasil menyelesaikan penilaian risiko, pada Pemerintah Derah 

harus merancang model risiko. Pemodelan risiko juga disebut sebagai kategorisasi 

risiko dan merupakan aspek yang paling menantang dan memberatkan dalam 

penilaian risiko (Martin R, 2009; Wells, 2011). Tujuan pemodelan risiko adalah 

untuk mengukur risiko yang diidentifikasi oleh auditor dan untuk mengelola risiko 

secara keseluruhan selama tahap audit. Langkah besar berikutnya dalam 

melakukan pencegahan fraud dan pencegahan perilaku   financial crime yakni 

dengan mengidentifikasi kerentanan dan ancaman yang ditimbulkan (Christensen 

et al., 2015). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Crockford (2005) membahas risiko sebagai 

fungsi perubahan. Sebagaimana dengan hasil penelitian Taleghani & Mehr 

(2013), Crockford merekomendasikan bahwa manajemen risiko harus difungsikan 

oleh semua unit, bukan hanya satu departemen dalam organisasi Snider et al., 

(2016) juga pernah membahas tentang tujuan manajemen risiko dan pentingnya 

tujuan manajemen risiko yang jelas. Dalam manajemen risiko sebagai solusi 

untuk krisis kecurangan (Constantin, et al., 2010). 

 Penelitian serupa dilakukan oleh Lister (2007) yang membahas pentingnya 

program antifraud dalam mengetahui risiko untuk memitigasi fraud. Meskipun 

banyak literatur tentang fraud atas laporan keuangan, masih terdapat kesenjangan 

terkait dengan pencegahan yang proaktif. Yaitu ditemukannya celah konsep 

manajemen risiko dalam praktik saat ini dalam mencegah fraud, serta bagaimana 
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perspektif auditor dalam mendeteksi kecurangan dan membuat model yang 

proaktif guna mendeteksi dan mencegah fraud. Selain itu, praktisi juga dapat 

menggunakan informasi ini dalam mengembangkan prosedur manajemen risiko 

yang proaktif guna pencegahan fraud, dan bagi auditor mungkin dapat 

mengembangkan pedoman untuk deteksi dini fraud dalam pengawasan terhadap 

risiko. 

 Disamping hal-hal tersebut antisipasi melalui cara mengaudit penggunaan 

dana, pengungkapan mengenai pihak-pihak yang bermain tidak jujur dalam 

pengelolaan dana tersebut juga diperlukan untuk mengungkapkan penyelewengan 

dalam pengelolaan dana yang mungkin dilakukan beberapa pihak. Salah satu cara 

yang dapat mencegah terjadinya kecurangan tersebut ialah melalui whistleblowing 

system.  

 Survei Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2020 

menunjukkan bahwa metode whistleblowing system (WBS) merupakan sarana 

pencegahan fraud yang banyak dinilai sangat efektif sebagai anti-fraud control 

dengan persentase sebesar 22,6% (ACFE Indonesia Chapter, 2020). WBS adalah 

sistem yang mengelola pelaporan mengenai seluruh tindakan atau perbuatan yang 

melawan hukum, peraturan dan etika yang dilaporkan secara rahasia, anonim dan 

mandiri. Sistem ini digunakan untuk mengoptimalkan peran serta seluruh 

stakeholder dalam mengungkapkan tindakan pelanggaran yang terjadi. WBS 

merupakan suatu sistem kolaboratif yang baik untuk meningkatkan efektifitas 

kontrol suatu unit organisasi. Whistleblowing system merupakan salah satu 

mekanisme efektif dalam pencegahan fraud yang sangat memerlukan komitmen 

dalam data diri pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggung jawab 

serta proses evaluasi dan perbaikan sistem (Agusyani et al., 2016; Wardana et al., 

2017; Musmulyadi, M., & Sari, F. I. (2020). 

 Penelitian tentang efektifitas penerapan whistleblowing dalam pencegahan 

fraud sudah dilakukan, namun hasil yang ditemukan masih beragam. Hasil 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa whistleblowing system merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi fraud. Berbagai studi menunjukkan bahwa 

whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud (Agusyani 
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et al., 2016; Gaurina et al., 2017; Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 

2019; Maulida & Bayunitri, 2021; Puryati & Febriani, 2020; Sari et al., 2021; 

Sujana et al., 2020; Wahyuni & Nova, 2018; Wardana et al., 2017).  

 Beberapa penelitian mengenai whistleblowing mengemukakan adanya bukti 

bahwa whistleblowing system memiliki peran dalam mendukung terciptanya 

pengelolaan keuangan yang sehat. Secara empiris hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Suastawan et al., (2017), yang 

menunjukkan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Maulida and Bayunitri (2021), Tuan Mansor et al., (2020) dan Lata, H. 

et al., (2018) yang menyatakan bahwa whistleblowing system berpengaruh 

signifikan terhadap pencegahan kecurangan.   

 Informasi yang beragam ditunjukkan melalui hasil yang berbeda bahwa 

whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud (Sujana et 

al., 2020). Hal ini diduga terjadi karena whistleblowing system belum 

diimplementasikan dengan baik sehingga belum ada perlindungan terhadap 

pelapor dalam melaporkan tindak penipuan atau korupsi serta adanya 

kekhawatiran masyarakat untuk berurusan dengan hukum terkait dengan 

pelaporan fraud (Sujana et al., 2020). Disamping itu juga penelitian tentang 

efektifitas penerapan whistleblowing dalam pencegahan fraud yang dilakukan 

Kadek D.S.W. et al., (2017) menemukan bahwa whistleblowing berpengaruh 

negatif signifikan pada kecurangan akuntansi.  Gaurina et al., (2017) menemukan 

whistleblowing berpengaruh positif pada pendeteksian fraud. Hasil penelitian 

Sujana et al., (2020) yang menemukan bahwa whistleblowing tidak 

mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Pamungkas 

et al., (2017).  

 Dengan implementasi whistleblowing system yang baik pada suatu 

organisasi, maka integritas dan keterbukaan akan terbentuk sehingga dapat 

mencegah terjadinya fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik 

penerapan whistleblowing system, maka akan semakin tinggi tingkat pencegahan 

fraud atau perilaku kecurangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa begitu 
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pentingnya peranan risk management dalam membantu mencegah terjadinya 

fraud dan pencegahan perilaku financial crime. Jika whistleblowing diterapkan 

dengan baik oleh pegawai, maka pencegahan kecurangan semakin tinggi.  

 Perkembangan Teknologi Informasi saat ini memberikan gambaran bahwa 

aktivitas yang dilakukan di Elemen Pemerintahan Daerah dituntut mampu 

mengaplikasikan berbagai model analisis berbasis algoritma statistik melalui 

model penggunaan big data analytics yang menerapkan Teknik Audit Berbantuan 

Komputer dalam memudahkan evaluasi pekerjaannya. Ini menandakan bahwa 

diperlukan antisipasi terhadap kemungkinan yang terjadi dari ancaman kriminal, 

ancaman tidak sengaja profesi akuntan dapat memanfaatkan berbagai teknologi 

informasi (ACCA, 2013). Karena ancaman tidak dapat diprediksi, penting untuk 

dapat menentukan kemungkinan ancaman. Semua hal tersebut dapat ditentukan 

dengan memeriksa data historis melalui big data analytics yang tersedia. Setelah 

ancaman sistem akuntansi dan asset diidentifikasi, penilaian kerentanan harus 

dilaksanakan (Powers, T. L., & Jack, E. P. 2013, Wells, 2011). Penilaian 

kerentanan harus mencakup penilaian sisten komputer dan asset tetap untuk 

mengukur potensi dampak yang akan ditimbulkan akibat salah saji data.  

 Penggunaan big data analytics pada aktivitas yang dilakukan Pemerintah 

Daerah di Indonesia dapat digunakan dalam mendapatkan gambaran petunjuk 

dasar atau symptom berkaitan dengan kejadian yang outlier atau irregular dalam 

memberikan visualisasi pola data yang berkaitan dengan prediksi suatu nilai atau 

gambaran secara keseluruhan dari collecting data yang dihasilkan (Austin, 2015; 

Adrian Gepp et a., 2018). Kebermanfaatan yang diperoleh dengan pemanfaatan 

big data analytics terutama pada Instansi Pemerintah Daerah di Indonesia 

memungkinkan memudahkan pekerjaan dalam menelusuri potensi terjadinya 

kecurangan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Tang & Karim (2019); Chen, S. D. (2016) 

telah memberikan pandangan dan informasi efektifitas big data analytics sebagai 

bukti pencegahan terjadinya kecurangan. Hasil penelitian tersebut diperkuat 

dengan hasil penelitian oleh Appelbaum et al., (2015) dan Tang & Karim (2017) 

yang berpendapat sama bahwa bukti pemanfaatan big data analytics dapat 
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dioptimalkan fungsinya dalam pengauditan dalam rangka upaya pencegahan 

potensi terjadinya kecurangan. 

 Peneliti lain melakukan penelitian tentang metode otomatis mencegah fraud 

(kecurangan) melalui big data analytics (Simeunovic et al., 2016). Pengujian 

tersebut dilakukan terkait potensi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, hasil 

yang diperoleh bahwa konsep ini terbukti secara efektif dan efisien dalam 

membantu menulusuri kecurangan yang terjadi melalui scanning transaksi yang 

dijadikan bukti potensi kecurangan terjadi. Penelitian yang serupa juga dilakukan 

oleh peneliti yang menjadikan faktor dalam pencegahan kecurangan dijadikan 

variabel dependen dalam penelitiannya (Alam, 2014; Ryan, M. 2018; Klynveldet 

al., 2010; Olawale Fatoki, 2013) 

 Beberapa peneliti telah menguji besaran nilai prediktif yang dihasilkan dari 

masing-masing variabel internal audit, risk management, whistleblowing system 

dan big data analytics terhadap pencegahan fraud dan perilaku financial crime, 

namun bukti-bukti empiris menunjukkan belum ada peneliti yang menggabungkan 

keempat variabel tersebut dalam pencegahan kecurangan dan belum pernah 

dilakukan empirical research melalui mediasi pencegahan fraud dalam 

menganalisis ukuran yang dihasilkan, serta argumentative lainnya yang diperoleh 

dari hasil uji yang dihasilkan memberikan informasi besaran muatan nilai yang 

beragam dan bervariasi dan tidak konsisten karena temuan dan perspektif setiap 

orang berbeda-beda disetiap Daerah.  

 Masyarakat seharusnya harus diinformasikan edukasi mengenai pemahaman 

bahwa karakteristik perilaku financial crime dan fraud memiliki kesamaan dan 

kemiripan makna yang begitu dekat dan tipisnya. Karena ketidaktahuan tadi 

peneliti ingin mendesign kedua fhrase tersebut dan menelusuri lebih lanjut ukuran 

perilaku tersebut dengan memperluas, mengkualifikasi atau mengelaborasi 

sejumlah kegiatan yang sudah ada sebelumnya supayan diperolah ukuran prediktif 

dan formulasi model yang tepat dalam pencegahan fraud dan pencegahan perilaku 

financial crime.  

 Di Indonesia, penelitian mengenai Internal Audit, Risk Management, 

whistleblowing system, dan big data analytics sudah pernah dilakukan, tetapi 
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informasi mengenai penelitian yang mencombine keempat variabel ini terhadap 

kemampuan auditor dalam usaha melakukan tindakan preventif kecurangan belum 

pernah dilakukan. Berpedoman pada penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk 

menganalisa kembali penelitian ini dengan mengembangkan beberapa variabel 

yang menurut peneliti pengaruh dan peranan penting dalam pengungkapan dan 

pencegahan fraud dalam memediasi pencegahan perilaku financial crime yang 

meliputi: Internal audit, Risk Management, Whistleblowing system dan Big data 

analytics.  

 Disamping itu juga pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan 

center of topic penelitian terdahulu yang menguji faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pencegahan fraud dalam memediasi pencegahan perilaku financial crime 

yang didasarkan Diamond Theory (Wolfe dan Hermanson, 2004) sebagai Grand 

Theory dalam upaya memberikan penjelaskan mengenai fenomena serta 

merumuskan hipotesis penelitian, serta didukung melalui atribution theory (Fritz 

Heider, 1958)  maupun teori hukum dari kriminologi, yaitu General Theory Of 

Crime (Gottfredson dan Hirschi, 1990) sebagai teori pendukung (supported 

theory).  

Peneliti menggabungkan keempat variabel ini dalam penelitian dikarenakan 

keempat sikap ini dinilai merupakan faktor penentu awal yang sesuai dengan isu 

dan regulasi terkait dalam menjalankan fungsinya sebagai upaya mencegahnya 

terjadinya pencegahan perilaku financial crime melalui mediasi pencegahan 

fraud. 

 Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mencegah kecurangan yang 

terjadi dalam auditnya, auditor perlu untuk mengerti dan memahami kecurangan, 

jenis, karakteristiknya, serta cara untuk mendeteksinya. Dalam melakukan 

pemeriksaan setiap auditor harus memiliki kemampuan audit. Serta didalam 

rutinitas aktivitasnya, khususnya dalam upaya pencegahan kecurangan, seorang 

auditor perlu didukung oleh sikap penguasaan teknik risk management, 

pemanfaatan fungsi internal audit, penggunaan mengenai whistleblowing system 

serta efisiensi penggunaan big data analytics. Oleh sebab itu kegiatan penelitian 

ini ditujukan pada penggalian informasi dalam mengetahui pencegahan fraud 
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sebagai mediasi pengaruh internal audit, risk management, whistleblowing system 

dan big data analytics terhadap pencegahan perilaku financial crime di Indonesia. 

 Alasan peneliti memilih Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra di 

Indonesia sebagai objek penelitian yakni dimaksudkan untuk mengetahui ukuran 

secara de facto pada Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan 

secara professional, intensif, dan berkesinambungan yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas peneliti. Selain itu juga alasan peneliti memilih 

Pemerintah Daerah di Sumatra Indonesia karena ingin menganalisis secara 

keseluruhan mengenai potensi permasalahan yang terjadi pada setiap Pemerintah 

Daerah dengan potensi berbagai permasalahan dan kejanggalan kecurangan yang 

terjadi. Untuk itu peneliti ingin menganalisa seberapa besar pencegahan fraud 

sebagai memediasi pengaruh internal audit, risk management, whistleblowing 

system dan big data analytics terhadap pencegahan perilaku financial crime 

dengan menyajikan informasi baru yang belum pernah diteliti dikarenakan 

persepsi setiap orang di masing-masing daerah berbeda-beda mengenai hal 

tersebut. 

 Berdasarkan urutan kerangka teori tersebut akhirnya peneliti memperoleh 

acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam membuktikan secara empiris 

sinergitas permasalahan tersebut dengan judul: “Pencegahan Fraud sebagai 

Mediasi Pengaruh Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System dan 

Big Data analytics terhadap Pencegahan Perilaku  Financial Crime”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Kasus-kasus mengenai fraud dan bahkan financial crime selalu menjadi 

perhatian publik hingga saat ini dan menjadi salah satu satu topik terpenting 

dalam literatur akuntansi. Banyaknya isu kecurangan dan kejahatan keuangan 

yang diteliti belakangan ini menunjukkan bahwa kasus tersebut semakin sering 

terjadi. Berita mengenai indikasi penyimpangan (fraud) dan indikasi financial 

crime pada Lembaga Pemerintahan Daerah yang sering muncul  di surat kabar dan  

televisi semakin membuat kita sadar bahwa, kita harus melakukan sesuatu untuk  

membenahi adanya potensi ketidaksesuaian tersebut. 
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 Jadi, penting untuk memahami proses yang mempengaruhi fraud dan 

financial crime. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi literatur 

dengan memberikan lebih lanjut pemahaman tentang bagaimana aktivitas 

pencegahan fraud memediasi dengan prediktor organisasi besaran pengaruh 

(internal audit, risk management, whistleblowing system, dan big data analytics) 

dan prediktor individu dalam pengungkapan pencegahan  perilaku (financial 

crime).  

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat di identifikasikan 

permasalahannya adalah : 

1. Bagaimana pengaruh Internal Audit terhadap pencegahan fraud? 

2. Bagaimana pengaruh Risk Management terhadap pencegahan fraud? 

3. Bagaimana pengaruh Whistleblowing system terhadap pencegahan fraud? 

4. Bagaimana pengaruh Big data analytics terhadap pencegahan fraud? 

5. Bagaimana pengaruh Pencegahan fraud terhadap pencegahan perilaku 

financial crime? 

6. Bagaimana pencegahan fraud memediasi pengaruh Internal Audit 

terhadap pencegahan perilaku financial crime? 

7. Bagaimana pencegahan fraud memediasi pengaruh Risk Management 

terhadap pencegahan perilaku financial crime? 

8. Bagaimana pencegahan fraud memediasi pengaruh Whistleblowing 

system terhadap pencegahan perilaku financial crime? 

9. Bagaimana pencegahan fraud memediasi pengaruh Big data analytics 

terhadap pencegahan perilaku financial crime? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Internal Audit terhadap 

pencegahan fraud 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Risk Management terhadap 

pencegahan fraud 
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3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh whistleblowing system 

terhadap pencegahan fraud 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh big data analytics terhadap 

pencegahan fraud 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pencegahan fraud terhadap 

pencegahan perilaku financial crime. 

6. Untuk menguji dan menganalisis pencegahan fraud sebagai mediasi 

pengaruh Internal Audit terhadap pencegahan perilaku financial crime 

7. Untuk menguji dan menganalisis pencegahan fraud sebagai mediasi 

pengaruh Risk Management terhadap pencegahan perilaku financial crime 

8. Untuk menguji dan menganalisis pencegahan fraud sebagai mediasi 

pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan perilaku financial 

crime 

9. Untuk menguji dan menganalisis pencegahan fraud sebagai mediasi 

pengaruh big data analytics terhadap pencegahan perilaku financial crime 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dalam pengembangan ilmu 

maupun dalam aspek operasionalnya. 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Memberikan bukti empiris terutama literatur yang berkaitan dengan 

pengetahuan tentang auditing dan hukum yang membahas aspek 

pencegahan fraud sebagai mediasi pengaruh internal audit, risk 

management, whistleblowing system, dan big data analytics terhadap 

pencegahan perilaku financial crime dengan menggunakan auditor sebagai 

unit analisis penelitiannya.  

b. Peneliti Selanjutnya 

Memberikan gambaran informasi bagi peneliti lainnya terutama akademi 

dan praktisi dalam mengembangkan tindak lanjut penelitian terutama 

berkaitan dengan penerapan lanjutan mengenai sinergitas pencegahan fraud 
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sebagai memediasi pengaruh internal audit, risk management, 

whistleblowing system, dan big data analytics terhadap pencegahan perilaku 

financial crime serta beberapa variabel faktor kontijensi yang 

mempengaruhinya melalui pembendaharaan pembaruan keilmuwan 

terutama terkait isu dibidang audit, hukum serta isu lainnya dimasa yang 

akan data dengan berbagai kajian empiris melalui referensi perpustakaan. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Pemerintah Daerah di Indonesia 

Memberikan opini yang mendudukung tatanan pelaksanaan otonomi daerah 

yang transaparan terutama mengenai pelaporan keuangan dalam perihal 

merealisasikan good governance, sehingga nantinya mampu menciptakan 

program yang mampu menciptakan kontribusi perihal peningkatan proses 

serta peningkatan kapabilitasnya. 

b. Auditor Internal 

Memberikan masukan bagi pegawai dan auditor dalam kemampuannya 

untuk membuktikan adanya suatu kecurangan dalam pelaksanaan prosedur 

audit dan pengendalian operasi yang lebih efektif. 

c. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan 

untuk mengambil langkah maupun kebijakan dalam penyajian laporan 

keuangan yang bebas dari kecurangan dan salah saji, karena laporan 

keuangan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan pihak-pihak 

yang berkepentingan. 
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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

 Peran teori sangat penting untuk menjelaskan fenomena dan merumuskan 

suatu hipotesis penelitian. Dalam bagian ini, peneliti akan membahas mengenai 

teori-teori yang berkaitan dengan masing-masing objek penelitian yang akan 

diteliti dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut merupakan sebuah pondasi dalam 

penentuan kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian.  

 Penelitian ini menggunakan Diamond Theory (Wolfe dan Hermanson, 2004) 

sebagai Grand Theory untuk menjelaskan fenomena dan merumuskan hipotesis 

penelitian, dengan atribution theory (Fritz Heider, 1958) serta teori hukum dari 

kriminologi, yaitu General Theory Of Crime (Gottfredson dan Hirschi, 1990) 

sebagai teori pendukung (supported theory) serta beberapa konsep yang 

menjelaskan secara lebih detail mengenai pencegahan fraud, pencegahan perilaku 

financial crime, internal audit, risk management, whistleblowing system dan big 

data analytics. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penjabaran hasil 

penelitian-penelitian terdahulu yang diperlukan dalam merancang konsep 

penelitian.  

 

2.1.1. Teori Terkait 

1. Fraud Diamond Theory 

Fraud Diamond adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang 

diusulkan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Teori ini pada dasarnya merupakan 

pengembangan dari Teori fraud triangle yang merupakan gagasan utama meneliti 

tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh 

Cressey, D. R. (1953) diperkenalkan dalam literatur profesional pada SAS No. 99, 

yang dinamakan  fraud triangle atau segitiga kecurangan. 

Teori Fraud Diamond  dibentuk sebagai pembaruan dari Teori Fraud 

Triangle oleh Cressey, D. R. (1953) yang menambahkan elemen qualitatif yang 
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diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Wolfe dan 

Hermanson mengatakan “many frauds would not have occurred without the right 

person with the capabilities the details of fraud”. Dalam "The Fraud Diamond”: 

Menimbang Empat Elemen Penipuan,"(The CPA Journal, Desember 2004), David 

T. Wolfe dan Dana R. Hermanson menjelaskan terdapat empat sisi Fraud 

Diamond yang memperluas segitiga penipuan untuk menggabungkan kemampuan 

individu yaitu: ciri dan kemampuan pribadi yang dimainkan, peran utama apakah 

penipuan benar-benar akan terjadi mengingat adanya tekanan, peluang, dan 

rasionalisasi.  

Keempat faktor tersebut adalah pressure/insentif, peluang, rasionalisasi dan 

kemampuan (Wolfe dan Hermanson, 2004). Berikut penjelasan mengenai model 

fraud diamond yang dapat dijelaskan pada model gambar 2.1. sebagai berikut:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Fraud Diamond 

Applying theoy to electronic communications 

 

 Ditinjau dari keseluruhan komponen fraud diamond adalah kesempurnaan 

dari keseluruhan model fraud yang diutarakan oleh Cressey dengan diperoleh 

komponen yang ada pada model fraud diamond theory yakni pressure, 

opportunity, rationalization dan capability. 

 

Fraud Score 

R-Score 

O-Score 

C-Score 

P-Score 
Opportunity Pressure 

Capability 

✓ Got to make the 

number 

✓ Ass is on the 

line 

✓ Will get fired 

 

✓ We can write it 

off 

✓ Ovverride 

✓ We can persuade 

him 

 

✓ Effective lying 

✓ Immunity to 

stress 

✓ Confidece/ego 

✓ Intteligence 

✓ Coercion Skills 

 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-fraud-diamond-dimension/119007
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 Komponen keempat dari elemen ini yakni capability. Menurut Wolfe dan 

Hermanson menjelaskan bahwa ada updates model fraud triangle yang digunakan 

sebagai ability dalam mendeteksi serta mencegah fraud yakni melalui 

penambahan komponen keempat dari fraud diamond yaitu capability 

(kemampuan).  

 

2. Atribution Theory  

Teori atribusi menurut Heider merupakan teori yang menjelaskan perilaku 

seseorang. Teori Atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider  (1958) yang 

mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara 

kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan 

kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. 

Menurut Glover (2014) menjelaskan atribusi merupakan upaya seseorang 

dalam membuat kesimpulan mengenai penyebab peristiwa atau kejadian di 

sekitarnya termasuk mengenai perilaku orang lain. Pendapat tersebut diperjelas 

oleh Kelly (1973) menyebutkan bahwa teori atribusi dapat menjawab pertanyaan 

mengenai persepsi sosial (social perception) namun juga sekaligus berhubungan 

dengan persepsi diri (selfperception). Atribusi mengacu pada penyebab suatu 

kejadian atau hasil yang diperoleh berdasarkan persepsi individu. Menurut Weiner 

(1980) teori atribusi merupakan teori kontemporer yang paling berpengaruh 

dengan implikasi untuk motivasi akademik. Faktor-faktor yang menentukan 

kemampuan lebih banyak berasal dari dalam diri auditor dibandingkan dengan 

situasi atau kondisi lingkungan (Yuniarti, 2017) 

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang mengintepretasikan 

suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Heider mengembangkan teori ini 

dengan memberikan argumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh 

kombinasi antara kekuatan internal (internal forces) dan kekuatan eksternal 

(external forces). Kekuatan internal (internal forces) yaitu faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang/ individu akan kemampuannya secara personal 

mampu memengaruhi kinerja serta perilakunya misalnya seperti sifat, karakter, 

sikap, kemampuan, keahlian maupun usaha. Kekuatan eksternal (external forces) 
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yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar kendali individu misalnya seperti 

tekanan situasi, kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan.  

Proses atribusi adalah proses persepsi dalam menetukan apakah perilaku 

atau kejadian yang diamati disebabkan oleh sebagian besar dari faktor internal 

atau faktor eksternal. Tindakan atau kejadian dalam faktor internal yaitu termasuk 

kemampuan atau motivasi seseorang, sedangkan tindakan atau kejadian dalam 

faktor ekternal yaitu temasuk faktor dari orang lain, atau hanya keberuntungan 

(Wibowo dan Faradiza, 2014). Proses persepsi ini penting karena dalam proses 

persepsi mampu membentuk hubungan sebab-akibat, dan dapat mempengaruhi 

bagaimana kita merespon perilaku orang lain dan bagaimana kita bertindak di 

waktu yang akan datang.  

Fritz Heider (1958) juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut 

personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut 

lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku 

manusia. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor Teori Atribusi yakni: 

Penafsiran   Pengamatan   Atribusi Sebab 

 

 

 

Perilaku Individu 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Faktor-faktor Teori Atribusi  

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan 

pengujian secara statistik untuk mendapatkan bukti empiris variabel-variabel yang 

mempengaruhi pencegahan kecurangan. Untuk memudahkan auditor dalam 

mendeteksi adanya kecurangan, akuntan publik harus menyadari adanya 
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praktisi, termasuk perilaku terhormat, bahkan jika hal tersebut berarti melakukan 

pengorbanan atau kepentingan pribadi (Louwers, 1997).  

 

3. General Theory of Crime 

 Menurut Gottfredson dan Hirschi (1990) mengenai kecenderungan 

seseorang melakukan kejahatan lebih dipengaruhi oleh self control atau 

pengendalian diri yang merupakan pengembangan konsep General Theory of 

Crime. Sebab seseorang dapat melakukan perlindungan diri dalam melakukan 

kejahatan didasarkan pada self control atau pengendalian diri yang baik. Peneliti 

beranggapan bahwa kejahatan merupakan atribut dasar dari beberapa orang yang 

memiliki tingkat self control yang rendah, artinya adalah jika seseorang 

melakukan tindakan criminogenic yang tinggi akan cenderung memiliki peluang 

illegal yang tinggi pula. Ini berarti bahwa self control maupun kesempatan akan 

menjadi barometer pengukuran mengenai persentase seseorang terlibat pada 

tindak kejahatan (Cullen et al., 1999).  

 Apabila ada seorang individu yang memiliki tingkat self control yang tinggi  

ini akan ampuh mencegah risiko seseorang melakukan tindak kejahatan. Namun 

apabila sebaliknya, yakni semakin rendah tingkat self control seseorang maka 

risiko kemungkinan timbulnya keingingan seorang melakukan kejahatan juga 

tinggi (Gottfredson dan Hirschi, 1990). Sebab seorang individu yang memiliki 

pengendalian diri yang rendah akan menyebabkan seseorang menjadi cenderung 

malas serta putus asa memikirkan sesuatu dalam bertindak. Untuk penjelasan 

model General Theory of Crime  dapat diuraikan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Model General Theory of Crime 
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 Berdasarkan General Theory of Crime, Grasmick et al., (1993) 

mengembangkan Low Self-Control Scale untuk mengukur tingkat self control 

seseorang dengan 6 (enam) dimensi sebagai berikut:  

a. Impulsiveness, ini berkaitan erat dengan sifat kepribadian seseorang yang 

tidak principal (cenderung berubah-ubah), tidak memiliki perencanaan 

yang baik serta cenderung bertindak irrasional. Dari penjelasan tersebut 

dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki karakter seperti ini 

adalah seseorang yang cenderung bertindak maupun bersikap tidak 

didasarkan pada argumen yang jelas dan kuat. 

b. Simpel tasks, ini berkaitan erat dengan pola pikir seseorang yang ingin 

melakukan segala bentuk aktivitas dengan cara-cara mudah dan 

sederhana, serta menjauhkan dari beberapa hal yang menyulitkan, 

menguras tenaga bahkan pikiran. Seseorang yang memiliki sifat karakter 

seperti ini adalah tipe karakter yang mudah putus asa saat mengalami 

kendala sehingga jarang sekali menggunakan kemampuan terbaiknya saat 

menghadapi masa-masa sulit. 

c. Risk seeking, ini berkaitan erat dengan karakter seseorang yang memiliki 

ketertarikan pada aktivitas yang menimbulkan risk dan menyebabkan 

timbulnya masalah. Tipe pribadi ini lebih menyukai menjalakan aktivitas 

yang memiliki tantangan dibandingkan harus melakukan sesuatu yang 

hanya sekedar menawarkan keamanan semata. 

d. Phsycal activity, ini berkaitan erat dengan kepribadian seseorang yang 

aktif serta lebih memilih menjalakan aktivitas yang berhubungan dengan 

fisik dibandingkan aktivitas yang menggunakan mental dan pikiran.  

e. Self centeredness, ini berkaitan erat dengan karakter seseorang yang 

individualis, senang menjadi pusat perhatian, dan tidak punya empati 

pada orang lain. 

f. Temper, ini berkaitan erat dengan sifat seseorang yang berkepala dingin 

dan pemarah sehingga tidak menyenangi diskusi jika terjadi perbedaan 

pendapat. 
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2.1.2. Landasan Konseptual 

1. Pencegahan Fraud 

a. Definisi Fraud 

 Fenomena fraud yang saat ini menjadi sorotan pada occupational crime atau 

fraud yang dilakukan oleh orang dalam. Occupational crime atau kecurangan 

yang dilakukan oleh pegawai dapat terjadi karena adanya perilaku yang 

berhubungan dengan moral dan kejujuran. Menurut pendapat (Blount, 2003; 

Kranacher et al., 2012; Barbara et al., 2013; Trompeter, G. M et al., 2013; 

Albrecht, W. S et al., 2019; Fernandhytia, F., & Muslichah, 2020) fraud sebagai 

suatu istilah umum yang mencakup segala macam cara yang dipilih dan 

digunakan seorang individu dengan kelihaian tertentu disertai dengan tindakan 

representasi yang salah, bertujuan untuk memperoleh monetary gain dari pihak 

lain yaitu pihak yang akan dirugikan, dan setiap orang yang dapat melakukan 

fraud.   

 Menurut Hernan Murdock (2019) menyatakan bahwa kecurangandapat 

diartikan sebagai : “Fraud is intentional and often accompanied by deliberate 

efforts to conceal the fact”. Selain itu, ada juga pendapat yang berbeda 

disampaikan oleh Tunggal, Amin Widjaja (2016), yaitu: “Kecurangan 

didefinisikan sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap 

upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil asset atau 

hak orang atau pihak lain”.  

Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan 

sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Sedangkan pendapat lain 

dijelaskan juga oleh Hall (2008) bahwa fraud menunjuk pada penyajian fakta 

yang bersifat material yang secara salah dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain, dengan tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk 

bergantung kepada fakta tersebut. 

 Fraud merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

pelakunya, untuk menipu korbannya, yang kemudian dapat menyebabkan 

kerugian secara finansial kepada para korbannya (Adeniyi A.Alao, 2016). Lebih 

lanjut lagi Brazel, J. F & Zimbelman, M. F. (2009) menyatakan bahwa fraud 
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merupakan suatu tindakan ilegal yang membutuhkan keahlian tertentu/khusus 

untuk mendapatkan berbagai bentuk keuntungan dari pihak yang menjadi korban.  

 Menurut Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan Josep Wells (1993) 

adalah: “Fraud is criminal intended of financially benefit the deivers”. Sedangkan 

menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), definisi  

mengenai fraud disini ialah:  

“Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan 

sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan 

keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar 

organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok 

yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain”. 

 Pengertian fraud sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (PSAK No.70 

seksi 316.2 paragraf 4) adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah 

atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan 

keuangan. 

 Semua informasi penjelasan tersebut menurut peneliti memiliki satu konsep 

pemikiran yang sama yakni tujuan adanya fraud memperkaya diri sendiri dan 

merugikan pihak lainnya. Dari beberapa konseptual yang dijelaskan, peneliti 

menyimpulkan bahwa fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan atau 

perbuatan disengaja dan menggunakan sumber daya organisasi secara tidak wajar 

untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi yang 

bersangkutan ataupun pihak lain dan disertai dengan tindakan penyembunyian 

fakta. 

 

b. Definisi Pencegahan Fraud  

 Menurut Alan Doig (2016) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan atau 

fraud prevention adalah  “Fraud prevention is a key component to fraud 

management, prevention can occur during many stages of a process, operation or 

system and even before the process happens”. Menurut Hamid et al., (2020) 

mengemukakan bahwa pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut :  

“Pencegahan kecurangan merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan 

terjadinya faktor penyebab kecurangan yaitu memperkecil peluang 

terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan pada 

pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, mengeliminasi alasan 
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untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan fraud yang 

dilakukan”.  

Menurut Omar, M., et al., (2016) menyatakan bahwa pencegahan fraud 

adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan fraud dengan 

membangun dan menerapkan manajemen risiko (khususnya manajemen risiko 

fraud), pengendalian intern dan tata kelola yang jujur”. Dalam pencegahan fraud, 

auditor harus memahami lingkungan pencegahan terjadinya fraud, harus memiliki 

persepsi atas pendeteksian fraud, memahami berbagai macam pendekatan untuk 

mengembangkan program sistem pengendalian fraud tersebut. Auditor juga harus 

memahami siklus dan proses bisnis di Pemerintahan Daerah untuk mengetahui 

cara pencegahan fraud yang sesuai dan efektif. 

 Pendapat lain dikemukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Pusdiklatwas BPKP 

(2015) menjelaskan bahwa pencegahan fraud adalah bentuk upaya terorganisir 

dalam upaya menekan terjadinya faktor penyebab fraud  (fraud triangle). 

 Hal lain dikemukan oleh Fitrawansyah (2014) mengenai pencegahan fraud 

merupakan bentuk integrasi kegiatan dalam membantu menghilangkan serta 

mengeleminir beberapa hal yang menyebabkan timbulnya tindak kecurangan.  

Begitu juga pendapat yang dikemukan oleh Zabihollah Rezaee, (2005) yang 

menginformasikan mengenai pencegahan fraud yakni merupakan aturan baku 

yang tersistem dan dilengkapi prosedur baku dengan tujuan khusus untuk 

merancang bahkan melaksanakan tindakan preventif yakni mencegah serta 

menghalangi yang (dapat membuat jera) risiko munculnya fraud.  

Jadi, peneliti berpendapat bahwa pencegahan fraud dalam penelitian ini 

yakni upaya terintegrasi terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan dalam hal 

penetapan kebijakan, sistem dan prosedur untuk memerangi dan menekan 

terjadinya faktor penyebab sebagai kunci aktivitas kecurangan yang mana 

pencegahan dilakukan dengan membantu meyakinkan bahwa tindakan yang 

diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam 

mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas 

dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
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Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih 

mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut.  

 

c. Tujuan Pencegahan Fraud  

 Menurut kajian yang diperoleh dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dikenal 

dengan istilah Pusdiklatwas BPKP (2015) yakni sebagai berikut:  

a. Prevention, bentuk kegiatan ini dilakukan dalam hal memperkecil 

kemungkinan terjadinya tindak kecurangan (fraud) serta dalam hal 

mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada lini kegiatan didalam 

organisasi;  

b. Deterence, kegiatan ini digunakan dalam hal menangkal potensi individu 

melakukan tindak kecurangan dengan mencoba-coba bahka mencoba 

menekan pegawai lainnya untuk mau melakukan;  

c. Discruption, kegiatan ini dilakukan untuk mencegah pergerakan pelaku 

fraud semininal mungkin dan menghindari adanya pembenaran atas 

kegiatan fraud yang individu lakukan. 

d. Identification, bentuk kegiatan ini memiliki risk yang sangat tinggi dan 

memiliki beberapa kelemahan dalam pengendalian, serta untuk 

mencegah terjadinya beberapa kemungkinan atas pembenaran 

dilakukannya kecurangan; 

e. Civil action Protection, kegiatan ini berupa memberikan hukumun dan 

sanksi yang setimpal dari kegiatan fraud yang telah dilakukannya. 

 Dalam mencegah dan mendeteksi serta menangani fraud sebenarnya ada 

beberapa pihak yang terkait: yaitu Akuntan (baik sebagai auditor internal, auditor 

eksternal) dan manajemen terkait. Peran dan tanggungjawab masing-masing pihak 

ini dapat digambarkan sebagai suatu siklus yang dinamakan Fraud Detterance 

Cycle (Fitriwansyah, 2014; Enyi, P., 2019). 

 

d. Faktor-faktor pendorong terjadinya fraud  

 Fraud di Era Digital Kecurangan (fraud) merupakan suatu cakupan dari 

tindak pemalsuan dan ketidakbenaran yang dicirikan dengan penipuan berencana 

atau yang disengaja (Zabihollah Rezaee, 2005). Kegiatan yang dapat 

dikategorikan dalam suatu bentuk kecurangan ialah jika dalam indentifikasi 

ditemukan keuntungan untuk suatu kelompok tertentu ataupun untuk seorang 
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individu, sehingga akan ada beberapa pihak yang dirugikan sebagai dampak dari 

perbuatan melawan hukum dan cara tidak benar.  

Indikasi tindak kecurangan (fraud) mengalami transformasi di Era Digital, 

sehingga perlu adanya bekal kompetensi yang mutakhir untuk mendeteksi fraud 

yang terus berkembang. Dalam Siaran Pers Kemenristekdikti Nomor: 

210/SP/HM/BKKP/X/2019 menyatakan bahwa perkembangan teknologi 

berpengaruh terhadap bagaimana orang melakukan fraud di Era Digital. 

 Menurut Evelyne  et al., (2021) secara umum computer fraud dibagi dalam 

beberapa kategori, antara lain: 

1. Therfts of Data , antara lain: catatan konfidensial, program, daftar surat; 

2. Therft of Equipment, antara lain: perangkat lunak dan perangkat keras; 

3. Service Terft, antara lain: pemakaian tanpa diotorisasi atas sumber daya 

komputer; 

4. Property Crime, antara lain: pemakaian komputer untuk mengalihkan 

properti secara ilegal’; 

5. Financial Fraud, antara lain: pemakaian komputer untuk pengalihan dana, 

pemerosesan finansial, pencurian dana.  

  

e. Indikator Pencegahan Fraud 

 Pencegahan kecurangan merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan 

terjadinya faktor penyebab kecurangan. Pencegahan kecurangan diukur dengan 

menggunakan metode pencegahan kecurangan menurut (Tunggal, Amin Widjaja, 

2016); Enofe et al., 2015; Wulandari,K,H, 2019; dan Fullerton and Durtschi, 

2004)   yaitu:  

1) Penetapan kebijakan anti-fraud, dimana indikator yang dilihat antara lain:  

a) Kebijakan organisasi memuat standar etika yang tinggi untuk 

mencegah terjadinya kecurangan;  

b) Kebijakan organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif untuk mencegah kecurangan;  

c) Seluruh jajaran manajemen dan pegawai mempunyai komitmen yang 

sama atas penerapan kebijakan anti-fraud.  

2) Pencegahan asset melalui prosedur pencegahan baku, dimana indikator 

yang dilihat antara lain: 
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1) Prosedur pencegahan dan penanganan kecurangan ditetapkan secara 

baku dan tertulis; 

2) Prosedur yang jelas dan memadai untuk melaporkan keuangan yang 

ditemukan.  

3)  Budaya Jujur dan Etika yang tinggi dalam berorganisasi, dimana indikator 

yang digunakan adalah struktur organisasi yang memadai dan mampu 

menyediakan arus informasi dalam mencegah terjadinya kecurangan. 

4) Pengawasan Oleh Komite Audit, dimana indikator yang dilihat antara 

lain:  

a) Pembagian tugas dan fungsi yang jelas, sehingga tidak ada satu orang 

pun yang menguasai seluruh aspek dalam tugas audit; 

b) Sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai untuk mencegah 

terjadinya kecurangan. 

5) Tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan 

kecurangan, dimana indikator yang dilihat antara lain:  

a) Kualifikasi pegawai yang mendapatkan perhatian khusus, seperti 

berpengalaman serta mempunyai kemampuan berpikir analitis dan 

logis, cerdas, tanggap, berpikir cepat, dan terperinci, sehingga peka 

terhadap sinyal-sinyal kecurangan; 

b) Membangun whistlebowing system untuk menunjang pengendalian 

internal dalam mencegah terjadinya kecurangan. 

 

2.  Pencegahan Perilaku Financial Crime 

a. Definisi Konseptual Pencegahan Perilaku Financial Crime 

 Sebagai tambahan informasi didalam penelitian ini bahwa, merujuk pada 

Tindak Pidana Ekonomi (TPE) yang bahkan dimasukkan ke dalam transnational 

organized crimes. Pada saat yang sama, cara-cara penyelesaian TPE juga 

berkembang seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pidana 

dan perkembangan perekonomian (Shepherd,  D. A. et al., 2021).  

 Ciri penting dari economic crime ialah proses pemilikan harta benda dan 

kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam 

(tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial 

dan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, kejahatan ekonomi sudah dibicarakan 

dalam Guilding Principles Crime Prevention and Criminal Justice in the Context 

of Development and New Economic Order, yang diadopsi oleh the seventh Crime 

Congress, Milan, September 1985 dan disahkan Majelis Umum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa dalam resolusinya nomor 40/32.  
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 Maksudnya penjelasan definisi financial crime yakni mengenai tindak 

kecurangan yang dilakukan seseorang yang memiliki posisi dan wewenang 

cukup tinggi pada sektor pemerintahan yang dapat mempengaruhi suatu 

kebijakan dan keputusan. Financial crime is generally defined as any activity 

that involves fraudulent or dishonest behavior for the purposes of personal 

financial gain, although it may also include the illegal conversion of property 

ownership. Financial crime may be committed by individuals or groups and 

involve the following activities (Parr,  R.  L. ,2018):  

1) Money laundering; 

2) Terrorism financing; 

3) Fraud; 

4) Tax evasion; 

5) Embezzlement;  

6) Forgery; 

7) Counterfeiting dan Identity theft; 

 Financial crime, and the spectrum of criminal activity that it entails, is a 

law enforcement priority in jurisdictions around the world  

Berikut ini pendapat beberapa pakar mengenai arti istilah ”financial crime” 

atau  “business crime” atau ”corporate crime” yaitu:  

a) Braithwaite, (1982): “Business crime as conduct of corporation, or 

individuals acting on behalf of the corporation, that is proscribed by law”. 

b) Clarke, R (1994): “Business crime is misconduct that take place in a 

business environment or in the course og legitimate business”.  

c) Ronald C. Kramer, (1955): “Corporate crime as the illegal acts of 

commission or commission of an individual or group of individuals in a 

legitimate formal organization in accordance with the operational goals of 

the organization”.  

d) Shapiro, L.W.(1976): “Corporate crime is committed by organization or 

by collectivities of discreate individuals”. 

e) Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager (1980): “A corporate crime is 

any act committed by corporations that is punished by the state,  

f) Edi Setiadi dan Rena Yulia, (2010): “of whether it is punished under 

administrative, civil, or criminal law”. Artinya kejahatan korporasi adalah 

setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dijatuhi 

hukuman apakah itu melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun 

hukum pidana. 
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g) Andenaes, Johannes, (1983): memberikan pemahaman mengenai 

“Economic Crime” sebagai: “any non violent, illegal activity which 

principally involves deceit, misreprensentation, concealment, 

manipulation, breach of trust, subterfuge or illegal circumvention”. 

 Jadi, dapat penulis simpulkan secara konseptual bahwa pencegahan perilaku 

financial crime didalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan 

sebagai bentuk preventif dari setiap aktivitas yang melibatkan perilaku curang 

atau tidak jujur untuk tujuan keuntungan finansial pribadi, dan dapat juga 

mencakup konversi kepemilikan harta secara ilegal dimana kejahatan keuangan 

dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengarah pada berbagai 

bentuk aktifitas seperti: 1) pencucian uang; 2) pendanaan terorisme; 3) penipuan; 

4) penghindaran pajak; 5)penggelapan; 6)Pemalsuan; dan 7) pencurian identitas. 

 

b. Model Ontlogy Pencegahan Perilaku Financial Crime 

 Dalam proses pengembangan model ontology financial crime, peneliti 

menemukan bahwa terdapat sembilan kelas konsep utama yang umum 

dibicarakan dan diteliti di bidang kriminologi keuangan. Kelas-kelas tersebut 

adalah people, offenses, risk_sector, enforcement, technology, location, 

timeframe, resources dan property. Kelas yang ditentukan dan contoh 

relevansinya dapat dijelaskan dengan baik seperti taksonomi berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Domain, Concept Financial Crime/White-Collar Crime 
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 Gambar 2.4. menggambarkan taksonomi financial crime menjelaskan 

mengenai peran taksonomi dalam membantu mengatur hasil antara kelas dan 

subkelas atau antara kelas dan contoh dalam ontologi. Hal ini terkait dengan 

hubungan antar konsep atau kelas melalui hubungan hierarki dan asosiatif. 

Hubungan hierarki adalah hubungan antara kelas dan instance dalam hierarki 

yang sama, sedangkan hubungan asosiatif mendefinisikan hubungan antara kelas 

dan instance dalam hierarki konsep yang berbeda (Van Driel, H. 2019: Sirait, T. 

M. 2017; Sari,T.P. & Lestari., 2020). 

 Penjelasan informasi yang tersaji tersebut memberikan perspektif mengenai 

gambaran mengenai model ontology dalam pencegahan perilaku financial crime 

bahwa domain kejahatan keuangan memiliki beberapa kelas utama yaitu: 

1)  Sektor risiko menjelaskan kemungkinan terjadinya kriminologi keuangan 

di sektor-sektor tersebut seperti sektor pemerintahan, sektor bisnis, 

manajemen dan ekonomi;  

2)   Kelas penegakan menjelaskan aktivitas yang terlibat dalam penegakan 

kriminologi keuangan; 

3)   Kelas teknologi yang biasa dibahas dalam domain kriminologi keuangan 

dalam bentuk layanan TI, sistem, nilai data dan analisis; 

4)   Location and Time adalah golongan kriminologi keuangan yang 

mendefinisikan lokasi dan cakupan waktu dimana kejahatan keuangan 

biasanya terjadi baik di tingkat negara bagian dan negara, internasional 

dan global atau bahkan di dunia maya; 

5)    Kelas sumber menjelaskan sumber data dan informasi yang diperoleh 

peneliti selama studi kriminologi keuangan dan investigasi;  

6)   Terakhir, kelas Properti umumnya menjelaskan jenis properti yang 

melibatkan kriminologi keuangan. 

 

c. Gambaran Skematik Pencegahan Perilaku Financial Crime 

 Dengan uraian tentang dampak negatif globalisasi dalam bentuk financial 

crime (kejahatan keuangan) internasional dari model ontology financial crime, 
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maka peneliti mencoba menyimpulkan dua gambaran. Pertama, dalam gambar 2.5 

di bawah ini petunjuk mengenai gambaran hubungan timbal balik antara kejahatan 

keuangan tingkat nasional dan tingkat internasional dengan perkembangan 

information and Communication Technology (ICT) dan globalisasi yang pada 

gilirannya menimbulkan perkembangan yang dahsyat terhadap kejahatan 

keuangan beserta aliran uang hasil dari kejahatan tersebut yang dijelaskan oleh 

Agoes, S. (2016). Penjelasan mengenai hal tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Perkembangan Financial Crime Internasional 

 Berdasarkan ilustrasi pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa 

perkembangan ICT yang semakin canggih, dan ilmu pengetahuan yang terus 

berkembang, kejahatan di bidang keuangan bergerak semakin kompleks. 

Penggunaan instrumen kejahatan dengan metode konvensional semakin 

ditinggalkan. Di sisi lain, regulasi yang tersedia belum tentu memadai untuk 

mengatasinya. Banyak stimulan dan faktor variabel penentunya diantaranya ada 

sifat manusia yang tidak pernah puas, rakus, tidak beragama dengan baik, etika 

dia abaikan, dan rasa malu hilang. (Priyatno, dan H. Dwidja, 2017; Arifin et al, 

2019) 

 Dampaknya, setiap kejahatan di bidang keuangan makin canggih, makin 

kompleks dan juga makin sulit dilakukan pengungkapan. Perlu aplikatif 

penerapan prinsip teori progresif berupa “must be beyond of the common 
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sense”. Menegakkan hukum itu harus dengan strategi, tujuan, alasan dan manfaat 

luar biasa. Ketika seseorang melakukan kejahatan, selama ini yang ada di benak 

penegak hukum itu bagaimana timbul efek penjeraan dan pencegahan, sehingga 

orientasi selalu pada sanksi pidana yang berat. Dari represif ini lahirlah yang efek 

cegah, yaitu kepahaman manusia dan ketakutan manusia bahwa kalau perbuatan 

pidana dilakukan ada sanksinya.  

  

d. Indikator Pencegahan Perilaku Financial Crime 

 Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan adalah salah satu kegiatan 

yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap Provinsi Sumatera yang ada 

di Indonesia . Tindakan tersebut diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan 

tindak pidana  pencegahan perilaku financial crime yang merujuk pada Financial 

Action Task Force, dalam konteks Indonesia terdapat pada Undang Undang No. 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang (UU PPTPPU) melalui beberapa ukuran indikator menyikapi permasalahan 

tersebut yakni melalui: 

1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola transaksi dari kegiatan unit yang bersangkutan; 

2) Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau 

dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau 

3) Aktivitas transaksi di luar kebiasaan dan kewajaran. 

4) Bentuk Upaya Kebijakan Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal 

dilakukan dengan menggunakan Harta kekayaan yang diduga berasal dari 

hasil tindak pidana; atau tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas. 

 

3. Internal Audit 

a. Landasan Konseptual Internal Audit 

 Untuk memahami kemampuan apa yang diperlukan untuk internal audit 

dalam sektor publik, evolusi profesi harus dipahami, serta tantangan saat ini yang 

dihadapi oleh peran sektor publik audit. Selama dua dekade terakhir, peningkatan 

besar dalam volume data yang tersedia untuk organisasi dan pertumbuhan 
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digitalisasi dalam membantu mempermudah pekerjaan telah menyebabkan 

munculnya apa yang disebut “Now Economy” (Alles, M., & Gray, G. L. 2016; 

Vasarhelyi, Alles, & Williams, 2010). Digital Era telah menciptakan beberapa 

peluang dan ancaman yang dibutuhkan dalam organisasi untuk memperkuat 

kemampuan mereka secara tepat waktu untuk mengidentifikasi, menilai, dan 

mencegah risiko (Putritama, A. 2019; Sun, Alles, & Vasarhelyi, 2015). 

Faktor-faktor ini mendorong perubahan paradigma dan pergeseran dalam 

praktik audit (Coderre, 2016), ini menandakan bahwa internal audit memiliki 

peran kunci dalam mengevaluasi pengendalian internal dan sistem risiko entitas 

yang terjadi (Taylor, P., & Cangemi, M. P.,2012). Menurut Prawitt,. D.F, & 

Glover, S.M.,(2014) mendefinisikan internal audit merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan dengan independen, berkeyakinan objektif dalam 

pemeriksaannya, dan melakukan konsultasi dalam manajemen dengan tujuan agar 

dapat menaikan nilai dan kinerja dalam organisasi.  

 Melalui alat diagnostik, prediktif, dan preskriptif, penggunaan internal audit 

dapat memanfaatkan volume besar dari data yang tersedia untuk mendukung salah 

saji dalam mengidentifikasi dan analisis kegiatan (Coderre, 2016; Adelina. N, 

2018; Siska Apriliana, Linda Agustina, 2017). Selanjutnya, auditor internal dapat 

menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasi peluang untuk merampingkan 

proses bisnis serta untuk menemukan dan melaporkan tren dan pola yang berarti 

untuk membantu dalam memfokuskan kegiatan pada area dengan risiko tertinggi 

(Alles, M., & Gray, G. L.,2016; Bond, A. M. & White, 2014) 

Dari beberapa konseptual diatas peneliti menyimpulkan bahwa internal 

audit yang dimaksud dalam penelitian ini yakni mengenai suatu mekanisme yang 

sistematis atas laporan keuangan serta catatan akuntansi dalam menguji dan 

mengevaluasi bukti-bukti atau informasi yang relevan dalam menilai dan 

mengkaji kesesuaian laporan keuangan yang dilaporkan. Berikut design pilar 

dalam Internal audit adalah sebagai berikut: 
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INTERNAL AUDIT PILLARS 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Internal Audit Pillars 

 Dengan menganalisis secara penuh populasi data dan menggunakan data 

terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber, internal audit dapat 

memberi sinyal potensi penipuan dengan meningkatkan kemampuan untuk 

mengidentifikasi tren, pola, anomali, dan pengecualian dalam data (Rahman, N. et 

al., 2019; Lestari, Y. A., & Bernawati, Y.,2020) 

 Jadi, dengan adanya internal audit dapat memberi informasi tentang 

perkembangan terkini dalam pemanfaatan data suatu organisasi terkait kegitan 

yang telah dilakukan dan mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat 

 

b. Effectiveness of Internal Audit 

 Internal audit mempunyai peran yang sangat penting dalam menganalisis 

dan menilai risiko secara optimal. Efektivitas peran internal audit berdasarkan 

kepada kemampuan dalam mewujudkan nilai tambah bagi enitias untuk 

membantu manajemen dan direktur dalam meningkatkan proses pengendalian 

internal dan tata kelola yang baik. Internal audit berfungsi sebagai penilai 

independen yang dibentuk dengan bertujuan untuk mengevaluasi berbagai 

kegiatan operasional sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan 

melindungi semua aset perusahaan dari tindakan kecurangan (Moeller, Robert R., 

,2015; Setiawan, S.,2018) 

 Menurut Chrystabel et al., (2020) saat ini peran internal audit telah bergeser 

dari peran sebelumnya yang masih berfokus kepada pemantauan, pengujian, 
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pemeriksaan, evaluasi kepatuhan dan follow up sebagai pengawasan (watchdog) 

berubah menjadi peran consultant dengan memberikan pengarahan konsultasi, 

evaluasi dan penilaian atas keakuratan pengendalian internal dan manajemen 

risiko dengan cara memposisikan diri sebagai mitra kerja sehingga peran tersebut 

dapat mendukung peningkatan kinerja dan nilai tambah.  

 Peran yang terakhir adalah sebagai katalisator atau agen of change dimana 

peran tersebut memberikan motivasi dalam menggerakkan dan memberikan 

arahan bagi seluruh bagian sehingga dapat berdampak jangka panjang bahkan bisa 

memberikan perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan bagi perusahaan 

dimasa yang akan datang. Aktivitas kerja dan proses pemeriksaan internal audit 

didasarkan kepada kerangka kerja yang fleksibel dan dapat diterima secara luas 

(Lestari, Y. A., & Bernawati, Y. (2020). 

 Peran internal audit juga dapat diterapkan pada evaluasi pengendalian 

internal dan manajemen risiko sehingga dapat memberikan rekomendasi, masukan 

dan arahan agar bisa meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan. Internal audit 

diharapkan dapat selalu menjaga independensi dan integritas serta selalu 

meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan. 

 Menurut Institut Auditor Internal (IIA) dalam Kerangka Praktik Profesional 

Internasional untuk Internal Audit (IPPF), internal audit harus independen, 

objektif serta aktivitas dapat memberikan jaminan dan konsultasi yang dirancang 

dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Hal tersebut dapat 

membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan 

yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola proses (IIA, 2016a).  

 Internal Audit Effectiveness (IAE) adalah konsep baru dan kompleks dalam 

penelitian tentang internal audit (Hella Dellai, dan Mohamed Omri, 2016). 

Internal audit diyakini efektif ketika itu benar-benar berkontribusi untuk 

menciptakan nilai tambah bagi organisasi (James, K. et al., 2010; Kotb, A.et al., 

2020) dengan membantu, manajemen organisasi, mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola 

(Johnstone, K. M et al., 2016; Abdolmohammadi & Burnaby, 2006; Leung, J. K. 



47 

 

 

 

& James, K., 2008; Guandaru, C, & Walter, B., 2012) atau membantu organisasi 

mencapai tujuan ekonomi melalui penerapan rekomendasi oleh internal audit itu. 

Internal audit  juga berkontribusi untuk meningkatkan daya saing keuntungan 

bagi unit organisasi/instansi dengan memastikan keuangan berkualitas tinggi hal 

ini dikemukan oleh pendapat (Nzechukwu,& Patrick Onwura, 2017; Hardi, et al., 

2020; Kend, M., & Nguyen, L. A.,2020). 

 Karena tujuan internal audit harus konsisten dan sesuai dengan 

tanggungjawab pemantauan laporan keuangan periode sebelumnya (Anderson 

&Urton L, 2018; Goodwin, 2003). Di Vietnam telah mengklarifikasi istilah 

Internal Audit Effectiveness (IAE) menggambar bahwa IAE adalah arah umum 

menuju tujuan yang terdiri dari kemampuan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan serta kemampuan auditor untuk mencapai tujuan yang dibangun dalam 

suatu unit. Pendapat ini sepenuhnya konsisten dengan penelitian sebelumnya 

sehingga IAE adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan 

menetapkan tujuan (Arena et al., 2006; James, K, et al., 2010) atau IAE adalah 

untuk mendapatkan tujuan internal audit (Dittenhofer, 2014). 

 Dengan sudut pandang yang sama, Ismael, J. S., & Ismael, S. T. (2013) 

mengkonkretkan dan mengembangkan lebih lanjut konsep IAE pada sebuah 

instansi unit organisasi yang ditunjukkan melalui kemampuan dalam memantau 

dan meningkatkan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses 

pemerintahan (Gramling et al., 2012) memiliki pendekatan yang sama. Peneliti 

menegaskan makna yang terdapat dalam komponen tersebut pada dasarnya 

menegaskan peran “menciptakan  nilai tambah” dalam upaya meningkatkan 

operasi dan mendukung untuk memenuhi tujuan organisasi, menekankan 

efektivitas keseluruhan dari aspek internal audit dalam tata kelola, manajemen 

risiko dan pengendalian internal. 

 Dari sudut pandang di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Internal 

Audit Effectiveness (IAE) adalah kemampuan internal audit untuk mencapai 

tujuan yang ditentukan dalam pemantauan dan meningkatkan pengendalian 

internal, manajemen risiko dan proses tata kelola yang berkontribusi untuk 

menciptakan nilai tambah dalam proses bisnis. Internal audit tidak hanya 
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berperan penting dalam unit yang diaudit, tetapi juga seluruh organisasi 

(Dittenhofer, M., 2014) yang membantu pimpinan dalam memenuhi tata kelola 

serta tanggungjawab mereka dalam bekerja, yang memungkinkan harmonisasi 

pemangku kepentingan serta meningkatkan efisiensi keterlaksanaan kegiatan 

secara keseluruhan (Iulian Radu, 2012; Ariyanto, D. et al., 2020) 

 

c. Peran Internal Audit 

 Di dalam organisasi sektor publik, internal auditor memainkan beragam 

peran termasuk mencegah dan mendeteksi fraud (Siregar, S. V., & Tenoyo, B. 

,2015). Upaya yang dilakukan internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi 

fraud merupakan bagian dari three lines of defense (Petra, D., & Tieanu, 

A.,2014).. Internal auditor memerlukan tingkat pengetahuan teoritis dan 

pengalaman praktis yang unggul untuk membantu mengetahui kemungkinan 

skema dan skenario fraud secara spesifik di organisasi serta dapat mengenali 

gejala-gejala kemungkinan terjadinya skema fraud (Albrecht et al., 2019; 

Bierstaker, J. L. et al., 2006).  

 Menurut Valery G Kumaat, (2011), Internal audit dituntut waspada 

terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya fraud, 

yang mencakup:  

1. Identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya fraud; 

2. Penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai sejak 

lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan 

sistem pengendalian.  

 Peran internal auditor yang selama ini melakukan kegiatan audit atas 

"control and compliance" dirasakan kemudian sudah kurang lagi memadai bagi 

perkembangan organisasi (Marks et al., 2014). Kegiatan pemeriksaan yang 

sebelumnya hanya terfokus pada 'compliance audit' bergeser pula kepada 

'operational/ performance audit'. Peran sebagai konsultan ini dilakukan dengan 

cara menggabungkan proses pengendalian dan ketaatan dengan penguasaan bisnis 
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utama (core function) organisasi dimana internal auditor tersebut berada (Hazami-

Ammar, S., 2019) 

 Berdasarkan hal tersebut menyebabkan transformasi pada peran internal 

audit itu sendiri. Berikut penjelasan New Iternal Audit di Distrubtion Era sekarang 

ini yakni sebagai berikut: 

THE NEW INTERNAL AUDITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. The New Internal Auditor 

  Dalam upaya menjawab tuntutan yang demikian, transformasi peran 

internal auditor nampaknya sesuatu yang memang harus terjadi. Peran sederhana 
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yang selama ini dijalankan, seharusnya dapat lebih ditingkatkan. Ruang lingkup 

kegiatan auditor ikut pula berubah menjadi 'quality assurance'. Sebagai seorang 

katalisator, auditor harus mampu memberikan jasa kepada manajemen dengan 

saran-saran yang konstruktif dan aplicable bagi kemajuan organisasi. Untuk itu, 

langkah yang paling tepat untuk memenuhi tuntutan dimaksud adalah dengan 

mentransformasikan perannya sebagai konsultan dan atau katalisator 

 Sehingga peneliti berpendapat bahwa konsep the new internal auditor dalam 

penelitian ini dimaksudkan lebih kepada peran internal audit dalam memberikan 

rekomendasi terkait permasalahan yang dianggap sudah berlalu, dan tidak 

mempunyai keterkaitan dengan masa depan. Hasilnya bagi organisasi adalah 

selain dapat menjaga pengendalian dan ketaatan atas kegiatan operasional 

organisasi, internal auditor juga memberikan nilai tambah berupa rekomendasi 

yang berguna bagi perbaikan kinerja. 

 

d. Indikator Pengukuran Internal Audit 

 Sektor publik adalah suatu organisasi yang memberikan pelayanan kepada 

publik dan tidak mengejar suatu keuntungan komersial. Kinerja organisasi sektor 

publik khususnya entitas pelayanan publik dituntut untuk semakin baik dan efektif 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang dapat 

memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi sektor publik 

adalah internal audit pada lingkungan Pemerintah Daerah . 

 Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan internal audit pada pelayanan 

unit kegiatan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera di Indonesia (BPKP, 2015; 

Kofi Fred and Eric Worlanyo, 2017; Marta Postula et al., 2020) yang menjelaskan 

indikator dalam pengukuran Internal Audit adalah sebagai berikut: 

1) Peran dan Layanan; 

2) Kemampuan Profesional; 

3) Lingkup Pekerjaan; 

4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan; 

5) Manajemen Bagian Audit Internal; 
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4. Risk Management 

a.Definisi Konseptual Risk Management 

 Peneliti berpendapat risk man///agement dalam penelitian ini yakni 

pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang 

berkaitan dengan ancaman, rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, 

pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan 

menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Risk management 

dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memehami eksposur 

terhadap suatu kerugian.  Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi 

unruk merespons bermacam-macam risiko.  

 Jenis kegiatan ini adalah satu strategi bagus untuk memapping kegiatan  dan 

mencluster potensi riks yang muncul dari daily activiy kegiatan di Pemerintah 

Provinsi Sumatera di Indonesia. Sekalipun berbagai macam risiko dan hal buruk 

siap menimpa dari implementasiannya. Ketidakpastian yang dihadapi bisa 

berdampak merugikan atau mungkin saja menguntungkan. Apabila ketidakpastian 

yang dihadapi berdampak menguntungkan maka ini yang dikenal dengan istilah 

kesempatan (oppurtunity). Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan 

dikenal dengan istilah risiko (risk). Jadi, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah 

suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang yang dapat memberikan 

dampak yang merugikan.  

Proses risk management tersebut merunut kepada konsep standar dari 

Australia/New Zealand (AS/NZS) 4360:2004. Standar tersebut telah diadopsi oleh 

banyak negara tak terkecuali di Indonesia dalam membangun konstruksi risk 

management melalui Penyusunan Baseline Penilaian Manajemen Risiko Indeks 

PEMDA (Mri-Pemda) yang merupakan turunan dari konsep tersebut melalui 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.  

Berikut proses risk management secara konseptual dapat dijelaskan pada 

gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2.8. Proses Risk Management menurut AS/NZS melalui 

 Permenpan RB No 5 Tahun 2020 

 

 Efektivitas penerapan konsep ini memungkinkan organisasi mampu 

mencapai sasaran strategis yang ditetapkannya. Pengendalian intern efektif ketika 

aktivitas pengendalian yang ditetapkan dapat mencegah atau meminimalkan 

dampak terjadinya risiko. Manajemen risiko efektif ketika perlakuan terhadap 

risiko dapat mencegah terjadinya dan meminimalkan dampak timbulnya risiko. 

Interseksi antar keduanya ialah dalam aktivitas yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya dan meminimalkan dampak timbulnya risiko. Dalam pengendalian 

internal aktivitas ini di terminologikan sebagai aktivitas pengendalian, sedangkan 

dalam manajemen risiko di terminologikan sebagai penanganan risiko. 

 Semakin besar ukuran dan semakin kompleks organisasi, maka diperlukan 

strategi dalam mengelola risiko termasuk juga pada Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera di Indonesia. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera di Indonesia mengimplementasikan konsep tersebut dalam pelaksanaan 

pekerjaan, hal diwujudkan melalui penerbitan peraturan daerah yang digunakan 

sebagai Pedoman dan langkah-langkah prosedural penanganan risiko di 

Pemerintah Daerah di Indonesia 

 Strategi manajemen risiko yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera 

Indonesia tersebut peneliti berpendapat dapat memberikan pendekatan yang 

terstruktur dan koheren dalam mengidentifikasikan, menilai dan mengelola risiko. 
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Strategi manajemen risiko dapat dibangun dan diimplementasikan baik untuk 

kelompok‐kelompok atau proyek‐proyek yang paling kecil maupun untuk 

transaksi kegiatan yang lebih besar. 

 

b. Proses Analisis dan Penilaian Risiko  

Beberapa ahli berpendapat bahwa pendekatan dan teknik organisasi swasta 

dapat direplikasi di sektor publik dan oleh karena itu dapat berhasil ditransfer dan 

diterapkan dalam organisasi public (Diefenbach, T.,2009; Perry, J. L.,1985). 

Model pendekatan risk management tersebut banyak digunakan pada unit 

organisasi internasional dalam menciptakan kerangka kerja dan standar dalam 

pekerjaan (Muslim, M. et al., 2020) 

 Sebagai hasil dari evolusi ini, Organisasi Internasional Lembaga Audit 

Tertinggi (INTOSAI) memberikan pedoman untuk menerapkan kerangka kerja 

yang direkomendasikan untuk menerapkan prinsip-prinsip entitas manajemen 

risiko di Sektor Publik, yang disebut INTOSAI GOV 9130: Guidelines for 

internal control standards for the public sector-further information on entity risk 

management. Risk Management telah tertanam dengan baik dalam administrasi 

publik sejauh ini proses telah digambarkan sebagai perpindahan dari Manajemen 

Publik Baru ke Risiko Publik Baru Manajemen dan banyak sarjana mengklaim 

perlunya meningkatkan penelitian tentang proses ini (Adamu P.A et al.,2020; 

Scarozza, D., et al.,2017; Enrico Bracci, and D Wickramasinghe, 2021) 

 Saat ini berbagai reformasi publik prosedur administrasi dan pendekatan 

manajemen diperkenalkan (Aditya, Y., and Magno, 2011; Anessi-pessina, E., & 

Steccolini, I.,2005). Secara khusus, kewajiban legislatif untuk melaksanakan 

Sistem Pengendalian Manajemen di Organisasi Publik dengan internal audit 

disetujui dengan tujuan dari proses analisis dan penilaian risiko ini adalah untuk 

menganalisis sejauh mana risk management diadopsi di sektor publik 

menggunakan bukti dan data dari tingkat pemerintahan (Guthrie, J., et al.,2017; 

Arena, M,et al., 2006) 

 

 

https://www.tandfonline.com/author/Bracci%2C+Enrico
https://www.tandfonline.com/author/Wickramasinghe%2C+Danture
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c. Proses riks management Integratif di Entitas Publik 

 Manajemen risiko integratif sebagai kelengkapan konsep manajemen risiko 

sebelumnya yang masih berupa ‘silo approach’, yaitu penanganan risiko oleh 

masing‐masing bagian tanpa melihat keterkaitan (link) dampak yang mungkin 

timbul antar unit kerja baik vertikal maupun horizontal. Manajemen risiko 

integratif mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses manajemen 

strategis dan aktivitas keseharian organisasi.  

 Alur pikir integratif ditunjukkan dengan keterkaitan antara prinsip, kerangka 

dan proses pengelolaan risiko seperti pada Gambar 2.9. dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Pengelolaan Risiko 

  

 Gambar 2.9. menjelaskan bahwa keberhasilan mengelola risiko bukan hanya 

dari manajemen risiko itu sendiri, tetapi bermula dari keberhasilan merealisasikan 

prinsip‐prinsip pengelolaan risiko yang diikuti dengan matangnya kerangka 

pengelolaan risiko dan pada akhirnya proses pengelolaan yang sistematis dalam 

manajemen risiko. Ketiga hal ini mengalir dan memiliki koherensi untuk 

terciptanya efektivitas manajemen risiko integratif. 

 

d. Penetapan Struktur Analisis dan Kriteria Penilaian Risiko   

 Penilaian risiko harus mencakup pemahaman tentang asset, yang mencakup 
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Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Untuk itu ada beberapa hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, 

antara lain: 

1) Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran 

keberhasilan (successful measures) pencapaian tujuan organisasi sehingga 

dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan 

terjadinya risiko; 

2) Dasar perumusan yaitu aspek operasional, teknis, keuangan, 

hukum,regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, 

citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya; 

3) Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku 

kepentingan; 

4) Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada 

instansi; 

 

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala 

dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko. 

a) Penetapan Struktur Analisis Risiko 

 Struktur analisis risiko perlu diperoleh untuk mendapatkan 

pemahaman tentang aspek yang akan dibangun meliputi sumber, 

dampak, dan pihak terkena dampak atas kegiatan yang dinilai risikonya.  

 Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang 

aspek-aspek dimana risiko tersebut berasal yang dapat berupa 5 M 

(Man, Money, Machine, Method, Material), yang dalam bahasa 

operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, 

sarana dan prasarana, prosedur, serta pengguna dan para pihak yang 

terkait. Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau 

akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat 

pencapaian tujuan tersebut terjadi. 

 Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan 

gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Penetapan Kriteria  

Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan 

strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria 

Evaluasi Risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat 
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diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan 

yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan 

penilaian risiko. Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut 

sesuai dengan efektivitas penanganan risiko yakni sebagai berikut: 

(1) Skala Dampak Risiko 

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria 

penilaian risiko atau kriteria evaluasi risiko terdiri dari tiga 

komponen yaitu dampak, probabilitas dan gabungan dampak-

probabilitas. Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau 

dampak risiko dapat dipilih (skala tiga atau skala lima) dan 

dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis 

risiko. Dalam skala tiga, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan 

sebagai berikut: 

Tabel.2.1.Deskripsi Skala Dampak Risiko 

No Dampak Deskripsi 

1 

Rendah 

Pengaruhh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah 

Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku 

kepentingan rendah 

2 

Sedang 

Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang 

Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku 

kepentingan sedang 

3 

Tinggi 

Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi 

Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku 

kepentingan tinggi 

Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2. Deskripsi Dampak Risk 

No Konsekuensi/Dampak Kualitas Pelayanan 

1 
Tidak Signifikan 

Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya 

pelayanan rendah, tanpa ada komentar 

2 

Kurang Signifikan 

Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat 

umum, tetapi pegawai instansi mewaspadai adanya 

defisiensi 

3 
Sedang 

Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh 

masyarakat umum dan pegawai organisasi 

4 
Signifikan 

Masyarakat umum menganggap pelayanan 

organisasi tidak memuaskan 

5 Sangat 

signifikan/berbahaya/katastropik 

Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang 

diterima 
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(2) Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko 

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya 

(probabilitas) risiko harus dipilih (skala tiga atau skala lima) dan 

dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko. 

Jika menggunakan skala tiga (tinggi, sedang dan rendah) maka skala 

dan kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3.  Rentang Skala Risk 

No Kemungkinan Deskripsi 

1 Rendah Tidak pernah (jarang terjadi) 

2 Sedang Kemungkinan terjadinya sedang 

3 Tinggi Kemungkinan tinggi terjadi/hamper pasti terjadi 

 Jika menggunakan skala lima (sangat signifikan, signifikan, sedang, kurang 

signifikan dan tidak signifikan) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya 

risiko adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.4. Deskripsi Kemungkinan Terjadinya Risk 

No Kemungkinan 
Kejadian berulang 

(Frekuensi) 

Kejadian tunggal 

(Probabilitas) 
Skala Nilai 

1 Sangat 

Kemungkinan terjadi > 

25 Diabaikan tahun ke 

depan 

Diabaikan 

1 
Probabilitas sangat 

kecil, mendeteksi 

nol 

2 Jarang 
Mungkin terjadi sekali 

dalam 25 tahun 

Kecil kemungkinan 

tetapi tidak dibaikan 

2 Probabilitas rendah, 

tetapi lebih besar 

dari nol 

3 
Kadang-

kadang 

Mungkin terjadi sekali 

dalam 10 tahun 

Kemungkinan 

Kurang dari Pada 

50%, tetapi masih 

cukup besar 
3 

Probabilitas kurang 

dari pada 50%, 

tetapi masih cukup 

tinggi 

4 Sering 

Mungkin terjadi kira-

kira sekali dalam 

setahun 

Mungki tidak terjadi 

atau peluang 50/50 
4 

5 Sangat Sering 
Dapat terjadi beberapa 

kali dalam setahun 

Kemungkinan 

terjadi > 50% 
5 
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(3) Matriks Risiko/Skala Risiko 

 Matriks risiko atau skala risiko berfungsi sebagai dasar atau 

template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana 

untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima 

(acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable). 

 Matrik ini dibuat konsisten dengan skala yang dipilih yaitu 

merupakan kombinasi matriks 3x3 atau 5x5. Penyusunan skala risiko 

dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi 

penanganan risiko dalam kegiatan pengendalian. Matriks risiko 

dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang 

diukur sebelumnya. Matrik Risiko skala tiga adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5. Matrik Penilaian Risk Skala Tiga 

No Kemungkinan 
Konsekuensi/dampak 

Rendah Sedang Tinggi 

1 Sering Kuning Merah Merah 

2 Kadang-kadang Hijau Kuning Merah 

3 Jarang Hijau Hijau Kuning 
  

Pada tabel di atas bidang merah merupakan area yang 

memiliki sisa risiko yang sangat membutuhkan penangan prioritas 

risiko tidak dapat diterima). Bidang kuning menjadi prioritas 

berikutnya (risiko tidak dapat diterima), sedang pada bidang hijau 

berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima). Contoh Matrik 

Risiko skala lima adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.6. Matrik Penilaian Risk Skala Lima 

No Kemungkinan 

Konsekuensi/Dampak 

Tidak 

Signifikan 

Kurang 

Signifikan 
Sedang 

Signifi

kan 

Katastrofik/s

angat 

signifikan 

1 
Sangat sering Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 
Sangat Tinggi 

2 
Sering Sedang Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 
Sangat Tinggi 

3 Kadang-

kadang 
Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi 

4 Jarang Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi 

5 Sangat Jarang Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi 
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 Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan 

menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam 

unsur SPIP berikut serta dengan kegiatan pengendalian. Bidang-

bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar 

menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima 

 

e. Indikator Pengukuran Risk Management 

 Dalam mengukur indeks ketercapaian potensi risk management yang terjadi 

di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera di Indonesia, dalam hal ini peneliti 

mensadur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Manajemen Risiko SPBE untuk menilai sejauhmana realisasi penerimaan daerah 

yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP melalui hal-hal 

yang mendukung pencapaian indikator berdasarkan: 1). Perpres No 192 Tahun 

2014 tentang BPKP; 2). UU No 6 Tahun 2006 jo. UU No 16 Tahun 2009 tentang 

KUP; 3). UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4). UU No 9 Tahun 

2018 tentang PNBP; 5). UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN; 6). PP No 22 

Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP; 7). PP No 60 Tahun 2008 

tentang SPIP; 8). PMK No 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan dan 

Pengendalian BMN; 9). Kerangka acuan pengawasan optimalisasi penerimaan 

negara (TOPN)  serta beberapa research pendukung terdahulu (R. Kelly Rainer et 

al., 2015; Parker, L. D., et al.,..2019; INTOSAI GOV 9130, 2014; Scarozza, D., et 

al.,2017) dengan indikator pengukuran sebagai berikut: 

1)    Mengumpulkan data dari nilai optimalisasi penerimaan Daerah yang 

terealisir berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan 

BPKP; 

2)   Menganalisis risiko nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan 

pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan 

dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara 

3)  Mempertahankan Profil Risiko dari Penerimaan Daerah sesuai dengan 

rincian sumber penerimaan APBD, berdasarkan peraturan perundangan 
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yang berlaku. Misalnya untuk penerimaan daerah adalah pajak daerah, 

retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain lain 

PAD yang sah; 

4)   Mengartikulasi risido yang berasal dari Potensi penerimaan Daerah 

yang diidentifikasi dapat menambah target penerimaan Daerah yang 

ditetapkan K/L/D berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP Potensi 

Penerimaan negara/daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan 

APBN/D; 

5)   Mendefinisikan Portofolio dari Tindakan Manajemen Risiko dari Nilai 

yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran 

yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat; 

6)  Menanggapi Risiko potensi kecurangan yang timbul. 

 

5. Whistleblowing System 

a. Definisi Whistleblowing System  

 Whistleblowing didefinisikan sebagai pengungkapan oleh anggota 

organisasi terhadap praktik-praktik ilegal, tindakan tidak bermoral atau tidak sah 

sesuai aturan organisasi di bawah kendali atasan dan dilaporkannya kepada pihak 

yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan tersebut. Menjadi whistleblower 

bukanlah suatu perkara yang mudah. Seseorang yang berasal dari internal 

organisasi umumnya akan menghadapi dilema etis dalam memutuskan apakah 

harus “blowing” atau membiarkannya tetap tersembunyi (Suh, J. B., &  Hee. S. 

,2019). 

Menurut Valentine et al., (2019) menyatakan bahwa whistleblowing dapat 

terjadi dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). Internal whistleblowing 

terjadi ketika seorang karyawan/pegawai mengetahui kecurangan yang dilakukan 

karyawan/pegawai lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada 

atasannya. Eksternal whistleblowing terjadi ketika seorang karyawan/pegawai 

mengetahui kecurangan yang dilakukan lalu memberitahukannya kepada 

masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Jika melihat pada 

fraud triangle theory yang dipelopori oleh Cressey pada tahun (1953) diantaranya 
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tekanan, peluang dan rasionalisasi. Berdasarkan faktor tersebut perlu dipahami 

bagaimana agar dorongan-dorongan tersebut dapat diantisipasi untuk mencegah 

terjadinya kecurangan, seperti meningkatkan sistem pengawasan internal dan tata 

kelola yang baik.  

Hal ini dapat dimulai dengan memperluas sistem pengawasan dalam 

organisasi dengan menerapkan sistem pelaporan kecurangan atau biasa dikenal 

dengan istilah whistleblowing. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang 

diketahui dapat diatasi melalui penerapan whistleblowing system yang efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan partisipasi pegawai dalam melaporkan pelanggaran 

(Valentine et al., 2019). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh May-Amy, Y. 

C. et al., (2020) yang menyatakan bahwa : “The prim objective of any corporate 

whistleblowing system is to secure and control potentially sensitive information 

that, if disclosed to legal authorities or to third parties, could endanger the 

company’s interest”. 

Dalam penelitian tersebut, individu yang menganggap whistleblowing 

merupakan sutau tindakan etis akan lebih mungkin untuk melaporkan kesalahan 

yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasannya, dibandingkan dengan individu 

yang menganggap whistleblowing sebagai suatu tindakan yang tidak etis. Orang-

orang yang percaya pada etika dalam whistleblowing lebih cenderung memiliki 

niat perilaku untuk melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerja atau 

atasan (Alfani, U. N. et al., 2020).  

 Whistleblowing didefinisikan sebagai pengungkapan oleh anggota 

organisasi terhadap praktik-praktik ilegal, tindakan tidak bermoral atau tidak sah 

sesuai aturan organisasi di bawah kendali atasan dan dilaporkannya kepada pihak 

yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan tersebut. Menjadi whistleblower 

bukanlah suatu perkara yang mudah. Seseorang yang berasal dari internal 

organisasi umumnya akan menghadapi dilema etis dalam memutuskan apakah 

harus “blowing” atau membiarkannya tetap tersembunyi (Suh, J. B., &  Hee. S. , 

2019) 
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 Menurut Indayani,  I.,  &  Yunisdanur,  V.  (2020),  dan Vandekerckhove, 

W., & Phillips, A. (2019) mendefinisikan whistleblowing sebagai berikut:  

“Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan 

tindakan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan tidak 

bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku 

kepentingan, yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan organisasi kepada 

pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas 

pelanggaran tersebut.”  

 Pengertian mengenai whistleblowing system juga dijelaskan oleh 

Nugraha,Y. (2015) yaitu: “Sistem pelaporan pelanggaran atau biasa disebut 

whistleblowing system adalah wadah bagi seorang whistleblower untuk 

mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal.”  

 Sedangkan menurut Oladinrin,  &  Lin,  X. (2017); “Whistleblowing adalah 

suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa karyawan untuk 

membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh pegawai atau kepada orang 

lain”. Sebuah organisasi dalam menjalankan aktivitasnya tentu saja ingin 

menghindari berbagai tindakan yang melanggar hukum pemerintah. 

Whistleblowing System adalah salah satu upaya dalam penegakan peraturan. 

Sistem ini disediakan sebagai sarana bagi pegawai ataupun selain pegawai untuk 

melaporkan kecurangan yang dapat merugikan.   

  Informasi mengenai opini tersebut peneliti beranggapan bahwa salah satu 

upaya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan adalah Whistleblowing 

System (WBS). Apabila dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, ASN 

memiliki informasi dan ingin melaporkan perbuatan yang berindikasi terjadinya 

tindak pidana korupsi, maka ASN dapat menggunakan sarana WBS 

ini. Dalam Guidelines on Whistleblowing menyebutkan bahwa WBS merupakan 

alat bantu deteksi kecurangan yang cukup efisien dan sebagai bagian dari program 

internalisasi nilai-nilai integritas dalam diri setiap pegawai (Dhevina E., Ihsanira. 

(2016). 

Hal ini diperkuat dengan adanya aturan baku mengenai ini yakni pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Kebijakan 
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Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan Tahun 2018, Whistleblowing System (WBS) merupakan 

bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan 

dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance).  

Pada sektor publik terutama Semua Provinsi Sumatera di Indonesia sudah 

ada juga turunan yang mengatur mengenai Whistleblowing System disetiap daerah 

Tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System) 

di Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera di Indonesia sebagai bentuk antisipatif 

dan preventif menimalisir potensi terjadinya tindakan kecurangan dan potensi 

kegiatan kecurangan yang mengarah pada unsur hukum. 

 Berdasarkan dari pendapat yang telah disampaikan mengenai 

whistleblowing system, maka dapat diinterpretasikan bahwa whistleblowing 

system adalah suatu wadah bagi seseorang untuk mengadukan tindakan 

kecurangan atau pengungkapan tindakan pelanggaran hukum, perbuatan tidak etis 

atau tidak bermoral, dan atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan. Pelaporan 

pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai disampaikan kepada pimpinan 

organisasi atau kepada lembaga lain yang dapat mengambil tindakan untuk 

pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. 

 

b Jenis-jenis Whistleblowing  

Di sisi lain whistleblowing dalam ranah audit sendiri merupakan pelaporan 

atas tindakan yang dinilai tidak etis, di mana seseorang melakukan pelaporan 

tersebut melalui jalur pelaporan yang ada baik disertai identitas pelapor atau tidak 

(Alleyne et al, 2013). Menurut Miceli, M. P., & Near, J. P. (1985) menyebutkan 

bahwa whistleblowing merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota 

organisasi mengenai tindakan ilegal dan tidak bermoral di dalam organisasinya 

kepada pihak internal maupun eksternal, sehingga dapat mempengaruhi praktek 

kesalahan tersebut. Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) adalah 

perbuatan yang dalam pandangan pelapor berupa perbuatan korupsi, kecurangan, 

ketidakjujuran, perbuatan melanggar hukum, pelanggaran ketentuan perpajakan, 



64 

 

 

 

atau peraturan perundang-undangan lainnya (Darjoko dan Nahartyo, E. 2017; 

Arszułowicz, M. et al., 2019; Puryati,   D.,   &   Febriani,   S. 2020).    

Terdapat dua tipe whistleblowing Hertanto (2009), Andon, P, et al., (2018) 

yaitu 1). whistleblowing internal, terjadi ketika seseorang atau beberapa orang 

karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala 

bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada pimpinan 

perusahaan yang lebih tinggi; 2). whistleblowing eksternal, terjadi ketika 

seseorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu 

membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan tersebut 

akan merugikan masyarakat. 

Penjelasan tersebut diperkuat dengan pendapat Tuanakotta, T. (2018) 

menyebutkan bahwa pada dasarnya whistleblower adalah karyawan dari 

organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor 

berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Whistleblower 

adalah orang yang melaporkan tindakan di sebuah organisasi kepada orang lain. 

Seorang whistleblower harus memiliki data yang lengkap dan dapat dipercaya, 

dimana data tersebut akan digunakan sebagai bukti tentang kasus kecurangan 

dalam organisasi. 

Dalam kenyataannya, setiap tindakan whistleblowing pasti memiliki risiko. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ethics Resource Center menyebutkan bahwa 44% 

karyawan non-manajemen tidak melaporkan pelanggaran yang diketahuinya 

karena takut akan pembalasan yang akan diterima (Elias, Anwen, 2008). Risiko 

yang timbul tersebut semestinya mampu diminimalkan dengan 

mempertimbangkan jalur pelaporan dan pengembangan model berupa 

perlindungan kepada para pelapor dalam mengimplementasikan model 

pengungkapan kecurangan (Utami,L. 2018). 

Berdasarkan dari jenis-jenis whistleblowing yang telah diuraikan, baik 

whistleblowing internal maupun eksternal memiliki kesamaan yaitu sebagai 

tindakan pelaporan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai itu 

sendiri. Perbedaan dari keduanya adalah tujuan dari pelaporan pelanggaran atau 

kecurangan itu sendiri, untuk whistleblowing internal masih dalam ruang lingkup 
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sedangkan whistleblowing eksternal menjangkau ruang lingkup yang melibatkan 

pihak luar (Shawver, T. J., & Shawver, T. A.,2018). 

Terdapat beberapa cara untuk pelaporan pelanggaran yang dapat dilakukan 

agar dapat berjalan secara efektif. Cara pelaporan ini disebut mekanisme 

whistleblower. Mekanisme whistleblower adalah suatu sistem yang dapat 

dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyapaikan informasi mengenai 

tindakan penyimpangan yang diindikasi terjadi di dalam suatu organisasi. 

Menurut Semendawai et al., (2011) terdapat dua cara sistem pelaporan agar dapat 

berjalan dengan efektif. Adapun dua cara tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Mekanisme internal sistem pelaporan internal pada umumnya dilakukan 

melalui saluran komunikasi yang sudah baku. Sistem pelaporan internal 

whistleblower perlu ditegaskan kepada seluruh pegawai. Dengan 

demikian, pegawai dapat mengetahui otoritas yang dapat menerima 

laporan. Berbagai macam pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh 

pegawai yang berperan sebagai whistleblower, misalnya: perilaku tidak 

jujur yang berpotensi atau mengakibatkan kerugian finansial; pencurian 

uang atau asset; perilaku yang mengganggu atau merusak keselamatan 

kerja, lingkungan hidup, dan kesehatan.  

2) Mekanisme Eksternal dalam sistem pelaporan eksternal diperlukan 

lembaga di luar yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan 

whistleblower. Lembaga ini memiliki komitmen tinggi terhadap perilaku 

yang mengedepankan standar legal, beretika, dan bermoral pada 

perusahaan. Lembaga tersebut bertugas menerima laporan, menelusuri 

atau menginvestigasi laporan; serta memberi rekomendasi kepada 

Dewan Komisaris. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam kasus-

kasus whistleblowing berdasarkan Undang-undang, seperti LPSK, KPK, 

Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, PPATK, Komisi 

Kepolisian Nasiona, dan Komisi Kejaksaan. 

 

c. Tujuan Whistleblowing System  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi niat whistleblowing adalah situasional 

faktor, faktor organisasi dan faktor individu (Brink., Lowe, D. J., & Victoravich, 

L. M., 2013; Turner et al., 2017) mengenai niat whistleblowing yang terkait 

dengan sistem penghargaan (sistem insentif). Pendapat ini diperjelas oleh Xu, Y., 

& Ziegenfuss, D. E., 2014) menunjukkan bahwa auditor internal cenderung 

melaporkan kesalahan ketika mereka memperoleh uang tunai imbalan uang atau 

manfaat kontrak kerja.  
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 Berdasarkan pedoman sistem pelaporan pelanggaran yang dikeluarkan oleh 

KNKG (2011), tujuan dari whistleblowing system adalah sebagai berikut: 

1) Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap 

hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finasial maupun non-finasial, 

termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi; 

2) Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-

laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas 

pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang 

dijamin keamanannya; 

3) Membangun sebuah kebijakan dan infra struktur untuk melindungi 

pelapor dari balasan-balasan dari pihak internal maupun eksternal; 

4) Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi 

dini; 

5) Meningkatkan reputasi organisasi. 

 Menurut Anantawikrama et al., (2019) tujuan dari sistem pelaporan 

pelanggaran (whistleblowing system) adalah untuk mengungkapkan tindakan 

pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan 

tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi 

maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh pegawai kepada organisasi 

atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.  

 Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan, bahwa pada dasarnya 

tujuan dari whistleblowing system adalah untuk mengungkapkan tindakan yang 

bertentangan dengan hukum dan peraturan yang dapat merugikan. Dengan adanya 

whistleblowing system diharapkan dapat mempermudah manajemen menangani 

secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan 

identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang 

dijamin keamanannya. 

 

d. Efektivitas Penerapan Whistleblowing System 

 Prosedur pelaporan pelanggaran yang adil akan menjaga kerahasiaan 

pelapor identitas dan mengurangi ketakutan pelapor terhadap ancaman 
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pembalasan (Apadore et al., 2018; Kaplan, E., & Schultz, J.,2014; Brennan, N., & 

Kelly, J..2007). Oleh karena itu, keadilan prosedural yang adil meningkat 

kemungkinan pegawai untuk melaporkan pelanggaran  (Warren Maroun dan  

Faeeza Soni, 2015; Abdullah, M. W., & Hasma, H. 2017). 

 Tersedianya sistem pelaporan pelanggaran merupakan bentuk dukungan 

otoritas untuk menciptakan transparansi dalam organisasi publik dari penipuan 

(Mesmer-Magnus dan Viswesvaran 2005; Smaili, N., & Arroyo, P, 2017). 

Semakin tinggi keadilan interaksional yang adil dirasakan, semakin tinggi niat 

individu untuk melakukan whistleblowing. 

 Temuan ini mendukung hasil survei yang dilakukan pada pelapor aktual 

bahwa keadilan organisasi mempromosikan niat pelaporan pelanggaran 

(Bagustianto, R., & Nurkholis, N.,2015; Namazi, M., & Ebrahimi, F.,2017). 

Dengan demikian, adanya media penyampaian yang jelas dari whistleblowing 

sytem, dukungan dari otoritas, dan kemauan manajemen untuk menindaklanjuti 

laporan penipuan akan mendorong setiap pegawai untuk melaporkan (Gholami, 

H., & Salihu, 2019; Warren Maroun dan  Faeeza Soni, 2015). 

Dalam whistleblowing, perempuan lebih bersedia untuk melaporkan 

kecurangan yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka (Taylor dan Curtis, 2013). 

Merujuk pada penelitian sebelumnya (Nayır et al., 2018; Madein dan Sholihin, 

2015) melalui sensitivitas pelaporan whistleblowing system pengawasan secara 

ekstensif untuk memfasilitasi deteksi dini kecurangan. Ini juga akan mencegah 

penipuan karena subjek yang akan melakukan, menyadari bahwa "orang lain 

melihat". Cara terbaik untuk mencegah tindakan tidak jujur adalah pemantauan 

oleh rekan kerja. Pemantauan oleh rekan kerja adalah cara yang efektif untuk 

menangkap tindakan tidak jujur, sehingga mengharuskan seluruh perusahaan 

memiliki sistem pelaporan pelanggaran untuk membuat pegawai atau orang lain 

mudah melaporkan aktivitas penipuan.  

 Ada beberapa elemen agar sistem pelaporan pelanggaran dapat berfungsi 

secara efektif, yaitu anonimitas, independensi, akses, dan tindak lanjut. 

(Zimbelman., 2014). Orang yang melaporkan dugaan kecurangan adalah istilah 

untuk pelapor (Priantara Diaz, 2013). Whistleblowing system adalah kegiatan 
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melaporkan kepada suatu media atau kepada pihak berwenang baik internal 

maupun eksternal mengenai kegiatan yang ilegal dan tidak etis di lingkungan 

kerja. 

 Berdasarkan hal tersebut, agar stakeholders dan auditor internal dapat 

mengidentifikasi perilaku yang benar atau salah, dimana auditor harus bertindak 

untuk kepentingan publik dalam penerapan whistleblowing system, dalam hal ini 

auditor harus menjadi pahlawan bagi stakeholders (Nur, S. R. I. W., & Hamid, 

N.,2018). Program sistem pelaporan pelanggaran yang berjalan dengan baik 

merupakan alat terbaik untuk mencegah terjadinya kecurangan (Chan, F.et al., 

2021). Sedangkan peran audit internal dalam hal ini bertujuan untuk membantu 

dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan dengan 

menganalisis, memberikan penilaian, dan menyarankan kegiatan yang diaudit oleh 

auditor internal (Dinata R. et al., 2018) 

 Whistleblowing system dapat dikatakan efektif bila dapat menurunkan 

jumlah pelanggaran. Menurut Komisi Nasional Kebijakan Governance (2011), 

efektivitas penerapan whistleblowing system adalah sebagai berikut:  

1) Kondisi yang membuat pegawai menyaksikan atau mengetahui adanya 

pelanggaran mau untuk melaporkannya. Kondisi ini dapat dipenuhi 

dengan cara:  

a) Peningkatan pemahaman etika dan membina iklim keterbukaan; 

b) Meningkatnya kesadaran dan pemhaman yang luas mengenai manfaat 

dan pentingnya whistleblowing system; 

c) Tersedianya saluran untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran 

tidak melalui jalur manajemen biasa; 

d) Kemudahan menyampaikan pelaporan pelanggaran; 

e) Adanya jaminan kerahasiaan (confidentiality) pelapor.  

2). Sikap terhadap pembalasan yang mungkin dialami oleh pelapor 

pelanggaran.  

a) Kebijakan mengenai perlindungan terhadap pelapor pelanggaran 

dijelaskan secara meluas dan rinci kepada seluruh pegawai; 

b) Direksi harus menunjukan komitmen dan kepemimpinannya untuk 

memastikan bahwa kebijakan ini memang dilaksanakan. 

3). Kemungkinan tersedianya akses pelaporan pelanggaran ke luar 

perusahaan, bila manajemen tidak mendapatkan respon yang sesuai. 

a) Kebesaran hari direksi untuk memberikan jaminan bahwa hal tersebut 

tidak menjadi masalah; 
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b) Manajemen berjanji untuk menangani setiap laporan pelanggaran 

dengan serius dan benar.(Octavia Lhaksmi P. et al., 2021; Wilson, 

A.B. et al., 2018) 

 

 Pelaporan pelanggaran atau whistleblowing tidak akan terlepas dari peran 

whistleblower. Whistleblower adalah pelapor pelanggaran. Pelapor pelanggaran 

memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran 

yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri untuk ditindaklanjuti. Komisi Nasional 

Kebijakan Governance Pamungkas et al., (2017) menjelaskan bahwa: 

 “Pada dasarnya pelapor pelanggaran (whistleblower) adalah pegawai dari 

organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya 

pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat).” 

 Semendawai et al., (2011) menjelaskan pengertian whistleblower sebagai 

berikut:  

“Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali 

mengungkap atau melaporkan suatu tindakan pindana atau tindakan yang 

dianggap ilegal di tempatnya kerja atau orang lain yang berasal dari luar 

perusahaan, otoritas internal organisasi, atau kepada publik seperti media 

masa atau lembaga pemantauan publik.”  

 Dari beberapa kosep mengenai whistleblower menurut beberapa ahli yang 

telah diuraikan di atas dapat diinterpretasikan, bahwa whistleblower pada 

dasarnya ditujukan kepada seseorang yang melaporkan suatu tindakan  pidana 

atau tindakan pelanggaran di tempat kerjanya atau orang lain yang dilakukan oleh 

pegawai organisasi itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan adanya 

pelapor dari pihak luar organisasi. Pelaporan pelanggaran ini biasanya ditujukan 

kepada pimpinan atau pejabat tinggi organisasi serta publik dan lembaga 

pemantauan publik lainnya. 

 

e. Indikator Whistleblowing System 

 Dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) 

yang dikeluarkan oleh Suharto (2020), Apadore et al., (2018), Smaili, N., & 
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Arroyo, P, (2017) terdapat tiga aspek indikator Whistleblowing System, yaitu 

sebagai berikut:  

1) Aspek Struktural  

Aspek struktural merupakan aspek yang berisi mengenai elemen-elemen 

infrastruktur Whistleblowing System. Aspek tersebut terdiri dari empat 

elemen, yaitu: 

a) Pernyataan komitmen diperlukan adanya pernyataan komitmen dari 

seluruh pegawai akan kesediaannya untuk melaksanakan sistem 

pelaporan pelanggaran dan berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan 

bila menemukan adanya pelanggaran. Secara teknis pernyataan ini 

dapat dibuat tersendiri, atau dijadikan bagian dari perjanjian kerja 

bersama, atau bagian dari pernyataan ketaatan terhadap pedoman 

etika organisasi  

b) Kebijakan perlindungan pelapor harus membuat kebijakan 

perlindungan pelapor (whistleblower protection policy). Kebijakan ini 

menjelaskan secara tegas dan jelas bahwa unit pemerintah 

berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beriktikad 

baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan 

perundangan yang terkait serta best practice yang berlaku dalam 

penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing 

System). Kebijakan ini juga menjelaskan maksud dari adanya 

perlindungan pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan 

pelanggaran dan menjamin keamanan si pelapor maupun keluarganya 

c) Struktur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran 

Sistem pelaporan pelanggaran yang dilaksanakan oleh sebuah unit 

pemerintah daerah diperlukan adanya unit pengelola sistem pelaporan 

pelanggaran dengan tanggung jawab ada pada Dewan Direksi dan 

Komite Audit. Unit pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran harus 

merupakan fungsi atau unit yang independen dan mempunyai akses 

kepada pimpinan.  

2) Aspek Sumber Daya  
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 Sumber daya yang diperlukan dalam sistem pelaporan pelanggaran 

adalah personil pelaksana yang berkualitas, media komunikasi, pelatihan 

yang memadai bagi personil pelaksana, pendanaan, media untuk pengaduan 

atas balasan dari pelaporan pelanggaran. 

3) Aspek Operasional  

 Aspek operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan 

mekanisme prosedur kerja sistem pelaporan pelanggaran dan penyampaian 

pelaporan pelanggaran. Informasi mengenai adanya saluran atau sistem 

dan prosedur penggunannya haruslah dilaporkan secara menyeluruh 

kepada pegawai.  

Dalam penelitian ini menggunakan indikator pengukuran dari (Suh, J. B., &  

Hee. S.,2019) yakni sebagai berikut: 

1) Aspek kesediaan untuk melakukan tindakan whistleblowing;  

2) Aspek operasional untuk mencoba melakukan tindakan whistleblowing 

3) Aspek Perawatan dalam rencana untuk melakukan tindakan 

whistleblowing;  

4) Sikap terhadap perilaku  (attitude towerd behavior) untuk melakukan 

internal whistleblowing; 

5) Persepsi Kontrol Perilaku untuk melakukan eksternal whistleblowing jika 

internal whistleblowing tidak memungkinkan;dan 

6) Keyakinan terhadap Perilaku (Behaviour Belief) 

 

6. Big Data Analytics 

a. Definisi Konseptual Big Data 

 Hingga saat ini, definisi resmi dari istilah big data belum ada. Namun 

demikian, latar belakang dari munculnya istilah ini adalah fakta yang 

menunjukkan bahwa pertumbuhan data yang terus berlipat ganda dari waktu ke 

waktu telah melampaui batas kemampuan media penyimpanan maupun sistem 

database yang ada saat ini. 

 Big Data adalah teknologi baru pengelolaan informasi. Big data adalah 

semua data yang tidak dapat diolah atau dianalisis menggunakan proses dan tools 

yang umum digunakan saat ini. Disadari atau tidak saat ini individu maupun 

organisasi apapun memiliki akses yang luas sekali terhadap informasi dengan 

adanya internet tapi hanya sedikit dari mereka yang mampu mendapatkan value 
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dari informasi tersebut karena kebanyakan informasi itu tersedia dalam bentuk 

“mentah”, tidak terstruktur atau semi-terstruktur.  

 Secara teknis, big data merupakan sekumpulan data yang besar baik 

terstruktur, semi, maupun tidak terstruktur sehingga tidak bisa diolah 

menggunakan perangkat database relational biasa (Ardianto, A., & Anridho, N. 

,2018). Data-data yang muncul mempunyai peluang yang mampu memberikan 

sebuah petunjuk kebijakan tanpa pernah disadari sebelumnya (Basuony et al., 

2020). Big Data merupakan tren teknologi untuk melakukan pendekatan baru 

dalam memahami dunia dan membuat keputusan bisnis (Fay, R., & Negangard, E. 

M.,2017). Keputusan-keputusan ini dibuat berdasarkan data dalam volume yang 

sangat besar terstruktur, tidak terstruktur dan kompleks (misalnya tweet, video, 

transaksi komersial). 

 Menurut Dumbill, E. (2013) big data adalah data yang melebihi proses 

kapasitas dari kovensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu 

cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk 

mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan altenatif untuk 

memprosesnya. 

 Big Data, seringkali didefinisikan secara umum sebagai data yang luar biasa 

banyak, berisi berbagai macam value  dalam  satu atau lebih tabel di database. 

Investopedia (2020) memberikan definisi bahwa big data merujuk pada besar dan 

bervariasinya kumpulan informasi yang tumbuh terus menerus dan secara cepat 

dapat berubah baik itu dalam hal pengkolektifannya, bentuk informasinya dan 

varietas datanya. Varietas data ini tidak hanya huruf dan angka, namun bisa 

berkembang dalam bentuk gambar, suara, video; maupun bentuk informasi seperti 

jumlah klik masuk, jumlah perubahan, dan sebagainya.  

Dalam konteks audit laporan keuangan, auditor akan fokus pada transaksi 

keuangan, saldo keuangan, pengungkapan (disclosures) transaksi yang digunakan 

pada pelaporan keuangan dan asersi manajemen yang terkait. Dalam melakukan 

audit keuangan, auditor harus mengacu kepada standar audit yang berlaku, 

misalnya International Statements on Auditing (ISAs).  “Data is just like crude. 

It’s valuable, but if unrefined it cannot really be used. It has to be changed into 
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gas, plastic, chemicals, etc; so must data be broken down, analyzed for it to have 

value.” – Michael Parmer  

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut peneliti menyimpulkan bahwa big 

data dalam penelitian ini yakni terkait dengan penjelasan mengenai data yang 

memiliki volume besar, dengan periode yang sangat cepat sehingga tidak dapat 

diproses menggunakan alat tradisonal biasa dan harus menggunakan cara dan alat 

baru untuk mendapatkan nilai dari data yang memudahkan auditor dalam 

melakukan proses audit dalam pekerjaannya. 

 

b. Definisi Konseptual Big Data Analytics 

 Pertumbuhan data yang sangat cepat serta aksesibilitas yang semakin mudah 

merupakan keuntungan yang sangat besar bagi para penggunanya. Namun, data 

hanya sekadar data dan tidak bisa digunakan apabila tidak "diterjemahkan". 

Tantangan yang dihadapi auditor sebagai salah satu pengguna big data adalah 

bagaimana data yang besar tersebut disimpan, dikelola, dan dimanfaatkan. Cara 

yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan big data analytics, yaitu strategi 

menganalisis big data untuk mengungkap pola dan koneksi yang mungkin tidak 

terlihat sehingga dapat memperoleh wawasan dan informasi berharga untuk 

kemudian menjadi sebuah insight dan membantu dalam membuat keputusan 

(Ahmad, F, 2019; Alzamil, Z et al., 2020) 

 Dengan adanya big data analytics, manfaat yang diterima auditor tidak lagi 

terbatas pada pengujian berbasis sampel, big data memungkinkan population-

based audit. Hal ini merupakan potensi yang amat berguna, bahkan mampu 

mengubah pelaksanaan audit (Ardianto, A., & Anridho, N, 2018). Melakukan 

pengujian terhadap objek audit secara menyeluruh akan memberikan hasil audit 

yang lebih relevan, sebab dapat menghilangkan bias dan risiko dalam pemilihan 

sampel. Selain itu, volume data yang besar memungkinkan auditor untuk 

mengelompokkan data-data berdasarkan perbedaan variabel (seperti jumlah 

transaksi, waktu, dan lokasi) untuk menemukan pola atau anomali yang kemudian 

menjadi dasar pengujian yang lebih mendalam (Chiang, R., & C. Storey, V. 

,2018) 
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 Melalui pola dan informasi yang dihasilkan oleh big data analytics, prediksi 

dapat dilakukan dengan lebih akurat, bahkan identifikasi kecurangan pun menjadi 

lebih mudah. Menurut Kruskopf, S.et al., (2019) menyatakan bahwa penggunaan 

utama dari big data analytics adalah untuk mendeteksi fraud. Sebab, disamping 

tersedianya pola dan informasi yang mempermudah penemuan fraud, manipulasi 

elemen-elemen big data untuk menyembunyikan fraud akan sulit dilakukan. Jika 

kita mencari oknum pelaku kecurangan, kita dapat menghubungkan antara data 

tidak terstruktur dan data terstruktur (data-data finansial) untuk mencari anomali 

dan menambah insight yang lebih dalam. Ini adalah teknik yang dikembangkan 

oleh praktik akuntansi forensik dalam proses audit (Cuthbertson, R.Tawei Wang, 

2015). 

 Jadi, yang dimaksud big data analytics dalam penelitian ini adalah ialah 

suatu proses menelusuri (inspecting), cleaning, mentransformasi (transforming), 

dan modelling big data  untuk menemukan (discover) dan mengkomunikasikan 

informasi dan patterns, memberikan saran dan mendukung pengambilan 

keputusan. 

 

c. Karakteristik Big Data 

 Big data memiliki karakter dasar 3V yaitu Volume, Velocity, dan Variety. 

Namun, pada perkembangannya ditambahkan lagi Value dan Veracity, sehingga 

saat ini dikenal memiliki karakter dasar 5V yakni : (Ardianto, A., & Anridho, N. 

,2018; Basuony et al., 2020) 

1) Volume 

Mengacu pada sejumlah big data yang dihasilkan setiap detik nya. Artinya 

sekumpulan data dalam jumlah dan volumeyang sangat besar dan kadang 

tidak terstruktur. Contohnya feed Twitter, feed Istagram, data teks chat 

dan status Whatsapp, alur klik user dari halaman web.  

2) Velocity 

Data dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dapat 

langsung digunakan pada detik itu juga (lebih real time). Salah satu 

buktinya antara lain, adanya sistem operasi onlineberbasis Microsoft 

Silverlight, aplikasi perkantoran (office) berbasis web seperti 

Office365, cloud storage seperti Dropbox dan GDrive, 

3) Variety 

Data bisa disebut sebagai big data jika memiliki karakteristik yang 
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bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki banyak sekali 

variabel dan sangat beragam meliputi berbagai jenis data baik data yang 

telah terstruktur dalam suatu database maupun data yang tidak terorganisir 

dalam suatu database. Untuk data-data semacam itu akan memerlukan 

waktu lebih untuk memprosesnya, karena bisa jadi di dalam data yang 

tidak terstruktur tersebut masih ada data lain atau data baru yang bisa 

digali. 

4) Veracity 

Big datamemiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan kevaliditasan 

sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisis big data agar bisa 

menghasilkan keputusan yang tepat. Karakter veracity mengarah kepada 

seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu data. 

5) Value 

Value berarti big data memiliki nilai yang sangat tinggi apabila diolah 

dengan cara yang tepat guna atau dapat juga dikatakan seberapa 

bernilainya atau bermaknanya suatu data. 

  

Gambar berikut menggambarkan lima karakteristik big data yang telah 

berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu: 

 

 

 

 
 
 
            
 

Gambar 2.10. Karakteristik Big Data 

 Dari definisi tersebut, terdapat tiga karakteristik khusus big data, yang 

sering dikenal dengan sebutan “5Vs” yaitu volume, velocity, variety, velocity, dan 

veracity. Kompleksitas dari big data tidak dapat dimanipulasi atau dianalisis 

hanya dengan menggunakan metoda dan perangkat lunak standar (Zraqat, O. 

M.,2020 ; Yoon, K., Hoogduin, L., & Zhang, L., 2015; McAfee et al., 2012).  

Dalam membantu mempermudah pekerjaan auditor penggunaan big data 

analytics sangat membantu melakukan akselerasi dalam penelusuran bukti audit. 

Berikut penjelasan mengenai informasi kelebihan penggunaan software data 

analytics dalam audit antara lain : 



76 

 

 

 

1. Universal Data Access, yaitu dapat mengakses data dari hampir semua 

jenis database yang ada (DBF, XLS, Text File, report file, Oracle, SQL, 

DB2, AS/400 FDF, COBOL, dsb) dan semua platform(PC, 

minicomputer, dan mainframe); 

2. Jumlah Data Besar, yaitu kemampuan dalam mengakses dan memproses 

data dalam jumlah yang sangat besar (hingga ratusan juta record); 

3.  Kecepatan Waktu Proses, kemampuannya untuk memproses dalam 

waktu yang singkat walaupun data yang diproses dalam jumlah yang 

besar; 

4.  Integritas Data, dengan kemampuan mengakses database 100% (tanpa 

metode sampling) serta data yang bersifat Read Only yang dapat 

menjamin orisinalitas, keamanan dan integritas data untuk pengolahan 

menjadi informasi yang bermanfaat bagi user dan manajemen; 

5. Automasi, pembuatan aplikasi audit yang sangat cepat dan mudah untuk 

melakukan automasi analisis data untuk efisiensi proses kerja; 

6. Multi File Process, dapat digunakan untuk menangani beberapa file 

sekaligus, tanpa mengganggu operasional teknologi informasi yang 

dijalankan oleh perusahaan; 

7.  Log File Navigation, dilengkapi dengan log file untuk pencatatan proses 

analisis yang telah dilakukan sehingga menghasilkan suatu audit trail 

yang komprehensif;dan 

8. Fungsi Analisis yang Lengkap, dilengkapi fungsi-fungsi analisis yang 

sangat lengkap yang dapat dengan mudah dikombinasikan dalam 

menghasilkan temuan-temuan yang tidak pernah terkirakan sebelumnya.  

 

d. Penggunaan Big Data Analytics 

 Big data analytics dapat dimengerti sebagai penggunaan aplikasi canggih 

untuk analisis data atau alat baru untuk auditor dan pemeriksa yang tertarik untuk 

mencegah dan mendeteksi penipuan/kecurangan. Bahkan, big data analytics jika 

diterapkan pada kasus dengan jutaan transaksi menjadikan identifikasi gejala 

penipuan lebih mudah ditemukan dibandingkan ketika hanya diterapkan hanya 

pada beberapa ribu transaksi, dikarenakan analisa terhadap pola-pola dalam data 

menjadi lebih jelas dan memusatkan perhatian pada penipuan. Penggunaan proses 

analisis data melalui big data analytics menggunakan perangkat lunak tertentu 

yang didedikasikan untuk audit, mampu memberikan analisa mendalam tentang 

kemungkinan ditemukannya proses ekonomi yang tidak wajar, penipuan dan 

korupsi (Lohapan, N. 2021; Serag, A.& Al-Aqiliy, L. M.,2020) 

 Teknik analisis data melalui big data analytics dikenal juga dengan 

istilah forensic data analytic (FDA), yang saat ini digunakan dalam banyak 
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organisasi internasional, tetapi ada adopsi yang jauh lebih rendah dari alat FDA 

yang lebih canggih seperti yang digambarkan pada Tabel 2.7. Diketahui, 65% 

peserta survei melaporkan penggunaan alat spreadsheet seperti Microsoft Excel 

dan 43% laporkan penggunaan alat basis data seperti MS Access atau MS SQL 

Server. Meskipun alat ini penting untuk setiap program FDA, mereka sering fokus 

pada pencocokan, pengelompokan, pemesanan, penggabungan atau pemfilteran 

data yang terutama bersifat deskriptif sebagai berikut: 

Tabel.2.7 Jenis FDA yang banyak digunakan organisasi (sektor privat) 

NO. FORENSIC DATA ANALYTIC TOOLS PERCENT 

1 Spreadsheet tools (ex: Microsoft Excel) 65% 

2 Database tools (ex: Microsoft Access, Microsoft SQL Server) 43% 

3 Continuous monitoring tools, which may include governance risk and 

compliance (GRC) tools (SAP, SAI Global, Oracle) 

29% 

4 Text analytics tools or keyword searching 13% 

5 Forensic analytics software (ACL, iDEA) 26% 

6 Social media/web monitoring tools 21% 

7 Visualization and reporting tools (Tableau, Spotfire, QlikView) 12% 

8 Statistical analysis and data-mining packages (SPSS, SAS, R, Stata) 11% 

9 Big data technologies (Hadoop, Map Reduce) 2% 

10 Voice searching and analysis (Nexidia, NICE) 2% 

Sumber: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Global-Forensic-Data 

  

 Menurut kesimpulan dari laporan ACFE, perlu dicatat bahwa peneliti 

mengidentifikasi pemantauan/analisis data proaktif sebagai salah satu alat yang 

paling efektif untuk pengendalian anti fraud, dalam membantu mengurangi 

kerugian penipuan dan durasi skema penipuan, diketahui sebanyak 34,8% 

Organisasi (non-privat) yang telah menggunakan big data analytics secara 

proaktif mengalami kasus fraud, sedangkan organisasi yang belum menggunakan 

big data analytics secara proaktif mengalami kasus fraud sebanyak 65,2%, alasan 

kendala utama dalam penerapan big data analytics secara proaktif diuraikan 

dalam tabel 2.8 sebagai berikut: 
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Tabel.2.8. Kendala Dalam Memanfaatkan Data Analytics Pada Saat Audit 

NO. HAMBATAN PROSENTASE% 

1 SDM dengan keterampilan dan pengetahuan yang 

diperlukan saat ini tidak berada di dalam departemen 

audit internal 

19,8 

2 Keterbatasan akses data ke auditi untuk dilakukan 

melalui big data analytics 

20 

3 Belum diatur lengkap metodologi dan pendekatan audit 

yang mendukung penggunaan big data analytics  

20 

4 Penggunaan big data analytics dianggap sebagai sarana 

untuk meningkatkan efisiensi melakukan kegiatan audit 

19,8 

5 Lainnya 20,4 

(Sumber: PricewaterhouseCoopers (2010) State of the internal audit profession study) 

 

Big data analytics dapat digambarkan sebagai pemeriksaan mendalam 

tentang makna dan fitur-fitur penting dari data yang tersedia, untuk 

mengidentifikasi informasi penting, menggunakan metode dan teknik khusus. Ini 

adalah domain interdisipliner yang mencakup cabang seperti komputer sains (ilmu 

komputer), ilmu matematika, statistik, ekonomi, psikologi, hukum, dan ilmu 

kognitif lainnya. 

Pemeriksaan data yang teliti ini mengidentifikasi kesenjangan data, 

kekuatan, kelemahan, disfungsi, kerentanan dan faktor-faktor risiko yang 

mungkin merupakan ancaman dan akhirnya menyarankan garis pemandu. 

Meskipun di lapangan ada beberapa konsep analisis data seperti analisis intelijen, 

analisis bisnis, dll., Semuanya memiliki komponen yang sama. Perbedaan 

tergantung pada ruang lingkup, sifat data, produk analitis, kegunaan praktis, dan 

penerapan. 

 Menurut Manita,R. et al., (2020), Tiberius, V., & Hirth, S.(2019), Salijeni, 

G, (2021), terkait dengan big data analytics sebagai sistem untuk pencegahan dan 

deteksi penipuan, dapat diidentifikasi dengan beragam jenis analisis, beberapa di 
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antaranya sangat kompleks, tetapi di antara semuanya, kita bisa mengidentifikasi 

dua tipe analisis klasik: analisis operasional (operational analysis) dan analisis 

strategis (strategic analysis). Konsep dasar analisis dengan big data analytics, 

diringkas dalam Tabel.2.9 sebagai berikut: 

Tabel.2.9. Konsep Dasar Analisi dengan Big Data Analytics 

Methodes Strategic analysis Operational analysis 

Techniques Risk analysis, Results analysis, 

Phenomenon analysis, Situational 

picture analysis, statistical 

analysis, SWOT Analysis PESTEL 

Analysis, Scenarios technique 

Case analysis, Comparative 

case 

Analysis Links analysis, 

Flow analysis, Event 

analysis Analysis of 

activities, Financial 

Analysis, Analysis phones, 

Risk analysis, SWOT 

Analysis, Profile Suspect 

Analysis, Geospatial 

Analysis, Technology 

scenarios etc. 

Procedures Graphical representation (histograms, relation maps, flow maps, 

maps of activities, of events, geospatial maps), Space viewing, 

Three dimensional Viewing etc. 

Instruments Mathematics, Statistics, Office Excel, Access, SAS, iDEA, 

GeoMedia Professional, GPS, Map, ANB, iBase, Palantir, paper, 

pencil, etc. 

(Sumber: Research from Lee, J. W. (2021). 

  

 Big data analytics memang bekerja lebih efektif apabila diperuntukkan audit 

dengan volume data yang besar, melalui analisa statistik, untuk menggambarkan 

fenomena disertai rumusan penjelasan dan prediksi, untuk menjadi bahan 

keputusan manajemen. Analis riset harus melihat objek yang relevan seperti 

“elang dari langit”, mampu membedakan bintik-bintik warna daripada detail 

(Dagilienė, L., & Klovienė, L. 2019; De Santis, F., & D’Onza, G. 2021; Eilifsen, 

A. et al., 2020). Dan pada akhirnya yang menjadi harapan utama adalah big data 

analytics sebagai salah satu analisis strategis menawarkan tinjauan makro terkait 

dengan adanya risiko terjadinya fraud, untuk dapat dilakukan mitigasi. 
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e. Big Data Analytics dan Implikasinya terhadap Profesi Auditor 

 Penggunaan teknologi informasi mengakibatkan pertumbuhan volume data 

digital yang massif terjadi hampir di seluruh dunia selama dua dekade terakhir 

(Chiang, R., & C. Storey, V.,2018; Eulerich.M. et al., 2019). Data, termasuk big 

data analytics telah menjadi komoditas yang bekembang pesat di setiap aspek 

bisnis dan ekonomi global. Dikompilasi dari berbagai literarur Greco, M., & 

Grimaldi, M. (2016) mendefinisi big data analytics sebagai “Aset berupa 

informasi yang memiliki karakteristik yaitu volume (volume), kecepatan 

(Velocity), dan variasi (variety) tinggi sehingga membutuhkan teknologi dan 

metoda analisis khusus untuk dapat ditransformasi menjadi informasi yang 

bernilai”.  

 Big data analytics dihasilkan dari perangkat digital dan lingkungan 

berteknologi, yang kemudian ditransformasi menjadi data, atau istilah khususnya 

disebut dengan ”datafikasi” (datafication) (Mousa Alrashidi et al., 2022; Brown-

Liburd et al., 2015; Austin, A. et al., 2020). Lebih lanjut (Gepp et al., 2018; Kend, 

M., & Nguyen, L. A. 2020) menjelaskan bahwa datafikasi memiliki fitur yang 

canggih seperti dapat melacak ribuan peristiwa secara simultan, dilakukan secara 

waktu nyata (real time), melibatkan beragam angka, teks, gambar, suara, dan 

video, seta membutuhkan kapasitas penyimpanan sebesar petabyte (ribuan 

terabyte). Big data analytics membutuhkan teknologi penyimpanan, 

pemeliharaan, analisis, serta visualisasi yang canggih dan unik (C. Storey  et al., 

2012). 

 Sejalan dengan penciptaan nilai di atas, auditor dapat memanfaatkan big 

data analytics, terutama yang berkaitan dengan customisasi dan analisis data yang 

lebih mendalam di proses audit. Apabila big data analytics banyak 

diimplementasikan oleh klien audit, mau tak mau proses audit harus 

menyesuaikan. Beberapa tahapan audit yang secara langsung dipengaruhi oleh 

adanya big data analytics antara lain terkait dengan penyampelen audit (audit 

sampling), penilaian risiko audit, dan pengumpulan bukti audit yang dapat 

memenuhi kriteria “cukup dan tepat”dari big data analytics.  
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Big data analytic dapat membantu proses audit sesuai dengan standar ISA, 

seperti dibawah ini: 

a.   Mengidentifikasi dan menilai resiko yang terkait dengan keputusan 

untuk menerima atau melanjutkan penugasan audit, misalnya, 

adanya resiko kebangkrutan atau management fraud (kecurangan 

manajemen) tingkat tinggi yang terjadi pada entitas/perusahaan yang 

diaudit. 

b.  Mengidentifikasi dan menguji salah saji (misstatement) yang 

material yang ada pada laporan keuangan karena adanya fraud, dan 

menguji fraud atas risiko yang ditemukan. (ISA 240). 

c.   Mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji (misstatement) yang 

material melalui pemahaman terhadap entitas/perusahaan yang di 

audit dan lingkungannya (ISA 315). Ini termasuk kegiatan 

melakukan preliminary prosedur analitis, dan mengevaluasi 

rancangan dan implementasi pengendalian internalnya dan menguji 

efektifitas pengendalian internal. 

d.  Melakukan prosedur analitis substantive sebagai respon atas 

penilaian auditor terhadap risiko salah saji yang material (ISA 520). 

e.   Melakukan prosedur analitis ketika mendekati akhir dari proses audit 

untuk membantu auditor dalam menentukan kesimpulan yang 

menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah konsisten 

dengan pemahaman auditor terhadap entitas/perusahaan yang diaudit 

(ISA 520).  

Dalam implementasi yang tepat dari kerangka kerja ini, lapisan visualisasi 

menawarkan alur kerja yang digerakkan oleh analitik. Tingkatan dalam layer 

tersebut yang digunakan seorang auditor memonitoring dan evaluasi setiap 

kegiatan yang terjadi yang membutuh transaksi dan data dalam jumlah yang besar. 

Uraian diatas menjelaskan bahwa trend big data analytics sudah dapat 

diimplementasikan dalam proses audit. Dibutuhkan kesiapan auditor dalam 

menghadapi fenomena ini melalui kesiapan dalam beradaptasi dan merubah 

paradigma terhadap perubahan trend ini.  

 

f. Impelementasi Big Data Analytics dan Rantai Blok dalam Proses Audit 

 KPMG (2017) mendefinisi data analytics sebagai “proses analitis yang 

diambil dari data operasi, keuangan, dan bentuk data elektronik lain yang berasal 

dari internal atau eksternal organisasi.” Data analytics menjadi relevan untuk 

digunakan di dalam lingkungan big data karena kemampuannya memproses data 

yang kompleks. Big data analytics secara spesifik meliputi inspeksi, seleksi, 
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transformasi, dan pemodelan big data untuk memahami dan menyajikan informasi 

dan pola yang bermanfaat, memberikan rekomendasi, dan serta mendukung 

pengambilan keputusan auditor (Xu, Y., & Ziegenfuss, D. E. (2014). 

 Standar Audit Internasional (International Standars on Auditing/ISA) 

menjelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk 

meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (IAASB, 2014). Sejalan 

dengan hal tersebut, pengguna laporan keuangan memiliki ekspektasi agar auditor 

memberikan kualitas audit yang tinggi yang tertuang dalam laporan opini auditor. 

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan 

salah saji material dalam laporan keuangan klien dan kemudian melaporkannya 

dengan tepat (DeAngelo, 1981; Jere R. Francis, 2004)  

Menurut Defond and Zhang (2014) menambahkan bahwa kualitas audit 

memberikan asurans yang lebih tinggi terhadap kualitas pelaporan keuangan 

secara keseluruhan. Berdasarkan pendapat Austin, A. et al., (2021) menjelaskan 

lebih lanjut bagaimana implementasi big data analytics akan menggantikan 

pendekatan audit tradisional, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas audit. 

Kemampuan big data analytics untuk meninjau mempermudah dalam 

memungkinkan auditor melakukan analisis yang lebih efisien pada skala yang 

lebih besar (KPMG, 2017; Cuthbertson, 2015) 

 Pendekatan audit dengan teknologi rantai blok menitikberatkan pada audit 

atas teknologi karena semakin minimnya peran manusia dalam pelaporan 

keuangan. Perubahan tersebut ditunjukkan melalui bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Rantai Blok dalam Proses Audit 

Sumber: http://ibsix.com/2018/03/21/blockchain-technology-and-its-potential-to-

disrupt-accounting/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890838904000769#!
http://ibsix.com/2018/03/21/blockchain-technology-and-its-potential-to-disrupt-accounting/
http://ibsix.com/2018/03/21/blockchain-technology-and-its-potential-to-disrupt-accounting/
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Uraian diatas menjelaskan bahwa trend big data analytics sudah dapat 

diimplementasikan dalam proses audit melalui kesiapan auditor. Perkembangan 

teknologi terbaru menawarkan bentuk digitalisasi lain, yang dikenal sebagai 

teknologi rantai blok (Vetter et al., 2018). Sejalan dengan perkembangan tersebut  

menurut Kend, M., & Nguyen, L. A. (2020). Rantai blok adalah buku besar 

(ledger) digital yang dibuat untuk menangkap transaksi yang dilakukan oleh 

berbagai pihak/pengguna dalam suatu jaringan secara waktu nyata. Rantai blok 

menggunakan buku besar berbasis internet yang terkoneksi secara langsung tanpa 

perantara (peer-to-peer-ledger) di mana buku besar tersebut mencakup semua 

transaksi sejak dibuat yang memungkinkan pra pihak untuk melakukan transaksi 

secara langsung satu sama lain melalui satu buku besar distribusian, sehingga 

menghilangkan kebutuhan akan autoritas terpusat (Bible, W et al., 2017). 

 Salah satu keuntungan dari melihat tata kelola big data analytics sebagai 

Piramida adalah bahwa hal itu memperlihatkan tata kelola sebagai hierarki dan 

lapisan kebijakan. Perhatikan diagram berikut yang menunjukkan piramida empat 

lapis untuk pemerintahan. Di puncak piramida, terlihat manfaat dan nilai tata 

kelola dengan memiliki data yang sepenuhnya diatur dan tepercaya melalui bagan 

berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12.The Big Data Analytics Governance Pyramid 

Data ini tersedia untuk seluruh kegiatan untuk pengguna yang memiliki hak 

istimewa yang dapat menjalankan model analitik data, laporan intelijen bisnis, 

kueri ad-hoc, penemuan data, dan ekstraksi wawasan data. Keberhasilan lapisan 

atas bergantung pada efektivitas lapisan bawah. Platform data yang sepenuhnya 

1. Broad Data Collection, 

Raw Data 

2. Data is Refined, processed, 

Cleansed, well defined complete 

4. User community ad-hoc 

queries, Big Dta analytic, reports 

3. Data modeling, data blending, big 

data analytics pipelines & products 

Data Fully Governed (Trusted) 

Metadata: searchable Catalog 

ILM: Access control, retention 

policy 

Quality: Mentor & test 

completeness 

Metadata Register data 

ILM Access control retention 

policy 
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diatur dan tepercaya (lapisan 4) memerlukan kotak pasir yang berfungsi dan 

efektif untuk komunitas pengguna (lapisan 3). Lapisan 4 adalah tingkat di mana 

pengguna melakukan pemodelan, analitik data besar, menyiapkan pipeline analitik 

data, dan produk data. Lapisan 3 adalah tingkat di mana pengguna memperbaiki 

data mereka, memprosesnya, membersihkan, mentransformasikan dan mengkurasi 

dan mempersiapkannya untuk analisis. Fungsionalitas kotak pasir membutuhkan 

data lake yang kuat dan terkonfigurasi dengan baik untuk berkembang (lapisan 2). 

Di kedua lapisan 2 dan 3, sangat penting untuk menerapkan registri metadata 

sehingga pengguna dapat menelusuri katalognya dan menemukan data yang 

mereka butuhkan yakni melalui penjelasan berikut: 

 Untuk menggambarkan seberapa pentingnya penggunaan big data analytics 

dalam membantu mempermudah pekerjaan seorang akuntan dalam hal screening 

maupun filter transaksi yang kurang relevan pada saat penginputan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past   Time   Future 

Gambar 2.13. Penggunaan Big Data  Analytics dan Pemanfaatan Science 

dalam Mempermudah Pekerjaan 
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Melalui pola dan informasi yang dihasilkan oleh big data analytics, 

prediksi dapat dilakukan dengan lebih akurat, bahkan identifikasi fraud pun 

menjadi lebih mudah. Menurut Bauer, T., & Estep, C. (2019) menyatakan bahwa 

penggunaan utama dari big data analytics adalah untuk mendeteksi fraud. Sebab, 

tersedianya pola dan informasi yang mempermudah penentuan fraud, maka 

kegiatan melakukan manipulasi elemen-elemen big data analytics dapat 

menyembunyikan kegiatan kecurangan akan mudah diidentifikasi. 

 

g. Pemanfaatan Big Data  Analytics pada Instansi Pemerintahan 

 Big data analytics dimanfaatkan oleh sistem pemerintahan untuk 

mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Beberapa manfaat yang dapat 

diambil dari big data analytics di pemerintah dapat berupa pemanfaatan untuk 

program pemerintah, memberdayakan warga untuk meningkatkan transparansi 

dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Berikut proses big data analytics 

itu terjadi menjadi sebuah keputusan: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Proses Big data analytics menjadi sebuah keputusan 

 Big data analytics pada sistem pemerintahan dapat menciptakan beragam 

kebijakan yang lebih cepat, akurat dan murah dengan berbagai institusi di 

Pemerintahan. Penggunaan big data analytics yang menggunakan informasi 

dengan menggunakan pendekatan analitik, sehingga hasilnya menjadi lebih 

terstruktur. Peran big data analytics bagi pemerintahan atau layanan publik sangat 

penting karena dengan menggunakan analitik dari big data analytics sehingga bisa 

mentransformasikan data eskternal tersebut menjadi sebuah informasi. Kemudian 

menerjemahkan informasi tersebut menjadi sebuah kebijakan yang akan 
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membantu kinerja pemerintahan. Beberapa hal yang dapat dicapai oleh 

pemerintah dengan memanfaatkan teknologi big data analytics adalah: 

a. Meningkatkan kinerja pemerintah 

Peningkatan kinerja pemerintah disebabkan oleh adanya efisiensi kerja 

yang dilakukan dengan mamanfaatkan big data analytics sehingga 

pekerjaan konvensional menjadi berkurang. Dengan meningkatnya kinerja 

pemerintah diharapkan akan membawa dampak yang baik bagi 

kelangsungan hidup negara dan rakyatnya. Pemerintah bisa memanfaatkan 

kumpulan data-data yang ada di dalam big data analytics tersebut menjadi 

informasi dengan cepat, mudah, akurat dan murah untuk menentukan 

kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya; 

b. Meningkatkan pendapatan negara 

Penggunaan big data analytics dalam sistem pemerintahan akan 

meningkatkan pendapatan negara. Penggunaan big data analytics akan 

mengurangi beban pada infrastruktur sehingga akan mengurangi jumlah 

pengeluaran negara; 

c. Transparansi pada semua sektor pemerintahan 

Dampak penggunaan Big data analytics dalam sektor pemerintahan adalah 

adanya transparansi pada data-data yang disajikan. Hal ini akan sangat 

berguna bagi masyarakat untuk mengetahui secara lebih transparan data-

data yang mengenai pemerintahan sehingga dapat mewujudkan open 

government yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 

 

 Big data analytics banyak digunakan dalam bidang kewenanganan 

terutamanya untuk meningkatkan pengesanan penipuan. Untuk mengesan dan 

mencegah penipuan, big data analytics menganalisis pola data transaksi masa 

nyata dan mencari korelasi antara pelbagai sumber. Tingkah laku pelanggan 

semasa melakukan transaksi akan direkomendasikan dan dianalisis untuk 

mengenal pasti corak bagi pelanggan. Penggunaan big data analytics di institusi 

mampu mengenal pasti corak yang berkaitan dengan penipuan dan mengetahui 

transaksi baru yang sesuai dengan model corak.  

 

h. Indikator Pengukuran Big Data Analytics 

 Ahmed & Ameen (2017) menjelaskan bahwa pada dasarnya big data 

analytics dapat dipahami dan dijelaskan dengan melihat karakteristik utamanya 

dari big data itu sendiri yaitu: a. volume (ukuran yang besar); b. variety (jenis data 

yang bervariasi); c. velocity (penciptaan data yang cepat); d. veracity (kerentanan 
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dari sisi akurasi dan keandalan data); dan e. value (memiliki nilai yang tinggi jika 

diolah dengan cara yang tepat).  

 Variabel ini menggunakan referensi dari Rezaee et al., (2018) dalam rangka 

menyusun indikator pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian ini. 

Tepatnya terdapat 5 indikator yang digunakan dalam model dalam penelitian ini 

yakni: 

1)    peran big data analytics yang meningkatkan fungsi dalam mencegah 

fraud dan  pencegahan perilaku financial crime;  

2)    memaksimalkan penggunaan big data analytics;  

3)    Penggunaan jenis big data dan bukti  audit yang bervariasi ;  

4)    Penciptaan  big data analytics  yang cepat dalam mencegah fraud dan 

financial crime  

5)    Akurasi dan keandalan big data analytics dalam audit 

 

2.2. Penelitian Sebelumnya 

 Sebelum penelitian ini dibuat peneliti, peneliti terdahulu telah membuat 

penelitian yang berkaitan dengan fraud audit dan financial crime dalam 

mendeteksi kecurangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rekapitulasi pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 2.10. 

Penelitian  Terdahulu 
Variabel Internal Audit (X1) 
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Judul Penelitian 

Jurnal 
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1. Hubungan antar variabel 
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Internal audit memiliki peranan penting dalam mengevaluasi aktivitas 
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memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan 

bahwa program dan pengendalian anti kecurangan telah berjalan efektif. 

Aktivitas internal audit dapat mencegah sekaligus mengatasi fraud audit 

internal dapat menjadi barometer standar perilaku di dalam organisasi 

melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, 

yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien.  
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et al., 2021; Wijayanti & Hanafi, 2018; Yuniarti, 2017; Pua et al., 2017; 

Ginanjar & Syamsul, 2020) Menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara internal audit terhadap pencegahan 

kecurangan. Dari adanya penelitian tersebut, peneliti tertarik menguji 

apakah ada pengaruh langsung antara internal audit terhadap pencegahan 

kecurang yang ada pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera di 

Indonesia, dengan asumsi bahwa semakin baik kemampuan internal audit 

akan efektifnya peran internal audit, maka pencegahan kecurangan dapat 

dijalankan. 

b.   Pengaruh risk management terhadap pencegahan kecurangan 

(Alleyne, 2016; Johansson & Carey, 2016; Kurniawan Saputra et al., 2020; 

Lee & Fargher, 2013; Mursalim et al., 2021; Pamungkas et al., 2020; 

Puryati & Febriani, 2020; Robinson et al., 2012; Saputra & Sanjaya, 2019; 

Shonhadji & Maulidi, 2021; Yulian Maulida & Indah Bayunitri, 2021; 

Sujana et al., 2020; Triantoro et al., 2020; Romadaniati et al., 2020; 

Sudarma et al., 2019; Pramudyastuti et al., 2021; Mersa et al., 2021; 

Ariastiani et al., 2018) menemukan bahwa risk management secara positif 

dan signifikan berhubungan dengan pencegahan kecurangan. Risk 

management diartikan sebagai sebuah hubungan cara-cara setiap individu 

memanfaatkan pengetahuan, keahliaan, dan perilakunya dalam bekerja 

yang berkaitan dengan jenis tugas kontekstual tertentu, yakni berkenaan 

dengan apa yang harus dikerjakan, dan sebagus apa pekerjaan yang 

dilakukan. Di dalam penelitian ini penulis berargumentasi bahwa risk 

management adalah faktor penentu dimana semakin tinggi risiko yang 

muncul maka akan semakin banyak hal yang dilakukan dalam upaya 

pencegahan kecurangan sehingga mengakibatkan semakin rendah 

kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan. 

c.   Pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alazzabi et al., 2020; Chowdhury & 

Shil, 2019; Harahap & Nengzih, 2021; Hussaini et al., 2018; Pangaribuan, 

2020; Shanmugam et al., 2012; Sunaryo et al., 2019) menunjukkan bahwa 
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secara parsial whistleblowing system memberikan pengaruh positif yang 

artinya semakin tinggi whistleblowing system maka semakin kecil 

kecenderungan kemungkinan tindakan kecurangan. Dalam penelitian ini 

disimpulkan adanya whistleblowing system ini meliputi yang ada dalam 

suatu instansi, dan adanya kepatuhan terhadap whistleblowing system 

didalamnya. Semakin baik whistleblowing system suatu instansi 

pemerintah maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan. 

Demikian pula semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap whistleblowing 

system maka akan semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan di sektor 

pemerintahan. 

d. Pengaruh teknologi informasi (big data analytics) terhadap 

pencegahan kecurangan 

Pemanfaatan teknologi informasi (big data analytics) dalam pekerjaan 

telah mengubah secara radikal tipe pekerjaan, pekerja, organisasi, dan 

sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola organisasi. Sukses 

penyidik dan auditor sangat bergantung kepada kemampuannya 

menyumbang nilai terhadap organisasi melalui pemanfaatan teknologi 

informasi secara efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemahaman akan penggunaan teknologi informasi melalui big data 

analytic berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan 

kecurangan (Broeders et al., 2017; Roger Clarke, (2016); Herland et al., 

2018;Vikash Sharma, 2016; Zhang, J., Yang, X., & Appelbaum, D.,2015) 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

  Seiring dengan semakin kompleknya aktivitas yang terjadi pada dinamika 

Digital, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi sektor publik terutama pada 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera di Indonesia akan semakin kompleks 

sehingga semakin sulit untuk mengawasi seluruh kegiatan pelayanan pada 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera di Indonesia, dimana semakin besar 

kemungkinan untuk terjadinya fraud bahkan potensi aktivitas yang mengarah 

pada perilaku financial crime.  
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 Masalah-masalah kecurangan yang muncul dalam Instansi Pemerintah 

merupakan tanda bahwa terdapat fungsi yang tidak dilaksanakan secara taat dan 

konsisten, dampaknya tata kelola menjadi tidak sehat. Oleh karena itu perlu 

adanya mediasi pencegahan fraud dalam mengatasi pencegahan perilaku financial 

crime sedini mungkin dalam upaya menghindari terjadinya tindak kecurangan 

(fraud). Mengatasi hal ini, yang harus di berdayakan secara konsisten adalah 

peran internal audit yang dapat memicu terlaksananya pengendalian risk 

management dan patuhnya masyarakat akan pemanfaatan whistleblowing system 

dengan penggunaan big data analytics serta peran penting dalam berbagai aspek 

organisasi yang termasuk di dalamnya adalah pencegahan fraud dan pencegahan 

perilaku financial crime. Pencegahan fraud yang dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan suatu upaya, sistem dan prosedur reintegrasi yang dapat menekan 

terjadinya faktor penyebab fraud, menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab 

timbulnya kecurangan, dan menghalangi terjadinya fraud.  

 Menurut Pusdiklatwas BPKP (2015) Pencegahan fraud yang efektif 

memiliki 5 (lima) tujuan yaitu adalah sebagai berikut: “a. Prevention, untuk 

memperkecil peluang terjadinya kecurangan (fraud) dan untuk mencegah 

terjadinya fraud secara nyata pada semua lini organisasi; b. Deterence, menangkal 

pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba, menurunkan 

tekanan pada pegawai; c. Discruption, mempersulit gerak langkah pelaku fraud 

sejauh mungkin dan meminimalisasi alasan atas pembenaran tindakan fraud yang 

dilakukan, d. Identification, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan 

kelemahan pengendalian, serta untuk meminimalisasi alasan atau Pembenaran 

tindakan fraud yang dilakukan; e. Civil action Protection, melakukan tuntutan dan 

penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan kecurangan kepada pelakunya. 

 Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

tinjauan pustaka memberi alur pikir dari proses penelitian ini. Kerangka pikir ini 

didasari pada fenomenalogi aktivitas pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 

di Indonesia. Kerangka berpikir ini dimaksudkan untuk menggambarkan alur pikir 

yang dipergunakan dalam analisis penelitian ini yang bersumber dari studi 

lapangan.  
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 Kerangka berpikir ini digunakan dalam menganalisis dan membahas proses 

penelitian dan memberi penjelasan tentang anggapan peneliti yang dinyatakan 

dalam hipotesis, sehingga anggapan tersebut diuji kebenarannya dengan 

menggunakan teori-teori dan data yang diperoleh dari sampel penelitian dan pada 

akhirnya dihasilkan kesimpulan-kesimpulan. Berdasarkan rujukan teori, konsep, 

dan sejumlah hasil penelitian, maka dapat disusun skema kerangka pemikiran 

pada gambar 2.15 sebagai berikut ini: 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Kerangka Berpikir Penelitian 

 GRAND THEORY 
 

MIDDLE RANGE THEORY 

Diamond Theory (Wolfe dan Hermanson, 2004) 

Atribution Theory (Fritz Heider, 1958) serta teori 

hukum dari kriminologi, yaitu General Theory Of 

Crime (Gottfredson dan Hirschi, 1990) 

 

Landasan Konseptual 

Pencegahan Fraud (Tuannakotta,T.M.,2018; Alan Doig and Julian King, 2016; 
Tunggal Amin, 2016;  Pusdiklatwas BPKP, 2015; Amrizal, 2004; Albrecht et 
al., 2019) 

Pencegahan Perilaku Financial Crime (Shapiro, 1976; Braithwaite, 1982; 
Yulian Maulida, W., & Indah Bayunitri, B, (2021). 

Internal audit (Prawitt dan Glover, 2014; Hery, 2017; Vasarhelyi et al.,, 2010; 
Tang et al., 2019; Alles & Gray, 2016; Lee & Fargher, 2013) 

 

 

Whistleblowing system (Brown-Liburd, H. et al.,, 2015; Valentine & Godkin, 2019; 

Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011; Nugraha, 2015) 

Risk Management (Rainer Jr.,et al., 2015; Parker, L.D.,, 2019, INTOSAI GOV 9130, 
2014; Scarozza dan Rotundi, 2017; Permenpan RB No 5 Tahun 2020) 

Big Data Analytics (Dumbill, 2013; Investopedia, 2020; R.Herschel & Miori, 2017).  

 

Internal Audit (X1) 

Whistleblowing System 

(X2) 

Risk Management 

(X3) 

Big Data Analytics (X4) 

Pencegahan Fraud 

(M) 
Pencegahan Perilaku Financial 

Crime (Y) 

FENOMENA RESEARCH 
Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera di Indonesia yakni 

Aceh, Sumatera Utara, Riau, 

Kepulauan Riau, Sumatera 

Selatan, Bangka Belitung, Jambi, 

Sumatera Barat, Bengkulu dan 

Lampung. 

Pencegahan Fraud dan 

Pencegahan Perilaku 

Financial Crime 
Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga 

publik, baik di pusat maupun daerah; Turbelensi aktivitas 
manusia yang menimbulkan perilaku kejahatan seperti 

tindakan kecurangan; fenomena dikotomi konsep hukum 
dan juga konsep ekonomi dalam pencegahan fraud dan  

pencegahan perilaku financial crime 
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 Berdasarkan kerangka berpikir penelitian, maka dapat disusun konsep 

penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel-variabel penelitian ini. 

Model kerangka konseptual secara keseluruhan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Model Kerangka Konseptual 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

 Semua istiliah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua 

kata yaitu kata “hupo” (sementara) dan “thesis” (pernyataan atau teori). Menurut  

Donald R. dan Pamela S. Schindler. (2019) hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul.  

 Menurut Sekaran Uma dan Roger (2019) hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara bahwa 

jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban empirik.  

Internal Audit 

(X1) 

 

Pencegahan  

Fraud (M) 

 

Risk Management 

(X2) 

 

Whistleblowing 

System 

(X3) 

 

Big Data Analytics 

(X4) 

 

Pencegahan Perilaku 

Financial Crime (Y) 

 

Pemerintahan Daerah Provinsi 

Sumatera di Indonesia 

Ha1 

H2a 

H3a 

H4a 

H5a 

H61 

 

H81 

 

H71 

 

H91 
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 Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah 

kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Selanjutnya Santosa (2018) 

mengartikan hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.  

 Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis alternatif Ha atau 

H1),yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan 

menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (relevan) dengan masalah 

penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata 

dilapangan Akdon, dan Riduwan, (2013). Hipotesis alternative (Ha) dirumuskan 

dengan kalimat positif. Jadi, hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya 

hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dengan statistk dan 

lawannya adalah Ha yang menyatakan adanya hubungan, pengaruh, atau 

perbedaan antara parameter dan statistik. 

 Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut :  

  H1 :  Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Internal Audit 

terhadap pencegahan fraud 

  H2 :  Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Risk Management 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud   

  H3 :  Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Whistleblowing 

system berpengaruh terhadap pencegahan fraud  

  H4 :  Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Big data analytics 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud  

   H5 :  Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pencegahan fraud 

berpengaruh terhadap pencegahan perilaku financial crime 

   H6 :  Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pencegahan fraud 

memediasi pengaruh internal audit terhadap pencegahan perilaku 

financial crime 

  H7 :  Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pencegahan fraud 

memediasi pengaruh risk management terhadap pencegahan 

perilaku financial crime 

  H8 :  Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pencegahan fraud 

memediasi pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan 

perilaku financial crime 

  H9 :  Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pencegahan fraud 

memediasi pengaruh big data analytics terhadap pencegahan 

perilaku financial crime 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Dalam bab Disertasi ini akan membahas penjelasan mengenai metode 

penelitian yang digunakan dalam pencegahan fraud sebagai mediasi pada 

pengaruh internal audit, risk management, whistleblowing system dan big data 

analytics terhadap pencegahan perilaku financial crime dengan menggunakan alat 

analisis deskriptif dan kuantitatif dari data yang telah dikumpulkan.  

 Teknik analisa yang dipergunakan untuk menganalisis data dalam penelitian 

ini ialah menggunakan analisis SEM (structural equation model) dengan metode 

alternatif partial least square (PLS). Dalam analisis statistik akan dilihat sejauh 

mana tingkat signifikansi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penafsiran 

model.  

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

 Didalam menginterpretasi data dalam penelitian ini pada dasarnya peneliti 

menggunakan dua sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Berikut penjelasan mengenai penggunaan kedua data tersebut dalam 

memberikan penafsiran, perhitungan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pengelompokannya 

adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Mustafa EQ (2018) 

data primer, yaitu data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung 

oleh peneliti dari sumbernya (subyek penelitian). Menurut Jonathan (2017) data 

primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang 

menerbitkan atau menggunakannya. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jawaban data yang 

diperoleh langsung dari penyebaran daftar pertanyaan atau kuesioner kepada 

responden yang terpilih untuk penelitian ini. Kuesioner yang diajukan disusun 

berdasarkan variabel yang telah ditentukan untuk menyediakan beberapa alternatif 

jawaban. Hasil jawaban dari kuesioner tersebut berupa data dalam bentuk angka-
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angka, tabel-tabel analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini data yang dimaksud merupakan data yang berhubungan 

dengan variabel pencegahan fraud sebagai mediasi pada pengaruh internal audit, 

risk management, whistle blowing system dan big data analytics terhadap 

pencegahan perilaku financial crime yang didapkan secara langsung dari 

responden. 

2. Data sekunder  

 Menurut Mustafa EQ, (2018) data sekunder merupakan data yang 

dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti 

tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Data sekunder ini 

juga dapat digunakan untuk melihat dan membahas kenyataan yang ditemui dalam 

penelitian terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder 

adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

olahan, hasil penelitian, blue print, buku, dan beberapa peraturan terkait.  

3.1.1. Subjek dan Objek Penelitian 

   Subjek penelitian menurut Sekaran dan Roger (2019) merupakan seorang 

atau sesuatu yang mengenainya untuk diperoleh keterangan, sedangkan Donald 

R., (2019) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang 

tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dari 

kedua batasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

subjek penelitian adalah individu, benda atau organisasi yang dijadikan sebagai 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.  

  Objek penelitian menurut Riadi (2018) yaitu sasaran ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang 

objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Dari penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapatkan 

data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan penelitian dan 

menyusun proposal disertasi ini objek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah 

yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan 
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dibahas, yaitu pencegahan fraud sebagai mediasi pada pengaruh internal audit, 

risk management, whistle blowing system dan big data analytics terhadap 

pencegahan perilaku financial crime pada Pemerintahan Daerah. 

 Objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah variabel (X), variabel (M) 

mempengaruhi variabel (Y) dalam penelitian. Variabel ini terdiri dari empat 

variabel yaitu variabel independen/bebas (X) dan variabel dependen/terikat (Y) 

dan variabel mediasi (M). Variabel independen pada penelitian ini adalah internal 

audit (X1), risk Management (X2), whistleblowing system (X3), dan big data 

analytics (X4) sedangkan variabel dependen adalah pencegahan fraud (M), dan 

pencegahan perilaku financial crime (Y). 

3.1.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang karakteristiknya hendak 

diduga (Haryono, 2017). “Population is refers to the entire group of people, 

events, or things of interest that the researcher wishes to investigate, (Sekaran dan 

Roger, 2019). Begitu juga menurut F.Hair et al., (2014). Populasi adalah suatu 

kelompok subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. 

Sedangkan menurut Donald R (2019) yang dimaksud dengan populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipejari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

 Sampel adalah sebagian dari wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2016). 

Sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Gagasan dari 

pengambilan sampel adalah bahwa dengan memilih beberapa elemen dalam 

sebuah populasi, kita dapat mengambil kesimpulan tentang seluruh populasi. 

Unsur sampel harus dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang terpilih 

diharapkan dapat mewakili populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah dengan purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang 

diambil atas dasar maksud atau tujuan tertentu. Purposive sampling digunakan 

karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih 
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berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran dan Roger, 2019; 

Hair, J.F et al., 2010).   

 Unit analisis dalam populasi penelitian ini adalah auditor dengan Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) yang bekerja pada Inspektorat yang ada di seluruh 

Kabupaten yang ada di daerah Sumatera Indonesia dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Indonesia 

dengan jumlah auditor 498 orang. 

Dalam purposive sampling informasi akan dikumpulkan dari anggota 

populasi yang bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. 

Berdasarkan hasil survey peneliti, jumlah sampling penelitian ini sebanyak 254 

orang yang tersebar pada masing-masing instansi pemerintahan daerah Provinsi di 

Sumatera Indonesia. Kriteria pemilihan dan penentuan sampel dalam penelitian 

ini dipaparkan dalam tabel 3.1. sebagai berikut ini: 

Tabel 3.1. Proporsi Sampel Penelitian 

No Unit Kerja Alamat Jumlah 

1 
BPKP Provinsi 

Jambi  

Jl. HOS. Cokroaminoto No.107, Selamat, 

Kec. Telanaipura, Kota Jambi, 
14 

2 
Inspektorat Kota 

Jambi 

Jl. Letjen MT Haryono No.2, 

Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota 

Jambi, Jambi 36361 

22 

3 BPKP Provinsi Aceh 

Jl. T. Panglima Nyak Makam No.8, 

Lamteh, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda 

Aceh, Aceh 24415 

13 

4 Inspektorat Aceh 

Jl. Gurami No.17, Bandar Baru, Kec. 

Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 

24415 

12 

5 
BPKP Sumatera 

Utara 

Jl. Gatot Subroto No.KM, RW.5, 

Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota 

Medan, Sumatera Utara 20122 

9 

6 
Inspektorat Sumatera 

Utara 

Jl. K.H. Wahid Hasyim No.8, Merdeka, 

Kec. Medan Baru, Kota Medan, 

Sumatera Utara 20222 

13 

7 BPKP Riau 

Jl. Jend. Sudirman No.10, Tengkerang 

Sel., Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, 

Riau 28125 

14 

8 Inspektorat Riau 
Jl. Cut Nyak Dien, Jadirejo, Kec. 

Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156 
15 

9 
BPKP Kepulauan 

Riau 

Jl. RE Martadinata, Tj. Pinggir, Kec. 

Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 
13 
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29425 

10 
BPKP Sumatera 

Selatan 

Jl. Bank Raya No.2, Demang Lebar 

Daun, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, 

Sumatera Selatan 

15 

11 
Inspektorat Sumatera 

Selatan 

Jl. Ade Irma Nasution, Sungai Pangeran, 

Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, 

Sumatera Selatan 30121 

16 

12 
BPKP Bangka 

Belitung 

JL. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran 

Gubernur, Air Itam, Kec. Bukitintan, 

Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan 

Bangka Belitung 33100 

12 

13 
Inspektorat Bangka 

Belitung 

Jl. Pulau Belitung No.3, Air Itam, Kec. 

Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, 

Kepulauan Bangka Belitung 33684 

16 

14 
BPKP Sumatera 

Barat 

Jl. Bypass KM 14, Aie Pacah, Sungai 

Sapih, Kuranji, Sungai Sapih, Kec. 

Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 

25177 

14 

15 
Inspektorat Sumatera 

Barat 

Jl. Nipah No.51, Kp. Pd., Kec. Padang 

Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 
16 

16 BPKP Bengkulu 

Jl. Pembangunan No.14, Padang 

Harapan, Kec. Gading Cemp., Kota 

Bengkulu, Bengkulu 38225 

10 

17 
Inspektorat 

Bengkulu 

Jl. Sukajadi No.56, 

Penurunan, Bengkulu Kec. Ratu Samban 

– Kota Bengkulu 

9 

18 BPKP Lampung 

Jl. Basuki Rahmat No.33, Sumur Putri, 

Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35211 

12 

19 
Inspektorat 

Lampung 

Jalan Dokter Susilo No.42, Sumur Batu, 

Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35212 

9 

Total   254 

Sumber: Data Primer Olahan Penelitian, 2022 

 

Dari jumlah populasi secara keseluruhan dengan proporsi sampel yang 

menjawab lembar instrument penelitian diperoleh tingkat response rate sebesar 

51%. Ini menginformasikan bahwa jumlah proporsi sampel yang digunakan untuk 

menganalisis sebaran data penelitian dianggap sudah cukup baik dalam 

menginterpretasi data secara keseluruhan 
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Santosa, 2018). Metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data 

primer. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data berupa daftar 

pertanyaan atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Ghozali, 2014).  

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara teknik survey 

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyelidikan dengan cara 

menghubungi sebagian atau sekelompok tertentu dari populasi yang berhubungan 

dengan area penelitian tertentu guna menggali informasi-informasi yang di 

butuhkan. Teknik survey yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner, baik itu 

disebut formular atau skedul, bentuk wawancara, atau instrument pengukuran, 

merupakan serangkaian pertanyaan yang di formulasikan untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan dari responden yakni penelitian auditor dengan 

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat yang ada di seluruh 

Kabupaten yang ada di Provinsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer, yaitu 

data yang diperoleh dari survey lapangan berupa kuesioner dan harus diolah 

kembali. Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau 

sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan serta informasi 

yang diperlukan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala peringkat terperinci (itemized rating scale). Skala ini memberikan 

penjelasan terbaik mengenai aspek-aspek yang sulit diukur, sehingga sering 

digunakan dengan dasar panduan sesuai dengan keperluan dalam penelitian 

(Sekaran dan roger, 2019). Dalam pengukurannya setiap responden diminta 

pendapatnya mengenai suatu pernyataan dengan pemberian skor sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. 

Tabel Skala Peringkat Terperinci 

Jawaban Skala 

Pencegahan fraud dan Pencegahan Perilaku financial crime 

Tidak Mampu (TM) 1 

Kurang Mampu (KM) 2 

Cukup Mampu (CM) 3 

Mampu (M) 4 

Sangat Mampu (SM) 5 

Whistleblowing System, Risk Management 

Sangat Rendah (SR) 1 

Rendah (R) 2 

Sedang (S) 3 

Tinggi (T) 4 

Sangat Tinggi (ST) 5 

Big Data Analytics 

Tidak Memadai (TM) 1 

Kurang Memadai (KM) 2 

Cukup Memadai (CM) 3 

Memadai (M) 4 

Sangat Memadai (SM) 5 

Internal Audit 

Tidak Pernah (TP) 1 

Jarang (JR) 2 

Kadang-kadang (KK) 3 

Sering (SR) 4 

Selalu (SL) 5 

Sumber : Sekaran dan Roger (2019) 

 

 Sebelum melakukan pengumpulan data, analisis data dan uji hipotesis 

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu melakukan uji 

instrumen penelitian. Dalam penelitian ini pengujian instrumen menggunakan 

evaluasi model pengukuran (outer model), berupa uji validitas dan uji reliabilitas. 

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang 

digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel).  

 Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert disebut pula dengan summated-rating scale, sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Ghozali (2014) skala yang sering dipakai dalam penyusunan 

kuesioner adalah skala ordinal dalam bentuk skala likert yang berisi lima tingkat 
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preferensi jawaban. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. 

 Dengan menggunaan skala likert, maka variabel yang akan diukur akan 

dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian 

sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 

Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk 

membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu 

dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan 

atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan skor yang diberikan adalah 

sebagai berikut (Sarjono et al., 2015; Basuki, M. S., 2021): 

Tabel 3.3. Penentuan Skor pada Skala Likert 

  

 Penentuan skor disetiap jenjang pada skala Likert tersebut harus disesuaikan 

dengan jenis narasi pertanyaannya, yaitu apakah narasi pertanyaannya bersifat 

negatif (unfavourable) atau narasi pertanyaannya bersifat positif (favourable). 

Untuk pernyataan yang bernilai negatif angka atau skor penilaian dibalik (Mustafa 

EQ, 2018). Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai 

dengan masalah yang diteliti secara lengkap responden diminta untuk mengisi 

daftar pertanyaan tersebut.  

 Cara penilaian terhadap hasil jawaban kuesioner dengan skala likert 

dilakukan dengan rumus : 

X = Σ(skorxfi) 
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Setelah memperoleh rataan skor dari masing-masing pernyataan, kemudian 

dihitung skor rataan akhir dengan rumus : 

Xtotal =       ΣX 

Σ Pernyataan 

Keterangan : 

X = Skor rataan pernyataan 

Fi = Frekuensi yang memiliki pernyataan ke-i 

n = Jumlah responden 

X total = Skor rataan akhir 

3.3. Metode Pengolahan Data 

 Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti dalam 

menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sebagaimana diketahui penelitian 

sebelumnya terkait dengan pencegahan fraud sebagai mediasi pada pengaruh 

internal audit, risk management, whistle blowing system dan big data analytics 

terhadap pencegahan perilaku financial crime yang bertujuan untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh masing-masing variabel tersebut. Dimana kasus fraud dan 

perilaku yang mengarah ke financial crime yang terjadi sekarang ini mengalami 

peningkatan akitivitas tidak halnya terjadi di Pemerintahan Daerah Provinsi.  

 Melihat tingginya tingkat kejadian dan sudah semakin luar biasanya kasus 

kecurangan tersebut, peneliti menganalisa hal tersebut menggunakan variabel-

variabel penelitian yang peneliti duga mempengaruhi sulitnya pencegahan fraud 

dan pencegahan perilaku financial crime. Mengingat sifat fraud dan perilaku 

financial crime yang tersembunyi maka penanganannya bukan hal yang mudah.  

 Namun dalam pelaksanaan tindak lanjut atas laporan tersebut, auditor harus 

bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku 

serta juga harus membuktikan adanya kerugian keuangan negara dan pihak-pihak 

yang diuntungkan oleh perbuatan tindak pidana potensi kecurangan. Untuk 

menentukan jumlah kerugian keuangan negara dan pihak-pihak yang 

diuntungkan, auditor seringkali mengalami kesulitan dan terkadangkala untuk 
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memperoleh bukti-bukti yang cukup kompeten dan relevan berkaitan dengan 

adanya transaksi keuangan. Kesulitan ini peneliti duga disebabkan kurangnya 

kesiapan penyelenggara daerah dalam melakukan pencegahan fraud, kurang 

maksimalnya peran yang dilakukan terkait dengan internal audit dan risk 

management, lemahnya sistem whistleblowing system, serta kurangnya 

kemampuan pengetahuan auditor dalam memanfaatkan big data analytics dalam 

membantu pencegahan perilaku financial crime. 

  

3.3.1. Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian yang akan digunakan untuk menguji dan menganalisis 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode explanatory survey method, 

sehingga dapat diperoleh informasi yang tepat dan faktual mengenai pencegahan 

fraud sebagai mediasi pengaruh internal audit, risk management, whistleblowing 

system dan big data analytics terhadap pencegahan perilaku financial crime. 

Karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan yang hendak dicapai mencakup 

usaha-usaha untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh yang terjadi antar 

kuesioner sebagai alat pengumpul data primer 

 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif untuk mengukur dan mengabungkan variabel-variabel penelitian ini, 

yaitu mencatat dan menganalisis data dan hasil penelitian dengan menggunakan 

perhitungan statistik. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mempunyai 

tujuan untuk menguji atau verifikasi teori, meletakkan teori secara deduktif 

menjadi landasan dalam penentuan dan pemecahan masalah penelitian 

(Indriantoro dan Supomo, 2018; Hartono, J. 2019). 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah 

terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari penyidik sebagai 

responden dalam penelitian ini. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari lima bagian. Bagian pertama berisikan sejumlah pertanyaan yang 
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berhubungan dengan pelaksanaan internal audit, bagian kedua berisikan sejumlah 

pertanyaan yang berhubungan dengan risk management, bagian ketiga berisikan 

sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan whistleblowing system, bagian 

keempat berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan big data 

analytics, dan bagian kelima berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan 

pencegahan fraud dan pencegahan perilaku financial crime.  

 Kuesioner yang dikirimkan disertai dengan surat permohonan serta 

penjelasan tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Petunjuk pengisian kuisioner 

dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban 

sesungguhnya dengan lengkap.  

 Berdasarkan hipotesis dalam rancangan penelitian ini ditentukan variabel-

variabel yang dipergunakan dalam penelitian. Selanjutnya untuk menentukan 

instrumen berdasarkan variabel penelitian dan kemudian menentukan sampel. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan kuesioner. Data yang 

terkumpul diolah dengan menggunakan alat analisis deskriptif dan kuantitatif. 

Teknik analisa yang dipergunakan untuk menganalisis data adalah analisis SEM 

(structural equation model) dengan metode alternatif partial least square (PLS). 

3.4. Uji Hipotesis 

 Kegiatan analisis dan pengolahan data dilakukan dengan tabulasi data 

terhadap kuesioner dengan memberikan dan menjumlahkan bobot jawaban pada 

masing-masing pertanyaan untuk masing-masing variabel. Analisis data adalah 

pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-atuan 

yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian (Hussein, 2015; Roldan, 2019; 

Henseler, 2021; Arikunto, 2016). Metode analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode statistik karena proses pengumpulan, pengolahan dan 

analisis data, serta penarikan kesimpulan dan pembuatan keputusan disusun secara 

sistematis. Sesuai dengan kerangka konseptual yang telah dikembangkan 

berdasarkan hasil telaah teoritis dan hipotesis yang akan diuji, maka teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

Structural Equation Model (SEM) dengan metode alternatif Partial Least Square 
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(PLS) atau dikenal dengan nama Variance-based SEM (SEM-PLS) (Hair, et al., 

2021; Ghasemy et al., 2020; Sarstedt, et al., 2022). 

 Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan SMART 

PLS. Software ini berjalan diatas program java runtime environment (JRE) versi 

3.3.3 yang dapat didownload di webpage sun microsytem inc di 

http://java.sun.com/smartps.2.0l/j2se/1.4.2/download.html  

 Pertimbangan peneliti dalam menggunakan variance-based SEM (SEM-

PLS) karena SEM-PLS dapat menganalisis model pengukuran reflektif dan 

formatif serta variabel laten dengan model struktural relatif kompleks (banyak 

konstruk dan banyak indikator) (Jonathan, 2017). Selain itu juga dapat digunakan 

untuk melakukan konfirmasi teori (thoeritical testing) dan merekomendasikan 

hubungan yang belum ada dasar teorinya (ekploratori). Dan SEM-PLS dapat 

menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan 

indikator formatif (Ramayah, et al., 2016; Wong, 2019). Dalam penelitian ini 

internal audit, risk management, whistleblowing system, dan big data analytics 

merupakan variabel yang bersifat observe. 

 Selain itu, dalam SEM-PLS dapat dilakukan uji bootstrapping terhadap 

struktural model yang bersifat outer model dan inner model. Karena dalam 

penelitian ini menggunakan indikator untuk mengukur setiap konstruknya, dan 

juga model pengukuran bersifat struktural, maka diputuskan menggunakan SEM-

PLS. Adapun model persamaan struktur yang digunakan berdasarkan pola 

hubungan variabel bebas dengan variabel tergantungnya yaitu sebagai berikut 

(Agus Widarjono, 2018). Model persamaan pengaruh langsung : 

Y = α0 + α1X1 + α2X2 + α3X3 + α4X4 + e1 

M = β0 + β 1X1 + β 2X2 + β 3X3 + β 4X4 + e1 

Di mana : 

M adalah Pencegahan Fraud  

Y adalah Pencegahan Perilaku Financial Crime 

X1 adalah Internal Audit 

X2 adalah Risk Management 

X3 adalah Whistleblowing system  

X4 adalah Big data analytics 

http://java.sun.com/smartps.2.0l/j2se/1.4.2/download.html
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α 1... α 3 adalah Parameter 

β1... β3 adalah Parameter 

 

 Persamaan spesifikasi model pengukuran untuk menentukan variabel 

konstruk dan rangkaian matriks yang menunjukkan korelasi antar konstruk atau 

variabel adalah sebagai berikut : 

1. Internal Audit/IAT (X1) 

 X1.1 = λ1 IAT (X1) + e1 

 X1.2 = λ2 IAT (X1) + e2 

 X1.3 = λ3 IAT (X1) + e3 

 X1.4 = λ4 IAT (X1) + e4 

 X1.5 = λ5 IAT (X1) + e5 

 X1.6 = λ6 IAT (X1) + e6 

 

 Keterangan: 

 X1.1 – X1.6 = Indikator Reflektif 

 λ1,…, λ6 = Loading Factor 

 e1,…, e6 = error term 

 

2. Risk Management /RMT(X2) 

 RMT (X2) = Π1X2.1 + δ7 

 RMT (X2) = Π2X2.2 + δ8 

 RMT (X2) = Π3X2.3 + δ9 

 RMT (X2) = Π4X2.4 + δ10 

 RMT (X2) = Π5X2.5 + δ11 

 Keterangan: 

 X2.1 – X2.5= Indikator Reflektif 

 Π1,…, Π5 = Loading Factor 

 δ 6,…, δ11 = error term 

 

3. Whistleblowing system/WSM (X3) 

 X3.1 = λ12 WSM (X3) + e12 

 X3.2 = λ13 WSM (X3) + e13 

 X3.3 = λ14 WSM (X3) + e14 

 X3.4 = λ15 WSM (X3) + e15 

 X3.5 = λ16 WSM (X3) + e16 

 Keterangan: 

 X3.1 – X3.5 = Indikator Reflektif 

 λ 12,…, λ16 = Loading Factor 

 e 12,…, e16 = error term 
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4. Big data analytics /BDA (X4) 

 BDA (X4) = Π6X4.1 + δ17 

 BDA (X4) = Π7X4.2 + δ18 

 BDA (X4) = Π8X4.3 + δ19 

 BDA (X4) = Π9X4.4 + δ20 

 BDA (X4) = Π9X4.5 + δ21 

 Keterangan: 

 X4.1 – X4.5 = Indikator Formatif 

 Π6,…, Π9 = Loading Factor 

 δ 17,…, δ21 = error term 

 

5. Pencegahan Fraud /PFD (M) 

 M1.1 = λ22 PFD (M1) + e22 

 M1.2 = λ23 PFD (M1) + e23 

 M1.3 = λ24 PFD (M1) + e24 

 M1.4 = λ25 PFD (M1) + e25   

 M1.4 = λ25 PFD (M1) + e26 

 

 Keterangan: 

 M1.1 – M1.4 = Indikator Reflektif 

 λ22,..., λ25 = Loading Factor 

 e22,… e25 = error term 

 

6. Pencegahan Perilaku Financial Crime /PPF (Y) 

 Y2.1 = λ26 PPF (Y1) + e26 

 Y2.2 = λ27 PPF (Y1) + e27 

 Y2.3 = λ28 PPF (Y1) + e28 

 Y2.4 = λ29 PPF(Y1) + e29 

 Keterangan: 

 Y2.1 – Y2.4 = Indikator Reflektif 

 λ26,..., λ29 = Loading Factor 

 e26,… e29 = error term 

 

1. Merancang model pengukuran (outer model) 

 Dalam SEM-PLS model pengukuran atau outer model dengan indikator 

reflektif dievaluasi dengan convergent validity dan discriminat validity dari 

indikatornya serta composite reliability untuk block indikator. Sedangkan 
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indikator formatif dievaluasi berdasarkan pada substantive content-nya yaitu 

membandingkan besarnya relatif weight dan melihat siginifikansi dari ukuran 

weight tersebut (Ghozali, 2019). 

 Variabel laten yaitu variabel yang tidak dapat diukur langsung (harus 

dengan indikator atau kuesioner) Agus Widarjono, (2018). Sedangkan indikator 

reflektif adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten. Jadi model 

indikator reflektif adalah konstruk atau variabel laten diijelaskan oleh indikator 

atau arah hubungan dari konstruk ke indikator (Hengky Latan, 2013). Indikator-

indikator mengukur hal yang sama tentang konstruk, sehingga antar indikator 

harus memiliki korelasi yang tinggi. Jika salah satu indikator dibuang, maka 

konstruk akan terpengaruh. Dalam model indikator formatif dipandang sebagai 

variabel yang mempengaruhi variabel laten. Jadi model indikator formatif yaitu 

indikator mempengaruhi konstruk atau hubungannya dari indikator ke konstruk, 

antar indikator diasumsikan tidak saling berkorelasi sehinga satu indikator 

dibuang tidak akan mempengaruhi konstruk (Paulus Insap, 2018). 

 Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator reflektif 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan 

construct score yang dihitung dengan SEM-PLS. Ukuran reflektif individual 

dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin 

diukur. Namun demikian untuk penelitian awal dari pengembangan skala 

pengukuran nilai loading 0,50 sampai dengan 0,60 dianggap cukup (Ghozali, 

2019). Discriminat validity dari model pengukuran dengan indikator reflektif 

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk.  

 Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran 

konstruk lainnya, maka hal itu menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi 

ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Cara lain 

adalah melihat nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap 

konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. 

Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara 

konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai 

discriminant validity yang baik (Riadi, 2018). Selain itu dievaluasi juga 
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compositre reliability dari blok indikator. Composite reliabilty blok indikator 

yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu 

internal consistensy dan cronbach’s alpha. 

 Suatu tes atau alat instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan tujuan pengukuran tersebut. Suatu alat ukur yang valid, tidak 

sekedar mampu mengungkapkan data dengan tepat tetapi juga memberikan 

gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Model ini digunakan untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas yang menghubungkan indikator dengan 

variabel latennya. Indikator dalam penelitian ini adalah formatif karena indikator 

variabel laten mempengaruhi indikatornya, untuk itu digunakan 3 cara 

pengukuran menurut Sarjono et al., (2015) dan Zeng, et al., (2021) yaitu: 

a. Convergent validity 

Convergent validity mengukur besarnya korelasi antara konstrak dengan 

variabel laten. Dalam evaluasi convergent validity dari pemeriksaan 

individual item realibility, dapat dilihat dari standardized loading factor. 

Standardize loading factor menggambarkan besarnya korelasi antar 

setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Pengukuran 

convergent validity dengan cara melihat loading factor masing-masing 

indikator, jika terdapat nilai loading factor yang lebih kecil dari 0,5 (α < 

0,5) maka indikator tersebut dinyatakan tidak valid dan dikeluarkan dari 

konstruk, selanjutnya dilakukan estimasi ulang (Ghozali, 2019). 

b. Discriminant validity 

Discriminant validity dari model pengukuran dengan indikator reflektif 

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika 

korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran 

konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi 

ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. 

Menurut Ghozali (2019) mengatakan bahwa metode lain untuk mengukur 

discriminant validity adalah membandingkan nilai akar kuadrat dari 

average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara 
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AVE = 

konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat 

AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai 

discriminant validity yang baik. Berikut rumus untuk menghitung AVE 

yaitu : 

           ∑λi
2 

  ∑λi
2 + ∑I var (ɛ1) 

Dimana λi adalah component loading ke indikator dan var (ɛ 1)= 1- λi
2.  

Convergent validity dari measurement model dengan indicator 

refleksif dapat dilihat dari korelasi antara score item/indikator dengan 

score konstruknya. Indikator individu dianggap reliable jika memiliki 

nilai korelasi di atas 0,70. Namun demikian pada riset tahap 

pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima. 

Tabel 3.4. 

Uji Validitas 

Alat Uji Parameter Rule of Thumbs 

Uji Validitas 

Convergent Validty  

 

Loading Factor  

 

> 0,70 Loading factor 

antara 0,60 - 0,70  

masih dapat diterima 

(Haryono, 2017)  

 Avarage Variance 

Extracted (AVE)  

 

Nilai AVE sebaiknya 

≥ 0,50  

(Ghozali , 2014 dan 

Latan, 2013)  

Discriminant 

Validity  

 

Cross Loading  

 

> Korelasi konstruk 

blok lainnya  

(Haryono, 2017)  

 Akar kuadrat AVE dan 

Korelasi antar 

konstruk Laten  

 

Akar kuadrat AVE > 

korelasi antar 

konstruk laten  

(Ghozali, 2014 dan 

Latan, 2013) 

Uji Reabilitas 

 Composite Reliability  

 

Nilai Composite 

Reliability ≥ 0,70  

(Ghozali, 2019)  
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PC = 

c. Composite reliability 

Dua metode uji reliabilitas konstruk PLS yaitu cronbach’s alpha dan 

composite reliability (Ghozali, 2014; Hengky Latan, 2013). 

Cronbach’s alpha mengukur nilai terendah reliabilitas suatu variabel 

dan Composite realibility mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya 

dari suatu variabel. Pada penelitian ini menggunakan Composite 

reliability karena lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal 

suatu konstruk. Variabel laten memiliki realibilitas yang tinggi apabila 

nilai composite reliability seharusnya di atas 0,70. 

Reliabillitas berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan 

hasilnya. Pengukuran reliabilitas konstruk dengan menggunakan 

software partial least square dilakukan dengan cara melihat nilai 

output composite reliability dari masing- masing konstruk. Jika nilai 

output lebih besar dari 0,7 (α > 0,7) maka konstruk tersebut dinyatakan 

reliabel (Ghozali, 2019). Bila penelitian yang dilakukan adalah 

ekploratori maka nilai di bawah 0,50 atau 0,60 pun masih dapat 

diterima sepanjang disertai dengan alasan-alasan empirik yang terlihat 

dalam proses eksplorasi (Ferdinand, 2014; Almasdi Syahza, 2020). 

          ∑λi
2 

(∑λi)
2 + ∑I var (ɛi) 

Dimana λi adalah component loading ke indikator dan var(ɛi)= 1- λi
2. 

ρc sebagai ukuran internal consistency hanya dapat digunakan untuk 

konstruk indikator reflektif. Menurut Ghozali (2014) menyatakan suatu 

variabel laten memiliki reliabilitas yang tinggi apabila nilai composite 

reliability dan atau conbach’s alpha di atas 0,70. Uji ini merupakan 

ukuran yang menunjukkan konsistensi internal dari indikator satu 

variabel bentukan yang menunjukkan konsistensi derajad kemampuan 

indikator mengindikasikan satu variabel secara umum (Ghozali, 2019). 

Pengujian ini menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat memberi hasil 

yang relatif sama bila dilakukan pengukuran kembali dengan subjek 

yang sama. 
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R2 = 

 

2. Merancang model struktural (inner model) 

Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan (Donald R, 

2019). Menurut Santoso (2018) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua 

variabel independen digunakan Adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. Uji 

koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui hubungan (X1, X2, X3, X4) 

dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas pengaruh variabel 

independen secara serentak terhadap variabel dependen (Y1) dan (Y2) dengan cara 

mengkuadratkan nilai koefisien korelasi (r) (Rukajat, 2018). Nilai R2 berada 

antara 0 dan 1. Semakin mendekati nilai 1 atau 100% maka semakin besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi 

(R2) dirumuskan sebagai berikut : 

         b1∑x1y + b2∑x2y + b3∑x3y + b4∑x4y 

∑y2 

Keterangan : 

R2 = Koefisien determinasi 

b1,2,3,4 = Koefisien regresi 

x1,2,3,4 = Variabel independen 

Y  = Variabel dependen 

M= Variabel Mediasi 

 Perancangan model struktural  menurut Widarjono (2010) hubungan antar 

variabel laten didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian berikut 

penyajiannya: 

 

 

 

Y= ß1X1 + e 

π  = ß1 ∑1 + e 

Gambar 3.1.Model Struktural Hipotesis T-1 
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Y= ß3X3 + e 

π  = ß3 ∑3 + e 

Gambar 3.3 

Model Struktural Hipotesis T-3 

 

 

 

 

 

Y= ß4X4 + e 

π  = ß4 ∑4+ e 

Gambar 3.4  

Model Struktural Hipotesis T-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk Management 

(X2) 
ß1 

Whistleblowing 

System 

(X3) 
Pencegahan Fraud  

 

 

Big Data 

Analytics 

(X4) 

Pencegahan Fraud  
 

 

Internal Audit 

(X1) 

 
Pencegahan Fraud (M) 

 

 
Whistleblowing 

System 

(X3) 

Big Data Analytics 

(X4) 

e 

e 

e 

ß3 

ß4 

ß2 

ß3 

ß4 

Gambar 3.2 

Model Struktural Hipotesis T-2 
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3. Konstruksi diagram jalur 
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4. Konversi diagram jalur ke sistem persamaan 

a.  Inner model 

Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak laten 

satu dengan kontrak laten lainnya. Persamaan inner model : 

 

Keterangan: 

  Ƞ (ETA) = konstrak laten endogen 

  ξ(KSI) = kontrak laten eksogen 

  ß (BETA) = koefisien matriks dan variabel endogen dan eksogen 

  ζ(ZETA) =  Inner model residual matrix 

 

b. Outer model 

Outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak laten 

dan indikatornya. Persamaan outer model : 

  X = Π Xξ +  ɛX 

  Y = Π Yξ +  ɛY 

Keterangan: 

x dan y = matriks variabel manifest yang berhubungan dengan laten 

eksogen dan endogen 

Π X dan Π y = matrik koefisien 

ɛX dan ɛy (EPLISON) = matriks outer model residu 

 

Terdapat dua kriteria untuk menilai apakah outer model memenuhi syarat 

validitas konvergen untuk konstruk reflektif yaitu loading harus di atas 0,7 dan 

nilai  p signifikan (<0,05) (Hery, 2017). Namun dalam beberapa kasus sering 

syarat loading di atas 0,7 sering tidak terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang 

baru dikembangkan. Oleh karena itu loading antara 0,40-0,70 harus tetap 

dipertimbangkan untuk dipertahankan. Berikut ketentuan yang dikemukan dalam 

keputusan untuk mempertahankan atau menghapus indikator reflektif (Suryabrata, 

2014) yakni sebagai berikut: 

 

Ƞ = γ1ξ1 + γ2ξ2 + γ3ξ3 + ζ 
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Gambar 3.7. Prosedur Analisis Indikator Reflektif (Hair, et al.,2016) 

  

 Indikator dengan loading di bawah 0,40 harus dihapus dari model. Namun 

untuk indikator dengan loading antara 0,40 dan 0,70 sebaiknya di analisis dampak 

dari keputusan menghapus indikator tersebut pada average variance extracted 

(AVE) dan composite reliability. Dapat dihapus indikator dengan loading antara 

0,40 dan 0,70 jika indikator tersebut dapat meningkatkan average variance 

extracted (AVE) dan composite reliability di atas batasannya (treshold). Nilai 

batasan AVE adalah 0,50 dan composite reliability sebesar 0,7. Pertimbangan lain 

dalam menghapus indikator adalah dampaknya pada validitas isi (content validity) 

konstruk. Indikator dengan loading yang kecil kadang tetap dipertahankan karena 

punya kontribusi pada validitas isi konstruk (Khan, et al., 2019) 

 

5. Estimasi: Weight, Koefisien Jalur, Loading 

 Metode pendugaan parameter (estimasi) didalam SEM-PLS adalah metode 

kuadrat terkecil. Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi 

akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen. Pendugaan parameter di 

dalam SEM-PLS meliputi 3 hal, yaitu (Mehmetoglu, M., & Venturini, S.,2021) : 
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a. Wight estimate yang digunakan untuk menghitung data variabel laten. 

b. Path estimate yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi 

loading antara variabel laten dengan indikatornya. 

c. Means dan parameter lokasi untuk indikator dan variabel laten. 

 

6. Evaluasi goodness of fit (GoF). 

 Untuk memvalidasi model secara keseluruhan, maka digunakan goodness of 

fit (GoF). GoF index ini merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk 

memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (outer model) dan 

model struktural (inner model). Nilai GoF index ini diperoleh dari averages 

communalities index dikalikan dengan R² model.  

GoF =  Com x R2 

 Uji GoF ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel 

pada tingkat kepercayaan 5%. Adapun kriteria pengujiannya yaitu : 

a. Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima. 

b. Jika Fhitung > Ftabel maka Ho  akan ditolak dan Ha akan diterima. 

 

7. Uji hipotesis (resampling bootstraping) 

 Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk. Pengujian inner model juga merupakan pengujian dari 

hubungan antar variabel laten. Karena prosedur PLS tidak memiliki nilai standar 

deviasi atau standar error dalam perhitungannya, maka pengujian ada tidaknya 

hubungan antar variabel dilakukan dengan menggunakan metode bootstrap. 

Metode bootstrap dalam penelitian ini dilakukan dengan ini menggunakan nilai 

cases per sample = 300 dan number of samples = 400. Karena sifat perhitungan 

bootstrap yang bersifat simulasi, maka setiap perhitungan bootstrap dapat 

memberikan hasil yang berbeda. Namun demikian dengan menggunakan prosedur 

nilai cases per sample = 300 dan number of samples = 400 dapat menjadikan 

perbedaan perhitungan uji menjadi semakin kecil.  

 Uji t, yaitu untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen 

yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh 
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terhadap nilai variabel dependen. Jika nilai thitung< ttabel, maka hipotesis nol ditolak, 

(koefisien regresi signifikan) dan hipotesis alternatif yang dinyatakan dalam 

penelitian ini diterima pada tingkat signifikansi α = 5% dengan derajat kebebasan 

(degree of freedom) df = (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah 

jumlah variabel. Berikut hasil uji hipotesisnya : 

a. Jika nilai tstatistik lebih kecil dari nilai ttabel [tstatistik < 1.96], maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

b. Jika nilai tstatistik lebih besar atau sama dengan ttabel [ tstatistik > 1.96], 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sebagaimana yang telah dirumuskan pada bagian hipotesis penelitian di 

Bab II, hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1:    Internal Audit, Risk Management, whistleblowing system, big data 

analytics, dan pencegahan fraud mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap pencegahan perilaku financial crime 

H2 : Pencegahan fraud memediasi pengaruh Internal audit, Risk 

Management, Whistleblowing system, dan Big data analytics 

terhadap pencegahan perilaku financial crime 

Berdasarkan hipotesis penelitian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis 

statistiknya sebagai berikut : 

H1 :  Pengaruh internal audit, risk management, whistleblowing system, big 

data analytics, dan pencegahan fraud terhadap pencegahan perilaku 

financial crime 

H011 : Internal audit tidak berpengaruh terhadap pencegahan perilaku 

financial crime (H011 :  β1= 0) 

Ha11 :Internal audit berpengaruh terhadap pencegahan perilaku financial 

crime (H011 : β1 ≠ 0) 

H012 : Risk Management tidak berpengaruh terhadap pencegahan perilaku 

financial crime (H012 : β2= 0) 

Ha12 :Risk Management berpengaruh terhadap pencegahan perilaku 

financial crime (H012 : β1  ≠ 0) 
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H013 :Whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan 

perilaku financial crime. (H013 : β3 = 0) 

Ha13 :Whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan perilaku 

financial crime. (H013 : β3 ≠ 0) 

H014 :Big data analytics tidak berpengaruh terhadap pencegahan perilaku 

financial crime. (H014: β4 = 0) 

Ha14: Big data analytics berpengaruh terhadap pencegahan perilaku 

financial crime. (H014 : β4 ≠ 0) 

H015 : Pencegahan fraud tidak berpengaruh terhadap pencegahan perilaku 

financial crime. (H015: β5 = 0) 

Ha15: Pencegahan fraud berpengaruh terhadap pencegahan perilaku 

financial crime. (H015 : β5 ≠ 0) 

H2   :  Pencegahan fraud memediasi pengaruh internal audit, risk management, 

whistleblowing system, dan big data analytics terhadap pencegahan 

perilaku financial crime 

H021 : Pencegahan fraud tidak memediasi pengaruh Internal audit terhadap 

pencegahan perilaku financial crime.(H021 : β1, β2 = 0) 

Ha21 : Pencegahan fraud memediasi pengaruh Internal audit terhadap 

pencegahan perilaku financial crime. (H021 : β1, β2 ≠ 0) 

H022 : Pencegahan fraud tidak memediasi pengaruh risk management 

terhadap pencegahan perilaku financial crime.(H022 : β1, β2 = 0) 

Ha22 : Pencegahan fraud memediasi pengaruh risk management terhadap 

pencegahan perilaku financial crime. (H022 : β1, β2 ≠ 0) 

H023 : Pencegahan fraud tidak memediasi pengaruh whistleblowing system 

terhadap pencegahan perilaku financial crime.(H022 : β1, β2 = 0) 

Ha23 : Pencegahan fraud memediasi pengaruh whistleblowing system 

terhadap pencegahan perilaku financial crime. (H022 : β1, β2 ≠ 0) 

H024 : Pencegahan fraud tidak memediasi pengaruh big data analytics 

terhadap pencegahan perilaku financial crime.(H022 : β1, β2 = 0) 

Ha24 : Pencegahan fraud memediasi pengaruh big data analytics terhadap 

pencegahan perilaku financial crime. (H022 : β1, β2 ≠ 0) 



124 

 

3.5. Operasionalisasi Variabel 

  Secara konseptual definisi operasional menjelaskan mengenai suatu definisi 

yang diberikan kepada suatu variabel dan atau konstrak dengan cara memberikan 

arti atau melakukan spesifikasi kegiatan maupun memberikan suatu operasional 

yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel. 

3.5.1. Variabel Penelitian 

 Menurut Haryono (2017) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

difat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipejari dan ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan menurut Santoso (2018) pengertian variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.  Adapun variable yang akan dianalisa dalam penelitian ini yaitu 

variable bebas (independent). Untuk masing-masing variabel dan indikator dalam 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Variabel bebas (independent variable)  

 Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent). Menurut Donald R (2019) variabel independen merupakan variabel 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Karena fungsi ini sering disebut variabel pengaruh, sebab berfungsi 

mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas berpengaruh terhadap variabel lain. 

Dalam SEM (structural equation modelling) variabel independen disebut variabel 

eksogen (Riadi, 2018). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Internal Audit (X1) 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah (X1) dengan sub 

variabelnya peran dan layanan (X1.1), pengelolaan SDM (X1.2), praktik 

profesional (X1.3), akuntabilitas dan manejemen kinerja (X1.4), budaya dan 

hubungan organisasi (X1.5) dan struktur tata kelola (X1.6) 
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Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penelitian yang bebas dalam 

suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang 

akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar 

pemberian pelayanan pada manajemen. Internal audit yang dimaksud 

dalam penelitian ini yakni mengenai suatu mekanisme yang sistematis atas 

laporan keuangan serta catatan akuntansi dalam menguji dan mengevaluasi 

bukti-bukti atau informasi yang relevan dalam menilai dan mengkaji 

kesesuaian laporan keuangan yang dilaporkan. 

b. Risk Management (X2) 

Variabel bebas yang kedua dalam penelitian ini adalah risk management 

(X2) dengan sub variabelnya Nilai optimalisasi penerimaan Daerah yang 

terealisir (X2.1), Penerimaan Daerah sesuai dengan rincian sumber 

penerimaan APBD (X2.2), Potensi penerimaan Daerah yang diidentifikasi 

dapat menambah target penerimaan Daerah yang ditetapkan (X2.3), Nilai 

yang menunjukkan besarnyapengurangan/pengalihan nilai pengeluaran 

yang direncanakan (X2.4), dan Nilai yang menunjukkan besarnya jumlah 

temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan 

dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara (X2.5) 

Peneliti berpendapat risk management dalam penelitian ini yakni 

pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang 

berkaitan dengan ancaman, rangkaian aktivitas manusia termasuk 

penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi 

risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Risk 

management dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk 

memehami eksposur terhadap suatu kerugian. 

c. Whistleblowing system (X3) 

Variabel bebas yang ketiga dalam penelitian ini adalah Whistleblowing 

system (X3) dengan sub variabelnya Niat atau minat untuk melakukan 

tindakan whistleblowing (X3.1), Keinginan untuk mencoba melakukan 

tindakan whistleblowing (X3.2), Rencana untuk melakukan tindakan 

whistleblowing (X3.3), Usaha keras untuk melakukan internal 
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whistleblowing dan (X3.4) Usaha keras untuk melakukan eksternal 

whistleblowing jika internal whistleblowing tidak memungkinkan (X3.5) 

Whistleblowing System dapat diinterpretasikan sebagai suatu wadah bagi 

seseorang untuk mengadukan tindakan kecurangan atau pengungkapan 

tindakan pelanggaran hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, dan 

atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan. Pelaporan pelanggaran yang 

dilakukan oleh pegawai disampaikan kepada pimpinan organisasi atau 

kepada lembaga lain yang dapat mengambil tindakan untuk pelanggaran 

atau kecurangan yang terjadi. Pada sektor publik terutama Penanganan 

Pelanggaran (Whistleblowing System) di Jajaran Pemerintah Daerah 

sebagai bentuk antisipatif dan preventif menimalisir potensi terjadinya 

tindakan kecurangan dan potensi kegiatan kecurangan yang mengarah 

pada unsur hukum. 

d. Big data analytics (X4) 

Variabel bebas yang keempat dalam penelitian ini adalah Big data 

analytics (X4) dengan sub variabelnya Peran big data analytics yang 

meningkatkan fungsi dalam mencegah fraud dan pencegahan perilaku 

financial crime (X4.1), Memaksimalkan penggunaan big data analytics 

(X4.2), Penggunaan jenis big data analytics dan bukti  audit yang 

bervariasi (X4.3), Penciptaan big data analytics yang cepat dalam 

mencegah fraud dan pencegahan perilaku financial crime (X4.4), Akurasi 

dan keandalan big data analytics dalam audit(X4.5) 

Penggunaan teknologi informasi mengakibatkan pertumbuhan volume data 

digital yang massif terjadi hampir di seluruh dunia selama dua dekade 

terakhir (Chiang & Storey, 2018). Data, termasuk big data analytics telah 

menjadi komoditas yang bekembang pesat di setiap aspek bisnis dan 

ekonomi global. Dikompilasi dari berbagai literarur Greco, and Grimaldi 

(2016) mendefinisi big data analytics sebagai “Aset berupa informasi yang 

memiliki karakteristik yaitu volume (volume), kecepatan (Velocity), dan 

variasi (variety) tinggi sehingga membutuhkan teknologi dan metoda 

analisis khusus untuk dapat ditransformasi menjadi informasi yang 
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bernilai. Sejalan dengan penciptaan nilai di atas, auditor dapat 

memanfaatkan big data analytics, terutama yang berkaitan dengan 

customisasi dan analisis data yang lebih mendalam di proses audit. 

Apabila big data analytics banyak diimplementasikan oleh klien audit, 

mau tak mau proses audit harus menyesuaikan. Beberapa tahapan audit 

yang secara langsung dipengaruhi oleh adanya big data analytics antara 

lain terkait dengan penyampelen audit (audit sampling), penilaian risiko 

audit, dan pengumpulan bukti audit yang dapat memenuhi kriteria “cukup 

dan tepat”dari big data analytics.  

 

2. Variabel tergantung (dependent variabel) 

 Variabel ini sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam 

bahasa indonesia sering disebut variabel terikat. Menurut Sekaran (2019) variabel 

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel independen. Dalam SEM-PLS variabel independen disebut 

variabel indogen. Penelitian kali ini menjadikan pencegahan perilaku financial 

crime (Y) sebagai variabel dependennya, untuk melihat bagaimana simultanitas 

pengaruh dan keterkaitan variabel tersebut.  

a. Pencegahan Perilaku Financial Crime (Y)  

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Pencegahan Perilaku 

Financial Crime (Y) dengan sub variabelnya transaksi keuangan yang 

menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari 

kegiatan unit yang bersangkutan (Y1.1), Menggunakan uang tunai dalam 

jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di 

luar kewajaran (Y1.2), Aktivitas transaksi di luar kebiasaan dan kewajaran 

(Y1.3),dan Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan 

dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil 

tindak pidana; atau tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas (Y1.4) 

Kejahatan ekonomi (economic crimes) secara umum dirumuskan sebagai 

kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (crime 

undertaken for economic motives). Kejahatan ekonomi bisa dilihat secara 
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sempit maupun dalam arti luas. Secara yuridis kejahatan ekonomi dapat 

dilihat secara sempit sebagai tindak pidana ekonomi yang diatur dalam 

Undang-undang No. 7 /Drt./1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Financial crime, and the spectrum of 

criminal activity that it entails, is a law enforcement priority in 

jurisdictions around the world. Jadi, secara operasional pencegahan 

perilaku financial crime yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagai setiap aktivitas yang melibatkan perilaku curang atau tidak jujur 

untuk tujuan keuntungan finansial pribadi, dan dapat juga mencakup 

konversi kepemilikan harta secara ilegal dimana kejahatan keuangan 

dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dan melibatkan berbagai 

bentuk aktifitas seperti: 1) pencucian uang; 2) pendanaan terorisme; 3) 

penipuan; 4) penghindaran pajak; 5) penggelapan; 6) Pemalsuan; dan 7) 

pencurian identitas. 

 

3. Variabel Mediasi 

Variabel mediasi yang lebih dikenal sebagai variabel intervening 

(intervening variable) adalah salah satu yang muncul antara waktu variabel 

independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan waktu 

dampaknya ada di dalamnya. Dengan demikian, ada kualitas temporal atau 

dimensi waktu untuk variabel mediasi. Dengan kata lain, menjalankan variabel 

mediasi membantu membuat model suatu proses. Variabel mediasi muncul 

sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apa pun, 

dan membantu untuk membuat konsep dan menjelaskan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

a. Variabel Pencegahan fraud (M) 

Adapun Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah Pencegahan Fraud 

(M) dengan sub variabelnya Penetapan kebijakan antifraud (M1.1), 

Prosedur pencegahan bahan baku (M1.2), Teknik pengendalian (M1.3), 

dan Kepekaan terhadap kecurangan (M1.4) 
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Pencegahan (preventif) merupakan jalan terbaik mengatasi kejahatan ini, 

sebab upaya represif yang telah dilakukan sangat sulit diterapkan apalagi 

yang memungkinkan terjadinya kejahatan terutama terkait dengan 

aktivitas pada Pemerintah Daerah. Peneliti berpendapat bahwa 

pencegahan fraud dalam penelitian ini yakni berupa upaya terintegrasi 

terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan 

kebijakan, sistem dan prosedur untuk memerangi dan menekan terjadinya 

faktor penyebab sebagai kunci aktivitas kecurangan yang mana 

pencegahan dilakukan dengan membantu meyakinkan bahwa tindakan 

yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan 

memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; keandalan 

pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pencegahan fraud, 

auditor harus memahami lingkungan pencegahan terjadinya fraud, harus 

memiliki persepsi atas pendeteksian fraud, memahami berbagai macam 

pendekatan untuk mengembangkan program sistem 

pengendalian fraud tersebut. Auditor juga harus memahami siklus dan 

proses bisnis di Pemerintahan Daerah untuk mengetahui cara 

pencegahan fraud yang sesuai dan efektif. 

 

3.5.2. Operasional Variabel 

 Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja 

untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak 

lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung 

merugikan pihak lain. Untuk itulah seorang auditor membutuhkan atribusi dalam 

bentuk sikap dan regulasi yang mengatur mengenai internal audit, risk 

management, whistleblowing system, dan memiliki pemahaman mengenai 

pemanfaatan big data analytics dalam pencegahan fraud dan pencegahan perilaku 

financial crime. 
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 Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang 

didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi) (Suryabrata, 2014). Menurut 

Sarjono et al., (2015) menjelaskan bahwa operasionalisasi variabel merupakan 

petunjuk atau penjelasan tentang pengertian konkrit dari setiap variabel penelitian 

menyangkut indikator-indikatornya, serta kemungkinan derajat nilai atau 

ukurannya. Penjelasan tentang variabel penelitian dimaksudkan untuk 

menghindari salah penafsiran dalam memahami pembahasan-pembahasan dalam 

penelitian sehingga lebih mudah diikuti. 

 Dalam penelitian ini pengukuran variabel masing-masing variabel diukur 

dengan model skala likert lima poin, yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, 

(3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Dengan skala likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang 

berupa pertanyaan atau pernyataan. Dalam penelitian ini responden diminta untuk 

menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan 

sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan 4 

(empat) variabel exsogen (independent) yang terdiri dari Internal audit (X1), Risk 

Management (X2), whistleblowing system (X3), dan big data analytics (X4), dan 2 

(dua) variabel endogen (dependent) yaitu pencegahan fraud (M) dan pencegahan 

perilaku financial crime (Y) yang dijelaskan secara operasional sebagai berikut : 

Tabel 3.5. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Internal Audit                    

(X1) 

 (BPKP, 2015;  Kofi 

Fred and Eric Worlanyo, 

2017; Marta Postula, 

2020) 

Internal audit merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan 

independen, berkeyakinan objektif 

dalam pemeriksaannya, dan 

melakukan konsultasi dalam 

manajemen dengan tujuan agar dapat 

menaikan nilai dan kirerja dalam 

organisasi. 

Indikator reflektif terdiri dari: 

1. Peran dan Layanan (X1.1); 

2. Kemampuan Profesional (X1.2); 

3. Lingkup Pekerjaan (X1.3); 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan (X1.4); 

5. Manajemen Bagian Audit Internal (X1.5) 

 

 

Ordinal 

Risk Management 

(X2) 

(Rainer, et al., 2015;  
Parker, L. D., et al.,2019 

Pendekatan terstruktur dalam 

mengelola ketidakpastian yang 

berkaitan dengan ancaman, rangkaian 

aktivitas manusia termasuk penilaian 

Indikator reflektif terdiri dari : 

1. Mengumpulkan Data (X2.1) 

2. Menganalisis Risiko (X2.2) 

3. Mempertahankan Profil Risiko (X2.3) 
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; INTOSAI GOV 9130, 

2014; Scarozza et al., 

2017; Permenpan RB No 

5 Tahun 2020) 

risiko, pengembangan strategi untuk 

mengelolanya dan mitigasi risiko 

dengan menggunakan 

pemberdayaan/pengelolaan sumber 

daya. Risk management dikatakan 

sebagai suatu proses logis dalam 

usahanya untuk memehami eksposur 

terhadap suatu kerugian.  

4. Mengartikulasi Risiko (X2.4) 

5. Mendefinisikan Portofolio Tindakan 

Manajemen Risiko (X2.5) 

6. Menanggapi Risiko (X2.6) 

 

 

Ordinal 

Whistleblowing system  

(X3) 

 

(Brown-Liburd et al., 

2015; Valentine et al., 

2019; Komite Nasional 

Kebijakan Governance, 

2008; Nugraha, 2015) 

Whistleblowing System adalah suatu 

wadah bagi seseorang untuk 

mengadukan tindakan kecurangan 

atau pengungkapan tindakan 

pelanggaran hukum, perbuatan tidak 

etis atau tidak bermoral, dan atau 

perbuatan lainnya yang dapat 

merugikan. Pelaporan pelanggaran 

yang dilakukan oleh pegawai 

disampaikan kepada pimpinan 

organisasi atau kepada lembaga lain 

yang dapat mengambil tindakan 

untuk pelanggaran atau kecurangan 

yang terjadi. 

Indikator reflektif terdiri dari: 

1. Aspek Kesediaan (X3.1) 

2. Aspek Operasional (X3.2) 

3. Aspek Perawatan (X3.3) 

4. Aspek Attitude towerd behavior (X3.4) 

5. Aspek Persepsi Kontrol (X3.5) 

6. Aspek Behaviour Belief (X3.6.) 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Big data analytics 

(X4) 

(Dumbill, 2013; 

Investopedia, 2020;  R. 

Herschel and V. M. 

Miori, 2017) 

Big data aalytics dalam penelitian ini 

yakni terkait dengan penjelasan 

mengenai data yang memiliki volume 

besar, dengan periode yang sangat 

cepat sehingga tidak dapat diproses 

menggunakan alat tradisonal biasa 

dan harus menggunakan cara dan alat 

baru untuk mendapatkan nilai dari 

data yang memudahkan auditor 

dalam melakukan proses audit dalam 

pekerjaannya. 

 

 Indikator formatif terdiri dari: 

1. Peran big data analytics (X4.1) 

2. Penggunaan big data analytics (X4.2) 

3. Bukti  audit  (X4.3) 

4. Penciptaan  big data analytics  (X4.4)  

5. Akurasi dan keandalan big data analytics 

dalam audit(X4.5) 

 

 

Ordinal 

Pencegahan Fraud 

(M) 

 

(Tuanakotta, M. ,2018; 
Alan Doig & King, 

2016; Tunggal Amin, 

2016;  BPKP, 2015; 

Amrizal, 2004;  

Albrecht, 2019) 

Pencegahan fraud dalam penelitian 

ini yakni upaya terintegrasi terkait 

dengan aktivitas yang dilaksanakan 

dalam hal penetapan kebijakan, 

sistem dan prosedur untuk 

memerangi dan menekan terjadinya 

faktor penyebab sebagai kunci 

aktivitas kecurangan yang mana 

pencegahan dilakukan dengan 

membantu meyakinkan bahwa 

tindakan yang diperlukan sudah 

dilakukan untuk dapat memberikan 

keyakinan memadai dalam mencapai 

3 (tiga) tujuan pokok yaitu; 

keandalan pelaporan keuangan, 

efektivitas dan efisiensi operasi serta 

kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

Indikator reflektif terdiri dari : 

1. Penetapan kebijakan anti kecurangan 

(M1.1) 

2. Penyalahgunaan Asset (M1.2) 

3. Pelaporan Keuangan (M1.3) 

4. Budaya Jujur dan Etika Yang Tinggi 

(M1.4) 

5. Tanggungjawab Management (M1.5) 

6. Pengawasan oleh Komite Audit (M1.6) 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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Pencegahan Perilaku 

Financial Crime (Y) 

(Shapiro, 1976; 

Braithwaite, 1982; Edi 

dan Yulia, 2010) 

Secara konseptual bahwa  

pencegahan perilaku financial crime 

didefinisikan sebagai upaya yang 

dilakukan sebagai bentuk preventif 

dari setiap aktivitas yang melibatkan 

perilaku curang atau tidak jujur untuk 

tujuan keuntungan finansial pribadi, 

dan dapat juga mencakup konversi 

kepemilikan harta secara ilegal 

dimana kejahatan keuangan dapat 

dilakukan oleh individu atau 

kelompok yang mengarah pada 

berbagai bentuk aktifitas seperti: 1) 

pencucian uang; 2) pendanaan 

terorisme; 3) penipuan; 4) 

penghindaran pajak; 5)penggelapan; 

6)Pemalsuan; dan 7) pencurian 

identitas. 

 

Indikator reflektif terdiri dari : 

1. Transaksi keuangan yang menyimpang 

(Y1.1) 

2. Transaksi yang dilakukan secara wajar 

(Y1.2) 

3. Aktivitas transaksi di luar kebiasaan dan 

kewajaran (Y1.3) 

4. Transaksi dari hasil tindak pidana (Y1.4) 

 

 

 

 

Ordinal 

132 
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

 

4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Tentang BPKP 

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak 

dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak 

sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 

secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering 

Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari 

berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat 

dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan 

Negara (DAN).  

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi 

Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri 

Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. 

DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan 

akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah 

kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh 

Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 

1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) 

pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) 

meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang 

semula menjadi tugas   

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 

Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah 

non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden 

Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga 

pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami 

kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek 
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pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut 

menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP 

sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang 

ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau 

lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan 

obyektif. 

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali 

diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 

disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau 

pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, 

asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai 

digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat 

penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. Berikut gambaran 

ilustrasi perjalanan BPKP dalam mengawal pembangunan Nasional sebagai 

berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Peta Jalan Sejarah BPKP 
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1. Visi, Misi, Tujuan, Nilai, Motto 

a. Visi BPKP: 

Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor 

Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka 

Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong' 

 

b. Misi BPKP: 

1) Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan 

2) Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas. 

 

c. Tujuan: 

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-

masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 

2024 yaitu: 

1) Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan 

2) Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat. 

 

d. Nilai-Nilai BPKP (PIONIR): 

Profesional, Integritas, Orientasi pada hasil, Nurani dan akal sehat, 

Independen dan Responsibel disingkat dengan PIONIR 

 

e. MOTTO: 

"Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan" 

2. Tugas dan Fungsi 

 Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi: 
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a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan 

yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara 

berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 

Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 

b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran 

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan 

lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran 

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya 

yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain 

dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas 

pembiayaan keuangan negara/ daerah; 

c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan 

aset negara/daerah; 

d. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian 

intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan 

program/ kebijakan pemerintah yang strategis; 

e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau 

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas 

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus 

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit 

penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan 

ahli,dan upaya pencegahan korupsi; 

f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap 

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional 

bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 

g. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah 

pusat; 
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h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan 

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan 

atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 

i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi 

jabatan fungsional auditor; 

k. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di 

bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; 

l. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi 

hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

m. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 

BPKP; dan 

n. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan 

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah 

tangga.       

 

3. Kegiatan 

 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat 

indikatif. Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri 

PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014.  
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 Hasil penyelenggaraan pengawasan kegiatan BPKP ditunjukkan oleh 

kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif 

akuntabilitas kegiatan yaitu:  

a. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Negara  

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, BPKP 

melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan 

melakukan asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (LK) 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemda 

(K/L/Pemda). Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan 

keuangan tahun 2013 sampai dengan akhir September 2014, dari 87 

Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 65 

atau 75,58% K/L memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Dari total 33 provinsi sebanyak 16 atau 48,48% memeroleh opini WTP 

dan dari 491 kabupaten/kota sebanyak 156 atau 31,77% memeroleh opini 

WTP.    

b. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara & Pengelolaan Aset 

Pengawasan akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara 

diprioritaskan untuk mengoptimalkan penerimaan dan penghematan 

pengeluaran keuangan negara. Hasil yang diperoleh adalah potensi 

penerimaan keuangan negara berasal dari pajak, bea cukai, dan PNBP 

sebesar Rp399,50 miliar, potensi penghematan pengeluaran keuangan 

negara sebesar Rp14,12 triliun, koreksi atas tagihan pihak ketiga senilai 

Rp6,47 triliun, verifikasi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat 

sebesar Rp41 miliar, dan koreksi atas klaim dana Jaminan Kesehatan 

Masyarakat sebesar Rp31,48 miliar. Selain itu, telah dilakukan 

pengawasan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa monitoring di 

seluruh provinsi se-Indonesia, serta verifikasi output tahun 2013 

dan advance payment DAK Reimbursement tahun 2014 pada 5 provinsi. 

Hasil verifikasi menunjukkan Value of Qualifying Reimbursement 

(VQR) atau nilai yang layak untuk diganti (reimbursed) oleh Bank Dunia 

adalah sebesar Rp638,60 miliar dari Rp761,73 miliar yang diverifikasi.  
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Pengawasan juga dilakukan terhadap Bantuan Pemerintah yang belum 

ditetapkan statusnya (BPYBDS) yang sudah dioperasikan oleh BUMN, 

tetapi masih tercatat sebagai aset K/L.  

c. Akuntabilitas Pewujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik  

Kualitas akuntabilitas perspektif ini difokuskan pada pengawasan yang 

bersifat preventifedukatif diantaranya melalui pendampingan 

penyelenggaraan SPIP, penerapan fraud control plan, sosialisasi program 

anti korupsi, asesmen GCG, penilaian BUMN Bersih, peningkatan 

kapabilitas APIP, fasilitasi peran Asosiasi Auditor Internal Pemerintah 

Indonesia (AAIPI) dan Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI), 

pemantauan terhadap transparansi proses PBJ, serta pelaksanaan fungsi ex 

officio Quality Assurance Reformasi Birokrasi. Kegiatan pengawasan yang 

bersifat represif dalam rangka pemberantasan KKN dilakukan melalui 

kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian 

keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Kegiatan pengawasan 

represif ini telah berhasil mengungkap pelanggaran yang diduga 

merugikan keuangan negara. 

d. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral 

Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral difokuskan untuk 

menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang 

mendukung prioritas pembangunan nasional. Kualitas akuntabilitas 

perspektif ini ditunjukkan oleh hasil pengawasan BPKP, di antaranya 

sebagai berikut: 

1) Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) tahun 2014 pada 5 K/L 

oleh BPKP sebagai Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi 

Nasional (TQA-RBN) menghasilkan bahan pertimbangan dalam rangka 

penyesuaian tunjangan kinerja pada K/L tersebut; 

2) Reviu atas perencanaan dan penganggaran dana optimalisasi tahun 

2014 pada 32 K/L dengan membuat pengaturan lebih lanjut mengenai 

mekanisme pemanfaatan dana optimalisasi; 
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3) Monitoring atas implementasi Rencana Aksi Prioritas Pembangunan 

Nasional untuk posisi per 31 Desember 2013, meliputi 34 provinsi, 173 

kabupaten, dan 4.355 titik lokasi kegiatan 8 K/L menunjukkan bahwa 

secara umum implementasi rencana aksi yang dimonitor telah berjalan 

dengan baik, meskipun pada beberapa titik lokasi masih dijumpai 

permasalahan; 

4. Struktur Organisasi 

 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, 

Kepala BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Struktur organisasi BPKP terdiri dari Kepala BPKP yang membawahi 

satu Sekretariat Utama, lima Kedeputian, empat Pusat, serta satu 

Inspektorat. BPKP juga memiliki 34 Perwakilan yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia. Struktur organisasi BPKP disajikan dalam Gambar 4.2. 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2. Struktur Organisasi BPKP 

 

 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala BPKP dibantu oleh enam 

Pimpinan Tinggi Madya, yaitu: 

a. Sekretaris Utama; 

b. Deputi bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan 

Kemaritiman; 
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c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam, 

Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; 

d. Deputi bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah; 

e. Deputi Bidang Akuntan Negara; 

f. Deputi Bidang Investigasi. 

Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP terdiri atas: 

1) Para Kepala Biro yang berada di bawah Sekretaris Utama; 

2) Para Direktur yang berada di bawah Deputi Kepala BPKP; 

3) Inspektur; 

4) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; 

5) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan; 

6) Kepala Pusat Informasi Pengawasan; 

7) Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor; 

8) Kepala Perwakilan BPKP di 34 Provinsi dalam wilayah Republik 

Indonesia 

Tabel 4.1. Perwakilan BPKP Provinsi di Indonesia 

Perwakilan BPKP Provinsi: 

Aceh 

Sumatera Utara 

Sumatera Barat 

Riau 

Jambi 

Sumatera Selatan 

Bengkulu 

Lampung 

DKI 

Banten 

Jawa Barat 

Jawa Tengah 

D.I Yogyakarta 

Jawa Timur 

Kalimantan Barat 

Kalimantan Timur 

Kalimantan Selatan 

Bali 

NTT 

Sulawesi Selatan 

Sulawesi Tengah 

Sulawesi Utara 

Sulawesi Tenggara 

Maluku 

Papua 

Bangka Belitung 

Kepulauan Riau 

Kalimantan Tengah 

NTB 

Gorontalo 

Sulawesi Barat 

Maluku Utara 

Papua Barat 

Kalimantan Utara 

Sumber: https://www.bpkp.go.id/  
 

http://www.bpkp.go.id/aceh.bpkp
http://www.bpkp.go.id/sumut.bpkp
http://www.bpkp.go.id/sumbar.bpkp
http://www.bpkp.go.id/riau.bpkp
http://www.bpkp.go.id/jambi
http://www.bpkp.go.id/sumsel
http://www.bpkp.go.id/bengkulu
http://www.bpkp.go.id/lampung
http://www.bpkp.go.id/dki1
http://www.bpkp.go.id/dki2
http://www.bpkp.go.id/jabar
http://www.bpkp.go.id/jateng
http://www.bpkp.go.id/diy
http://www.bpkp.go.id/jatim
http://www.bpkp.go.id/kalbar
http://www.bpkp.go.id/kaltim
http://www.bpkp.go.id/kalsel
http://www.bpkp.go.id/bali
http://www.bpkp.go.id/ntt
http://www.bpkp.go.id/sulsel
http://www.bpkp.go.id/sulteng
http://www.bpkp.go.id/sulut
http://www.bpkp.go.id/sultra
http://www.bpkp.go.id/maluku
http://www.bpkp.go.id/papua
http://www.bpkp.go.id/babel.bpkp
http://www.bpkp.go.id/kepri.bpkp
http://www.bpkp.go.id/kalteng.bpkp
http://www.bpkp.go.id/ntb.bpkp
http://www.bpkp.go.id/gorontalo.bpkp
http://www.bpkp.go.id/sulbar.bpkp
http://www.bpkp.go.id/malut.bpkp
http://www.bpkp.go.id/pabar.bpkp
http://www.bpkp.go.id/kaltara.bpkp
https://www.bpkp.go.id/
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 Pelaksanaan tugas BPKP didukung oleh SDM yang andal. Posisi pegawai 

per 31 Desember 2021 berjumlah 5.645 orang, dengan komposisi pegawai 

menurut unit kerja, tingkat pendidikan, usia, masa kerja, gender, dan jabatan 

disajikan pada Gambar 4.3 dan peta SDM BPKP menurut lokasi unit kerja 

disajikan pada Gambar 4.4. sebagai berikut ini: 

Masa Kerja Usia 

 
 

Gambar 4.3. 

Komposisi SDM BPKP per 31 Desember 2021 

 

3.495        2.150 
Peta SDM BPKP per 31 Desember 2021 Menurut Lokasi Unit Ker                                                                                                          

Gambar 4.4. 

Peta SDM BPKP per 31 Desember 2021 Menurut Lokasi Unit Kerja 
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5. Capaian Kinerja BPKP 

 Laporan kinerja BPKP tahun 2021 ini merupakan akuntabilitas kinerja tahun 

kedua dari Renstra BPKP tahun 2020 - 2024. Berbagai capaian dan kinerja telah 

dilaksanakan dengan sejumlah catatan konstruktif guna meningkatkan kinerja di 

tahun-tahun mendatang. 

Rincian capaian masing-masing sasaran strategis dan IKU disajikan dalam 

Tabel 4.2. sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Ringkasan Kinerja BPKP Tahun 2021 

No. Sastra/IKU Satuan Target Realisasi Capaian 

I. Meningkatkanya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan 

Negara dan Daerah 

1.1 Nilai Potensi 

Penerimaan 

Negara/Daerah yang 

Terealisasi 

Rp (Juta) 2.292.941 3.848.006 167,82  

1.2 Nilai Pengeluaran 

Negara/Daerah yang 

Efisien 

Rp (Juta) 27.615.702 44.038.191 159,47  

1.3 Nilai Penyelamatan 

Keuagan Negara 

Rp (Juta) 2.131.033 6.434.087 301,92 

II. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha 

2.1 Jumlah Program 

Prioritas yang 

Tercapai Sesuai 

Target 

PP 4 3 75,00 

2.2 Jumlah Kegiatan 

Prioritas yang 

Tercapai Sesuai 

Target 

KP 28 13 46,43  

2.3 Jumlah Proyek 

Prioritas Strategis 

yang Tercapai 

Sesuai Target 

PPS 11 5 45,45  

2.4 Jumlah Proyek 

Strategis Nasional 

yang Tercapai 

Sesuai Target 

PSN 42 85 202,38 

III Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha 

3.1 Jumlah Badan usaha 

dengan Akuntabilitas 

Badan Usaha yang 

Baik 

BU 10 8 80,00  
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IV. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian 

Korupsi 

4.1. Jumlah K/L dengan 

Efektivitas 

Pengendalian 

Korupsi Baik 

K/L 3 9 300,00  

4.2 Jumlah Pemda 

dengan Efektivitas 

Pengendalian 

Korupsi Baik 

Pemda 10 17 170,00  

V. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern 

K/L/Pemda/Bu 

5.1 Persentase APIP 

K/L/P dengan 

Kapasitas APIP ≥ 

Level 3 

% 38,59 41,89 108.56  

5.2 Persentase APIP 

K/L/P dengan 

Maturitas SPIP ≥ 

Level 3 

% 62,70 61,86 98,66  

5.3 Persentase 

K/L/P/BU dengan 

MRI ≥ Level 3 

% 18,64 5,15 27,63  

VI. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat 

6.1 IACM BPKP Level Level 3 Level 3 100,00  

6.2 Indeks Reformasi 

Birokrasi 

Poin 81 85,03 104,98  

6.3 Indeks Kesehatan 

BPKP 

Poin 60 73,05 121,75  

Keterangan: 

 = Mencapai/melampaui target; 

 = belum mencapai target tapi meningkat disbanding tahun lalu 

 = belum mencapai target. 

 

4.1.2. Inspektorat Daerah 

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah 

memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi 

dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi 

serta program-program pemerintah. 

Untuk melaksanakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi : 
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1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala 

daerah dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 

4. Pelaksanaan pengawasan yang terdapat indikasi penyalahgunaan 

wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah dilakukan tanpa 

menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat; 

5. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

8. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah Kabupaen; dan 

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 

 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

Gambar 4.5. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 

2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi  

a. Inspektur  
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 Tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan asas 

desentralisasi dan tugas pembantuan. Fungsi dari Inspektur dirinci sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan rencana program kerja tahunan sesuai skala prioritas; 

2) Menyusun rencana strategis jangka panjang, pengembangan kapasitas 

dan profesionalisme dan sumber daya aparat pengawasan; 

3) Perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan 

mengenai pengawasan 

4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian; 

5) Penyelenggaraan mengenai peraturan perundang-undangan pengawasan; 

6) Penyelenggaraan kesejahteraan bina mental aparat pengawasan; 

7) Pembinaan dan pengkoordinasian, penyelenggaraan, pemutahiran dan 

penyajian data hasil pemeriksaan; 

8) Penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain ynag ditugaskan oleh 

Bupati. 

b. Sekretaris  

 Tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan 

pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan 

inspektorat. Fungsi dari Sekretaris Inspektorat dirinci sebagai berikut:  

1) Mengkoordinasikan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan daerah di bidang pengawasan; 

2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis jangka panjang, 

jangka menengah, dan jangka pendek inspektorat;  

3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 

pengawasan; 

4) Pelayanan dan dukungan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan 

umum, dan kerumahtanggaan pada unit kerja inspektorat; 

5) Kepegawaian, peralatan umum, dan kerumahtanggaan pada unit 

inspektorat; 

c. Kepala sub bagian perencanaan  
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 Tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian 

rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan 

peraturan perundang-undangan dan mengelola data pengawasan. 

Fungsi dari Kepala Sub Bagian Perencanaan dirinci sebsgai berikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

2) Melakukan penyususan anggaran inspektorat; 

3) Melakukan penyiapan laporan dan statistik inspektorat; 

4) Melakukan penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;dan 

5) Menginvertarisasi permasalahan-permasalahan yang sehubungan dengan 

bidang penyusunan perencanaan; 

6) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; 

d. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum  

Tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat 

penyurat dan urusan rumah tangga inspektorat. Fungsi dari Kepala Sub Bagian 

Administrasi dan Umum dirinci sebagai berikut :  

1) Menyusun rencana kerja Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepda bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer; 

3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas yang 

telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja 

melalui DP3; 

4) Membuat konsep, mengkoreksi dan memaraf naskah dinas untuk 

menghindari kesalahan; 

5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) Melakukan pengelolaan urusan keuangan; dan 

7) Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat-menyurat dan kearsipan. 
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e. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  

Tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, 

menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional 

dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan 

kegiatan pengawasan. Fungsi dari Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

dirinci sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana kerja Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 

berjalan lancer; 

3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas 

yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi 

kerja melalui DP3; 

4) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan;dan 

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain. 

f. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV  

Tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah dan kasus pegaduan yang berada dalam wilayah kerjanya. 

Fungsi dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dirinci sebagai berikut: 

1) Perencanaan dan penyiapan bahan urusan program pengawasan; 

2) Perencanaan dan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan 

pengawasan; 

3) Penyiapan bahan administrasi pengawasan terhadap penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah; 

4) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan; 

 5) Penyiapan pemeriksaan, pengusutan, penyajian dan perbaikan hasil 

temuan; 
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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Pembahasan Penelitian 

5.5.1. Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif merupakan analisis yang didasarkan pada hasil jawaban 

yang diperoleh dari responden, dimana responden memberikan pernyataan dan 

penilaian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Kemudian data 

yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan, 

selanjutnya dihitung persentasenya. 

Penjelasan yang dipaparkan pada Bab sebelumnya mengenai pencegahan 

fraud sebagai mediasi pengaruh pengaruh internal audit, risk management, 

whistleblowing system dan big data analytics terhadap pencegahan perilaku 

financial crime menginformasikan bahwa pencegahan kecurangan merupakan 

upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan. 

Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan 

lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Artinya 

pencegahan fraud dapat mendorong seseorang untuk meningkatkan upaya 

pencegahan pada aspek pencegahan perilaku financial crime. Pencegahan perilaku 

financial crime pada gilirannya akan mempengaruhi internal audit, risk 

management, whistleblowing system dan big data analytics karena merupakan 

faktor penentu yang memediasi pengaruh pencegahan fraud. Kajian konseptual 

dan teoritis inilah yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini. Namun, 

sebelum melakukan uji yang lebih mendalam, pada bagian ini akan dipaparkan 

mengenai deskripsi dari hasil tabulasi data yang diperoleh melalui kuisioner yang 

disebarkan kepada responden. Berikut ini merupakan analisis deskriptif mengenai 

persepsi responden atas item-item pernyataan yang diberikan. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah internal audit, risk 

management, whistleblowing system dan big data analytics. Pengukuran pada 

variabel tersebut menggunakan skor 1 untuk terendah dan 7 untuk tertinggi. 

Sehingga interval skor tersebut adalah sebagai berikut : 
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Interval = (Nilai maksimal – nilai minimal) / jumlah kelas 

 Berdasarkan rumus tersebut, maka skala distribusi kriteria pendapat adalah 

sebagai berikut : 

Sangat rendah          : 1 – 1,2 

Rendah                  : 1,2 – 2,4 

Cukup                   : 2,41 – 3,6 

Tinggi                   : 3,61 – 4,8 

Sangat tinggi            : 4,81 – 6 

 

1. Deskriptif Variabel Internal Audit 

 Sektor publik adalah suatu organisasi yang memberikan pelayanan kepada 

publik dan tidak mengejar suatu keuntungan komersial. Kinerja organisasi sektor 

publik khususnya entitas pelayanan publik dituntut untuk semakin baik dan efektif 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang dapat 

memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi sektor publik 

adalah internal audit pada lingkungan Pemerintah Daerah. 

 Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan internal audit pada pelayanan 

unit kegiatan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera di Indonesia (BPKP, 2015; 

Kofi Fred and Eric Worlanyo, 2017; Marta Postula et al., 2020) yang menjelaskan 

indikator dalam pengukuran Internal Audit adalah sebagai berikut: 

1) Peran dan Layanan; 

2) Kemampuan Profesional; 

3) Lingkup Pekerjaan; 

4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan; 

5) Manajemen Bagian Audit Internal; 

 

Dari indikator tersebut akan dipaparkan hasil analisis statistik deskriptif untuk 

variabel Internal Audit adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5.1. Deskriptif Statistik Internal Audit 

  
N Mean 

Statistic Statistic Kriteria 

Item1 254 4.88 
Sangat 
Tinggi 

Item2 254 4.26 Tinggi 

Item3 254 4.08 Tinggi 

Item4 254 4.25 Tinggi 

Item5 254 4.35 Tinggi 

Item6 254 4.05 Tinggi 

Item7 254 4.11 Tinggi 

Item8 254 4.17 Tinggi 

Item9 254 4.20 Tinggi 

Item10 254 4.33 Tinggi 

Item11 254 4.03 Tinggi 

Item12 254 3.92 Tinggi 

Item13 254 4.06 Tinggi 

Item14 254 4.09 Tinggi 

Item15 254 4.08 Tinggi 

Item16 254 4.09 Tinggi 

Item17 254 4.07 Tinggi 

Item18 254 3.96 Tinggi 

Item19 254 4.08 Tinggi 

Item20 254 4.11 Tinggi 

Item21 254 4.21 Tinggi 

Item22 254 4.22 Tinggi 

Item23 254 4.21 Tinggi 

Item24 254 4.05 Tinggi 

Item25 254 4.14 Tinggi 

Item26 254 4.13 Tinggi 

Item27 254 4.13 Tinggi 

Item28 254 4.15 Tinggi 

Item29 254 4.16 Tinggi 

Item30 254 4.21 Tinggi 

Valid N 
(listwise) 

254     

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022  

 

Berdasarkan hasil result data deskriptif statistic internal audit dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata untuk setiap item pernyataan pada variabel internal 

audit berada pada interval 3,61 – 4,8. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
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bahwa item pernyataan untuk variabel internal audit termasuk pada kriteria 

tinggi. Nilai rata-rata tertinggi terjadi pada item pernyataan dengan kode Item1 

pada Indikator Peran dan Layanan“Saya melakukan kegiatan pemeriksaan audit 

terpisah dengan berbagai kegiatan pekerjaan saya yang lainnya” yaitu sebesar 

4,88. Sementara nilai rata-rata terendah terjadi pada item pernyataan dengan kode 

Item24 “Saya terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut atas hasil 

permerisaan audit yang telah saya lakukan” yaitu sebesar 4,05. 

Peran dan layanan menjadi indikator yang penting dalam internal audit. 

Peran internal audit tidak hanya sebagai pengawas namun berkembang sebagai 

quality assurance melalui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, sehingga 

diharapkan organisasi bisa berjalan secara lebih efektif, dan efisien. 

 

2. Deskriptif Variabel Risk Management 

 Dalam mengukur indeks ketercapaian potensi risk management yang terjadi 

di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera di Indonesia, dalam hal ini peneliti 

mensadur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Manajemen Risiko SPBE untuk menilai sejauhmana realisasi penerimaan daerah 

yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP melalui hal-hal 

yang mendukung pencapaian indikator berdasarkan: 1). Perpres No 192 Tahun 

2014 tentang BPKP; 2). UU No 6 Tahun 2006 jo. UU No 16 Tahun 2009 tentang 

KUP; 3). UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4). UU No 9 Tahun 

2018 tentang PNBP; 5). UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN; 6). PP No 22 

Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP; 7). PP No 60 Tahun 2008 

tentang SPIP; 8). PMK No 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan dan 

Pengendalian BMN; 9). Kerangka acuan pengawasan optimalisasi penerimaan 

negara (TOPN) serta beberapa research pendukung terdahulu (R. Kelly Rainer et 

al., 2015; Parker, L. D., et al.,..2019; INTOSAI GOV 9130, 2014; Scarozza, D., et 

al.,2017) dengan indikator pengukuran sebagai berikut: 
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1)    Mengumpulkan data dari nilai optimalisasi penerimaan Daerah yang 

terealisir berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan 

BPKP; 

2)   Menganalisis risiko nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan 

pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan 

dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara 

3)  Mempertahankan profil risiko dari Penerimaan Daerah sesuai dengan 

rincian sumber penerimaan APBD, berdasarkan peraturan perundangan 

yang berlaku. Misalnya untuk penerimaan daerah adalah pajak daerah, 

retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain lain 

PAD yang sah; 

4)   Mengartikulasi risiko yang berasal dari potensi penerimaan Daerah 

yang diidentifikasi dapat menambah target penerimaan Daerah yang 

ditetapkan K/L/D berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP Potensi 

Penerimaan negara/daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan 

APBN/D; 

5)   Mendefinisikan portofolio dari tindakan manajemen risiko dari nilai 

yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran 

yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat; 

6)  Menanggapi Risiko potensi kecurangan yang timbul. 

 Dari indikator tersebut akan dipaparkan hasil analisis statistik deskriptif 

untuk variabel risk management adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.2. Deskriptif Statistik Risk Management 

  
N Mean 

Statistic Statistic Kriteria 

Item1 254 3.33 Cukup 

Item2 254 2.99 Cukup 

Item3 254 2.50 Cukup 

Item4 254 3.00 Cukup 

Item5 254 2.57 Cukup 

Item6 254 3.07 Cukup 

Item7 254 2.46 Cukup 

Item8 254 3.11 Cukup 
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Item9 254 2.49 Cukup 

Item10 254 3.07 Cukup 

Item11 254 2.58 Cukup 

Item12 254 3.09 Cukup 

Item13 254 2.51 Cukup 

Item14 254 3.02 Cukup 

Item15 254 2.58 Cukup 

Item16 254 3.10 Cukup 

Item17 254 2.56 Cukup 

Item18 254 3.20 Cukup 

Item19 254 2.53 Cukup 

Item20 254 3.09 Cukup 

Item21 254 2.64 Cukup 

Item22 254 3.14 Cukup 

Item23 254 2.62 Cukup 

Item24 254 3.03 Cukup 

Item25 254 2.56 Cukup 

Item26 254 3.16 Cukup 

Item27 254 2.62 Cukup 

Item28 254 3.05 Cukup 

Item29 254 2.65 Cukup 

Item30 254 3.22 Cukup 

Item31 254 2.63 Cukup 

Item32 254 3.11 Cukup 

Valid N 
(listwise) 

254     

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022  

 

 Informasi yang tersaji daril hasil result data deskriptif statistik risk 

management maka dapat dilihat bahwa nilai rata-rata untuk setiap item pernyataan 

pada variabel risk management berada pada interval 2,41 – 3,6. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk variabel risk management 

termasuk pada kriteria cukup. Nilai rata-rata tertinggi terjadi pada item pernyataan 

dengan kode Item1 “Sejauh mana Auditor menggunakan Teknologi dalam 

membangun dan memelihara metode untuk pengumpulan, pengklasifikasian dan 

menganalisis data terkait risiko TI” yaitu sebesar 3,33. Sementara nilai rata-rata 

terendah terjadi pada item pernyataan dengan kode Item7 “Sejauh mana Auditor 

mengintegrasi Teknologi dalam melakukan analisis faktor risiko dan kejadian 
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untuk mengidentifikasi masalah baru dan mendapatkan pemahaman terkait faktor 

risiko internal dan eksternal.” yaitu sebesar 2,46. 

 Peranan penting menggunakan teknologi merupakan indikator utama dalam 

membangun, memelihara, pengumpulan, pengklasifikasian dan menganalisis data 

terkait risiko. Bentuk penggunaan informasi ini diperoleh dalam mengembangkan 

prosedur manajemen risiko yang proaktif guna pencegahan fraud, dan bagi 

auditor dapat mengembangkan pedoman untuk pencegahan secara dini fraud 

dalam pengawasan terhadap risiko. Ini menandakan bahwa menggunakan risk 

management dalam teknologi informasi merupakan faktor penentu dimana 

semakin tinggi penggunaan TI dalam risiko yang muncul maka akan semakin 

banyak hal yang dilakukan dalam upaya pencegahan kecurangan sehingga 

mengakibatkan semakin rendah kecenderungan individu dalam melakukan 

kecurangan. 

 

3. Deskriptif Variabel Whistleblowing System 

 Dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) 

yang dikeluarkan oleh Suharto (2020), Apadore et al., (2018), Smaili, N., & 

Arroyo, P, (2017) terdapat tiga aspek indikator Whistleblowing System, yaitu 

sebagai berikut:  

1) Aspek Struktural  

Aspek struktural merupakan aspek yang berisi mengenai elemen-elemen 

infrastruktur Whistleblowing System. Aspek tersebut terdiri dari empat 

elemen, yaitu: 

a) Pernyataan komitmen diperlukan adanya pernyataan komitmen dari 

seluruh pegawai akan kesediaannya untuk melaksanakan sistem 

pelaporan pelanggaran dan berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan 

bila menemukan adanya pelanggaran. Secara teknis pernyataan ini 

dapat dibuat tersendiri, atau dijadikan bagian dari perjanjian kerja 

bersama, atau bagian dari pernyataan ketaatan terhadap pedoman 

etika organisasi  
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b) Kebijakan perlindungan pelapor harus membuat kebijakan 

perlindungan pelapor (whistleblower protection policy). Kebijakan ini 

menjelaskan secara tegas dan jelas bahwa unit pemerintah 

berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beriktikad 

baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan 

perundangan yang terkait serta best practice yang berlaku dalam 

penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing 

System). Kebijakan ini juga menjelaskan maksud dari adanya 

perlindungan pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan 

pelanggaran dan menjamin keamanan si pelapor maupun keluarganya 

c) Struktur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran 

Sistem pelaporan pelanggaran yang dilaksanakan oleh sebuah unit 

pemerintah daerah diperlukan adanya unit pengelola sistem pelaporan 

pelanggaran dengan tanggung jawab ada pada Dewan Direksi dan 

Komite Audit. Unit pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran harus 

merupakan fungsi atau unit yang independen dan mempunyai akses 

kepada pimpinan.  

2) Aspek Sumber Daya  

 Sumber daya yang diperlukan dalam sistem pelaporan pelanggaran 

adalah personil pelaksana yang berkualitas, media komunikasi, pelatihan 

yang memadai bagi personil pelaksana, pendanaan, media untuk pengaduan 

atas balasan dari pelaporan pelanggaran. 

3) Aspek Operasional  

 Aspek operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan 

mekanisme prosedur kerja sistem pelaporan pelanggaran dan penyampaian 

pelaporan pelanggaran. Informasi mengenai adanya saluran atau sistem 

dan prosedur penggunannya haruslah dilaporkan secara menyeluruh 

kepada pegawai.  

Dalam penelitian ini menggunakan indikator pengukuran dari (Suh, J. B., & 

Hee. S.,2019) yakni sebagai berikut: 

1) Aspek kesediaan untuk melakukan tindakan whistleblowing;  
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2) Aspek operasional untuk mencoba melakukan tindakan whistleblowing 

3) Aspek Perawatan dalam rencana untuk melakukan tindakan 

whistleblowing;  

4) Sikap terhadap perilaku (attitude towerd behavior) untuk melakukan 

internal whistleblowing; 

5) Persepsi Kontrol Perilaku untuk melakukan eksternal whistleblowing jika 

internal whistleblowing tidak memungkinkan;dan 

6) Keyakinan terhadap Perilaku (Behaviour Belief) 

 

Dari indikator tersebut akan dipaparkan hasil analisis statistik deskriptif 

untuk variabel Whistleblowing System adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.3. Deskriptif Statistik Whistleblowing System 

  
N Mean 

Statistic Statistic Kriteria 

Item1 254 4.91 
Sangat 
Tinggi 

Item2 254 3.78 Tinggi 

Item3 254 3.32 Cukup 

Item4 254 3.76 Tinggi 

Item5 254 3.80 Tinggi 

Item6 254 3.86 Tinggi 

Item7 254 3.69 Tinggi 

Item8 254 3.91 Tinggi 

Item9 254 3.30 Tinggi 

Item10 254 3.71 Tinggi 

Item11 254 3.80 Tinggi 

Item12 254 3.73 Tinggi 

Item13 254 3.84 Tinggi 

Item14 254 3.80 Tinggi 

Item15 254 3.85 Tinggi 

Item16 254 3.81 Tinggi 

Item17 254 3.80 Tinggi 

Item18 254 3.71 Tinggi 

Item19 254 3.72 Tinggi 

Item20 254 3.72 Tinggi 

Item21 254 3.90 Tinggi 

Item22 254 3.68 Tinggi 

Item23 254 3.58 Tinggi 

Item24 254 3.63 Tinggi 

Item25 254 3.73 Tinggi 

Item26 254 3.82 Tinggi 

Item27 254 3.71 Tinggi 

Item28 254 3.71 Tinggi 
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Item29 254 3.71 Tinggi 

Item30 254 3.70 Tinggi 

Valid N 
(listwise) 

254     

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022  

 

 Informasi yang tersaji daril hasil result data deskriptif statistik 

whistleblowing system maka dapat dilihat bahwa nilai rata-rata untuk setiap item 

pernyataan pada variabel whistleblowing system berada pada interval 3,61 – 4,8. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk variabel 

whistleblowing system termasuk pada kriteria tinggi. Nilai rata-rata tertinggi 

terjadi pada item pernyataan dengan kode Item1 “Saya bersedia menyatakan 

komitmen untuk berpartisipasi aktif melaporkan adanya pelanggaran dan 

kecurangan” yaitu sebesar 4,99. Sementara nilai rata-rata terendah terjadi pada 

item pernyataan dengan kode Item3 “Saya akan menggunakan nama samaran jika 

melaporkan suatu pelanggaran atau kecurangan.” yaitu sebesar 3,32. 

Menyatakan komitmen untuk berpartisipasi aktif melaporkan adanya 

pelanggaran dan kecurangan merupakan indikator penting. Sebab implementasi 

whistleblowing system yang baik pada suatu organisasi mengindikasikan integritas 

dan keterbukaan yang nantinya akan dapat mencegah terjadinya fraud. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan whistleblowing system, maka 

akan semakin tinggi tingkat pencegahan fraud atau perilaku kecurangan. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa begitu pentingnya peranan whistleblowing system 

dalam membantu mencegah terjadinya fraud dan pencegahan perilaku financial 

crime. Jika whistleblowing diterapkan dengan baik oleh pegawai, maka 

pencegahan kecurangan semakin tinggi. 

 

4.Deskriptif Variabel Big Data Analytics 

 Ahmed & Ameen (2017) menjelaskan bahwa pada dasarnya big data 

analytics dapat dipahami dan dijelaskan dengan melihat karakteristik utamanya 

dari big data itu sendiri yaitu: a. volume (ukuran yang besar); b. variety (jenis data 

yang bervariasi); c. velocity (penciptaan data yang cepat); d. veracity (kerentanan 
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dari sisi akurasi dan keandalan data); dan e. value (memiliki nilai yang tinggi jika 

diolah dengan cara yang tepat).  

 Variabel ini menggunakan referensi dari Rezaee et al., (2018) dalam rangka 

menyusun indikator pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian ini. 

Tepatnya terdapat 5 indikator yang digunakan dalam model dalam penelitian ini 

yakni: 

1)    peran big data analytics yang meningkatkan fungsi dalam mencegah 

fraud dan pencegahan perilaku financial crime;  

2)    memaksimalkan penggunaan big data analytics;  

3)    Penggunaan jenis big data dan bukti audit yang bervariasi ;  

4)    Penciptaan big data analytics yang cepat dalam mencegah fraud dan 

perilaku financial crime  

5)    Akurasi dan keandalan big data analytics dalam audit 

 Dari indikator tersebut akan dipaparkan hasil analisis statistik deskriptif 

untuk variabel big data analytics adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.4. Deskriptif Statistik Big Data Analytics 

  
N Mean 

Statistic Statistic Kriteria 

Item1 254 4.74 Tinggi 

Item2 254 3.81 Tinggi 

Item3 254 3.71 Tinggi 

Item4 254 3.86 Tinggi 

Item5 254 3.77 Tinggi 

Item6 254 3.85 Tinggi 

Item7 254 3.79 Tinggi 

Item8 254 3.81 Tinggi 

Item9 254 3.87 Tinggi 

Item10 254 3.78 Tinggi 

Item11 254 3.86 Tinggi 

Item12 254 3.82 Tinggi 

Item13 254 3.84 Tinggi 

Item14 254 3.80 Tinggi 

Item15 254 3.84 Tinggi 

Item16 254 3.80 Tinggi 

Item17 254 3.75 Tinggi 

Item18 254 3.75 Tinggi 
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Item19 254 3.84 Tinggi 

Item20 254 3.79 Tinggi 

Valid N 
(listwise) 

254     

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022  

  

 Berdasarkan hasil olah data deskriptif statistic big data analytics maka dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata untuk setiap item pernyataan pada variabel big 

data analytics berada pada interval 3,61 – 4,8. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa item pernyataan untuk variabel big data analytics termasuk 

pada kriteria tinggi. Nilai rata-rata tertinggi terjadi pada item pernyataan dengan 

kode Item1 “Big data dapat meningkatkan relevansi, kredibilitas, dan 

relevansi bukti audit” yaitu sebesar 4,74. Sementara nilai rata-rata terendah terjadi 

pada item pernyataan dengan kode Item3 “Saat ini dan ke depan, data memainkan 

peran yang semakin signifikan bahkan menjadi critical resource bagi masyarakat 

modern” yaitu sebesar 3,71. 

 Aspek pemanfaatan Big data dalam meningkatkan relevansi, kredibilitas, 

dan relevansi bukti audit merupakan indikator kunci. Penggunaan big data 

analytics pada aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah di Indonesia dapat 

digunakan dalam mendapatkan gambaran petunjuk dasar atau symptom berkaitan 

dengan kejadian yang outlier atau irregular dalam memberikan visualisasi pola 

data yang berkaitan dengan prediksi suatu nilai atau gambaran secara keseluruhan 

dari collecting data yang dihasilkan. Kebermanfaatan yang diperoleh dengan 

pemanfaatan big data analytics terutama pada Instansi Pemerintah Daerah di 

Indonesia memungkinkan memudahkan pekerjaan dalam menelusuri potensi 

terjadinya kecurangan.  

 

5. Deskriptif Variabel Pencegahan Fraud 

 Pencegahan kecurangan merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan 

terjadinya faktor penyebab kecurangan. Pencegahan kecurangan diukur dengan 

menggunakan metode pencegahan kecurangan menurut (Tunggal, Amin Widjaja, 

2016); Enofe et al., 2015; Wulandari,K,H, 2019; dan Fullerton and Durtschi, 

2004)   yaitu:  
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a. Penetapan kebijakan anti-fraud, dimana indikator yang dilihat antara lain:  

1) Kebijakan organisasi memuat standar etika yang tinggi untuk 

mencegah terjadinya kecurangan;  

2) Kebijakan organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif untuk mencegah kecurangan;  

3) Seluruh jajaran manajemen dan pegawai mempunyai komitmen yang 

sama atas penerapan kebijakan anti-fraud.  

b. Pencegahan asset melalui prosedur pencegahan baku, dimana indikator 

yang dilihat antara lain: 

1) Prosedur pencegahan dan penanganan kecurangan ditetapkan secara 

baku dan tertulis; 

2) Prosedur yang jelas dan memadai untuk melaporkan keuangan yang 

ditemukan.  

c.  Buadaya Jujur dan Etika yang tinggi dalam berorganisasi, dimana 

indikator yang digunakan adalah struktur organisasi yang memadai dan 

mampu menyediakan arus informasi dalam mencegah terjadinya 

kecurangan. 

d. Pengawasan Oleh Komite Audit, dimana indikator yang dilihat antara 

lain:  

1) Pembagian tugas dan fungsi yang jelas, sehingga tidak ada satu orang 

pun yang menguasai seluruh aspek dalam tugas audit; 

2) Sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai untuk mencegah 

terjadinya kecurangan. 

e. Tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan 

kecurangan, dimana indikator yang dilihat antara lain:  

1) Kualifikasi pegawai yang mendapatkan perhatian khusus, seperti 

berpengalaman serta mempunyai kemampuan berpikir analitis dan 

logis, cerdas, tanggap, berpikir cepat, dan terperinci, sehingga peka 

terhadap sinyal-sinyal kecurangan; 
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2) Membangun whistlebowing system untuk menunjang pengendalian 

internal dalam mencegah terjadinya kecurangan. 

 

Dari indikator tersebut akan dipaparkan hasil analisis statistik deskriptif 

untuk variabel pencegahan fraud adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.5. Deskriptif Statistik Pencegahan Fraud 

Descriptive Statistics 

  
N Mean 

Statistic Statistic Kriteria 

Item1 254 3.86 Tinggi 

Item2 254 2.53 Cukup 

Item3 254 2.50 Cukup 

Item4 254 2.64 Cukup 

Item5 254 2.69 Cukup 

Item6 254 2.71 Cukup 

Item7 254 2.93 Cukup 

Item8 254 3.38 Cukup 

Item9 254 3.49 Cukup 

Item10 254 3.56 Cukup 

Item11 254 3.08 Cukup 

Item12 254 3.55 Cukup 

Item13 254 3.58 Cukup 

Item14 254 3.69 Tinggi 

Item15 254 3.61 Tinggi 

Item16 254 3.64 Tinggi 

Item17 254 3.65 Tinggi 

Item18 254 3.63 Tinggi 

Item19 254 3.65 Tinggi 

Item20 254 3.66 Tinggi 

Item21 254 3.67 Tinggi 

Item22 254 3.69 Tinggi 

Item23 254 3.68 Tinggi 

Item24 254 3.73 Tinggi 

Item25 254 3.44 Cukup 

Item26 254 3.70 TInggi 

Valid N 
(listwise) 

254     

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022  
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 Dari hasil olahan data deskriptif statistic pencegahan fraud diketahui bahwa 

nilai rata-rata untuk setiap item pernyataan pada variabel pencegahan fraud berada 

pada interval 3,61 – 4,8 dan 2,41-3,6. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

item pernyataan untuk variabel pencegahan fraud termasuk pada kriteria tinggi 

dan cukup dengan nilai yang bervariatif. Nilai rata-rata tertinggi terjadi pada item 

pernyataan dengan kode Item1 “Saya dapat memanfaatkan jabatan saya dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih dari organisasi lain diluar 

pemerintah daerah” yaitu sebesar 3,86. Sementara nilai rata-rata terendah terjadi 

pada item pernyataan dengan kode Item3 “Saya akan mengambil dan 

menggunakan uang kas pemerintah daerah yang berasal dari hasil pembayaran 

atas pembelian produk oleh pelanggan ke pemerintah” yaitu sebesar 2,50. 

Tidak memanfaatkan jabatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan 

pribadi yang lebih dari organisasi lain diluar pemerintah daerah merupakan 

indikator penting dalam mencegah kecurangan. Sebab pencegahan kecurangan 

merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab 

kecurangan. Bentuk tindakan preventif yang integratif berupa tidak 

menyalahgunakan jabatan dapat membantu menghilangkan serta mengeleminir 

beberapa hal yang menyebabkan timbulnya tindak kecurangan. 

 

6.Deskriptif Variabel Pencegahan Perilaku Financial Crime 

 Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan adalah salah satu kegiatan 

yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap Provinsi Sumatera yang ada 

di Indonesia.Tindakan tersebut diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan 

tindak pidana  pencegahan perilaku financial crime yang merujuk pada Financial 

Action Task Force, dalam konteks Indonesia terdapat pada Undang Undang No. 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang (UU PPTPPU) melalui beberapa ukuran indikator menyikapi permasalahan 

tersebut yakni melalui: 

1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola transaksi dari kegiatan unit yang bersangkutan; 
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2) Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau 

dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau 

3) Aktivitas transaksi di luar kebiasaan dan kewajaran. 

4) Bentuk upaya kebijakan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal 

dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari 

hasil tindak pidana; atau tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas. 

Dari indikator tersebut akan dipaparkan hasil analisis statistik deskriptif 

untuk variabel pencegahan perilaku financial crime adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 5.6. Deskriptif Statistik Pencegahan Perilaku Financial Crime 

Descriptive Statistics 

  
N Mean 

Statistic Statistic Kriteria 

Item1 254 3.49 Cukup 

Item2 254 2.59 Cukup 

Item3 254 2.58 Cukup 

Item4 254 2.70 Cukup 

Item5 254 2.79 Cukup 

Item6 254 2.99 Cukup 

Item7 254 3.45 Cukup 

Item8 254 3.45 Cukup 

Item9 254 3.11 Cukup 

Item10 254 2.99 Cukup 

Item11 254 3.00 Cukup 

Item12 254 3.15 Cukup 

Item13 254 3.11 Cukup 

Item14 254 3.27 Cukup 

Item15 254 3.45 Cukup 

Item16 254 3.36 Cukup 

Item17 254 3.40 Cukup 

Item18 254 3.50 Cukup 

Valid N 
(listwise) 

254     

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022 

 

 Dari hasil olahan data deskriptif statistic pencegahan perilaku financial 

crime diketahui bahwa nilai rata-rata untuk setiap item pernyataan pada variabel 

pencegahan perilaku financial crime berada pada interval 2,41-3,6. Dengan 
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demikian, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk variabel pencegahan 

perilaku financial crime termasuk pada kriteria cukup. Nilai rata-rata tertinggi 

terjadi pada item pernyataan dengan kode Item18 “Masyarakat mengetahui 

undang-undang atau peraturan yang mengatur secara khusus tentang pencegahan 

perilaku financial crime” yaitu sebesar 3,86. Sementara nilai rata-rata terendah 

terjadi pada item pernyataan dengan kode Item3 “Ada indikasi perilaku financial 

crime dilakukan dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri ataupun pihak 

lain” yaitu sebesar 2,50. 

Mengetahui undang-undang atau peraturan yang mengatur secara khusus 

tentang pencegahan perilaku financial crime merupakan indikator penting. Proses 

menegakkan hukum itu harus dengan strategi, tujuan, alasan dan manfaat luar 

biasa. Ketika seseorang melakukan kejahatan, selama ini yang ada di benak 

penegak hukum itu bagaimana timbul efek penjeraan dan pencegahan, sehingga 

orientasi selalu pada sanksi pidana yang berat. Dari represif ini lahirlah efek 

cegah, yaitu kepahaman manusia dan ketakutan manusia bahwa kalau perbuatan 

pidana dilakukan ada sanksi yang diperoleh melalui penjelasan undang-undang 

atau peraturan yang terbit. 

 

5.2. Karakteristik Responden 

5.2.1. Penyebaran kuesioner 

 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang 

diperoleh dari responden. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau 

kondisi responden sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil 

penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara 

langsung kepada responden dan sebagian lainnya dikirim lewat Via Email dan 

Pesan Singkat Elektronik. Pembagian kuesioner ini dilakukan berdasarkan 

kesepakatan yang dilakukan antara peneliti dengan pimpinan kantor masing-

masing, sehingga tiap-tiap kantor besarnya kuesioner yang dibagikan sama yaitu 

sebanyak 50 kuesioner untuk tiap-tiap kantor. 

Responden dalam penelitian ini adalah 254 auditor dengan Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) yang bekerja pada BPKP RI Perwakilan Provinsi di 



166 
 

 

Sumatera dan Inspektorat Daerah. Setiap responden menjawab 30 pernyataan 

tentang internal audit, 33 pernyataan tentang kompetensi risk management, 30 

pernyataan tentang Whistleblowing system, dan 20 pernyataan tentang big data 

analytics. Sedangkan untuk variabel pencegahan fraud terdiri dari 20 Pernyataan 

dan 18 pernyataan lainnya terkait pencegahan financial crime. 

Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian dikodekan (codding) serta 

diolah menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui tanggapan responden 

terhadap setiap variabel yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis 

Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan Partial Least Square (PLS) 

untuk menganalisis pencegahan fraud sebagai mediasi pengaruh internal audit, 

risk management, whistleblowing system dan big data analytics terhadap 

pencegahan perilaku financial crime. 

 Berikut ringkasan jumlah pengiriman dan pengembalian kuesioner yang 

menginformasikan tingkat pengembalian (response rate) yakni sebagai berikut: 

Tabel 5.7. 

Rincian Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Total 

PENGIRIMAN KUESIONER     

TAHAP I     

    -Penyampaian secara Hybrid (G-Form dan Kuesioner) 300 
 

Kuesioner yang dikirim tahap I 
 

140 

Kuesioner yang dikirim tahap II  
 

160 

TOTAL KUESIONER YANG DIKIRIM   300 

PENGEMBALIAN KUESIONER     

Kuesioner yang kembali sebelum tanggal cutoff (Tahap I)     

    -Diambil langsung 158 
 

Total kuesioner yang dikembalikan sebelum tanggal cutoff 
 

218 

    Kuesioner yang tidak dapat digunakan 
 

26 

Kuesioner yang kembali sesudah tanggal cutoff (Tahap II) 
 

82 

    Kuesioner yang tidak dapat digunakan 
 

20 

Total kuesioner yang kembali (218+82) 
 

300 

Kuesioner yang tidak dapat digunakan (6+8) 
 

46 

Total kuesioner yang digunakan 
 

254 

Tingkat pengembalian (response rate) (254/300 x 100%) 
 

84,6% 

Tingkat pengembalian yang digunakan (usable response 

rate) (133/300 x 100%) 

  

 
15,3% 
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 Dari data yang tersaji dapat diketahui tingkat pengembalian kuesioner 

(response rate) untuk auditor JFA sebesar 84,6%, serta tingkat pengembalian 

kuesioner (usable response rate) sebesar 15,3%. Tingkat pengembalian kuisioner 

(response rate) sebesar 84,6% dan termasuk kriteria very good (sangat baik), 

artinya tingkat pengembalian kuisioner (response rate) dapat diterima dan hasil 

jawaban kuisioner dapat diolah, karena response rate lebih besar dari krieria 

acceptable (dapat diterima). 

5.2.2. Profil Responden  

Gambaran umum responden diperoleh dari data bagian informasi demografi 

yang terdapat pada kuesioner penelitian. Pada bagian informasi demografi 

terdapat bagian identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, lama 

bekerja, jabatan, penghasilan, dan jumlah auditor JFA dalam departemen audit. 

Adapun gambaran umum responden, dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai 

berikut: 

 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel 5.8 berikut ini: 

Tabel 5.8. 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No 
Unit Kerja Jenis Kelamin 

Laki-Laki Persentase Perempuan Persentase 

1 BPKP Provinsi Jambi  6 42,85 8 57,14 

2 Inspektorat Kota Jambi 2 9,09 20 90,90 

3 BPKP Provinsi Aceh 2 15,3 11 84,61 

4 Inspektorat Aceh 2 16,6 10 83,3 

5 BPKP Sumatera Utara 1 9,09 10 90,90 

6 Inspektorat Sumatera Utara 3 23,07 10 76,9 

7 BPKP Riau 1 7,14 13 92,85 

8 Inspektorat Riau 2 13,3 13 86,6 

9 BPKP Kepulauan Riau 3 23,07 10 76,92 

10 BPKP Sumatera Selatan 9 0,6 6 0,4 

11 
Inspektorat Sumatera 

Selatan 
3 

18,75 13 81,25 

12 BPKP Bangka Belitung 2 16,6 10 83,3 

13 Inspektorat Bangka Belitung 1 6,25 15 93,75 

14 BPKP Sumatera Barat 9 64,28 5 35,71 

15 Inspektorat Sumatera Barat 5 31,25 11 68,75 
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16 BPKP Bengkulu 2 50 6 50 

17 Inspektorat Bengkulu 3 66,66 6 33,33 

18 BPKP Lampung 4 66,66 8 33,33 

19 Inspektorat Lampung 2 77,77 7 22,22 

Total Responden 62 192 

Total Frekuensi 24,4% 74,01% 

Sumber: Data Primer Olahan Penelitian, 2022 

 

 Informasi mengenai karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis 

kelamin pada BPKP dan Inspektorat di Sumatera menunjukkan jumlah responden 

laki-laki yang mengisi kuisioner berjumlah sebanyak 62 orang dengan persentase 

sebesar 24,4%, dan jumlah responden perempuan sebanyak 192 orang dengan 

persentase 75,5%.  

 Responden didominasi oleh perempuan, dimana profesi auditor JFA 

merupakan profesi dengan tugas yang kompleks, memerlukan curahan waktu 

yang lebih banyak dalam pekerjaannya dan perempuan cenderung lebih tahan 

dengan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama, sehingga mayoritas 

auditor itu sendiri yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah didominasi 

oleh perempuan.  

 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Dari tabel 5.9 dijelaskan bahwa untuk BPKP dan Inspektorat mayoritas 

responden berusia antara <25 tahun sebanyak 173 orang dengan persentase 

sebesar 68,11%, responden yang berusia antara 26-35 tahun sebanyak 33 orang 

dengan persentase, 12,99%, responden yang berusia antara 36-45 tahun sebanyak 

20 orang dengan persentase 7,8%, responden yang berusia antara 46-55 tahun 

sebanyak 20 orang dengan persentase 7,8%, dan 3,1% responden berusia >55 

tahun dengan jumlah responden sebanyak 8 orang.  

 Hasil tersebut menyatakan bahwa produktivitas usia kerja seorang auditor, 

dimana dengan usia yang lebih muda lebih produktif dan usia auditor yang lebih 

muda cenderung lebih terbiasa dengan teknologi informasi mengingat kuesioner 

disebar melalui gform. Saat auditor semakin cukup umur dan memiliki tingkat 
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kematangan maka kekuatan sesorang auditor akan lebih matang dalam berfikir 

dan bekerja 

 Oleh karena itu responden didalam penelitian ini baik pada BPKP dan 

Inspektorat didominasi oleh auditor JFA yang memiliki usia yang relatif lebih 

muda. Berikut ini akan disajikan tabel yang akan memperlihatkan karakteristik 

responden berdasarkan usia tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 5.9. 

Profil Responden Berdasarkan Usia 

No 

Unit Kerja Usia 

< 25 

tahun  

26-35 

tahun  

36-45 tahun  46-55 

tahun  

>55 tahun  

1 BPKP Provinsi Jambi  4 2 3 2 3 

2 Inspektorat Kota Jambi 7 4 2 7 2 

3 BPKP Provinsi Aceh 5 1 4 2 1 

4 Inspektorat Aceh 4 3 2 2 1 

5 BPKP Sumatera Utara 7  1 1  

6 Inspektorat Sumatera Utara 12  1   

7 BPKP Riau 13 1    

8 Inspektorat Riau 15     

9 BPKP Kepulauan Riau 11 2    

10 BPKP Sumatera Selatan 12 3    

11 
Inspektorat Sumatera 

Selatan 
15 

1    

12 BPKP Bangka Belitung 12     

13 Inspektorat Bangka Belitung 15  1   

14 BPKP Sumatera Barat 7 5 1  1 

15 Inspektorat Sumatera Barat 8 6 1 1  

16 BPKP Bengkulu 7 2  1  

17 Inspektorat Bengkulu 7 1  1  

18 BPKP Lampung 6 1 3 2  

19 Inspektorat Lampung 6 1 1 1  

Total Responden 173 33 20 20 8 

Total Frekuensi 68,11% 12,99% 7,8% 7,8% 3,1% 

Sumber: Data Primer Olahan Penelitian, 2022 

 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 Pengelompokan responden berdasarkan lama masa kerjanya di BPKP dan 

Inspektorat perwakilan Sumatera mayoritas responden yang mengisi kuisioner 

telah bekerja selama 1-2 tahun dengan persentase sebesar 68,11% dengan 

responden sebanyak 173 orang, 12,11% responden telah bekeja 3-5 tahun 
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sebanyak 33 orang, 10,62% responden bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 27 

orang, dan 8,26% responden bekerja selama >10 tahun sebanyak 21 orang.  

Masa kerja merupakan salah satu ukuran penentu tentang kecenderungan 

seorang auditor dalam melakukan aktivitas kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa 

masa kerja auditor JFA muda meskipun hasil menunjukkan pengalaman yang 

dimiliki tidak terlalu lama tapi mereka terampil dalam bekerja dan adaptif dalam 

penggunaan teknologi informasi 

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa masa kerja 1-2 merupakan 

tenggang waktu yang cukup baik digunakan seorang auditor untuk 

menyumbangkan tenaganya pada instansi tempat mereka bekerja sehingga akan 

menghasilkan produktivitas yang baik.  Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam 

tabel berikut ini : 

 

Tabel 5.10. 

Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

No 
Unit Kerja Lama Bekerja 

1-2 tahun 3-5 tahun 6-10 tahun >10 tahun 

1 BPKP Provinsi Jambi  4 2 6 2 

2 Inspektorat Kota Jambi 7 4 4 7 

3 BPKP Provinsi Aceh 5 1 5 2 

4 Inspektorat Aceh 4 3 3 2 

5 BPKP Sumatera Utara 7  1 1 

6 Inspektorat Sumatera Utara 12  1  

7 BPKP Riau 13 1   

8 Inspektorat Riau 15    

9 BPKP Kepulauan Riau 11 2   

10 BPKP Sumatera Selatan 12 3   

11 
Inspektorat Sumatera 

Selatan 
15 

1   

12 BPKP Bangka Belitung 12    

13 Inspektorat Bangka Belitung 15  1  

14 BPKP Sumatera Barat 7 5 1 1 

15 Inspektorat Sumatera Barat 8 6 1 1 

16 BPKP Bengkulu 7 2  1 

17 Inspektorat Bengkulu 7 1  1 

18 BPKP Lampung 6 1 3 2 

19 Inspektorat Lampung 6 1 1 1 

Total Responden 173 33 27 21 

Total Frekuensi 68,11% 12,9% 10,62% 8,26% 
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4.  Analisis Jawaban Responden 

 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai respon yang diberikan oleh 

responden dalam menjawab pertanyaan pada kuisioner yang telah disebarkan 

yaitu: 

Tabel 5.11. 

Deskripsi Butir Instrumen Penelitian 

Konstruk / 

Variabel 
Indikator 

Total 

Responden 

Total 

Skor 

Rata-Rata 

Total Skor 

Internal audit 

Peran dan Layanan 254 4184 4,1 

Kemampuan Profesional 254 6402 4,2 

Lingkup Pekerjaan 254 10280 4,047 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pemeriksaan 
254 

4234 4,17 

Manajemen bagian audit 

internal 254 6326 4,15 

Jumlah rata-rata skor internal audit : 20,667 

Risk 

Management 

Mengumpulkan Data 254 4793 2,7 

Menganalisis Risiko 254 5035 2,83 

Mempertahankan Profil 

Risiko 
254 

4989 
2,81 

Mengartikulasi Risiko 254 3675 2,89 

Mendefinisikan Protofolio 

Tindakan Manajemen 

Risiko 

254 

2106 

2,76 

Menanggapi Risiko 254 2276 2,99 

Jumlah rata-rata skor risk management : 16,98 

Whistleblowing 

system 

Aspek kesediaan 254 7628 3,75 

Aspek Operasional 254 6606 3,72 

Aspek Perawatan 254 1930 3,79 

Attitude towerd behavior 254 3817 3,76 

Persepsi Kontrol Perilaku 254 3709 3,65 

Keyakinan terhadap 

perilaku 
254 4731 3,73 

Jumlah rata-rata skor whistleblowing system : 22,4 

Big Data 

Analytics 

Peran Big Data Analytics 254 2862 3,76 

Penggunaan Big Data 

Analytics 
254 

4843 
3,81 

Penggunaan jenis big data 

analytics dan bukti audit 
254 

4864 
3,83 

Penciptaan big data 

analytics 
254 

2903 
3,81 

Akurasi dan keandalan big 

data analytics 
254 

3836 
3,78 
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Jumlah rata-rata skor big data analytics: 18,99 

Pencegahan 

fraud 

Penetapan kebijakan anti 

kecurangan 
254 

1369 
2,69 

Penyalahgunaan aset 254 1299 2,56 

Pelaporan keuangan yang 

menyesatkan 
254 

1368 
2,69 

Budaya jujur dan etika 

yang tinggi 
254 

10597 
3,48 

Tanggungjawab 

Management untuk 

Mengevaluasi Pencegahan 

Kecurangan 

254 

3724 

3,67 

Pengawasan Oleh Komite 

audit 
254 

3690 
3,63 

Jumlah rata-rata skor Pencegahan fraud: 18,72 

Pencegahan 

perilaku 

Financial Crime 

Transaksi Keuangan 254 3337 2,62 

Penggunaan Uang Secara 

Berulang 
254 

4055 
3,19 

Aktivitas Transaksi tidak 

wajar 
254 

4055 
3,18 

Bentuk upaya kebijakan 

keuangan 
254 

2602 
3,41 

Jumlah rata-rata skor Pencegahan perilaku financial crime: 12,4 

Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

 

Berdasarkan tabel 5.11 dapat dinyatakan sebagai berikut : 

a) Jumlah rata-rata skor sebesar 20,667 pada konstruk internal audit 

menunjukkan bahwa auditor JFA telah melaksanakan pelaksanaan 

prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Indikator yang mempunyai 

rata-rata total skor tertinggi adalah indikator kemampuan profesional 

sebesar 4,2 menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

dalam pembuktian kecurangan pada kategori yang sangat baik atau sangat 

efektif. Indikator yang mempunyai rata-rata total skor yang paling rendah 

dibanding jumlah rata-rata total skor keseluruhan adalah indikator lingkup 

pekerjaan sebesar 4,047 yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 

lingkup pekerjaan dalam pembuktian kecurangan pada kategori yang 

kurang baik dan tidak efektif. 
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b) Jumlah rata-rata skor sebesar 16,98 pada konstruk risk management 

menunjukkan bahwa auditor JFA memiliki kemampuan dasar, kemampuan 

teknis, dan sikap mental untuk melaksanakan audit dalam membuktikan 

kecurangan melalui risk management. Indikator yang mempunyai rata-rata 

total skor tertinggi adalah indikator menangani risiko sebesar 2,99 

menunjukkan bahwa kemampuan auditor JFA memiliki pengaruh yang 

cukup kuat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam 

pembuktian kecurangan. Indikator yang mempunyai rata-rata total skor 

terendah adalah indikator mengumpulkan yaitu sebesar 2,7 menunjukkan 

bahwa kemauan auditor JFA dalam meminimalisir risk management tidak 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit dalam pembuktian kecurangan. 

 

c) Jumlah rata-rata skor sebesar 22,4 pada konstruk whistleblowing system 

menunjukkan bahwa hal ini berarti bahwa kecenderungan kecurangan 

akuntansi dapat dikurangi jika sistem whistleblowing system yang efektif 

dapat diterapkan. Indikator yang mempunyai rata-rata total skor tertinggi 

adalah indikator aspek perawatan sebesar 3,79 menunjukkan bahwa 

semakin tinggi dan baik whistleblowing system di lingkungan 

pengendalian internal maka semakin menurun kecenderungan kecurangan. 

Indikator yang mempunyai rata-rata total skor terendah adalah indikator 

aspek operasional sebesar 3,72 menunjukkan bahwa kurangnya informasi 

dan komunikasi pada aspek operasional yang akan mengakibatkan 

semakin tinggi kecenderungan kecurangan. 

 

d) Jumlah rata-rata skor sebesar 18,99 pada konstruk big data analytics 

menunjukkan bahwa penggunaan big data analytics memberikan 

kemudahan-kemudahan dalam mengolah, mengelola dan menyajikan 

informasi keuangan, dengan dukungan suatu sitem informasi, sehingga 

dapat tercapai competitive advantage bagi organisasi atau instansi. 

Indikator yang mempunyai rata-rata total skor tertinggi adalah indikator 



174 
 

 

penggunaan big data analytics sebesar 3,81 menunjukkan bahwa 

pentingnya big data analytics dalam membantu pengelolaan data 

keuangan secara akurat,efektif dan efesien. Indikator yang mempunyai 

rata-rata total skor terendah adalah indikator peran big data analytics 

sebesar 3,76 menunjukkan bahwa minimnya utility kemampuan user 

auditor dalam mengetahui peran penting big data analytics. 

 

e) Jumlah rata-rata skor sebesar 18,72 pada konstruk Pencegahan Fraud 

menunjukkan bahwa pencegahan fraud bentuk upaya terintegrasi terkait 

dengan aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem 

dan prosedur untuk memerangi dan menekan terjadinya faktor penyebab 

sebagai kunci aktivitas kecurangan yang mana pencegahan dilakukan 

dengan membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah 

dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai. 

Indikator yang mempunyai rata-rata total skor tertinggi adalah indikator 

mengenai tanggungjawab management untuk mengevaluasi pencegahan 

kecurangan sebesar 3,67 menunjukkan bahwa pentingnya pencegahan 

fraud dalam membantu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan 

efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. Indikator yang mempunyai rata-rata total skor terendah adalah 

indikator penyalahgunaan asset sebesar 2,566 menunjukkan bahwa 

minimnya tindakan kecurangan yang dilakukan berkaitan dengan 

pencegahan fraud. 

 

f) Jumlah rata-rata skor sebesar 12,4 pada konstruk pencegahan perilaku 

financial crime menunjukkan bentuk preventif dari setiap aktivitas yang 

melibatkan perilaku curang atau tidak jujur untuk tujuan keuntungan 

finansial pribadi, dan dapat juga mencakup konversi kepemilikan harta 

secara ilegal dimana kejahatan keuangan dapat dilakukan oleh individu 

atau kelompok yang mengarah pada berbagai bentuk aktifitas. Indikator 

yang mempunyai rata-rata total skor tertinggi adalah indikator aspek 
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bentuk upaya pencegahan keuangan skor sebesar 3,41 menunjukkan 

bahwa semakin tinggi dan baik pencegahan perilaku financial crime maka 

semakin menurun kecenderungan kecurangan seperti: 1) pencucian uang; 

2) pendanaan terorisme; 3) penipuan; 4) penghindaran pajak; 5) 

penggelapan; 6) Pemalsuan; dan 7) pencurian identitas.Indikator yang 

mempunyai rata-rata total skor terendah adalah indikator aspek transaksi 

keuangan sebesar 2,62 menunjukkan bahwa minimnya potensi kecurangan 

di pemerintah daerah dari aspek trasansksi keuangan yang ditimbulkan. 

 

5.3. Analisis Hasil Dengan Menggunakan SMARTPLS  

5.3.1. Merancang model structural (inner model) 

 Inner model adalah model structural yang menghubungkan antar variabel 

laten. Berikut model rancang inner model pengukuran penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Inner Model 

Keterangan: 

a. X1 : Internal audit 

b. X2 : Risk Management 

c. X3 : Whistleblowing System 

d. X4 :  Big Data Analytics 

e. Y : Pencegahan perilaku Financial Crime 

f. M : Pencegahan Fraud 
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5.3.2. Merancang model pengukuran (outer model) 

 Outer model adalah Model pengukuran yang menghubungkan indicator 

dengan variabel latennya. Berikut model rancang outer model pengukuran 

penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. 

Outer Model 

Berikut hasil result model outer model dalam penelitian ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Konstruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS 

 Setelah dilakukan design konstruksi Diagram Jalur hasil pemodelan PLS, 

diperoleh hasil ada beberapa butir yang belum memnuhi kriteria, sehingga perlu 
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dilakukan reframing model PLS. Berikur hasil konstruksi diagram jalur PLS 

setelah dilakukan penyesuaian yakni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. Konstruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS Setelah Di 

Modifikasi 

Model pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif dievaluasi 

dengan convergent dan discriminant validity dari indikatornya dan composite 

realibility untuk blok indikator. Sedangkan outer model dengan indikator formatif 

dievaluasi berdasarkan pada substantive content-nya yaitu dengan 

membandingkan besarnya relative weight dan melihat signifikansi dari ukuran 

weight tersebut. Outer model sering juga disebut dengan outer relation atau 

measurment model yang didefenisikan bagaimana setiap blok indikator 

berhubungan dengan variabel latennya. 

 

5.3.3. Uji Kualitas Data 

 Outer Model dapat dievaluasi dengan cara melihat nilai validitas dan 

reliabilitas pengukuran dari model tersebut. Secara umum uji validitas adalah 

untuk melihat apakah item pertanyaan yang dipergunakan mampu mengukur apa 

yang ingin diukur. Suatu item pertanyaan dalam suatu kuesioner dipergunakan 

untuk mengukur suatu konstruk (variabel) yang akan diteliti. Sedangkan Uji 
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reliabilitas adalah untuk melihat apakah rangkaian kuesioner yang dipergunakan 

untuk mengukur suatu konstruk tidak mempunyai kecenderungan tertentu.  

 

1. Uji Validitas 

 Validitas pengukuran terdiri atas validitas konvergen dan validitas 

diskriminan. Validitas konvergen ditentukan menggunakan parameter loading 

factor dan nilai AVE (Average Variance Extracted). Pengukuran dapat 

dikategorikan memiliki validitas konvergen apabila nilai loading factor > 0,7 dan 

nilai AVE > 0,5. Validitas diskriminan ditentukan dengan melihat crossloading 

dari setiap variabel dan dikategorikan memiliki validitas diskriminan apabila 

memiliki nilai crossloading mencapai 0,7. 

a.Validitas Konvergen 

 Validitas konvergen merupakan korelasi Antara skorindikator dengan 

skorkons truknya. Model PLS-SEM memenuhi convergent validity dapat 

dikatakan valid apabila nilai outer loading > 0,7 dan nilai AVE > 0,5. Berikut ini 

merupakan hasil korelasi antara indikator dengan konstruknya menunjukkan nilai 

outer loading > 0,7. Nilai outer loading dalam model dapat dilihat pada table 5.12 

sebagai berikut: 

Tabel 5.12. Hasil Uji Validitas Konvergen 
 

Variabel 

Big Data 

Analytics 

(X4) 

Variabel 

Internal 

Audit 

(X1) 

Variabel 

Pencegahan 

perilaku 

Financial 

Crime(Y) 

Variabel 

Pencegahan 

Fraud (M) 

Variabel 

Risk 

Management 

(X2) 

Variabel 

Whistleblowing 

System (X3) 

M1P1 
   

0.926 
  

M1P2 
   

0.920 
  

M1P3 
   

0.929 
  

M1P4 
   

0.616 
  

M1P5 
   

0.407 
  

M1P6 
   

0.456 
  

X1P1 
 

0.782 
    

X1P2 
 

0.892 
    

X1P3 
 

0.879 
    

X1P4 
 

0.922 
    

X1P5 
 

0.897 
    

X2P1 
    

0.922 
 

X2P2 
    

0.951 
 

X2P3 
    

0.945 
 



179 
 

 

X2P4 
    

0.950 
 

X2P5 
    

0.910 
 

X2P6 
    

0.922 
 

X3P1 
     

0.946 

X3P2 
     

0.953 

X3P3 
     

0.928 

X3P4 
     

0.927 

X3P5 
     

0.928 

X3P6 
     

0.935 

X4P1 0.907 
     

X4P2 0.891 
     

X4P3 0.931 
     

X4P4 0.923 
     

X4P5 0.909 
     

YP1 
  

0.865 
   

YP2 
  

0.842 
   

YP3 
  

0.807 
   

YP4 
  

0.578 
   

Sumber : Olah Data SmartPLS, 2022 

 Berdasarkan result data yang disajikan pada tabel 5.12, hasil model 

struktural yang diteliti menunjukkan hubungan antara indikator dengan masing-

masing variabel yang ditunjukkan dengan besarnya nilai bobot faktor. Variabel 

Pencegahan Fraud (M) diukur dari enam item indikator yakni Penetapan 

kebijakan anti kecurangan (M1.1) dengan bobot 0,926, Penyalahgunaan Asset 

(M1.2) dengan bobot 0,920, Pelaporan Keuangan yang Menyesatkan (M1.3) dengan 

bobot 0,929, sedangkan Budaya Jujur dan Etika Yang Tinggi (M1.4) memiliki 

bobot 0,616 sedangkan indikator Tanggungjawab Management untuk 

mengevaluasi Pencegahan Kecurangan (M1.5) diperoleh hasil dengan bobot 0,407 

dan Pengawasan oleh Komite Audit (M1.6) diperoleh nilai dengan bobot 0,456 

ketiga indikator tersebut belum memenuhi persyaratan kategori minimum nilai 

dan dinyatakan tidak valid karena nilai masing-masing konstruk < 0,5. 

Variabel Internal Audit (X1) diukur melalui lima indikator yakni Peran dan 

Layanan (X1.1) dengan bobot 0,782, Kemampuan Profesional (X1.2) dengan bobot 

0,892, Lingkup Pekerjaan (X1.3) dengan bobot 0,879, Pelaksanaan Kegiatan 

Pemeriksaan (X1.4) dengan bobot 0,922, dan Manajemen Bagian Audit Internal 

(X1.5) dengan bobot 0,897. Semua nilai cross loading yang dihasilkan pada 
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varibel internal audit (X1) pada setiap butir indikator yang dihasilkan dinyatakan 

valid. 

Variabel Risk Management (X2) diukur melalui enam indikator yakni terkait 

dengan indikator Mengumpulkan Data (X2.1) dengan bobot 0,922, Menganalisis 

Risiko (X2.2) dengan bobot 0,951, Mempertahankan Profil Risiko (X2.3) dengan 

bobot 0,945, Mengartikulasi Risiko (X2.4) dengan bobot 0,950, Mendefinisikan 

Portofolio Tindakan Manajemen Risiko (X2.5) dengan bobot 0,910, Menanggapi 

Risiko (X2.6) dengan bobot 0,922. Semua nilai cross loading yang dihasilkan pada 

varibel risk management (X2) pada setiap butir indikator yang dihasilkan 

dinyatakan valid. 

Variabel Whistleblowing system (X3) diukur melalui enam indikator yakni 

terkait dengan indikator yakni Aspek Kesediaan (X3.1) diperoleh bobot score 

0,946, Aspek Operasional (X3.2) dengan bobot 0,953, Aspek Perawatan (X3.3) 

dengan bobot 0,928, Aspek Attitude towerd behavior (X3.4) dengan bobot 0,927, 

Aspek Persepsi Kontrol (X3.5) dengan bobot 0,928, Aspek Behaviour Belief (X3.6.) 

dengan bobot 0,935. Semua nilai cross loading yang dihasilkan pada varibel 

whistleblowing system (X3) pada setiap butir indikator yang dihasilkan dinyatakan 

valid. 

Variabel Big Data Analytics (X4) diukur melalui lima indikator yakni terkait 

dengan indikator yakni Peran big data analytics yang meningkatkan fungsi dalam 

mencegah fraud dan pencegahan perilaku financial crime (X4.1) bobot score 

0,907, Memaksimalkan penggunaan big data analytics (X4.2) bobot score 0,891, 

Penggunaan jenis big data analytics dan bukti  audit yang bervariasi (X4.3) bobot 

score 0,931, Penciptaan  big data analytics yang cepat dalam mencegah fraud dan 

pencegahan perilaku financial crime (X4.4) bobot score 0,923, Akurasi dan 

keandalan big data analytics dalam audit(X4.5) bobot score 0,909. Semua nilai 

cross loading yang dihasilkan pada varibel Big Data Analytics (X4) pada setiap 

butir indikator yang dihasilkan dinyatakan valid. 

Variabel Pencegahan Perilaku Financial Crime (Y) diukur melalui empat 

indikator yakni terkait dengan Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, 

karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari kegiatan unit yang bersangkutan 
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(Y1.1) bobot score 0,865, Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif 

besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran (Y1.2) bobot 

score 0,842, Aktivitas transaksi di luar kebiasaan dan kewajaran (Y1.3) bobot 

score 0,807, sedangkan Transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan 

harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau tidak memiliki 

tujuan ekonomi yang jelas (Y1.4) bobot score 0,578 belum memenuhi persyaratan 

kategori minimum nilai dan dinyatakan tidak valid karena nilai masing-masing 

konstruk < 0,5.  

Hasil nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa semua indikator mempunyai 

loading factor kepada konstruknya masing-masing lebih tinggi dari pada dengan 

konstruk lainnya. Dengan demikian, konstruk laten mmeprediksi indikator pada 

blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok yang lain. 

Bersarkan result data validitas konvergen yang dihasilkan diperoleh ada 

beberapa indikator yang tidak valid dan memenuhi persyaratan, sehingga peneliti 

melakukan improvement model dari data yang dihasilkan dengan mengeluarkan 

nilai indikator. Berikut Hasil perbaikan validitas konvergen dihasilkan melalui 

penyajian data sebagai berikut: 

 

Tabel 5. 13. Perbaikan Validitas Konvergen  
Variabel 

Big Data 

Analytics 
(X4) 

Variabel 

Internal 

Audit 
(X1) 

Variabel 

Pencegahan 

Perilaku 
Financial 

Crime (M) 

Variabel 

Pencegahan 

Fraud (Y) 

Variabel Risk 

Management 

(X2) 

Variabel 

Whistleblowing 

System (X3) 

M1P1 
   

0.943 
  

M1P2 
   

0.956 
  

M1P3 
   

0.945 
  

X1P1 
 

0.796 
    

X1P2 
 

0.897 
    

X1P3 
 

0.878 
    

X1P4 
 

0.914 
    

X1P5 
 

0.897 
    

X2P1 
    

0.921 
 

X2P2 
    

0.950 
 

X2P3 
    

0.943 
 

X2P4 
    

0.950 
 

X2P5 
    

0.912 
 

X2P6 
    

0.923 
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X3P1 
     

0.947 

X3P2 
     

0.953 

X3P3 
     

0.929 

X3P4 
     

0.926 

X3P5 
     

0.928 

X3P6 
     

0.935 

X4P1 0.906 
     

X4P2 0.890 
     

X4P3 0.931 
     

X4P4 0.924 
     

X4P5 0.910 
     

YP1 
  

0.920 
   

YP2 
  

0.789 
   

YP3 
  

0.740 
   

Sumber : Olah Data SmartPLS, 2022 

Berdasarkan Tabel 5.13, maka didapatkan informasi bahwa nilai Outer 

Loading pada seluruh item pernyataan untuk seluruh vaiabel yaitu lebih besar dari 

0,7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk seluruh 

variabel dapat dinyatakan valid. 

2. Average variance extracted (AVE) 

 Dalam analisis faktor konfirmatory, persentase rata-rata nilai AVE antar 

item atau indikator suatu set konstruk laten merupakan ringkasan convergent 

indicator. Konstruk yang baik itu jika nilainya AVE ≥ 0,5. Berikut ini tabel 5.14 

yang menjelaskan hubungan antar laten variabel yang menjeleskan mengenai 

average variance extracted (AVE) yakni : 

Tabel 5.14. 

Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel AVE 

Internal Audit (X1) 0,833 

Risk Management (X2) 0,770 

Whistleblowing System (X3) 0,672 

Big Data Analytics (X4) 0,898 

Pencegahan Fraud (M) 0,871 

Pencegahan Perilaku Financial 

Crime (Y) 0,877 

   Sumber : Olah Data SmartPLS, 2022 
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 Dari tabel 5.14. di atas dapat dilihat bahwa semua internal audit, risk 

management, whistleblowing system, big data analytics, pencegahan fraud dan 

pencegahan perilaku financial crime yang memiliki nilai AVE yang ≥ 0,5. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan semua variabel berokorelasi oleh 

masing-masing indikator terhadap variabel latennya. 

 

3. Disciminat validity 

Discriminant Validity dilakukan dengan cara melihat nilai cross loading 

pengukuran konstrak. Nilai cross loading menunjukkan besarnya korelasi antara 

setiap konstrak dengan indikatornya dan indikator dari konstrak blok lainnya. 

Suatu model pengukuran memiliki discriminant validity yang baik apabila 

korelasi antara konstrak dengan indikatornya lebih tinggi daripada korelasi 

dengan indikator dari konstrak blok lainnya. Setelah dilakukan pengolahan data 

dengan menggunakan SmartPLS 3.0 hasil cross loading dapat ditunjukkan pada 

Tabel 5.15 sebagai berikut : 

 

Tabel 5.15. Hasil Cross Loading 

  

Pencegahan 

Perilaku 

Financial 

Crime 

Pencegahan 

Fraud 

Variabel 

Big Data 

Analytics 

(X4) 

Variabel 

Internal 

Audit 

(X1) 

Variabel 

Risk 

Management 

(X2) 

Variabel 

Whistleblowing 

System (X3) 

M1P1 0.447 0.943 -0.364 -0.173 -0.193 -0.323 

M1P2 0.470 0.956 -0.384 -0.153 -0.205 -0.307 

M1P3 0.475 0.945 -0.337 -0.150 -0.192 -0.253 

X1P1 -0.082 -0.094 0.282 0.796 0.238 0.140 

X1P2 -0.099 -0.095 0.343 0.897 0.217 0.191 

X1P3 -0.092 -0.103 0.318 0.878 0.192 0.198 

X1P4 -0.147 -0.188 0.362 0.914 0.246 0.208 

X1P5 -0.123 -0.188 0.380 0.897 0.255 0.213 

X2P1 -0.109 -0.202 0.388 0.293 0.921 0.315 

X2P2 -0.032 -0.190 0.388 0.244 0.950 0.336 

X2P3 -0.056 -0.148 0.337 0.238 0.943 0.313 

X2P4 -0.042 -0.195 0.408 0.251 0.950 0.354 

X2P5 -0.084 -0.213 0.399 0.229 0.912 0.325 

X2P6 -0.074 -0.198 0.418 0.229 0.923 0.316 

X3P1 0.055 -0.299 0.579 0.205 0.336 0.947 

X3P2 0.103 -0.280 0.594 0.234 0.359 0.953 
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X3P3 0.054 -0.345 0.605 0.240 0.304 0.929 

X3P4 0.075 -0.300 0.563 0.180 0.307 0.926 

X3P5 0.129 -0.238 0.576 0.213 0.319 0.928 

X3P6 0.091 -0.259 0.550 0.163 0.353 0.935 

X4P1 0.034 -0.385 0.906 0.346 0.370 0.597 

X4P2 0.030 -0.330 0.890 0.369 0.376 0.561 

X4P3 0.055 -0.362 0.931 0.377 0.397 0.577 

X4P4 0.072 -0.354 0.924 0.361 0.405 0.554 

X4P5 0.087 -0.300 0.910 0.332 0.368 0.525 

YP1 0.920 0.572 -0.128 -0.248 -0.123 -0.030 

YP2 0.789 0.221 0.306 0.067 -0.002 0.230 

YP3 0.740 0.184 0.303 0.093 0.057 0.212 

Sumber : Olah Data SmartPLS, 2022 

Dari hasil cross loading pada Tabel 5.15 menunjukkan bahwa nilai korelasi 

konstrak dengan indikatornya lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstrak 

lainnya. Dengan demikian bahwa semua konstrak atau variabel laten sudah 

memiliki discriminant validity yang baik, dimana indikator pada blok indikator 

konstrak tersebut lebih baik daripada indikator di blok lainnya. 

 Evaluasi selanjutnya, yaitu dengan membandingkan nilai akar AVE dengan 

korelasi antar konstrak. Hasil yang direkomendasikan adalah nilai akar AVE 

harus lebih tinggi dari korelasi antar konstrak. Model memiliki discriminant 

validity yang lebih baik apabila akar kuadrat AVE untuk masing-masing konstrak 

lebih besar dari korelasi antara dua konstrak di dalam model. Nilai AVE yang 

baik disyaratkan memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Dalam penelitian ini, nilai 

AVE dan akar kuadrat AVE untuk masing-masing konstrak dapat ditunjukkan 

pada Tabel 5.16 sebagai berikut : 

 Tabel 5.16. Nilai AVE dan Akar Kuadrat AVE 

Variabel AVE 
Akar Kuadrat 

AVE 

Internal Audit (X1) 0,833 0,912 

Risk Management (X2) 0,770 0,877 

Whistleblowing System (X3) 0,672 0,819 

Big Data Analytics (X4) 0,898 0,947 

Pencegahan Fraud (M) 0,871 0,933 

Pencegahan Perilaku Financial Crime 

(Y) 0,877 

0,936 

     Sumber : Olah Data SmartPLS, 2022 
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 Berdasarkan Tabel 5.16 semua konstrak menunjukkan nilai AVE yang lebih 

besar dari 0,50 yaitu dengan nilai terkecil 0,877 untuk variabel Risk management 

dan terbesar 0,947 untuk variabel Big data analytics. Nilai tersebut sudah 

memenuhi persyaratan sesuai dengan batas nilai minimum AVE yang ditentukan 

yaitu 0,50. Setelah diketahui nilai akar kuadrat dari AVE untuk masing-masing 

konstrak, tahap selanjutnya adalah membandingkan akar kuadrat AVE dengan 

korelasi antar konstrak dalam model.  

 Pada penelitian ini hasil dari korelasi antar konstrak dengan nilai akar 

kuadrat AVE dapat ditunjukkan pada Tabel 5.17 melalui Kriteria pemenuhan nilai 

HTMT pada model evaluasi discriminant validity yakni dengan ketentuan Nilai 

HTMT yang ada diatas 0,90 maka data tersebut menunjukkan evaluasi 

discriminant validity Gagal. Berikut hasil uji discriminant validity menggunakan 

evaluasi HTMT dapat digambarkan melalui model sebagai berikut : 

 

Tabel 5.17. 

Rasio Heterotrait-Monotrait (HTMT) 

Variabel 

Pencegahan 

Perilaku 

Financial 

Crime 

Pencegahan 

fraud  

Big Data 

Analytics 

Internal 

Audit Risk 

Management 

Whistleblowing 

System 

Pencegahan Perilaku 

Financial Crime    

 

  

Pencegahan Fraud 0,438      

Big Data Analytics 0,328 0,401     

Internal Audit 0,179 0,162 0,407    

Risk Management 0,087 0,214 0,435 0,274   

Whistleblowing System 0,212 0,320 0,640 0,226 0,361  

Sumber : Olah Data SmartPLS, 2022 

Dari Tabel 5.17 menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE untuk masing-

masing konstrak lebih besar daripada nilai korelasinya sehingga konstrak dalam 

model penelitian ini masih dapat dikatakan memiliki discriminant validity yang 

baik melalui hasil kriteria discriminant validity HTMT. 
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5.3.4. Reliabilitas konstruk 

Outer model selain diukur dengan menilai convergent validity dan 

discriminant validity juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstrak 

atau variabel laten yang diukur dengan nilai composite reliability. Uji reliabilitas 

konstruk dapat diukur dengan melihat composite reliability dari blok indikator 

yang dihasilkan dengan perhitungan SEM dengan metode alternative PLS untuk 

masing-masing konstruk. Nilai suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai composite reliability >0,70.  Hasil output SmartPLS untuk nilai composite 

reability dapat ditunjukkan pada table 5.18 berikut: 

 

Tabel 5.18 

Composite Reliability 

  Cronbach's 

Alpha 

rho_A Reliabilitas 

Komposite 

Rata-rata Varians 

Diekstrak (AVE) 

Pencegahan perilaku Financial Crime 0.809 1.211 0.859 0.672 

Pencegahan Fraud 0.943 0.944 0.964 0.898 

Variabel Big Data Analytics (X4) 0.950 0.954 0.961 0.833 

Variabel Internal Audit (X1) 0.928 0.997 0.943 0.770 

Variabel Risk Management (X2) 0.970 0.975 0.976 0.871 

Variabel Whistleblowing System (X3) 0.972 0.980 0.977 0.877 

Sumber : Olah Data SmartPLS, 2022 

 Hasil pengujian pada tabel 5.18 menunjukkan bahwa semua konstruk atau 

variabel penelitian ini sudah menunjukkan sebagai pengukur yang fit hanya 

variabel teknologi informasi yang tidak realibel. Hal ini ini ditunjukkan pada 

semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk 

adalah realibel dan memiliki nilai diatas 0,80, hal ini bearti bahwa nilai composite 

realibility masing-masing konstruk sangat baik yaitu di atas 0,80 dan hasil uji 

reliabilitas ini menyatakan bahwa semua konstruk memiliki reabilitas yang baik 

sesuai dengan batas minimum yang telah disyaratkan sehingga analisis 

selanjutnya dapat dilakukan. 
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5.3.5. Pengujian model structural (inner model) 

 Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara variabel, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model structural atau inner model dievaluasi dengan melihat persentasi variance 

yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R2 untuk konstruk laten dependen. 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat besarnya 

koefisien jalur strukturalnya dan stabilitas dari estimasi di evaluasi dengan 

menggunakan uji t-statistik yang didapat lewat prosedur bootstrapping. Semakin 

tinggi nilai r-square berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian 

yang diajukan. Nilai path coefficients menunjukkan tingkat signifikansi dalam 

pengujian hipotesis.  

 

1. Analisis Variant (R2) atau Uji Determinasi 

Analisis Variant (R2) atau Uji Determinasi yaitu untuk mengetahui besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut, nilai dari 

koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada Tabel 5.19 sebagai berikut : 

 

Tabel 5.19 

Nilai R-square 

 

 

 

 

 
 

  

    Sumber : Olah Data SmartPLS, 2022 

Berdasarkan dari output diatas dapat disimpulkan bahwa nilai R-Square 

pencegahan financial crime sebesar 0,760 dan pencegahan fraud sebesar 0,843 

sebesar 0,843 yang berarti model mediasi memiliki tingkat goodness of fit yang 

baik dan variabilitas pencegahan financial crime yang dimediasi pencegahan 

fraud dapat dijelaskan oleh keempat variabel dalam model yaitu internal audit, 

risk management, whistleblowing system, dan big data analytics sebesar 76%, dan 

Variabel R-Square 
Adjusted 

R Square 

Pencegahan fraud  0,843 0,857 

Pencegahan perilaku 

financial crime 
 0,760 

0,763 
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84,3 % sedangkan 24% dan 15,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di teliti 

dalam model ini. Semakin tinggi nilai R-square yang didapat oleh suatu konstruk 

atau variabel, maka akan semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan variabel dependennya. 

 

2. Evaluasi goodness of fit (GoF) 

Untuk memvalidasi model secara keseluruhan, maka digunakan goodness of 

fit (GoF). GoF index ini merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk 

memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (outer model) dan 

model struktural (inner model). Pada penelitian ini Gof dilakukan melalui evaluasi 

Model FIT yang menggambarkan seberapa baik atau cocok dengan serangkaian 

pengamatan melalui kriteria yakni: 

a. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) < 0,10 model akan di 

anggap cocok 

b. Normal Fit Index (NFI) menghasilkan nilai antara 0 dan 1. 

Berikut ini tabel yang menggambarkan Model Fit masing-masing variabel 

pada model penelitian ini secara keseluruhan yaitu : 

Tabel 5.20. Nilai Fit Model 

  Model Saturated 
Model 

Estimasi 

SRMR 0.072 0.100 

d_ULS 2.123 4.055 

d_G 0.624 0.658 

Chi-Square 949.882 989.857 

NFI 0.885 0.880 

 Informasi yang tersaji dari hasil result data model Fit yang dilakukan 

diperoleh hasil bahwa nilai Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 

0,072 < 0,10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecocokan antara 

korela/ hubungan model yang diamati. Disamping itu juga dari hasil uji yang 

dilakukan diperoleh Normal Fit Index (NFI) menghasilkan nilai 0,885 yang 

teletak antara 0 dan 1. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai yang 

dihasilkan semakin mendekati 1 sehingga dapat diketahui semakin sesuai dengan 

model yang dibangun. 
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p 

Pada penilaian goodness of fit bisa diketahui melalui nilai Q2. NilaiQ2 

memiliki arti yang sama dengan koefisien determinasi (R-Square) pada analisis 

model,dimana semakin tinggi R- Square, maka model dapat dikatakan semakin fit 

dengan data. Perhitungan nilai Q2  sebagai berikut: 

Q2 =1 –(1 – R1
2
)(1 -R2

2
)…(1 –R 2) 

Q2 =1 -(1-0,843)x(1-0,760) 

=1 – (0,157 x0,24) 

=1 – 0,03768 

=0,962 

 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui nilaiQ2 sebesar 

0,96 artinya besarnya keberagaman dari data penelitian dapat dijelaskan oleh 

model structural yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebesar 96%. 

Berdasarkan hasil ini, model structural pada penelitian telah memiliki goodness of 

fit yangbaik. 

 Evaluasi selanjutnya pada inner model dengan melihat path diagram yang 

menunjukkan signifikansi untuk variabel independen terhadap variabel dependen. 

Gambar 5.5 merupakan path diagram dalam model ini yang dapat ditunjukkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Path Diagram 
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5.4. Pengujian Hipotesis 

 Setelah data memenuhi syarat pengukuran, maka dapat dilanjutkan dengan 

melakukan metode bootstrapping pada SmartPLS 3. Metode bootstrapping adalah 

prosedur pengambilan sampel baru secara berulang sebanyak N sampel baru dari 

data asal berukuran n, dimana untuk sebuah sampel baru dilakukan pengambilan 

titik sampel dari data asal dengan cara satu persatu sampai n kali dengan 

pengambilan. Untuk uji parsial digunakan Uji t-statistic yang dimaksud kan untuk 

menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel eksogen Xi secara keseluruh 

anterhadap variabel endogen Y. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan anatara nilai t yang dihasilkan dari perhitungan t-statistic dengan  

nilai t- tabel.  

Hipotesis nol akan diterima apabila nilai t- statistic lebih kecil dari nilai t- table 

(t-statistic  < t-table), ini berarti hipotesis alternatif yang ditolak. Sebaliknya, hipotesis 

nol akan ditolak apabila nilai t-statistic lebih besar atau sama dengan nilai t-

tabel (t-statistic ≥ t- table), ini berarti hipotesi salternatif yang diterima. Nilai t- tabel 

dapat diketahui berdasarkan taraf signifikansi 0,05 dengan jumlah unit analisis 

254, yaitu 1,6525. Tabel berikut ini merupakan hasil uji t-statistik. Berikut 

merupakan hipotesis yang akan diuji : 

 

  H1 :  Terdapat pengaruh positif dari Internal Audit terhadap pencegahan 

fraud 

  H2 :  Terdapat pengaruh positif dari Risk Management berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud   

  H3 :  Terdapat pengaruh positif dari Whistleblowing system berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud  

  H4 :  Terdapat pengaruh positif dari Big data analytics berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud  

   H5 :  Terdapat pengaruh positif dari pencegahan fraud berpengaruh 

terhadap pencegahan perilaku financial crime 
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Tabel 5.21. Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values) 
 

Sampel 

Asli (O) 

Rata-

rata 

Sampel 

(M) 

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

T Statistik (| 

O/STDEV |) 

P Values 

Pencegahan Fraud -

> Pencegahan 

Perilaku Financial 

Crime 

0.490 0.498 0.043 11.487 0.000 

Variabel Big Data 

Analytics (X4) -> 

Pencegahan Fraud 

0.286 -0.270 0.076 3.769 0.000 

Variabel Internal 

Audit (X1) -> 

Pencegahan Fraud 

0.019 0.034 0.057 2.335 0.000 

Variabel Risk 

Management (X2) -

> Pencegahan Fraud 

-0.042 -0.041 0.068 0.620 0.268 

Variabel 

Whistleblowing 

System (X3) -> 

Pencegahan Fraud 

0.115 0.129 0.073 2.567 0.059 

Sumber : Olah Data SmartPLS, 2022 

  

Berdasarkan Tabel 5.21, maka didapatkan informasi mengenai nilai t- 

statistik dan nilai t-table yang akan dibandingkan dan keputusan sesuai dengan yang 

telah dijelaskan diatas. Keputusan untuk setiap variabel adalah sebagai berikut : 

1. Variabel pencegahan fraud terhadap pencegahan perilaku financial crime 

memiliki nilai t-statistik sebesar 11.487 > nilai t-table sebesar 1,6525 pada 

taraf signifikansi (α) = 0,05. Dengan demikian, maka dapat diartikan 

bahwa menerima H5. Jadi thitung>ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel 

pencegahan fraud (M) memiliki kontribusi terhadap pencegahan perilaku 

financial crime (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel 

pencegahan fraud) mempunyai hubungan yang searah dengan pencegahan 

perilaku financial crime. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pencegahan perilaku 

financial crime terhadap pencegahan fraud secara parsial. 
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2. Variabel Big Data Analytics terhadap pencegahan fraud memiliki nilai t-

statistik sebesar 13,769 > nilai t-table sebesar 1,6525 pada taraf signifikansi 

(α) = 0,05. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa menerima H4. 

Jadi thitung>ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel big data analytics 

(X4) memiliki kontribusi terhadap pencegahan fraud (Y). Nilai t positif 

menunjukkan bahwa variable big data analytics mempunyai hubungan 

yang searah dengan pencegahan fraud. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara big 

data analytics terhadap pencegahan fraud secara parsial. 

3. Variabel Internal audit terhadap pencegahan fraud memiliki nilai t-

statistik sebesar 2,335 >  nilai t-table sebesar 1,6525 pada taraf signifikansi 

(α) = 0,05. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa menerima H1. 

Jadi thitung>ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel internal audit (X1)  

memiliki kontribusi besar terhadap pencegahan fraud (Y). Nilai t positif 

menunjukkan bahwa variabel internal audit mempunyai hubungan yang 

searah dengan pencegahan fraud. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara internal audit 

terhadap pencegahan fraud secara parsial. 

4. Variabel risk management terhadap pencegahan fraud memiliki nilai t-

statistik sebesar 0,620 < nilai t-table sebesar 1,6525 pada taraf signifikansi 

(α) = 0,05. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa menolak H2. 

Jadi thitung<ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel risk management 

(X2) tidak memiliki kontribusi besar terhadap pencegahan fraud (Y). Nilai 

t negatif menunjukkan bahwa variabel risk management tidak mempunyai 

hubungan yang searah dengan pencegahan fraud. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

risk management terhadap pencegahan fraud secara parsial. 

5. Variabel whistleblowing system terhadap pencegahan fraud memiliki nilai 

t-statistik sebesar 2,567 > nilai t-table sebesar 1,6525 pada taraf signifikansi 

(α) = 0,05. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa menerima H3. 

Jadi thitung>ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel whistleblowing system 
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(X3) memiliki kontribusi terhadap pencegahan fraud. Nilai t positif 

menunjukkan bahwa variabel whistleblowing system mempunyai 

hubungan yang searah dengan pencegahan fraud. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

whistleblowing system terhadap pencegahan fraud secara parsial. 

 

5.4.1. Pengujian Efek Mediasi 

 Pada tahap ini akan dibahas analisis SMART PLS-SEM dengan efek 

mediasi, yaitu hubungan antara variabel eksogen dan endogen melalui variabel 

penghubung. Dengan kata lain, pengaruh variabel eksogen terhadap variabel 

endogen bisa secara langsung tetapi juga bisa melalui variabel penghubung. 

Berikut merupakan hasil pengujian efek mediasi : 

H6 : Variabel pencegahan fraud dapat memediasi pengaruh positif antara 

internal audit terhadap pencegahan perilaku financial crime 

H7 : Variabel pencegahan fraud dapat memediasi pengaruh positif antara risk 

management terhadap pencegahan perilaku financial crime 

H8 : Variabel pencegahan fraud dapat memediasi pengaruh positif antara 

whistleblowing system terhadap pencegahan perilaku financial crime 

H9 : Variabel pencegahan fraud dapat memediasi pengaruh positif antara big 

data analytics terhadap pencegahan perilaku financial crime 

Tabel 5. 22 Hasil Uji Efek Mediasi 
 

Sampel 

Asli (O) 

Rata-rata 

Sampel 

(M) 

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

T Statistik (| 

O/STDEV |) 

P 

Values 

Variabel Big Data Analytics 

(X4) -> Pencegahan Fraud -

> Pencegahan perilaku 

Financial Crime 

0.140 -0.136 0.039 3.629 0.000 

Variabel Internal Audit 

(X1) -> Pencegahan Fraud -

> Pencegahan perilaku 

Financial Crime 

0.009 0.019 0.030 2.315 0.006 

Variabel Risk Management 

(X2) -> Pencegahan Fraud -

> Pencegahan perilaku 

-0.020 -0.020 0.035 0.589 0.278 
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Financial Crime 

Variabel Whistleblowing 

System (X3) -> Pencegahan 

Fraud -> Pencegahan 

perilaku Financial Crime 

0.056 -0.059 0.038 1.676 0.070 

Sumber : Olah Data SmartPLS, 2022 

Berdasarkan Tabel 5.22, maka didapatkan informasi mengenai efek 

mediasi yang ditimbulkan antara variabel. Keputusan untuk setiap variabel  

mediasi yang dihasilkan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Variabel big data analytics terhadap pencegahan perilaku financial crime 

melalui pencegahan fraud memiliki nilai t-statistik sebesar 3,629 > nilai t-table 

sebesar 1,6525. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa menerima 

H9. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara big data analytics terhadap pencegahan perilaku financial crime 

melalui pencegahan fraud. Hasil ini juga menunjukan bahwa variabel 

mediasi pencegahan fraud berperan sebagai variabel mediasi dalam 

menjelaskan hubungan big data analytics dan pencegahan perilaku 

financial crime. 

2. Variabel internal audit terhadap pencegahan perilaku financial crime 

melalui pencegahan fraud memiliki nilai t-statistik sebesar 2,315 > nilai t-table 

sebesar 1,6525. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa menerima 

H6. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara internal audit terhadap pencegahan perilaku financial crime melalui 

pencegahan fraud. Hasil ini juga menunjukan bahwa variabel mediasi 

pencegahan fraud berperan sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan 

hubungan internal audit dan pencegahan perilaku financial crime 

3. Variabel risk management terhadap pencegahan perilaku financial crime 

melalui pencegahan fraud memiliki nilai t-statistik sebesar 0,589 < nilai t-table 

sebesar 1,6525. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa menolak 

H7. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara risk management terhadap pencegahan perilaku financial 
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crime melalui pencegahan fraud. Hasil ini juga menunjukan bahwa 

variabel mediasi pencegahan fraud tidak berperan sebagai variabel mediasi 

dalam menjelaskan hubungan risk management dan pencegahan perilaku 

financial crime. 

4. Variabel whistleblowing system terhadap pencegahan perilaku financial 

crime melalui pencegahan fraud memiliki nilai t-statistik sebesar 1,676 > 

nilai t-table sebesar 1,6525. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa 

menerima H9. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara whistleblowing system terhadap pencegahan perilaku 

financial crime melalui pencegahan fraud. Hasil ini juga menunjukan 

bahwa variabel mediasi pencegahan fraud berperan sebagai variabel 

mediasi dalam menjelaskan hubungan whistleblowing system dan 

pencegahan perilaku financial crime. 

 

5.5. Analisis Hasil Uji Hipotesis 

1. Pengaruh internal audit terhadap pencegahan kecurangan  

 Tindakan pencegahan fraud bahkan pencegahan perilaku financial crime 

ialah strategi yang peneliti usulkan dalam mengatasi permasalahan ini. Karena itu, 

metode yang efisien dan efektif untuk pencegahan fraud dan pencegahan perilaku 

financial crime menurut peneliti melalui pemanfaatan fungsi internal audit yang 

benar, menggeneralisasi risk management yang timbul, penggunaan 

whistleblowing system dan big data analytics. Prosedur pertama yang peneliti 

usulkan yakni terkait dengan pemaanfaatan fungsi peran internal audit. Peneliti 

menduga bahwa hal yang dapat dilakukan dalam upaya mengurangi kecurangan 

organisasi pada Pemerintah Daerah di semua Provinsi di Sumatera yang ada di 

Indonesia jika mereka mampu memfokuskan upaya mereka pada internal control. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal audit berpengaruh positif 

terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan Diamond Theory (Wolfe dan 

Hermanson, 2004) sebagai Grand Theory serta atribution theory (Fritz Heider, 

1958) serta teori hukum dari kriminologi, yaitu General Theory Of Crime 

(Gottfredson dan Hirschi, 1990) yang menjelaskan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi tindakan atau sikap yang diambil oleh individu dalam kemampuan 

mencegah kecurangan. Hasil analisis menunjukkan terdapat kaitan positif antara 

internal audit dan pencegahan kecurangan di Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini 

karena internal audit memiliki peranan penting dalam mengevaluasi aktivitas 

sistem pengendalian, memberi masukan untuk peningkatan dan juga memiliki 

peranan signifikan dalam mengawasi kegiatan. Internal Audit memainkan peranan 

penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan 

pengendalian anti kecurangan telah berjalan efektif. Aktivitas internal audit dapat 

mencegah sekaligus mengatasi fraud audit internal dapat menjadi barometer 

standar perilaku di dalam organisasi melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan 

secara berkesinambungan, yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Penelitian Petra, D., & Tieanu, A (2014), Oki et al., (2021), Onoja Emmanuel & 

Usman (2015), Sari et al., (2021), Hendri et al., (2020), Badara & Saidin, (2013), 

Abdullah et al., (2018), Widilestariningtyas et al., (2016), Dewi Yuniarti Rozali & 

Mohammad (2015), Firmansyah (2020), Mahendra et al., (2021), Wijayanti & 

Hanafi (2018), Yuniarti (2017), Pua et al., (2017), Ginanjar & Syamsul (2020) 

yang juga menemukan bahwa adanya pengaruh  internal audit terhadap 

pencegahan kecurangan.  

Internal audit berkaitan erat dengan pencegahan kecurangan karena dengan 

adanya internal audit di Instansi Pemerintah Daerah dapat meminimalisir 

kemungkinan terjadinya kecurangan baik itu kecurangan dalam laporan keuangan 

atau tindakan melegalkan bukti-bukti palsu yang dilakukan para pegawai 

Pengimplementasian pengendalian internal audit setidaknya dapat mengurangi 

kolusi manajemen mengenai fraud dan potensi perilaku financial crime  serta 

hasil telah menunjukkan adanya kesesuaian dengan mapping grand theory 

research dalam penelitian ini.  

 Demikian halnya studi yang dilakukan oleh Gusnardi (2011) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua komponen penilaian dalam keahlian internal audit 

memberikan pengaruh yang positif dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya 

fraud dan potensi kecurangan lainnya, penelitian serupa juga ditunjukkan melalui 
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hasil penelitian yang telah dilakukan melalui research result oleh peneliti 

sebelumnya yakni Tulus Suryanto (2016), Novita (2019), Suginam (2016), Ida 

Bagus et al., (2017), Essa Dianca (2018) yang juga telah berhasil membuktikan 

bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud yang 

menunjukkan bahwa semakin tinggi peran internal audit semakin besar 

pencegahan fraud. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Lestari, Y. A., & Bernawati, Y. (2020) yang menunjukan internal 

audit negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Selain itu Dewi et al., (2017) 

juga meneliti mengenai kecurangan yang menunjukan bahwa internal audit 

pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. 

Oleh karena itu seluruh aspek penting yang ada di instansi pemerintah 

daerah khususnya elemen kontrol yakni internal audit seharusnya mempunyai 

kesadaran dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan prosedur-prosedur 

kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya agar tercipta lingkungan kerja yang 

baik. Jadi, dapat diketahui Auditor JFA sudah menjalankan fungsi dan perannya 

dengan baik dalam operasional Instansi Pemerintah Daerah yang salah satu 

tujuannya adalah untuk mencegah kecurangan yang dapat terjadi di dalam 

organisasi. 

Berdasarkan respon yang didapat dari penelitian ini diperoleh bahwa 

internal audit telah diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan 

Auditor JFA. Pada penelitian ini menunjukkan hasil, dimana internal audit sudah 

berjalan secara massif dan efektif terhadap pencegahan fraud bahkan pencegahan 

perilaku financial crime.  

 

2. Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Pencegahan Kecurangan 

 Selain pentingnya fungsi internal audit dalam organisasi, diperlukan juga 

ukuran prediktif fraud bahkan pencegahan perilaku financial crime dari risk 

management yang terjadi melalui penilaian risiko yang merupakan prosedur 

lanjutan yang peneliti usulkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 juga dinyatakan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah diharapkan untuk 
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merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang 

diperlukan untuk memperkecil risiko. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, manajemen risiko memiliki 

pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan yang artinya manajemen risiko 

berkaitan erat dengan pencegahan kecurangan (fraud) dan pencegahan perilaku 

financial crime. Manajemen risiko adalah aktivitas yang terkoordinasi untuk 

mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi dalam menangani risiko. 

Manajemen risiko digunakan untuk memetakan berbagai risiko yang dapat timbul 

dengan mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan alternatif penanganan 

risiko, memonitor adanya risiko, dan mengendalikan penanganan atau pencegahan 

risiko. Manajemen risiko bisa mengurangi kemungkinan kegagalan yang 

berdampak pada kerugian bagi perusahaan.  

Ketidakseimbangan informasi akan menimbulkan kecurangan yang akan 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Alleyne (2016), Johansson & Carey (2016), 

Kurniawan Saputra et al., (2020), Lee & Fargher (2013), Mursalim et al., (2021), 

Pamungkas et al., (2020), Puryati & Febriani (2020), Robinson et al., (2012), 

Saputra & Sanjaya (2019), Shonhadji & Maulidi (2021), Yulian Maulida & Indah 

Bayunitri (2021), Sujana et al., (2020), Triantoro et al., (2020), Romadaniati et al., 

(2020), Sudarma et al., (2019), Pramudyastuti et al., (2021), Mersa et al., (2021), 

Ariastiani et al., (2018) menemukan bahwa risk management secara positif dan 

signifikan berhubungan dengan pencegahan kecurangan 

Penerapan managemen risiko juga akan membantu instansi pemerintah 

daerah untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul. Manajemen risiko 

bertujuan untuk menjadi sarana pengembangan untuk meminimalkan terjadinya 

kecurangan (fraud) yang berdampak pada sisi financial, sehingga penerapan 

manajemen risiko sangat penting dalam keberlangsungan untuk mencegah 

terjadinya fraud. 

Di dalam penelitian ini diketahui bahwa ditemukan dikatomi hasil riset 

sebelumnya yang menunjukkan dampak negative dan positif dari risk 

management. Namun pendapat ahli yang lain mengatakan bahwa risk 
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management bisa berdampak positif dalam keadaan tertentu yaitu dimana bila 

dikompromikan dengan desain skema insentif yang tepat. Inilah argument utama 

penulis yang akan diuji dan merupakan hal baru yang ditemukan dari hasil 

penelitian ini dan berfungsi sebagai gaps yang akan menjadi kontribusi ke teori 

dan juga ke praktek. 

 Fakta baru bahwa ternyata risk management bukan merupakan factor 

penentu pencegahan fraud dan bahkan pencegahan perilaku financial crime. Fakta 

ini didukung dari minimnya pemanfaatan dan penggunaan risk management 

dalam proses audit yang menyebabkan semakin tinggi risiko yang muncul dan 

semakin banyak upaya kecurangan yang timbul yang diakibatkan minimnya 

pemanfaatan risk management dalam proses audit. Sehingga mengakibatkan 

semakin tinggi kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan 

Informasi yang disajikan berdasarkan mapping result research dengan fkata 

empiris yang ditemukan dapat diketahui bahwa auditor JFA harus mengerti dan 

mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Oleh karenanya, untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya fraud 

dan perilaku financial crime diperlukan kombinasi mekanisme dalam mengelolah 

atau memanage risiko untuk mencegah terjadinya kecurangan. 

 

3. Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan.  

 Disamping hal-hal tersebut antisipasi melalui cara mengaudit penggunaan 

dana, pengungkapan mengenai pihak-pihak yang bermain tidak jujur dalam 

pengelolaan dana tersebut juga diperlukan untuk mengungkapkan penyelewengan 

dalam pengelolaan dana yang mungkin dilakukan beberapa pihak. Salah satu cara 

yang dapat mencegah terjadinya kecurangan tersebut ialah melalui whistleblowing 

system.  

 Tujuan dari whistleblowing system adalah untuk mengungkapkan tindakan 

yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang dapat merugikan. Dengan 

adanya whistleblowing system diharapkan dapat mempermudah auditor JFA 

menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi 
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kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus 

yang dijamin keamanannya. 

 Penelitian tentang efektifitas penerapan whistleblowing dalam pencegahan 

fraud sudah dilakukan, namun hasil yang ditemukan masih beragam. Hasil 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa whistleblowing system merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi fraud. Berbagai studi menunjukkan bahwa 

whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud (Agusyani 

et al., 2016; Gaurina et al., 2017; Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 

2019; Maulida & Bayunitri, 2021; Puryati & Febriani, 2020; Sari et al., 2021; 

Sujana et al., 2020; Wahyuni & Nova, 2018; Wardana et al., 2017).  

 Beberapa penelitian mengenai whistleblowing mengemukakan adanya bukti 

bahwa whistleblowing system memiliki peran dalam mendukung terciptanya 

pengelolaan keuangan yang sehat. Secara empiris hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Suastawan et al., (2017), yang 

menunjukkan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Maulida and Bayunitri (2021), Tuan Mansor et al., (2020) dan Lata, H. 

et al., (2018) yang menyatakan bahwa whistleblowing system berpengaruh 

signifikan terhadap pencegahan kecurangan.   

Hasil penelitian membuktikan bahwa, whistleblowing system memiliki 

pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) yang artinya whistleblowing 

system penting dalam suatu instansi pemerintah daerah karena akan 

mempengaruhi pencegahan kecurangan (fraud) dan pencegahan perilaku financial 

crime.  

Untuk mengantisipasi tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh 

pihak manajemen maka auditor JFA harus melakukan pengawasan terhadap 

kinerja instansi pemerintah daerah agar bisa meminimalkan atau menghilangkan 

tindak kecurangan yang terjadi dengan sistem pengendalian yang efektif. Sistem 

pengendalian tersebut diharapkan mampu menurunkan atau mencegah 

kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Alazzabi et al., (2020), Chowdhury & Shil (2019), Harahap & Nengzih (2021), 
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Hussaini et al., (2018), Pangaribuan (2020), Shanmugam et al., (2012), Sunaryo et 

al., (2019). 

Dalam penelitian ini disimpulkan adanya whistleblowing system ini meliputi 

yang ada dalam suatu instansi, dan adanya kepatuhan terhadap whistleblowing 

system didalamnya. Semakin baik whistleblowing system suatu instansi 

pemerintah maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan. Demikian 

pula semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap whistleblowing system maka akan 

semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan. 

Dengan implementasi whistleblowing system yang baik pada suatu 

organisasi, maka integritas dan keterbukaan akan terbentuk sehingga dapat 

mencegah terjadinya fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik 

penerapan whistleblowing system, maka akan semakin tinggi tingkat pencegahan 

fraud atau perilaku kecurangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa begitu 

pentingnya peranan whistleblowing system dalam membantu mencegah terjadinya 

fraud dan pencegahan perilaku financial crime. Jika whistleblowing diterapkan 

dengan baik oleh pegawai, maka pencegahan kecurangan semakin tinggi.  

 

4. Pengaruh Big Data Analytics Terhadap Pencegahan Kecurangan.  

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini memberikan gambaran bahwa 

aktivitas yang dilakukan di Elemen Pemerintahan Daerah dituntut mampu 

mengaplikasikan berbagai model analisis berbasis algoritma statistik melalui 

model penggunaan big data analytics yang menerapkan Teknik Audit Berbantuan 

Komputer dalam memudahkan evaluasi pekerjaannya. 

 Penggunaan big data analytics pada aktivitas yang dilakukan Pemerintah 

Daerah di Indonesia dapat digunakan dalam mendapatkan gambaran petunjuk 

dasar atau symptom berkaitan dengan kejadian yang outlier atau irregular dalam 

memberikan visualisasi pola data yang berkaitan dengan prediksi suatu nilai atau 

gambaran secara keseluruhan dari collecting data yang dihasilkan (Austin, 2015; 

Adrian Gepp et a., 2018). Kebermanfaatan yang diperoleh dengan pemanfaatan 

big data analytics terutama pada Instansi Pemerintah Daerah di Indonesia 
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memungkinkan memudahkan pekerjaan dalam menelusuri potensi terjadinya 

kecurangan.  

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tang & Karim (2019); Chen, S. 

D. (2016) telah memberikan pandangan dan informasi efektifitas big data 

analytics sebagai bukti pencegahan terjadinya kecurangan. Hasil penelitian 

tersebut diperkuat dengan hasil penelitian oleh Appelbaum et al., (2015) dan Tang 

& Karim (2017) yang berpendapat sama bahwa bukti pemanfaatan big data 

analytics dapat dioptimalkan fungsinya dalam pengauditan dalam rangka upaya 

pencegahan potensi terjadinya kecurangan.Penelitian yang serupa juga dilakukan 

oleh peneliti yang menjadikan faktor dalam pencegahan kecurangan dijadikan 

variabel dependen dalam penelitiannya (Alam, 2014; Ryan, M. 2018; Klynveldet 

al., 2010; Olawale Fatoki, 2013) 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa big data analytics memiliki 

pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) yang artinya whistleblowing 

system penting dalam suatu instansi pemerintah daerah karena akan 

mempengaruhi pencegahan kecurangan (fraud) dan pencegahan perilaku financial 

crime.  

Pemanfaatan teknologi informasi (big data analytics) dalam pekerjaan telah 

mengubah secara radikal tipe pekerjaan, pekerja, organisasi, dan sistem 

manajemen yang digunakan untuk mengelola organisasi. Sukses penyidik dan 

auditor sangat bergantung kepada kemampuannya menyumbang nilai terhadap 

organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akan penggunaan teknologi 

informasi melalui big data analytic berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pencegahan kecurangan melalui hasil penelitian Broeders et al., (2017), Roger 

Clarke (2016), Herland et al., (2018),Vikash Sharma (2016), Zhang, J., Yang, X., 

& Appelbaum, D., (2015) 

Sejalan dengan penciptaan nilai hasil penelitian yang telah dilakukan, 

auditor JFA dapat memanfaatkan big data analytics, terutama yang berkaitan 

dengan customisasi dan analisis data yang lebih mendalam di proses audit. 

Apabila big data analytics banyak diimplementasikan oleh klien audit, mau tak 
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mau proses audit harus menyesuaikan. Hasil yang diperoleh menujukkan bahwa 

konsep ini terbukti secara efektif dan efisien dalam membantu menulusuri 

kecurangan yang terjadi melalui scanning transaksi yang dijadikan bukti potensi 

kecurangan terjadi 

 

5.5.1.  Novelty Penelitian 

Terjadinya fraud di Era Digital semakin sulit untuk diketahui karena adanya 

instrumen-instrumen baru yang dapat digunakan untuk melaksanakan tindakan 

tersebut. Ketika dampak negatif berupa kerugian dalam skala besar telah 

dirasakan, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun kerugian dalam aspek 

lain, maka saat itu baru bisa diidentifikasi adanya kecurangan. Oleh karena itu, 

upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan selalu mengutamakan pada metode 

yang sifatnya preventif.  

Secara keseluruhan, model penerapan akuntansi sektor publik dalam 

mencegah fraud bahkan financial crime yang terjadi pada Sektor Publik di Era 

Digital dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 

1. Perencanaan Publik 

2. Penganggaran Publik 

3. Realisasi Anggaran Publik 

4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik 

5. Pelaporan Keuangan Publik 

6. Audit Sektor Publik 

7. Pertanggung Jawaban Publik 

 

 

1. Privacy officer        1. Pendekatan budaya 

2. Internet of things (IoT)       2. Pengendalian internal           Sistem pencegahani fraud 

3. Akses data            (internal dan external           1. Machine learning 

4. Ketepatan waktu pelaporan          audititing, fraud examination)             algorithms 

5. Pengendalian data realtime              2. Data mining 

          3. Meta-learning 

 

Gambar 5.6. Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Era Digital 

Dalam Mencegah Kecurangan 

  

Penerapan Akuntansi 

Sektor Publik 
Performance 

accountability 

Muhtar et al., (2018) 

Strategi Teknis 

Ruankaew, (2016) 
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(Pressure) 

Kesempatan 

(Opportunity) 

Rasionalisasi 

(Rationalization) 
Fraud 

Pendekatan dua 

paradigma 
Strategi Preventif 

ACFE, (2020) 
Donning et al., (2019) 
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 Berdasarkan model penerapan tersebut dapat dinyatakan bahwa kehadiran 

teknologi digital, terutama dengan produknya berupa big data dan cloud 

computing, maka akan merubah metode pengukuran asetnya dari yang semula 

dilakukan secara konvensional berubah dengan memanfaatkan teknologi digital, 

(Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2018). Aplikasi teknologi 

digital tersebut menawarkan efisiensi dan efektivitas yang jauh lebih tinggi, 

namun juga diiringi oleh terciptanya potensi terjadinya kecurangan karena seluruh 

informasi aset ditentukan oleh proses input data.  

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, maka metode mencegah 

fraud juga harus terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara efektif dan 

dapat mencegah indikasi fraud yang memanfaatkan teknologi digital. Menurut 

(Donning et al., 2019), pengembangan sistem pencegahan fraud bukan merupakan 

hal yang mudah untuk dilakukan karena melibatkan teknologi baru dan 

membutuhkan dukungan finansial dari yang secara khusus mengalokasikannya 

untuk keperluan memerangi fraud.  

 Namun demikian, model penerapan sistem tersebut akan dapat membantu 

dalam memonitor, menganalisis, mempelajari, dan melakukan berbagai upaya 

cerdas untuk pencegahan dan melawan fraud. Sistem pencegahan fraud yang 

melaksanakan aktivitasnya dengan menggunakan tiga metode utama, yaitu 

machine learning algorithms, data mining, dan meta-learning dapat memiliki 

kecerdasan yang terus berkembang seiring dengan proses yang dilaluinya. Sistem 

tersebut mampu menyimpan informasi mengenai metode dan karakteristik fraud 

yang telah diketahui dan menganalisisnya untuk menghasilkan indikator 

terjadinya fraud, yang selanjutnya digunakan untuk mencegah kecenderungan 

terjadinya fraud.  

Pencegahan fraud merupakan strategi yang peneliti usulkan sebagai langkah 

preventif pencegahan perilaku financial crime dalam mengukur dan mengelola 

ada tidaknya pemanfaatan sumber daya manusia melalui tindakan kecurangan, 

penipuan atau kekeliruan yang dengan sengaja dilakukan serta dibuat oleh 

seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat 

mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas.  
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 Ada beberapa pembaruan (Novelty) yang peneliti ungkap dalam penelitian 

ini dilihat dari tipe kebaruan yang muncul yakni kebaruan (invention) dan 

kebaruan (improvement). Berdasarkan survei literatur serta sintensis yang peneliti 

lakukan maka diperoleh novelty riset dalam penelitian ini adalah: 

Pertama, pembaruan yang diperoleh melalui penambahan pengetahuan 

dengan mengembangkan variabel baru dengan cara yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya melalui sintesis informasi baru yang diuji kembali dengan 

menggunakan logical framework variabel penelitian yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, mengingat pada penelitian yang dilakukan sebelumnya 

oleh Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015) melalui fraud Theory and Fraud 

Diamond Theory variabel ini tidak terlalu berpengaruh signifikan. Dalam 

pengujian penelitian ini peneliti melakukan pembaruan dengan menggunakan 

beberapa variabel berbeda yang peneliti duga memiliki pengaruh dan peran 

tersendiri serta menambahkan variabel lain yang tidak diteliti dalam pencegahan 

fraud memediasi pengaruh intenral audit, risk management, whistleblowing 

system dan big data analytics terhadap pencegahan perilaku financial crime. 

Adapun argumentasi yang mendasari penelitian ini adalah agar dapat mensintesis 

informasi yang baru dengan cara yang berbeda yang dilakukan di Indonesia.  

Oleh karena itu peneliti akan menerapkan beberapa ide-ide terbaru yang 

diperlukan untuk membuktikan secara empirik adanya aktivisme yang dilakukan 

dan keterkaitan antar variabel-variabel tersebut dengan mengetahui parameter 

ukuran penelitian tentang kecurangan di sektor publik terutama besaran nilai 

prediktif pada penggunaan variabel risk management dan big data analytics yang 

sebelumnya hanya diteliti pada sektor privat. Alasan pendukung lainnya yakni 

masih minimnya penelitian yang dilakukan mengenai kecurangan di sektor publik 

melalui penggunaan variabel tersebut yang disebabkan kesulitan dalam 

memperoleh data kecurangan di sektor publik, selain itu adanya asumsi bahwa 

sektor privat lebih banyak kemungkinan melakukan kecurangan dibandingkan 

dengan sektor publik.  

 Penjelasan tersebut menginformasikan bahwa tindakan preventif terhadap 

pencegahan fraud menjadi strategi jitu dalam memediasi perilaku financial crime 
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melalui keempat sikap tersebut melalui aplikatif metode yang akan digunakan. 

Statement ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dechow et al., (1996) 

yang mengindikasikan bahwa potensi kecurangan bisa terjadi pada berbagai unit 

organisasi. Temuan tersebut diperkuat kembali oleh Dunn (2004) yang 

menyimpulkan bahwa kecurangan lebih mungkin terjadi ketika ada konsentrasi 

kekuasaan di tangan orang dalam disertai model prediksi mengenai kecurangan 

(Bart Baesens et al., 2021; Drie, H. V.l, 2018; Cross, C.,2018; Mehmet & Farshad 

Ganji, 2021).  

Kedua, pembaruan pada penelitian ini terletak pada pengembangan model 

prediksi pengungkapan pencegahan fraud dan pencegahan perilaku financial 

crime baru dan besaran muatan ukuran nilai yang dihasilkan antar variabel dari 

unit analisis yang diteliti melalui penggunaan laporan keuangan dan bukti audit 

yang diperoleh secara publik (Kapardis, M. K., & Papastergiou, K.,2016; 

Sundarakantham, K, 2019; Schuchter, A., & Levi, M., 2015) dengan mengikuti 

telaah penelitian terdahulu pada kegiatan ekonomi di Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera di Indonesia. 

Model prediksi kecurangan yang peneliti usulkan berbeda dari model 

benchmark yang dapat ditentukan dari dua cara utama. Pertama, peneliti 

menggunakan pembelajaran ensemble fraud, paradigma pembelajaran mesin 

canggih berupa pemanfaatan big data melalui penguatan pada whistleblowing 

system, risk management dan pengendalian internalnya berupa pemanfaatan 

internal audit, untuk memprediksi kecurangan (the rarity of fraud). Kedua, model 

ukuran yang peneliti usulkan menggunakan item data keuangan mentah dan 

persepsi auditor dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang bekerja pada 

BPK Perwakilan Daerah di Indonesia sebagai prediktor Kecurangan. Karena data 

keuangan mentah item adalah blok bangunan paling mendasar dari sistem 

akuntansi, jadi peneliti tertarik untuk mengeksplorasi apakah data tersebut dapat 

langsung digunakan dalam prediksi kecurangan.  

 Ketiga, pembaruan penelitian ini terletak pada teknik analisis data 

penelitian dan model penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Dimana peneliti mendeskripsikan muatan ukuran variabel sebagai konstruksi 
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transformatif potensi perkembangan arah tindakan fraud dan perilaku financial 

crime kearah baru dari atribusi internal audit, risk management, whistleblowing 

system, dan big data analytics melalui penggunaan alat uji data penelitian yang 

berbeda. Pada penelitian terdahulu kebayakan peneliti menggunakan teknik 

analisis korelasi dan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 22.0, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan 

memanfaatkan Structural Equation Model (SEM) dengan metode Alternative 

Partial Least Square (PLS) melalui pengggunaan SMART PLS. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, dimana kombinasi semua 

atribusi ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pencegahan fraud dan 

perilaku financial crime dari pada satu aspek secara individual. Sebab, meski 

masing-masing komponen telah menunjukkan diskriminan validitas di beberapa 

sampel jika dibandingkan satu sama lain (Bryant dan Cvengros, 2004; Carifio dan 

Rhodes, 2002) ada juga bukti untuk mendukung konstruksi inti keseluruhan 

(Luthans et al., 2010) 

Keempat, pembaruan penelitian selanjutnya pada penelitian ini terletak 

indikator penelitian dengan kategori peneliti memperluas, mengelaborasi sejumlah 

indikator pengukuran menggunakan indikator keilmuwan akuntansi  melalui 

representasi hubungan antara pengungkapan pencegahan melaui meta-analisis 

yang ditemukan mengenai pencegahan fraud dan pencegahan perilaku financial 

crime yang merupakan prediktor penting dari penentuan barometer sikap dan 

perilaku terkait grand theory yang digunakan dalam upaya memberikan perspektif 

mengenai fenomena serta dapat mencetuskan research hypothesis melalui 

Diamond Theory (Wolfe dan Hermanson, 2004), dengan atribution theory (Fritz 

Heider, 1958)  serta teori hukum dari kriminologi, yaitu General Theory Of Crime 

(Gottfredson dan Hirschi, 1990) sebagai teori pendukung (supported theory) 

 Untuk itulah peneliti mengkombinasi keempat atribusi tersebut dalam 

mengetahui besaran ukuran nilai, faktor penentu serta penghambat yang diperoleh 

dari model prediksi dalam menggeneralisasi hal dalam pencegahan fraud dan 

pencegahan perilaku financial crime pada Pemerintah Daerah di Setiap Provinsi 

Sumatera di Indonesia. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan  

 Penelitian ini memberikan kontribusi praktis terhadap Pemerintah Daerah di 

Indonesia dengan memberikan bahan pertimbangan untuk dapat merancang 

kebijakan yang dapat memperkuat aspek akuntabilitas dan memastikan bahwa 

semua elemen organisasi untuk selalu menjunjung tinggi rasa tanggung jawab atas 

pekerjaannya yang digunakan sebagai upaya tindakan pencegahan fraud dan 

pencegahan perilaku financial crime 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian, rumusan hipotesis dan pembahasan 

yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara internal audit terhadap 

pencegahan perilaku financial crime secara parsial. Hasil yang positif 

dan signifikan menunjukkan bahwa semakin baik peran internal audit 

semakin baik pula tingkat pencegahan kecurangan (fraud) dan 

pencegahan financial crime di Pemerintahan Daerah. Internal Audit 

merupakan faktor kunci untuk mendorong pencegahan kecurangan 

berjalan dengan baik dan efektif sehingga kemungkinan terjadinya 

kecurangan dapat diperkecil. Jadi, dapat diketahui Auditor JFA sudah 

menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dalam operasional 

Instansi Pemerintah Daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk 

mencegah kecurangan yang dapat terjadi di dalam organisasi. 

2. Tidak terdapat pengaruh antara risk management terhadap pencegahan 

perilaku financial crime secara parsial. Di dalam penelitian ini diketahui 

bahwa ditemukan konvergensi perbedaan hasil riset sebelumnya yang 

menunjukkan dampak negatif dan positif dari risk management. Namun 

pendapat ahli yang lain mengatakan bahwa risk management bisa 

berdampak positif dalam keadaan tertentu yaitu dimana bila diset up 

dengan desain skema insentif model yang tepat. Fakta ini didukung dari 

hasil penelitian yang menunjukkan minimnya pemanfaatan dan 

penggunaan risk management dalam proses audit yang menyebabkan 
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semakin tinggi risiko yang muncul dan semakin banyak upaya 

kecurangan yang timbul yang diakibatkan minimnya pemanfaatan risk 

management dalam proses audit. Sehingga mengakibatkan semakin 

tinggi kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara whistleblowing system 

terhadap pencegahan perilaku financial crime secara parsial. Hasil yang 

positif dan signifikan membuktikan bahwa semakin baik penerapan 

whistleblowing system maka semakin baik pula tingkat pencegahan 

kecurangan (fraud) dan pencegahan financial crime. Pentingnya 

whistleblowing dalam instansi pemerintah daerah karena akan bertindak 

sebagai pemberi peringatan ataupun saksi atas seseorang yang 

melakukan potensi tindakan kecurangan. Semakin baik whistleblowing 

system suatu instansi pemerintah maka akan semakin rendah 

kecenderungan kecurangan. Demikian pula semakin tinggi tingkat 

kepatuhan terhadap whistleblowing system maka akan semakin rendah 

tingkat terjadinya kecurangan di Sektor Pemerintahan. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara big data analytics 

terhadap pencegahan perilaku financial crime secara parsial. Big data 

analytics sangat memiliki peran yang besar pada Instansi Pemerintah 

Daerah dalam mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan 

terutama dalam pencegahan kecurangan. Peran Big data analytics 

senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan 

memberikan rekomendasi intern serta perbaikan jika ditemukan 

kelemahan-kelemahan. Hasil yang diperoleh menujukkan bahwa 

konsep big data analytics terbukti secara efektif dan efisien dalam 

membantu menulusuri kecurangan yang terjadi melalui scanning 

transaksi yang dijadikan bukti potensi kecurangan terjadi 

5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pencegahan fraud 

terhadap pencegahan perilaku financial crime secara parsial. Hasil 

penelitian positif dan signifikan berarti semakin tinggi tingkat 
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pencegahan kecurangan (fraud) di dalam instansi pemerintah daerah 

mengindikasikan tidak adanya potensi financial crime terjadi. 

6. Hasil ini juga menunjukan bahwa variabel mediasi pencegahan fraud 

berperan sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan 

internal audit dan pencegahan perilaku financial crime. Nilai-nilai 

tersebut menginformasikan bahwa sangat logis indikator reflektif 

internal audit yakni peran dan layanan, kemampuan profesional, 

lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen 

bagian audit internal memediasi pencegahan fraud dalam menjelaskan 

hubungan internal audit dan pencegahan perilaku financial crime. 

7. Hasil ini juga menunjukan bahwa variabel mediasi pencegahan fraud 

tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan 

risk management dan pencegahan perilaku financial crime. Nilai-nilai 

tersebut menginformasikan belum optimalnya peran risk management 

dalam upaya pencegahan fraud dan perilaku pencegahan financial crime  

8. Hasil ini juga menunjukan bahwa variabel mediasi pencegahan fraud 

berperan sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan 

whistleblowing system dan pencegahan perilaku financial crime. Nilai-

nilai tersebut menginformasikan bahwa sangat logis indikator reflektif 

whistleblowing system yakni aspek kesediaan, aspek operasional, aspek 

perawatan, aspek attitude towerd behavior, aspek persepsi kontrol, 

aspek behaviour belief berperan memediasi pencegahan fraud dan 

pencegahan perilaku financial crime. 

9. Hasil ini juga menunjukan bahwa variabel mediasi pencegahan fraud 

berperan sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan big 

data analytics dan pencegahan perilaku financial crime. Nilai-nilai 

tersebut menginformasikan bahwa sangat logis indikator reflektif yakni 

peran big data analytics, penggunaan big data analytics, bukti audit, 

penciptaan big data analytics, akurasi dan keandalan big data analytics 

dalam audit berperan memediasi pencegahan fraud dan pencegahan 

perilaku financial crime 
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6.2. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. Beberapa 

keterbatasan ini diharapkan dapat diatasi pada penelitian berikutnya, keterbatasan-

keterbatasan pada peneliti ini antara lain: 

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada Auditor JFA yang 

berkerja pada BPKP dan Inspektorat Daerah di Daerah Sumatera Indonesia.  

2. Waktu penyebaran kuesioner ternyata kurang tepat karena antara bulan 

Januari-Juni merupakan waktu bussy session bagi BPKP dan Inspektorat 

Daerah sehingga jumlah kuesioner yang terisi tidak sesuai dengan target 

yang diharapkan dan terkadang dalam menjawab item butir instrumen yang 

diberikan oleh responden memiliki perspektif yang berbeda dan beragam 

dengan keadaan sesungguhnya 

3. Prosedur pada penarikan sampel tidaklah sempurna oleh karena jumlah 

responden yang tidak bisa diperoleh secara keseluruhan, demikian pula 

jabatan responden tidak merata dalam mengisi terutama diantara auditor 

JFA fresh graduate yang baru menjabat. 

4. Adanya kendala teknis saat pemberian kuesioner secara langsung (door to 

door) yang diakibatkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk 

mencegah penyebaran virus karena adanya pandemi covid-19 dibeberapa 

daerah, yang menyebabkan distribusi instrument dilakukan secara online. 

5. Keterbatasan lainnya dalam penelitian ini adalah sulitnya memperoleh izin 

penelitian di Pemerintah Daerah di Sumatera Indonesia yang sudah 

berkembang Provinsinya pada masa Pandemi Covid-19. 

6. Pengukuran pada variabel “pencegahan fraud dan pencegahan perilaku 

financial crime” tidak mempertimbangkan ukuran relatif kadar kecurangan 

yang dapat diukur dalam skala rasio. Namun demikian, ukuran absolut 

dalam skala kategorikal yang telah digunakan dapat menjadi pertimbangan 

yang relevan untuk tindakan preventif dalam mengantisipasi kecurangan 

yang terjadi. 
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6.3. Implikasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang dikemukan maka hasil penelitian ini dapat 

digunakan baik untuk pengembangan teori secara lebih lanjut, penerapan dalam 

praktik yang ada, dan penguatan kebijakan. Implikasi yang dapat peneliti berikan 

sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoretis 

a. Implikasi teoretis dalam penelitian ini adalah untuk menguatkan peran 

pencegahan fraud terkait perihal yang menyebabkan kecurangan. Perilaku 

financial crime dapat dicegah dengan penguatan internal auditing, risk 

management, whistleblowing system, dan big data analytics yang 

dimediasi dengan pencegahan fraud. Sehingga hasil ini akan menjadi 

bahan penguatan dengan dimensi yang lebih luas terkait Diamond Theory 

(Wolfe dan Hermanson, 2004) sebagai Grand Theory untuk menjelaskan 

fenomena dan merumuskan hipotesis penelitian, dan atribution theory 

(Fritz Heider, 1958) serta teori hukum dari kriminologi, yaitu General 

Theory Of Crime (Gottfredson dan Hirschi, 1990) sebagai teori pendukung 

(supported theory) 

2. Implikasi praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah di Indonesia 

dalam mencegah fraud melalui tindakan preventif, karena dengan 

mencegah merupakan langkah awal dalam mengurangi faktor-faktor 

penyebab tindakan kecurangan. Sehingga dengan diketahui faktor-faktor 

penyebab kecurangan diharapkan tingkat kecurangan dapat menurun. 

a. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan peran internal audit dalam 

upaya mencegah fraud dan pencegahan financial crime. 

b. Untuk seluruh instansi pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan 

whistleblowing system dengan baik dan melakukan sosialisasi kepada 

pegawai dan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam melaporkan 

pelanggaran melalui whistleblowing system sebagai bentuk upaya 

pencegahan kecurangan. 
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c. Bagi Auditor JFA dapat menggunakan informasi ini dalam 

mengembangkan prosedur manajemen risiko yang proaktif dalam 

pencegahan kecurangan, dan auditor dapat mengembangkan pedoman 

untuk pencegahan fraud dalam pengawasan terhadap risiko. 

d. Penggunaan teknologi melalui pemanfaatan big data analytics diharapkan 

dapat menjadi solusi bagi pemerintah daerah yang selama ini mencari 

metode yang memang sangat efektif dan efisien untuk pencegahan fraud 

dan pencegahan financial crime. 

3. Implikasi Kebijakan 

a. Untuk meningkatkan kualitas internal audit dalam upaya meningkatkan 

pencegahan kecurangan, maka pemerintah daerah perlu melakukan 

sosialiasi mengenai pemahaman peran internal auditing secara tepat 

sebagai upaya untuk mencegah fraud dan perilaku financial crime. 

b. Pemerintah daerah harus melakukan sosialiasi mengenai konsep risk 

management serta bagaimana perspektif auditor dalam mencegah 

kecurangan melalui model risk management dalam praktik saat ini yang 

nantinya akan mempermudah pekerjaan auditor dalam mencegah potensi 

terjadinya fraud dan pencegahan perilaku financial crime,. 

c. Perlu perancangan kebijakan mengenai perlindungan bagi pegawai 

pemerintah daerah dan masyarakat yang melakukan pelaporan, dan 

memastikan bahwa whistleblowing system telah dikelola dengan baik. 

d. Perlu penguatan kelembagaaan pada pemerintah daerah dalam 

memastikan pemanfaatan teknologi big data analytics digunakan untuk 

melakukan scanning dan explore dokumen, sehingga mempermudah 

upaya pencegahan fraud dan pencegahan financial crime. 

6.4. Saran  

1. Konseptual dan Prosedural 

a. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan fokus penelitian 

bukan hanya terhadap internal audit, risk management, whistleblowing 

system dan big data analytics sehingga diperoleh pemahaman yang lebih 

komprehensif tentang faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud dan 
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pencegahan perilaku financial crime serta bukti adanya pengaruh dan 

keterkaitan antar variabel-variabel tersebut.   

b. Pemilihan waktu penyebaran kuesioner antara bulan januari-maret hingga 

karena dalam waktu tersebut BPKP dan Inspektorat Daerah tidak terlalu 

bussy session sehingga jumlah kuesioner yang kembali dapat sesuai 

dengan target yang diharapkan. 

b. Bagi Praktisi 

a. Merujuk hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya lembaga-lembaga 

pemerintah daerah seperti BPKP maupun Inspektorat Daerah dapat 

mempertimbangkan senantiasa memanfaatkan teknologi big data 

analytics, risk management, whistleblowing system, internal audit dalam 

rangka untuk pencegahan fraud dan pencegahan perilaku financial crime.  

b. Melakukan investasi SDM pada penggunaan teknologi big data analytics, 

whistleblowing system, risk management, pemanfaatan peran internal 

audit dan mempersiapkan para auditor JFA untuk melakukan proses audit 

akan menjadi langkah awal yang tepat bagi pihak-pihak yang berkomitmen 

untuk mencegah potensi kecurangan yang terjadi.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya 

dengan topik yang serupa dan mempertimbangkan factor lain diluar model 

penelitian ini untuk memprediksi upaya soluktif dalam pencegahan fraud 

dan pencegahan perilaku financial crime. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan dan memperluas 

responden dari kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, agar dapat 

mengetahui dan membuktikan seberapa besar pengaruh variabel-variabel 

tersebut sehingga perbedaan pencegahan kecurangan auditor yang tidak 

merata untuk masing-masing BPKP dan Inspektorat Daerah dapat 

terdistribusi secara merata dengan jelas. 
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Surat Permohonan Pengisian 

Kuesioner 



 

Jambi, 14 Mei 2022 

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner Kepada Yth. 

 Bapak/Ibu/Sdr/i Responden  

 Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program  Doktor 

Ekonomi (S3) Universitas Jambi, saya : 

Nama  : Iwan Putra  

NIM  : P3C119002 

 

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan Disertasi dengan judul 

“Pencegahan Fraud Sebagai Mediasi Pengaruh Internal Audit, Risk Management, 

Whistleblowing System Dan Big Data Analytics Terhadap Pencegahan Perilaku Financial 

Crime” 

Untuk itu, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan 

mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu 

waktu bekerja Bapak/Ibu/Sdr/i. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian dan tidak akan digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu/Sdr/i bekerja, 

sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua 

pernyataan dalam survey ini, saya sampaikan terima kasih. 

 

Hormat Saya, 

   Peneliti 

 

 

                   (Iwan Putra,S.E.,M.S.Ak) 
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Kuesioner Penelitian 



 

PENCEGAHAN FRAUD SEBAGAI MEDIASI PENGARUH INTERNAL AUDIT, RISK 

MANAGEMENT, WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN BIG DATA ANALYTICS TERHADAP 

PENCEGAHAN PERILAKU FINANCIAL CRIME 

 

KUESIONER 
 

Tujuan utama kuesioner ini adalah untuk mengidentifikasi seberapa besar 

Pencegahan Fraud Sebagai Mediasi Pengaruh Internal Audit, Risk Management, 

Whistleblowing System dan Big Data Analytics Terhadap Pencegahan Perilaku 

Financial Crime menggunakan Skala Likert. 

Kuesioner ini terdiri dari 2 (dua) bagian. Bagian pertama berisi tentang identitas 

responden, sedangkan bagian kedua berisi Item Pernyataan Kuesioner. Silakan jawab 

pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada kotak yang 

tersedia untuk jawaban yang paling menggambarkan persepsi  anda. Untuk jawaban bagian 2 

(dua) akan digunakan skala pengukuran sebagai berikut: 

 

1 2 3 4 5 

Tidak 

Pernah 

 
Jarang 

 
Kadang

-kadang 

 
Sering 

 
Selalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

(lingkarilah jawaban sesuai dengan keadaan yang anda alami saat ini) 

1. Nama : (boleh tidak diisi) 

 

2. Jenis Kelamin : 

a. Laki-laki b. Perempuan 

 

3. Berapa usia anda ? 

a. < 25 th b. 26– 35 c. 36 - 45 d. 46 - 55 e. > 55 th 

 

4. Berapa lama bekerja ? 

a. 1-2 th b. 3-5 th c. 6-10 th d. > 10 th 

 

5. Sertifikat apa yang dimiliki sebagai auditor internal ? 

a. CIA b. CFE c. CPA d. Lainnya:……….. 

Ket. 

✓ CPA (Certified Public Accountant) 

✓ CIA (Certified Internal Auditor) 

✓ CFE (Certified Fraud Examiner) 
 

6. Apa posisi anda dalam organisasi ? 

a. Struktural 

b. Korwas 

c. Sub Kor 

d. PF Auditor 

e. Anpeg 

f. Arsiparis 

g. Prakom 

h. JF Umum 

 

7. Berapa pendapatan anda tiap bulannya ? 

a. < 5 juta b. 5– 10 juta c. 11–15 jt d. >15 juta 

 

8. Berapa jumlah staf auditor internal dalam departemen audit yang dimiliki 

? 

a

. 

1-5 b

. 

6-10 c

. 

11-15 d

. 

15-20 e

. 

>20 



 

BAGIAN II : ITEM PERNYATAAN KUESIONER 

Petunjuk: Berilah penilaian Bapak/Ibu/ Saudara/ i terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini 

dengan memberi tanda centang (√) pada kolom jawaban yang dianggap paling sesuai dengan persepsi 

Bapak/Ibu/ Saudara/ i. 

 

INTERNAL AUDIT 
 

Mohon berikan jawaban untuk pertanyaan di bawah ini. (Mohon beri tanda “ X “ pada kolom 

pilihan jawaban yang telah tersedia) 

SL : Selalu 
SR : Sering 

KK : Kadang Kadang 

JR : Jarang 

TP : Tidak Pernah 

 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

Peran dan Layanan SL SR Kk JR TP 

1 Saya melakukan kegiatan pemeriksaan audit terpisah dengan 

berbagai kegiatan pekerjaan saya yang lainnya 

     

2 Saya memberikan penilaian pemeriksaan audit secara 

netral/tidak memihak siapapun attau pihak manapun 

     

3 Saya melakukan pekerjaan secara bebas dan objektif      

4 Saya memberikan penilaian audit secara objektif      

Kemampuan Profesional SL SR Kk JR TP 

5 
Saya melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan 

     

6 Saya memiliki pengetahuan profesional audit yang luas untuk 

melakukan proses pemeriksaan audit 

     

7 Saya menggunakan kemampuan profesional audit dalam 

segala bidang cakupan audit dalam proses pemeriksaan 

     

8 Saya memiliki kecakapan dalam berkomunikasi secara efektif      

9 Meningkatkan kemampuan teknis melalui pendidikan 

berkelanjutan seperti perkumpulan profesi, kehadiran dalam 

berbagai konferensi , seminar dll 

     

10 Saya melakukan pemeriksaan audit dengan teliti dan seksama      

Lingkup Pekerjaan SL SR Kk JR TP 

11 Saya menguji laporan pemerintah daerah itu sudah 

mengandung informasi yang akurat, dapat dibuktikan 

kebenarannya, tepat waktu, lengkap, dan berguna bagi 

pemerintah daerah 

     



 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

12 Saya menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian internal 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 

     

13 Saya menguji dan mengevaluasi Kegiatan yang diperiksa telah 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan 

     

14 Saya bertanggung jawab untuk menetapkan sistem, yang dibuat 

untuk memastikn pemenuhan kebijakan pemerintah daerah 

     

15 Saya bertanggung jawab untuk menetapkan sistem, yang dibuat 

untuk memastikan pemenuhan rencana pemerintah daerah 

     

16 Saya bertanggung jawab untuk menetapkan sistem, yang dibuat 

untuk memastikan pemenuhan prosedur kegiatan pemerintah 

daerah 

     

17 Saya bertanggung jawab untuk menetapkan sistem, yang dibuat 

untuk memastikan pemenuhan peraturan perundang undangan 

pemerintah daerah 

     

18 Saya meninjau berbagai alat dan cara yang digunakan untuk 

melindungi aktiva pemerintah daerah dari berbagai risiko 

     

19 Saya memastikan keekonomisan dan keefisienan penggunaan 

sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah 

     

20 Saya memastikan standar operasional dipemerintah daerah telah 

dipahami dan dipenuhi 

     

Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan SL SR Kk JR TP 

21 Saya terlebih dahulu melakukan perencanaan pemeriksaan 

sebelum melakukan pemeriksaan audit 

     

22 Saya melakukan pengujian terhadap semua informasi yang ada 

guna memastikan ketepatan dari informasi yang telah diterima 

     

23 Saya melaporkan hasil pemeriksaan audit yang telah saya 

lakukan kepada manajemen pemerintah daerah 

     

24 Saya terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut atas 

hasil permerisaan audit yang telah saya lakukan 

 

     

Manajemen bagian audit internal SL SR KK JR TP 

25 Pimpinan audit internal memiliki pernyataan terntang tujuan, 

kewenangan, dan tanggung jawab untuk bagian audit intenal 

     

26 Pimpinan audit internal menetapkan rencana bagi pelaksanaan 

tanggung jawab bagian audit internal 

     

27 Pimpinan audit internal membuat berbagai kebijaksanaan dan 

prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi staf pemeriksa 

     

28 Pimpinan audit internal menetapkan suatu program untuk 

menyeleksi dan mengembangkan SDM pada bagian audit 

internal 

     



 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

29 Pimpinan audit internal mengkoordinasikan kegiatan audit 

internal dengan auditor eksternal 

     

30 Pimpinan audit internal menetapkan dan mengembangkan 

program pengendalian mutu untuk mengevaluasi berbagai 

kegiatan dari bagian audit internal 

     

 

RISK MANAGEMENT 

Petunjuk: Berilah penilaian Bapak/Ibu/ Saudara/ i terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan 

memberi tanda centang (√) pada kolom jawaban yang dianggap paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/ 

Saudara/ i. 

0 = Tidak adanya implementasi proses dan gagal mencapai tujuan dari proses. 

1 = Adanya implementasi proses dan mencapai tujuan dari proses tersebut. 

2 = Adanya proses yang diimplementasikan dengan cara yang terkelola (direncanakan, 

dimonitor dan disesuaikan) dan hasil kerjanya ditetapkan, dikontrol dan terawat. 

3 = Adanya implementasi proses yang ditentukan dan mampu dalam mencapai hasil proses. 

4 = Adanya proses yang diimplementasikan secara konsisten yang memiliki batasan-batasan agar 

mampu meraih tujuan dari proses tersebut. 

5 = Adanya proses dan terprediksi secara terus-menerus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis 

dan tujuan proyek pemerintah daerah. 

 

  a Mengumpulkan Data 
 

No  

Aktifitas Proses 

Kondisi Saat 

Ini (As 

Is) 

Kondisi Yang 

Diharapkan (To 

Be) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

 

1 

 

 

Sejauh mana Auditor  menggunakan Teknologi dalam 

membangun dan memelihara metode untuk 

pengumpulan, pengklasifikasian dan menganalisis data 

terkait risiko TI. 

            

 

 

2 

Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi  dalam 

merekam data yang berhubungan dengan internal dan 

lingkungan luar yang berperan dalam pengelolaan risiko 

TI. 

            

 

 

3 

Sejauh mana Auditor  menggunakan Teknologi dalam 

mencari dan menganalisis data histori terkait dengan 

risiko TI dan kehilangan data yang tersedia secara 

eksternal. 

            



 

No  
Aktifitas Proses 

Kondisi Saat 

Ini (As 

Is) 

Kondisi Yang 

Diharapkan (To 

Be) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 
4 

Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi  dalam 

merekam data pada kejadian risiko yang mempengaruhi 

IT benefit/value enablement, IT programme and project 

delivery dan IT operations and service delivery. Merekam 

data yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

            

 

5 

Sejauh mana Auditor  Mengintegrasi Teknologi dalam 

mengatur data yang terkumpul dan melihat faktor–

faktor yang mempengaruhi. 

            

 

 

6 

Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi dalam 

menentukan kondisi dimana terdapat kejadian berisiko, 

frekuensi kejadian dan besarnya kerugian yang 

mempengaruhi kondisi. 

            

 

 

7 

Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi dalam  

melakukan analisis faktor risiko dan kejadian untuk 

mengidentifikasi masalah baru dan mendapatkan 

pemahaman terkait faktor risiko internal dan eksternal. 

            

b. Menganalisis Risiko 

 
No 

 
Aktifitas Proses 

Kondisi Saat Ini 

(As Is) 

Kondisi Yang 

Diharapkan (To 

Be) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

 

 

8 

Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi dalam 

mendefinisikan upaya analisis risiko yang sesuai, 

mengingat semua faktor – faktor risiko dan asset – 

asset berharga dalam    bisnis.    Mempersiapkan 

batasananalisisrisiko setelah melakukan analisis 

untung rugi. 

            

 

 

 

 
9 

Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi dalam 

membangun dan menambah skenario risiko TI secara 

teratur, termasuk skenario dari jenis risiko yang tidak 

terduga dan mengembangkan ekspektasi untuk aktivitas 

pengelolaan, kemampuan untuk mendeteksi tanggapan 

lain. 

            

 

 

 

 
10 

Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi 

dalammemperkirakan frekuensi dan besarnya untung 

rugi dengan IT risk scenarios. Memperhitungkan semua 

faktor yang mungkin, mengevaluasi kontrol operasional 

yang diketahui dan memperkirakan residual risk 

levels. 

            



 

 

 

11 

Sejauh mana Auditor mengintegrasi Teknologi 

membandingkan residual risk untuk dapat diterima 

toleransi risiko dan mengidentifikasi hal yang 

memerlukan tindakan risiko. 

            

 

 

12 

Menganalisis untung rugi dari kemungkinan pilihan risk 

response seperti menghindari, mengurangi, 

memindahkan dan mengambil. Mengusulkan tindakan 

respon yang optimal. 

            

13 Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi dalam 

menentukan high-level requirements untuk projek atau 

program yang akan diimplementasikan  dalam melakukan 

tanggapan terhadap risiko yang terpilih. Mengidentifikasi 

kebutuhan dan ekspektasi untuk pengelola utama yang   

sesuai   untuk   mengurangi risiko. 

            

14 Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi dalam 

memvalidasi hasil analisis risiko sebelum digunakan untuk 

pengambilan keputusan, memastikan bahwa analisis sejajar 

dengan persyaratan pemerintah daerah dan memverifikasi 

perkiraan itu benar. 

            

 

c.   Mempertahankan Profil Risiko 

 

 
No 

 
Aktifitas Proses 

Kondisi Saat Ini 

(As Is) 

Kondisi Yang 

Diharapkan (To 

Be) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

 

15 

Sejauh mana Auditor, termasuk sumber daya 

pendukung, aplikasi, infrastruktur, fasilitas, 

vendor, suppliers serta mendokumentasikan 

ketergantungan antara manajemen layanan TI dan 

sumber daya infrastruktur TI. 

            

16 Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi 

dalam menentukan dan menyetujui layanan TI dan 

sumber daya infrastruktur TI sangat penting untuk 

menopang operasi dari proses bisnis. 

            

17 Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi 

dalam mengumpulkan skenario risiko saat ini 

berdasarkan kategori, business line, dan area 

fungsional. 

            

18 Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi 

dalam merekam semua informasi profil risiko dan 

mengkonsolidasikannya menjadi kumpulan profil 

risiko. 

            

19 Berdasarkan semua data profil risiko, sejauh mana 

Auditor  Integrasi Teknologi dalam  

            



 

mendefinisikan indikator dari risiko agar dapat 

mengidentifikasi secara cepat dan pengawasan 

pada tren risiko saat ini. 

20 Sejauh mana Auditor  mengintegrasi Teknologi 

dalam menangkap informasi pada kejadian risiko 

TI yang terwujud, untuk penyertaan pada profil 

risiko TI pemerintah daerah. 

            

21 Menangkap informasi dari status risk action plan¸ 

untuk penyertaan dalam profil risiko TI  

            

 

d.    Mengartikulasi Risiko 

 
No 

 
Aktifitas Proses 

Kondisi Saat Ini (As 

Is) 

Kondisi Yang 

Diharapkan (To Be) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

 

 

 
22 

Sejauh mana Auditor  mengintegrasi 

Teknologi dalam melaporkan hasil dari 

analisis risiko kepada semua 

stakeholders sesuai dengan aturan dan 

format yang berguna untuk mendukung 

keputusan  

            

 

 

 
23 

Sejauh mana Auditor  mengintegrasi 

Teknologi dalam menyediakan 

pengambilan keputusan dengan 

memahami situasi terburuk dan 

skenario paling mungkin, paparan uji 

kelayakan dan reputasi penting, 

pertimbangan regulasi. 

            

 

 

 

 
24 

Sejauh mana Auditor  mengintegrasi 

Teknologi dalam melaporkan profil 

risiko saat ini kepada semua 

stakeholders, termasuk efektifitas dari 

proses manajemen risiko, control 

effectiveness, gaps, inconsistencies, 

redundancies, remediation status dan 

pengaruh pada profil risiko. 

            

 

 

 

25 

Sejauh mana Auditor  mengintegrasi 

Teknologi melihat hasil penilaian pihak 

ketiga, audit internal dan ulasan 

jaminan mutu, dan memetakan ke profil 

risiko. Mengulas identifikasi 

kesenjangan untuk menentukan 

kebutuhan analisis risiko tambahan. 

            

 

 

26 

Untuk area yang memiliki risiko, sejauh 

mana Auditor  mengintegrasi Teknologi 

dalam mengidentifikasi peluang 

teknologi informasi yang 

memungkinkan penerimaan risiko yang    

lebih    besar    dan    juga 

meningkatkan pertumbuhan serta 

keuntungan 

            



 

 

e. Mendefinisikan Portofolio Tindakan Manajemen Risiko 

 

 
No 

 
Aktifitas Proses 

Kondisi Saat Ini 

(As 

Is) 

Kondisi Yang 

Diharapkan (To 

Be) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 
27 

Sejauh mana Auditor mengintegrasi Teknologi dalam 

memelihara inventori dari aktivitas kontrol yang 

ditempatkan untuk mengelola risiko dan yang 

memperbolehkan risiko untuk diambil sejalan dengan 

risiko yang di toleransi. Mengklasifikasi aktivitas 

kontrol dan memetakan hal tersebut kedalam risiko TI 

spesifikasi dan kumpulan risiko TI. 

            

 

 

 
28 

Sejauh mana Auditor Integrasi Teknologi dalam 

menentukan apakah     setiap entitas organisasi 

mengawasi risiko dan menerima akuntabilitas untuk 

beroperasi dalam tingkatan toleransi portofolio. 

            

 

 

 

29 

Sejauh mana Auditor Integrasi Teknologi dalam 

mendefinisikan keseimbangan suatu seperangkat 

proposal projek yang dirancang untuk mengurangi 

risiko dan projek yang mengizinkan kesempatan 

strategi pemerintah daerah, mempertimbangkan   

untung   dan rugi dari implementasi risiko saat ini. 

            

 

f. Menanggapi Risiko 

 

 
No 

 
Aktifitas Proses 

Kondisi Saat Ini (As 

Is) 

Kondisi Yang 

Diharapkan (To Be) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

30 

Sejauh mana Auditor 

mengintegrasi Teknologi 

menyiapka memelihara, dan 

rencana uji coba yang 

mendokumentasikan langkah yang 

harus diambil ketika risiko 

mempengaruhi operasi penting 

atau insiden yang memberikan 

dampak serius pada bisnis. 

            



 

 

 

 

 
31 

Sejauh mana Auditor 

mengintegrasi Teknologi 

mengkategorikan insiden-insiden, 

dan membandingkan ambang 

batas toleransi risiko sebenarnya. 

Mengkomunikasikan dampak 

bisnis untuk pembuat keputusan 

sebagai bagian dari laporan dan 

mengupdate profil risiko. 

            

 

 
32 

Sejauh mana Auditor Integrasi 

Teknologi memeriksa kerugian di 

masa lalu dan peluang yang 

terlewat   dan   menentukan   akar 

permasalahannya. Serta 

mengkomunikasikan  akar 

permasalahan, tambahan 

kebutuhan tindakan risiko dan 

proses memperbaiki pembuat 

keputusan yang sesuai dan 

memastikan penyebabnya, respon 

persyaratan dan proses perbaikan 

termasuk proses tata kelola risiko 

            



  

 

 

 

PETUNJUK UMUM PENGISIAN KUESIONER 
 

Di bawah ini adalah pernyataan yang mewakili pendapat umum terkait dengan gender, religiusitas 

dan retaliasi yang mempengaruhi intensi melakukan whistleblowing. Dimohon untuk membaca 

setiap pernyataan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pernyataan. Tidak ada 

pernyataan yang benar atau salah. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu/Sdr/I setuju 

atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 

 

Whistleblowing adalah tindakan dari seseorang pegawai atau mantan pegawai suatu organisasi, 

untuk mengungkap apa yang ia percaya sebagai perilaku illegal, kecurangan, dan atau tindakan 

tidak etis kepada manajemen/manajemen puncak (internal whistleblowing) atau kepada 

otoritas/pihak berwenang di luar organisasi maupun kepada public (external whistleblowing). 

 

BAGIAN III. INTENSI TINDAKAN WHISTLEBLOWING 
 

PETUNJUK: Berilah tanda silang (X) untuk pernyataan yang menurut Anda paling sesuai. Skor 

untuk menanggapi setiap pernyataan berupa skala, 1=Sangat Tidak Setuju s/d 5=Sangat Setuju. 

Semakin tinggi skor yang Anda pilih, semakin Anda setuju dengan pernyataan tersebut. 

1. Whistleblowing 
 

No Pernyataan STS TS KS S SS 

Aspek Kesediaan 

1. Saya bersedia menyatakan komitmen 

untuk berpartisipasiaktif melaporkan 

adanya pelanggaran dan kecurangan 

     

2. Saya tidak takut melaporkan pelanggaran 

atau kecurangan 

     

3. Saya akan menggunakan nama samaran 

jika melaporkan suatu pelanggaran atau 

kecurangan. 

     

4. Saya berani melaporkan tindak 

pelanggaran karena ada kekebalan atas 

sanksi administratif 

     

5. Saya harus menerima informasi 

perkembangan penanganan hasil laporan 

pelanggaran yang saya laporkan. 

     

6. Laporan yang saya laporkan harus 
dilakukan investigasi lebih lanjut 

     

7. Saya menjadi termotivasi untuk 

melaporkan tindak pelanggaran bukan 

karena adanya insentif system 

     

 

 



  

 

8 Saya bersedia menyatakan komitmen untuk 

melaksanakan whistleblowing system dan 

berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan 

bila menemukan adanya pelanggaran atau 

kecurangan 

     

Aspek Operasional 

9 Saya akan menggunakan nama 

samaran/anonim jika melaporkan suatu 

pelanggaran/kecurangan 

     

10 Saya berani melaporkan tindakan 
pelanggaran karena ada kekebalan atas sanksi 
administratif 

     

11 Saya setuju para kepala bagian khususnya 

bagian keuangan ikut terlibat dalam 

penerapan whistleblowing system 

     

12 Saya lebih muda dalam melaporkan 
pelanggaran yang terjadi karena tersedianya 
wada khusus untuk melaporkan pelanggaran 

     

13 Laporan pelanggaran yang saya laporkan 
harus dilakukan investigasi lebih lanjut 

     

14 Pemerintah daerah media komunikasi sebagai 
fasilitas pelaporan pelanggaran 

     

15 Pemerintah daerah harus membuat unit 
pengelolaan pengaduan kecurangan 

     

Aspek Perawatan 

16 Evaluasi dan perbaikan harus senantias 

dilakukan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan efektivitas whistleblowing 

system 

     

17 Pemerintah daerah harus melakukan 
komunikasi secara berkala dengan pegawai 
mengenai hasil dari penerapan whistleblowing 
system 

     

Sikap terhadap perilaku (attitude towerd behavior) 

18 Menurut saya, whistleblowing (Pelaporan 
kecurangan) merupakan hal yang positif 

     

19 Menurut saya, whistleblowing (pelaporan 
kecurangan) merupakan Tindakan yang 
beretika 

     

20 Saya merasa bangga menjadi seorang 
whistleblower 

     

21 Menurut saya, segala bentuk kecurangan 
yang terjadi wajib untuk dilaporkan 

     

Persepsi Kontrol Perilaku 

22 Saya merasa yakin menghadapi segala 
rintangan yang akan dialami dalam menjadi 
whistleblower 

     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Big Data Analytics 

 Dampak penggunaan Big data analytics dalam sektor pemerintahan adalah adanya transparansi 

pada data-data yang disajikan. Hal ini akan sangat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui secara 

lebih transparan data-data yang mengenai pemerintahan sehingga dapat mewujudkan open 

government yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

  Petunjuk: Berilah penilaian Bapak/Ibu/ Saudara/ i terhadap pernyataan-pernyataan di bawah 

ini dengan memberi tanda centang (√) pada kolom jawaban yang dianggap paling sesuai dengan 

persepsi Bapak/Ibu/ Saudara/ i. 

Big Data Analytics 

Mohon berikan jawaban untuk pertanyaan di bawah ini. (Mohon beri tanda “ X “ pada kolom 

pilihan jawaban yang telah tersedia) 

TM = Tidak Memadai 

KM = Kurang Memadai 

CM = Cukup Memadai 

M = Memadai 

SM = Sangat Memadai 

 

No Pertanyaan TM KM CM M S 

Peran Big Data Analytics 

1 Big data dapat meningkatkan relevansi, 

kredibilitas, dan relevansi  bukti audit. 

     

2 Big data memiliki potensi untuk memperluas 

sumber dan cakupan informasi yang dibutuhkan 

oleh auditor untuk mendeteksi kecurangan 

     

3 Saat ini dan ke depan, data memainkan peran 

yang semakin signifikan bahkan menjadi critical 

resource bagi masyarakat modern 

     

23 Saya akan tetap melakukan whistleblowing 
walaupun adanya larangan dari orang di 
sekitar saya. 

     

24 Saya ingin menjadi whistleblower karena 
keingingan saya sendiri 

     

25 Saya memiliki kemampuan bercerita secara 
urut, runtun, tertata, tepat, sistematis tentang 
kejadian yang saya ketahui. 

     

Keyakinan terhadap Perilaku (Behaviour Belief) 

26 Pelaporan kecurangan yang saya lakukan 
akan membantu mencegah adanya kerugian 
yang serius pada organisasi 

     

27 Pelaporan kecurangan yang saya lakukan 
akan meningkatkan pelayanan public 

     

28 Pelaporan kecurangan yang saya lakukan 
akan meningkatkan pelayanan public 

     

29 Pelaporan kecurangan adalah salah satu tugas 
saya sebagai seorang ASN 

     

30 Pelaporan kecurangan yang terjadi akan 
memberikan keputusan moral 

     



  

 

Penggunaan Big Data Analytics 

4 Big Data menyederhanakan proses deteksi 

penipuan dengan memungkinkan auditor 

menganalisis volume data yang lebih besar, lebih 

beragam, dan lebih cepat 

     

5 Big data memudahkan auditor untuk mengambil 

banyak data eksternal tambahan (tidak hanya 

internal) dari berbagai sumber seperti data  

media sosial, pemantauan situs web, email, dan 

portal media online  

     

6  Big data  dapat Mengakses data yang mungkin 

dianggap sensitif 

     

7 Big data Mengetahui data apa yang tersedia dan 

bagaimana menggunakannya 

     

8 Big data Menggabungkan data dari sistem yang 

berbeda menjadi satu untuk dianalisis 

     

Penggunaan jenis big data analytics dan bukti  audit 

9 Big data analytic dapat membantu proses audit 

sesuai dengan standar ISA 

     

10 Melalui big data, para auditor dapat memiliki 

sumber data yang sangat besar, baik data 

keuangan maupun bukan keuangan 

     

11 Big Data mampu meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi prosedur analitis yang dilakukan oleh 

auditor. 

     

12 Big Data dapat memfasilitasi proses komunikasi 

tim audit menjadi lebih efektif dan efisien 

     

13 Big data mampu menampilkan berbagai 

informasi relevan yang berasal dari eksternal 

seperti informasi berita, indeks pemerintah 

daerah, dan data pesaing melalui berbagai 

sumber Online, yang kemudian hal ini 

memberikan ide dan informasi tambahan yang 

membantu  menyusun strategi dan analis yang 

lebih mendalam dalam rangka mendeteksi fraud 

(kecurangan).  

     

Penciptaan  big data analytics   

14 Dengan data analytics memungkinkan untuk 

melakukan tinjauan tehadap historical dan current 

data 

     

15 Big Data tetap memainkan peranan dalam 

mendeteksi fraud secara berkelanjutan, 

misalnya dalam pengembangan prosedur 

analisis. 

     

16 Dampak penggunaan Big Data dalam sektor 

pemerintahan adalah adanya transparansi pada 

data-data yang disajikan. Hal ini akan sangat 

berguna bagi masyarakat untuk mengetahui 

secara lebih transparan data-data yang mengenai 

pemerintahan sehingga dapat mewujudkan Open 

     



  

 

Government yang dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Akurasi dan keandalan big data analytics 

17 Dengan data analytics memungkinkan untuk 

melakukan tinjauan tehadap historical dan 

current data. Sehingga organisasi dapat dengan 

mudah menentukan apakah keadaan pemerintah 

daerah kedepan itu semakin baik, tetap sama, atau 

semakin buruk 

     

18 Dengan data analytics memungkinakan untuk 

melakukan tinjauan terhadap transaksi keuangan 

berdasarkan hubungan 

     

19 Data analistik memungkinkan organisasi untuk 

meningkatkan ruang lingkup internal 

investigation/audit tanpa meng-hire staff 

tambahan 

     

20 Organisasi yang menggunakan data analytics 

dalam audit internal mereka mampu memeriksa 

banyak data dengan waktu yang singkat 

     

 

Pencegahan Fraud 

Upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan yaitu 

memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan pada 

pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, mengeliminasi alasan untuk membuat 

pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan fraud yang dilakukan 

Petunjuk: Berilah penilaian Bapak/Ibu/ Saudara/ i terhadap pernyataan-pernyataan di bawah 

ini dengan memberi tanda centang (√) pada kolom jawaban yang dianggap paling sesuai dengan 

persepsi Bapak/Ibu/ Saudara/ i. 

Mohon berikan jawaban untuk pertanyaan di bawah ini. (Mohon beri tanda “ X “ pada kolom 

pilihan jawaban yang telah tersedia) 

Keterangan: 
TM = Tidak Mampu 

KM = Kurang Mampu 

CM = Kurang Mampu 

M = Mampu 

SM = Sangat Mampu 

 

 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

Penetapan Kebijakan Anti Kecurangan 

1 Saya dapat memanfaatkan jabatan saya dengan tujuan 
mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih dari organisasi 
lain diluar pemerintah daerah 

     

2 Saya akan melakukan apapun untuk menambah keuntungan 
pribadi, walaupun dengan melakukan korupsi 

     

Penyalahgunaan Aset 

3 Saya akan mengambil dan menggunakan uang kas 

pemerintah daerah yang berasal dari hasil pembayaran 

atas pembelian produk oleh pelanggan ke pemerintah 

     



  

 

daerah untuk kebutuhan pribadi saya 

4 Dalam mencatat transaksi keuangan, saya dapat mengubah 

tanggal transaksi tersebut lebih awal 

dari waktu yang sebenarnya 

     

Pelaporan Keuangan yang Menyesatkan 

5 Dalam menyusun laporan keuangan, saya diminta untuk 

merekayasa laporan keuangan pemerintah daerah dengan 

mengabaikan prinsip penyusunan laporan keuangan 

yang berlaku agar lebih indah dan menarik investor 

untuk menanamkan modalnya dalam pemerintah daerah 

     

6 Saya dapat menciptakan dan mencatat pendapatan 

pemerintah daerah yang sebenarnya tidak terjadi, agar 

pendapatan pemerintah daerah terlihat meningkat. 

     

Budaya Jujur dan Etika yang Tinggi 

1 Pemerintah daerah tidak mengimplementasikan 

program pengendalian anti fraud berdasarkan nilai-

nilai yang dianut pemerintah daerah 

     

2 Nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah daerah 

mampu menciptakan lingkungan yang mendukung 

pegawai untuk mengarahkan tindakan mereka 

     

3 Pemerintah daerah memiliki sikap tanggap terhadap 

segala sesuatu yang terjadi di pemerintah daerah 

     

4 Pemerintah daerah membentuk sebuah tim untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan bersama oleh 

sekelompok orang dalam organisasi. 

     

5 Pemerintah daerah tidak mengakui adanya hasilnya 

kinerja pegawai yang sesuai dengan sasaran 

pemerintah daerah. 

     

6 Pemerintah daerah mengakui adanya hasilnya kinerja 

pegawai sebagai dasar promosi kenaikan jabatan 

pegawai 

     

7 Pemerintah daerah mengadakan sistem penghargaan 

terhadap hasil kinerja pegawai 

     

8 Pemerintah Daerah mengadakan program 

kompensasi untuk mendongkrak semangat kerja 

sehingga dapat mengurangi kemungkinan melakukan 

kecurangan 

     

9 Pemerintah Daerah mengadakan pelatihan 

pengembangan karir untuk mendongkrak semangat 

kerja pegawai sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan pegawai melakukan kecurangan. 

     

10 Pemerintah Daerah memberlakukan aturan perilaku 

untuk membangun budaya jujur dan terbuka di dalam 

     



  

 

pemerintah daerah. 

11 Pemerintah Daerah memberlakukan kode etik di 

lingkungan pegawai untuk membangun budaya jujur 

dan keterbukaan pegawai di dalam pemerintah 

daerah. 

     

12 Pemerintah Daerah memberlakukan sanksi atas 

pelanggaran terhadap aturan perilaku kode etik yang 

ada di pemerintah daerah 

     

Tanggung jawab Management untuk Mengevaluasi pencegahan kecurangan 

13 Manajemen membantu mengidentifikasi pelaporan 

persediaan dan menjaga skenario kecurangan aset 

     

14 Manajemen selalu berkomunikasi dengan auditor 

perihal kecurangan yang terjadi pada persediaan 

     

15 Manajemen bertanggung jawab untuk merancang 

dan menerapkan program- program dan 

pengendalian untuk menangani resiko kecurangan 

persediaan 

     

16 Manajemen secara berkala mengevaluasi apakah 

program-program pengendalian antikecurangan 

telah diterapkan dan berjalan secara efektif 

     

Pengawasan oleh Komite Audit 

17 Laporan audit internal diterbitkan segera  setelah 

audit internal dilakukan 

     

18 Laporan audit internal yang disajikan 

bersifat objektif, singkat dan jelas 

     

19 laporan hasil audit internal tidak menyajikan saran-

saran atau rekomendasi 

     

20 Laporan hasil audit internal mampu memberikan 

arah bagi manajemen untuk mengambil keputusan 

     

 

Financial Crime 

Sebagai upaya yang dilakukan sebagai bentuk preventif dari setiap aktivitas yang melibatkan perilaku curang 

atau tidak jujur untuk tujuan keuntungan finansial pribadi, dan dapat juga mencakup konversi kepemilikan 

harta secara ilegal dimana kejahatan keuangan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengarah 

pada berbagai bentuk aktifitas seperti: 1) pencucian uang; 2) pendanaan terorisme; 3) penipuan; 4) 

penghindaran pajak; 5)penggelapan; 6)Pemalsuan; dan 7) pencurian identitas. 

Mohon berikan jawaban untuk pertanyaan di bawah ini. (Mohon beri tanda “ X “ pada kolom pilihan 

jawaban yang telah tersedia) 

Keterangan: 

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS = Tidak Setuju 

CS = Cukup Setuju 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 

 

 

 



  

 

No Pertanyaan STS TS CS S SS 

Transaksi Keuangan 

1  Memperkecil biaya yang dicatat agar laba terlihat tinggi, merupakan 

perbuatan yang etis 

     

2  Memperbesar catatan piutang agar kinerja dinilai baik merupakan 

Tindakan etis 

     

3  Ada indikasi perilaku Financial crime dilakukan dengan niat untuk 

menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain 

     

4  Ada indikasi perilaku financial Crime berusaha untuk menutupi 

kecurangan dengan cara mencari celah dan kelamahan dari peraturan 

     

5  Saya sudah mengalami kejahatan financial crime dalam dunia 

pemerintahan khusususnya 

     

Penggunaan Uang secara Berulang 

6  Saya merasa takut menggunakan fasilitas internet bangkin karena 

pernah menjadi korban financial crime 

     

7  Pemerintah menggunakan perlindungan hukum yang tepat bagi 

masyarakat yang terindikasi kasus financial crime 

     

8  Pemerintah daerah selalu memberikan solusi tentang kejahatan 

financial crime  yang bis terjadi kapampuna 

     

9  Saya akan tetap menggunakan internet Bangking walauoun sudah 

menjadi korban financial crime 

     

10  Saya sudah pernah mengalami kejahatan financial dalam dunia 

pemrintahan khuususnya 

     

 Aktivitas Transaksi tidak Wajar 

11  Saya pernah mengalami kejahatan financial crime berupa cracking, 

hacking, ataupun yang lain 

     

12  Pemerintah memberikan ganti rugi atas kejahatan yang menimpa 

saya 

     

13  Saya merasa takut menggunakan fasilitas internet bangkin karena 

sudah menjadi korban financial crime 

     

14  Pemerintah menindaklanjuti dengan cepat kejahatan financial crime 

yang saya alami 

     

15  Pemerintah memberikan perlindungan yang tepat bagi 

masyarakatnya 

     

Bentuk Upaya Kebijakan Keuangan 

16  Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi Ketika setekah 

terjadi kejahatan financial crime  yang melibatkan masyarakat 

     

17  Pemerintah Daerah selalu memberikan sosialisasi tentang kejahatan 

financial crime yang bisa terjadi kapanpun kepada masyarakat 

     

18  Masyarakat mengetahui undang-undanga atau peraturan yang 

mengatur secara khusus tentang financial crime 

     

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukti Penyebaran Kuesioner 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

Lampiran 3 

Identitas Responden Penelitian 



  

 

No 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Lama 
Bekerja 

Jabatan Penghasilan 
 Jumlah Auditor 

JFA dalam 
departemen audit  

1 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

2 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 11 - 15 juta 11 - 15 

3 Perempuan 36 - 45 6 -10 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

4 Laki-laki > 55 th > 10 th PF Auditor 11 - 15 juta 15 - 20 

5 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

6 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

7 Perempuan 46 - 55 > 10 th PF Auditor > 15 juta > 20 

8 Perempuan 36 - 45 6 -10 th PF Auditor > 15 juta > 20 

9 Laki-laki > 55 th 6 -10 th PF Auditor > 15 juta > 20 

10 Laki-laki > 55 th > 10 th PF Auditor > 15 juta > 20 

11 Perempuan 46 - 55 > 10 th PF Auditor > 15 juta > 20 

12 Perempuan 36 - 45 3 - 5 th PF Auditor > 15 juta > 20 

13 Laki-laki 26 - 35 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

14 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

15 Perempuan 36 - 45 > 10 th JF Umum > 15 juta 11 - 15 

16 Laki-laki 26 - 35 3 - 5 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

17 Perempuan 46 - 55 > 10 th PF Auditor 11 - 15 juta 6 - 10 

18 Perempuan 46 - 55 > 10 th PF Auditor 5 - 10 juta 15 - 20 

19 Perempuan > 55 th > 10 th PF Auditor > 15 juta 6 - 10 

20 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

21 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

22 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

23 Perempuan 36 - 45 6 -10 th PF Auditor < 5 juta 11 - 15 

24 Perempuan 46 - 55 > 10 th PF Auditor 11 - 15 juta 6 - 10 

25 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

26 Perempuan 46 - 55 > 10 th PF Auditor 5 - 10 juta > 20 

27 Perempuan 46 - 55 > 10 th PF Auditor > 15 juta 6 - 10 

28 Perempuan 46 - 55 > 10 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

29 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

30 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

31 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum 11 - 15 juta 1 - 5 

32 Perempuan 46 - 55 > 10 th PF Auditor > 15 juta 6 - 10 

33 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 1 - 5 

34 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

35 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

36 Perempuan > 55 th > 10 th PF Auditor 11 - 15 juta 6 - 10 

37 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

38 Perempuan 46 - 55 > 10 th PF Auditor 11 - 15 juta 6 - 10 

39 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

40 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 11 - 15 

41 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th PF Auditor 11 - 15 juta 1 - 5 

42 Perempuan > 55 th 6 -10 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

43 Laki-laki 36 - 45 6 -10 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

44 Perempuan 36 - 45 6 -10 th PF Auditor < 5 juta 11 - 15 

45 Perempuan 36 - 45 6 -10 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

46 Perempuan 46 - 55 > 10 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

47 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

48 Perempuan 36 - 45 6 -10 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

49 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor > 15 juta 1 - 5 

50 Laki-laki 46 - 55 > 10 th JF Umum > 15 juta 6 - 10 



  

 

51 Perempuan > 55 th > 10 th PF Auditor 11 - 15 juta 11 - 15 

52 Perempuan 46 - 55 > 10 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

53 Perempuan 36 - 45 6 -10 th PF Auditor 11 - 15 juta 11 - 15 

54 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

55 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 1 - 5 

56 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

57 Laki-laki 26 - 35 3 - 5 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

58 Perempuan 36 - 45 6 -10 th PF Auditor 11 - 15 juta 15 - 20 

59 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th JF Umum 11 - 15 juta 6 - 10 

60 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 11 - 15 

61 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

62 Perempuan 36 - 45 6 -10 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

63 Perempuan 46 - 55 6 -10 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

64 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

65 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

66 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 1 - 5 

67 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

68 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

69 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 1 - 5 

70 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

71 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 1 - 5 

72 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

73 Perempuan < 25 th 3 - 5 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

74 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

75 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

76 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 1 - 5 

77 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

78 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

79 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor > 15 juta > 20 

80 Perempuan < 25 th 3 - 5 th PF Auditor > 15 juta 11 - 15 

81 Perempuan < 25 th 3 - 5 th PF Auditor 5 - 10 juta 11 - 15 

82 Laki-laki 36 - 45 3 - 5 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

83 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 1 - 5 

84 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

85 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 1 - 5 

86 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 1 - 5 

87 Perempuan 26 - 35 > 10 th PF Auditor > 15 juta > 20 

88 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

89 Perempuan < 25 th 3 - 5 th PF Auditor > 15 juta 11 - 15 

90 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor > 15 juta 1 - 5 

91 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor > 15 juta > 20 

92 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

93 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

94 Perempuan < 25 th 6 -10 th PF Auditor 11 - 15 juta 6 - 10 

95 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

96 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

97 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum > 15 juta 6 - 10 

98 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 11 - 15 juta 6 - 10 

99 Laki-laki < 25 th 3 - 5 th JF Umum 11 - 15 juta 6 - 10 

100 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

101 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

102 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

103 Perempuan < 25 th 3 - 5 th JF Umum 11 - 15 juta 6 - 10 



  

 

104 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum > 15 juta 1 - 5 

105 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

106 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

107 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 1 - 5 

108 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

109 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

110 Perempuan < 25 th > 10 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

111 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

112 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 1 - 5 

113 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 11 - 15 juta 6 - 10 

114 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

115 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

116 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

117 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

118 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

119 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

120 Laki-laki 26 - 35 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

121 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

122 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

123 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

124 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

125 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

126 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

127 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

128 Laki-laki 26 - 35 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

129 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

130 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

131 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

132 Laki-laki 26 - 35 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

133 Perempuan 26 - 35 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

134 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

135 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

136 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

137 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

138 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

139 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

140 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

141 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

142 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

143 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta > 20 

144 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

145 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

146 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

147 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

148 Perempuan 26 - 35 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

149 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

150 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

151 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

152 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

153 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

154 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 11 - 15 

155 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

156 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 



  

 

157 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

158 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

159 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

160 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

161 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

162 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

163 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 11 - 15 

164 Perempuan < 25 th 6 -10 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

165 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

166 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

167 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

168 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

169 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

170 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

171 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

172 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 11 - 15 

173 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

174 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

175 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 15 - 20 

176 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

177 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

178 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

179 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

180 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

181 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum > 15 juta 1 - 5 

182 Perempuan 36 - 45 > 10 th JF Umum 5 - 10 juta 1 - 5 

183 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

184 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

185 Laki-laki 26 - 35 3 - 5 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

186 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

187 Perempuan 26 - 35 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

188 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

189 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th PF Auditor < 5 juta 6 - 10 

190 Laki-laki 36 - 45 3 - 5 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

191 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

192 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

193 Laki-laki < 25 th 3 - 5 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

194 Laki-laki 26 - 35 6 -10 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

195 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

196 Laki-laki < 25 th 3 - 5 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

197 Laki-laki > 55 th 6 -10 th JF Umum > 15 juta > 20 

198 Perempuan 26 - 35 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

199 Laki-laki 46 - 55 > 10 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

200 Laki-laki 26 - 35 3 - 5 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

201 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th JF Umum  5 - 10 juta 6 - 10 

202 Laki-laki 26 - 35 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

203 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

204 Perempuan < 25 th 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

205 Laki-laki 26 - 35 6 -10 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

206 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th PF Auditor 5 - 10 juta 6 - 10 

207 Perempuan < 25 th 3 - 5 th JF Umum 5 - 10 juta 11 - 15 

208 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

209 Laki-laki 36 - 45 6 -10 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 



  

 

210 Perempuan 26 - 35 6 -10 th JF Umum < 5 juta 11 - 15 

211 Laki-laki < 25 th > 10 th JF Umum > 15 juta 6 - 10 

212 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

213 Laki-laki 26 - 35 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

214 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

215 Perempuan < 25 th > 10 th JF Umum > 15 juta 6 - 10 

216 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

217 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum > 15 juta 6 - 10 

218 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

219 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

220 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

221 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

222 Laki-laki 26 - 35 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

223 Laki-laki < 25 th 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

224 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

225 Laki-laki < 25 th 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

226 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum  < 5 juta 1 - 5 

227 Laki-laki 26 - 35 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

228 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

229 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta > 20 

230 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

231 Perempuan < 25 th 3 - 5 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

232 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

233 Laki-laki 46 - 55 > 10 th JF Umum > 15 juta 6 - 10 

234 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

235 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum > 15 juta 11 - 15 

236 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

237 Laki-laki < 25 th 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

238 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

239 Perempuan 36 - 45 6 -10 th PF Auditor 5 - 10 juta 11 - 15 

240 Laki-laki 46 - 55 3 - 5 th JF Umum 5 - 10 juta 1 - 5 

241 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 11 - 15 

242 Perempuan 36 - 45 3 - 5 th JF Umum 5 - 10 juta 1 - 5 

243 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

244 Perempuan 36 - 45 6 -10 th PF Auditor 11 - 15 juta 6 - 10 

245 Laki-laki 46 - 55 > 10 th JF Umum 11 - 15 juta 6 - 10 

246 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

247 Perempuan < 25 th > 10 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

248 Perempuan 36 - 45 3 - 5 th PF Auditor < 5 juta 1 - 5 

249 Perempuan 26 - 35 3 - 5 th JF Umum 5 - 10 juta 6 - 10 

250 Laki-laki < 25 th 3 - 5 th JF Umum < 5 juta 6 - 10 

251 Perempuan < 25 th 1 - 2 th JF Umum  < 5 juta 1 - 5 

252 Laki-laki < 25 th 1 - 2 th JF Umum < 5 juta 1 - 5 

253 Perempuan < 25 th 1 - 2 th PF Auditor > 15 juta 6 - 10 

254 Perempuan 46 - 55 6 -10 th JF Umum < 5 juta 15 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Penelitian 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 
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Deskriptif Statistik Variabel Internal Audit 

 
 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Item1 255 253 1 254 1244 4.88 .983 15.693 246.273 15.873 .153 252.964 .304 

Item2 255 4 1 5 1086 4.26 .062 .994 .988 -1.630 .153 2.497 .304 

Item3 255 4 1 5 1040 4.08 .060 .952 .907 -1.095 .153 1.011 .304 

Item4 255 4 1 5 1083 4.25 .055 .882 .777 -1.234 .153 1.464 .304 

Item5 255 4 1 5 1109 4.35 .055 .883 .779 -1.644 .153 3.009 .304 

Item6 255 4 1 5 1032 4.05 .061 .971 .943 -1.161 .153 1.370 .304 

Item7 255 4 1 5 1049 4.11 .061 .967 .936 -1.177 .153 1.202 .304 

Item8 255 4 1 5 1064 4.17 .052 .824 .679 -.714 .153 .030 .304 

Item9 255 4 1 5 1072 4.20 .053 .850 .722 -.985 .153 .645 .304 

Item10 255 4 1 5 1104 4.33 .055 .879 .773 -1.396 .153 1.824 .304 

Item11 255 4 1 5 1028 4.03 .059 .943 .889 -.944 .153 .749 .304 

Item12 255 4 1 5 1000 3.92 .063 1.013 1.025 -1.034 .153 .827 .304 

Item13 255 4 1 5 1036 4.06 .058 .924 .854 -1.090 .153 1.357 .304 

Item14 255 4 1 5 1044 4.09 .058 .922 .849 -1.101 .153 1.257 .304 

Item15 255 4 1 5 1040 4.08 .061 .977 .954 -.975 .153 .553 .304 

Item16 255 4 1 5 1043 4.09 .061 .974 .949 -1.136 .153 1.170 .304 

Item17 255 4 1 5 1039 4.07 .062 .983 .967 -1.027 .153 .742 .304 

Item18 255 4 1 5 1011 3.96 .062 .997 .995 -.961 .153 .635 .304 

Item19 255 4 1 5 1041 4.08 .062 .995 .989 -1.086 .153 .900 .304 

Item20 255 4 1 5 1047 4.11 .059 .935 .875 -1.144 .153 1.380 .304 

Item21 255 4 1 5 1074 4.21 .057 .915 .837 -1.148 .153 1.004 .304 

Item22 255 4 1 5 1075 4.22 .055 .881 .776 -1.028 .153 .700 .304 

Item23 255 4 1 5 1073 4.21 .062 .984 .968 -1.302 .153 1.334 .304 

Item24 255 4 1 5 1032 4.05 .064 1.015 1.029 -1.052 .153 .703 .304 

Item25 255 4 1 5 1055 4.14 .052 .838 .702 -.912 .153 .674 .304 

Item26 255 4 1 5 1054 4.13 .055 .882 .777 -.959 .153 .680 .304 

Item27 255 4 1 5 1053 4.13 .055 .871 .759 -.975 .153 .980 .304 

Item28 255 4 1 5 1058 4.15 .056 .893 .797 -1.001 .153 .698 .304 

Item29 255 4 1 5 1062 4.16 .057 .916 .839 -1.076 .153 .873 .304 

Item30 255 4 1 5 1074 4.21 .058 .919 .845 -1.200 .153 1.272 .304 

Valid N (listwise) 255             



  

 

Deskriptif Statistik Variabel Risk Management 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Item1 255 253 1 254 848 3.33 .990 15.812 250.031 15.809 .153 251.575 .304 

Item2 255 4 1 5 762 2.99 .098 1.564 2.445 .113 .153 -1.554 .304 

Item3 255 4 1 5 637 2.50 .083 1.331 1.771 .424 .153 -1.062 .304 

Item4 255 4 1 5 764 3.00 .092 1.476 2.177 .111 .153 -1.421 .304 

Item5 255 4 1 5 655 2.57 .085 1.358 1.845 .343 .153 -1.190 .304 

Item6 255 4 1 5 782 3.07 .096 1.526 2.330 .021 .153 -1.506 .304 

Item7 255 4 1 5 628 2.46 .081 1.288 1.659 .434 .153 -.988 .304 

Item8 255 4 1 5 794 3.11 .095 1.519 2.306 -.031 .153 -1.486 .304 

Item9 255 4 1 5 635 2.49 .079 1.267 1.605 .432 .153 -.939 .304 

Item10 255 4 1 5 783 3.07 .096 1.540 2.373 -.002 .153 -1.516 .304 

Item11 255 4 1 5 658 2.58 .085 1.352 1.827 .276 .153 -1.283 .304 

Item12 255 4 1 5 787 3.09 .097 1.547 2.394 .009 .153 -1.531 .304 

Item13 255 4 1 5 640 2.51 .084 1.342 1.802 .417 .153 -1.121 .304 

Item14 255 4 1 5 771 3.02 .093 1.487 2.212 .061 .153 -1.471 .304 

Item15 255 4 1 5 657 2.58 .081 1.295 1.678 .323 .153 -1.122 .304 

Item16 255 4 1 5 790 3.10 .097 1.553 2.412 -.031 .153 -1.536 .304 

Item17 255 4 1 5 653 2.56 .082 1.308 1.712 .334 .153 -1.151 .304 

Item18 255 4 1 5 815 3.20 .095 1.519 2.308 -.119 .153 -1.517 .304 

Item19 255 4 1 5 646 2.53 .085 1.354 1.833 .404 .153 -1.134 .304 

Item20 255 4 1 5 789 3.09 .096 1.526 2.330 .001 .153 -1.513 .304 

Item21 255 4 1 5 674 2.64 .085 1.349 1.821 .235 .153 -1.259 .304 

Item22 255 4 1 5 801 3.14 .094 1.502 2.256 -.067 .153 -1.475 .304 

Item23 255 4 1 5 669 2.62 .086 1.366 1.866 .331 .153 -1.185 .304 

Item24 255 4 1 5 772 3.03 .096 1.530 2.342 .073 .153 -1.512 .304 

Item25 255 4 1 5 653 2.56 .082 1.308 1.712 .345 .153 -1.153 .304 

Item26 255 4 1 5 805 3.16 .091 1.458 2.125 -.076 .153 -1.429 .304 

Item27 255 4 1 5 668 2.62 .083 1.322 1.748 .274 .153 -1.172 .304 

Item28 255 4 1 5 777 3.05 .094 1.495 2.234 .047 .153 -1.465 .304 

Item29 255 4 1 5 676 2.65 .081 1.301 1.693 .238 .153 -1.157 .304 

Item30 255 4 1 5 820 3.22 .094 1.507 2.272 -.115 .153 -1.483 .304 

Item31 254 4.00 1.00 5.00 670.00 2.6378 .08374 1.33467 1.781 .335 .153 -1.115 .304 

Item32 254 4.00 1.00 5.00 791.00 3.1142 .09266 1.47668 2.181 -.042 .153 -1.433 .304 

Valid N (listwise) 254             

 



  

 

Deskriptif Statistik Variabel Whistleblowing System 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Item1 255 253 1 254 1252 4.91 .983 15.702 246.539 15.841 .153 252.282 .304 

Item2 255 4 1 5 965 3.78 .074 1.186 1.406 -.946 .153 .043 .304 

Item3 255 4 1 5 846 3.32 .078 1.244 1.548 -.338 .153 -.832 .304 

Item4 255 4 1 5 960 3.76 .069 1.097 1.204 -.945 .153 .315 .304 

Item5 255 4 1 5 970 3.80 .067 1.065 1.135 -1.158 .153 .918 .304 

Item6 255 4 1 5 984 3.86 .069 1.106 1.224 -1.071 .153 .548 .304 

Item7 255 4 1 5 942 3.69 .067 1.076 1.158 -.799 .153 .138 .304 

Item8 255 4 1 5 996 3.91 .068 1.094 1.196 -1.159 .153 .826 .304 

Item9 255 4 1 5 842 3.30 .070 1.115 1.243 -.344 .153 -.602 .304 

Item10 255 4 1 5 947 3.71 .069 1.094 1.197 -1.029 .153 .442 .304 

Item11 255 4 1 5 969 3.80 .063 1.002 1.003 -1.035 .153 .833 .304 

Item12 255 4 1 5 952 3.73 .067 1.076 1.157 -.868 .153 .190 .304 

Item13 255 4 1 5 979 3.84 .064 1.020 1.041 -1.040 .153 .769 .304 

Item14 255 4 1 5 970 3.80 .063 1.004 1.009 -1.079 .153 .968 .304 

Item15 255 4 1 5 981 3.85 .066 1.052 1.106 -1.122 .153 .909 .304 

Item16 255 4 1 5 971 3.81 .067 1.064 1.132 -1.151 .153 .928 .304 

Item17 255 4 1 5 969 3.80 .065 1.040 1.082 -1.030 .153 .715 .304 

Item18 255 4 1 5 946 3.71 .076 1.221 1.490 -.986 .153 .024 .304 

Item19 255 4 1 5 949 3.72 .069 1.107 1.225 -1.064 .153 .529 .304 

Item20 255 4 1 5 948 3.72 .069 1.108 1.227 -1.017 .153 .413 .304 

Item21 255 4 1 5 994 3.90 .068 1.089 1.186 -1.067 .153 .571 .304 

Item22 255 4 1 5 938 3.68 .065 1.030 1.062 -.977 .153 .554 .304 

Item23 255 4 1 5 914 3.58 .067 1.076 1.157 -.737 .153 -.034 .304 

Item24 255 4 1 5 925 3.63 .069 1.108 1.227 -.939 .153 .273 .304 

Item25 255 4 1 5 952 3.73 .062 .988 .976 -.901 .153 .459 .304 

Item26 255 4 1 5 974 3.82 .066 1.061 1.125 -1.151 .153 .980 .304 

Item27 255 4 1 5 946 3.71 .067 1.069 1.144 -.976 .153 .496 .304 

Item28 255 4 1 5 947 3.71 .068 1.091 1.189 -.990 .153 .436 .304 

Item29 255 4 1 5 945 3.71 .063 1.006 1.012 -.904 .153 .569 .304 

Item30 255 4 1 5 944 3.70 .067 1.064 1.131 -1.043 .153 .573 .304 

Valid N (listwise) 255             

 

 



  

 

Deskriptif Statistik Variabel Big Data Analytics 
 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Item1 255 253 1 254 1208 4.74 .983 15.702 246.541 15.874 .153 252.986 .304 

Item2 255 4 1 5 971 3.81 .061 .975 .951 -.864 .153 .734 .304 

Item3 255 4 1 5 947 3.71 .059 .939 .882 -.548 .153 .081 .304 

Item4 255 4 1 5 985 3.86 .059 .940 .883 -.842 .153 .684 .304 

Item5 255 4 1 5 961 3.77 .063 .999 .997 -1.004 .153 .950 .304 

Item6 255 3 2 5 982 3.85 .048 .774 .600 -.402 .153 -.060 .304 

Item7 255 4 1 5 967 3.79 .056 .887 .787 -.636 .153 .590 .304 

Item8 255 4 1 5 971 3.81 .059 .942 .888 -.859 .153 .753 .304 

Item9 255 4 1 5 988 3.87 .060 .956 .913 -.810 .153 .524 .304 

Item10 255 4 1 5 963 3.78 .061 .973 .946 -.626 .153 .004 .304 

Item11 255 4 1 5 985 3.86 .058 .923 .851 -.755 .153 .673 .304 

Item12 255 4 1 5 974 3.82 .061 .975 .952 -.811 .153 .462 .304 

Item13 255 4 1 5 979 3.84 .058 .919 .844 -.658 .153 .409 .304 

Item14 255 4 1 5 968 3.80 .061 .979 .958 -.875 .153 .705 .304 

Item15 255 4 1 5 979 3.84 .061 .973 .946 -.655 .153 .167 .304 

Item16 255 4 1 5 970 3.80 .062 .985 .969 -.720 .153 .272 .304 

Item17 255 4 1 5 956 3.75 .060 .956 .913 -.816 .153 .635 .304 

Item18 255 4 1 5 956 3.75 .061 .976 .953 -.836 .153 .505 .304 

Item19 255 4 1 5 978 3.84 .059 .941 .886 -.750 .153 .513 .304 

Item20 255 4 1 5 966 3.79 .058 .932 .868 -.654 .153 .295 .304 

Valid N (listwise) 255             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Deskriptif Statistik Variabel Pencegahan Fraud 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Item1 255 253 1 254 984 3.86 .989 15.796 249.500 15.757 .153 250.493 .304 

Item2 255 4 1 5 644 2.53 .093 1.492 2.227 .298 .153 -1.479 .304 

Item3 255 4 1 5 637 2.50 .089 1.428 2.038 .319 .153 -1.335 .304 

Item4 255 4 1 5 672 2.64 .092 1.462 2.138 .210 .153 -1.452 .304 

Item5 255 4 1 5 687 2.69 .089 1.428 2.040 .167 .153 -1.382 .304 

Item6 255 4 1 5 691 2.71 .090 1.440 2.073 .120 .153 -1.413 .304 

Item7 255 4 1 5 748 2.93 .085 1.351 1.826 -.003 .153 -1.199 .304 

Item8 255 4 1 5 862 3.38 .075 1.197 1.433 -.533 .153 -.520 .304 

Item9 255 4 1 5 889 3.49 .074 1.177 1.385 -.581 .153 -.457 .304 

Item10 255 4 1 5 909 3.56 .073 1.168 1.365 -.710 .153 -.182 .304 

Item11 255 4 1 5 786 3.08 .081 1.297 1.682 -.154 .153 -1.042 .304 

Item12 255 4 1 5 904 3.55 .073 1.159 1.343 -.638 .153 -.338 .304 

Item13 255 4 1 5 913 3.58 .071 1.130 1.276 -.771 .153 -.054 .304 

Item14 255 4 1 5 940 3.69 .073 1.162 1.350 -.838 .153 -.012 .304 

Item15 255 4 1 5 920 3.61 .072 1.148 1.318 -.715 .153 -.132 .304 

Item16 255 4 1 5 927 3.64 .073 1.162 1.351 -.726 .153 -.217 .304 

Item17 255 4 1 5 930 3.65 .073 1.171 1.371 -.766 .153 -.123 .304 

Item18 255 4 1 5 926 3.63 .075 1.199 1.438 -.734 .153 -.279 .304 

Item19 255 4 1 5 931 3.65 .073 1.170 1.370 -.866 .153 .042 .304 

Item20 255 4 1 5 934 3.66 .071 1.131 1.280 -.788 .153 .050 .304 

Item21 255 4 1 5 937 3.67 .072 1.157 1.339 -.723 .153 -.128 .304 

Item22 255 4 1 5 942 3.69 .072 1.157 1.339 -.795 .153 -.053 .304 

Item23 255 4 1 5 938 3.68 .070 1.118 1.251 -.888 .153 .288 .304 

Item24 255 4 1 5 951 3.73 .069 1.095 1.198 -.862 .153 .333 .304 

Item25 255 4 1 5 878 3.44 .074 1.189 1.413 -.587 .153 -.427 .304 

Item26 255 4 1 5 943 3.70 .071 1.136 1.290 -.831 .153 .108 .304 

Valid N (listwise) 255             

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Deskriptif Statistik Variabel Pencegahan Financial Crime 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Item1 255 253 1 254 891 3.49 .990 15.803 249.723 15.806 .153 251.518 .304 

Item2 255 4 1 5 661 2.59 .077 1.232 1.518 .295 .153 -1.085 .304 

Item3 255 4 1 5 659 2.58 .080 1.277 1.630 .222 .153 -1.143 .304 

Item4 255 4 1 5 689 2.70 .079 1.260 1.588 .161 .153 -1.146 .304 

Item5 255 4 1 5 711 2.79 .069 1.102 1.215 -.105 .153 -.899 .304 

Item6 255 4 1 5 763 2.99 .070 1.122 1.260 -.170 .153 -.856 .304 

Item7 255 4 1 5 879 3.45 .071 1.135 1.288 -.585 .153 -.291 .304 

Item8 255 4 1 5 880 3.45 .067 1.063 1.130 -.445 .153 -.331 .304 

Item9 255 4 1 5 794 3.11 .074 1.183 1.400 -.337 .153 -.743 .304 

Item10 255 4 1 5 762 2.99 .066 1.055 1.114 -.138 .153 -.720 .304 

Item11 255 4 1 5 766 3.00 .071 1.128 1.272 -.157 .153 -.822 .304 

Item12 255 4 1 5 802 3.15 .072 1.156 1.337 -.209 .153 -.814 .304 

Item13 255 4 1 5 793 3.11 .069 1.103 1.216 -.272 .153 -.665 .304 

Item14 255 4 1 5 834 3.27 .069 1.105 1.222 -.288 .153 -.580 .304 

Item15 255 4 1 5 879 3.45 .071 1.138 1.295 -.474 .153 -.407 .304 

Item16 255 4 1 5 857 3.36 .068 1.088 1.184 -.313 .153 -.480 .304 

Item17 255 4 1 5 867 3.40 .071 1.135 1.288 -.589 .153 -.299 .304 

Item18 255 4 1 5 893 3.50 .062 .984 .968 -.493 .153 -.177 .304 

Valid N (listwise) 255             

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olah Data Penelitian 

SMART PLS 



  

 

 

 

 

model Penelitiam Result: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Outer Loading: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio Heterotrait-Monotrait (HTMT) 
Variabel Pencegahan 

Perilaku 

Financial 

Crime 

Pencegaha

n fraud  

Big Data 

Analytics 

Internal 

Audit 

Risk 

Management 

Whistleblowin

g System 

Pencegahan Perilaku 

Financial Crime 

      

Pencegahan Fraud 0,438      

Big Data Analytics 0,328 0,401     

Internal Audit 0,179 0,162 0,407    

Risk Management 0,087 0,214 0,435 0,274   

Whistleblowing 

System 

0,212 0,320 0,640 0,226 0,361  

Sumber : Olah Data SmartPLS, 2022 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variabel 

Big Data 

Analytics 

(X4) 

Variabel 

Internal 

Audit 

(X1) 

Variabel 

Pencegahan 

Perilaku 

Financial 

Crime (M) 

Variabel 

Pencegahan 

Fraud (Y) 

Variabel Risk 

Management 

(X2) 

Variabel 

Whistleblowing 

System (X3) 

M1P1 
   

0.943 
  

M1P2 
   

0.956 
  

M1P3 
   

0.945 
  

X1P1 
 

0.796 
    

X1P2 
 

0.897 
    

X1P3 
 

0.878 
    

X1P4 
 

0.914 
    

X1P5 
 

0.897 
    

X2P1 
    

0.921 
 

X2P2 
    

0.950 
 

X2P3 
    

0.943 
 

X2P4 
    

0.950 
 

X2P5 
    

0.912 
 

X2P6 
    

0.923 
 

X3P1 
     

0.947 

X3P2 
     

0.953 

X3P3 
     

0.929 

X3P4 
     

0.926 

X3P5 
     

0.928 

X3P6 
     

0.935 

X4P1 0.906 
     

X4P2 0.890 
     

X4P3 0.931 
     

X4P4 0.924 
     

X4P5 0.910 
     

YP1 
  

0.920 
   

YP2 
  

0.789 
   

YP3 
  

0.740 
   



  

 

Hasil Cross Loading: 

  PENCEGAHAN 

PERILAKU 

FINANCIAL 

CRIME 

PENCEGAH

AN FRAUD 

VARIABEL BIG 

DATA ANALYTICS 

(X4) 

VARIABEL 

INTERNAL 

AUDIT (X1) 

VARIABEL RISK 

MANAGEMENT 

(X2) 

VARIABEL 

WHISTLEBLO

WING 

SYSTEM (X3) 

M1P1 0.447 0.943 -0.364 -0.173 -0.193 -0.323 

M1P2 0.470 0.956 -0.384 -0.153 -0.205 -0.307 

M1P3 0.475 0.945 -0.337 -0.150 -0.192 -0.253 

X1P1 -0.082 -0.094 0.282 0.796 0.238 0.140 

X1P2 -0.099 -0.095 0.343 0.897 0.217 0.191 

X1P3 -0.092 -0.103 0.318 0.878 0.192 0.198 

X1P4 -0.147 -0.188 0.362 0.914 0.246 0.208 

X1P5 -0.123 -0.188 0.380 0.897 0.255 0.213 

X2P1 -0.109 -0.202 0.388 0.293 0.921 0.315 

X2P2 -0.032 -0.190 0.388 0.244 0.950 0.336 

X2P3 -0.056 -0.148 0.337 0.238 0.943 0.313 

X2P4 -0.042 -0.195 0.408 0.251 0.950 0.354 

X2P5 -0.084 -0.213 0.399 0.229 0.912 0.325 

X2P6 -0.074 -0.198 0.418 0.229 0.923 0.316 

X3P1 0.055 -0.299 0.579 0.205 0.336 0.947 

X3P2 0.103 -0.280 0.594 0.234 0.359 0.953 

X3P3 0.054 -0.345 0.605 0.240 0.304 0.929 

X3P4 0.075 -0.300 0.563 0.180 0.307 0.926 

X3P5 0.129 -0.238 0.576 0.213 0.319 0.928 

X3P6 0.091 -0.259 0.550 0.163 0.353 0.935 

X4P1 0.034 -0.385 0.906 0.346 0.370 0.597 

X4P2 0.030 -0.330 0.890 0.369 0.376 0.561 

X4P3 0.055 -0.362 0.931 0.377 0.397 0.577 

X4P4 0.072 -0.354 0.924 0.361 0.405 0.554 

X4P5 0.087 -0.300 0.910 0.332 0.368 0.525 

YP1 0.920 0.572 -0.128 -0.248 -0.123 -0.030 

YP2 0.789 0.221 0.306 0.067 -0.002 0.230 

YP3 0.740 0.184 0.303 0.093 0.057 0.212 
 

 

 

Reabilitas Komposite:               

 

  CRONBACH'S 

ALPHA 

RHO_A RELIABILITAS 

KOMPOSITE 

RATA-RATA 

VARIANS 

DIEKSTRAK 

(AVE) 

PENCEGAHAN 

PERILAKU 

FINANCIAL CRIME 

0.809 1.211 0.859 0.672 

PENCEGAHAN 

FRAUD 

0.943 0.944 0.964 0.898 

VARIABEL BIG 

DATA ANALYTICS 

(X4) 

0.950 0.954 0.961 0.833 

VARIABEL 

INTERNAL AUDIT 

(X1) 

0.928 0.997 0.943 0.770 

VARIABEL RISK 

MANAGEMENT (X2) 

0.970 0.975 0.976 0.871 

VARIABEL 

WHISTLEBLOWING 

SYSTEM (X3) 

0.972 0.980 0.977 0.877 

 

 

 

 

 



  

 

 

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values) 
 

Sampel 

Asli 

(O) 

Rata-

rata 

Sampel 

(M) 

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

T Statistik (| 

O/STDEV |) 

P 

Values 

Pencegahan 

Fraud -> 

Pencegahan 

Perilaku 

Financial Crime 

0.490 0.498 0.043 11.487 0.000 

Variabel Big 

Data Analytics 

(X4) -> 

Pencegahan 

Fraud 

0.286 -0.270 0.076 3.769 0.000 

Variabel 

Internal Audit 

(X1) -> 

Pencegahan 

Fraud 

0.019 0.034 0.057 2.335 0.000 

Variabel Risk 

Management 

(X2) -> 

Pencegahan 

Fraud 

-0.042 -0.041 0.068 0.620 0.268 

Variabel 

Whistleblowing 

System (X3) -> 

Pencegahan 

Fraud 

0.115 -0.129 0.073 2.567 0.059 

 

 

Hasil Uji Efek Mediasi 
 

Sampel 

Asli (O) 

Rata-

rata 

Sampel 

(M) 

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

T Statistik 

(| O/STDEV 

|) 

P 

Values 

Variabel Big Data 

Analytics (X4) -> 

Pencegahan Fraud -> 

Pencegahan perilaku 

Financial Crime 

0.140 -0.136 0.039 3.629 0.000 

Variabel Internal Audit 

(X1) -> Pencegahan Fraud 

-> Pencegahan perilaku 

Financial Crime 

0.009 0.019 0.030 2.315 0.006 

Variabel Risk 

Management (X2) -> 

Pencegahan Fraud -> 

Pencegahan perilaku 

Financial Crime 

-0.020 -0.020 0.035 0.589 0.278 

Variabel Whistleblowing 

System (X3) -> 

Pencegahan Fraud -> 

Pencegahan perilaku 

Financial Crime 

0.056 -0.059 0.038 1.676 0.070 

 

 

 

 



  

 

Nilai R-square 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nilai Fit Model 

  Model 

Saturated 

Model 

Estimasi 

SRMR 0.072 0.100 

d_ULS 2.123 4.055 

d_G 0.624 0.658 

Chi-Square 949.882 989.857 

NFI 0.885 0.880 

 
 

VARIABEL R-

SQUARE 

ADJUSTED 

R SQUARE 

PENCEGAHAN 

FRAUD 

 0,843 0,857 

PENCEGAHAN 

PERILAKU 

FINANCIAL CRIME 

 0,760 0,763 


